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Muhammad Ikbal Abdullah, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya.  Kuasa Opini Audit dalam Perspektif Foucauldian.  
Promotor: Iwan Triyuwono, Ko-Promotor: Eko Ganis Sukoharsono dan Unti 
Ludigdo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formasi diskursif 
dan kuasa bekerja dalam produksi opini pada sebuah pengauditan.  Ini dilakukan 
melalui pembacaan kritis terhadap peristiwa diskursif yang melibatkan auditor vis 
a vis auditee pada pengauditan entitas pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi 
Tengah.  Metodologi yang digunakan adalah filsafat Foucault dengan 
pendekatan arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaannya. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa formasi diskursif dan kerja kuasa 
pada produksi opini dalam pengauditan mencakup beberapa hal.  Pertama, 
ruang auditoral, yaitu bekerja melakukan pembatasan pada hanya subjek 
tertentu yang bisa melakukan pengauditan.  Kedua, formasi formal, yaitu bekerja 
melalui pengidentifikasian diri subjek auditor sebagai entitas yang lebih tinggi 
(negara) dari pada entitas teraudit.  Ketiga, Formasi Diri:Jiwa Keauditoran, yaitu 
bekerja melalui infiltrasi diri subjek auditor dengan sasaran orientasi ‘kerja’.  
Keempat, formasi sains, yaitu bekerja melalui orientasi diri subjek auditor pada 
sebuah kesimpulan kerja.  Kelima, kuasa disipliner, yaitu bekerja dengan 
orientasi penundukan mekanis subjek auditor dalam kerangka normalisasi.  
Keenam, teknologi diri, yaitu bekerja dengan orientasi pada keterlihatan dan 
perekaman jejak diri subjek auditor.  Ketujuh, kuasa eksklusivitas, yaitu bekerja 
melalui pengukuhan eksistensi diri seorang subjek sebagai auditor.  Kedelapan, 
produksi opini dalam pengauditan tidak lepas dari retakan-retakan 
(diskontinuitas) dari cara kerjanya atau semacam inkohenesi dalam praktik 
pengauditan.   
Proses produksi opini dalam pengauditan adalah bentuk dari praktik 
diskursif yang bekerja melalui orientasi-orientasi.  Dengan demikian, pengauditan 
adalah proses konstruksi dari praktik-praktik diskursif yang dilakukan oleh subjek 
profesional tertentu sesuai dengan orientasi di ruang auditorial.   
 

















Muhammad Ikbal Abdullah, Graduate School of Economics and Business 
Brawijaya University. Audit Opinion power in Foucauldian Perspective.  Promotor: 
Iwan Triyuwono, Co-Promotors: Eko Ganis Sukoharsono and Unti Ludigdo . 
This study aims to determine how the discursive formation and power 
operate in the production of an audit opinion in auditing.  It is done by a critical 
reading of discursive events involving auditor vis a vis auditee in the entities 
auditing of local governments (LGs) in Central Sulawesi.  The methodology used 
is the philosophy of Foucault's archaeological and genealogical approach.  
The results of the research revealed that the discursive formation and 
power in the production (opinion) of auditing comprise of several aspects.  The 
first is auditory space, which operates to create restriction only for the particular 
subjects who are to auditing proses.  The second is formal formation, which 
operates  by identifying the auditor subject as the higher entity (state) than 
audited entity.  The third is self formation--auditing spirit, which operates through 
self infiltration on the auditor with the target-oriented on “work”.  The fourth is 
formation of science, which operates through self orientation of auditor to a 
working inference.  The fifth is disciplinary power, which operates with the 
mechanical subjugation of auditor subject orientation within the framework of 
normalization.  The sixth is self--technology,  which operates with the orientation 
on the visibility and recording tracks of an auditor.  The seventh is exclusivity 
power,  which operates through self affirmation of the existence of a subject as 
an auditor.  The eighth, the production of audit opinion is also not spared from the 
cracks (discontinuities) of how it works or a kind of incoherence in auditing 
practice. 
 The production process (opinion) in auditing is a form of a discursive 
practice that operates through orientations.  Thus, it can be stated that auditing is 
a constructive process of discursive practices which are done by certain 
professional subjects in accordance with their orientations in auditory space. 
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 Bismillahirrahmanirrahim.  Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang berjudul: Kuasa Opini Audit 
dalam Perspektif Fouculdian (Sebuah Diskursus atas Pengauditan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah.  
Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: ruang 
auditoral, formasi formal, formasi diri: jiwa keauditoran, formasi sains, retakan-
retakan dalam kerja pengauditan, kuasa disipliner, teknologi diri, serta kuasa 
eksklusivitas.  Di samping unsur-unsur formasi diskursif dan kuasa yang 
disebutkan di atas, telah dirumuskan konsep pengauditan yang terangkum dalam 
bahasan; ‘praktik diskursif dalam pengauditan’.  Akhirnya, di penghujung uraian 
penulisan ini, diungkapkan pula sebuah ‘catatan penambah’, implikasi penelitian 
serta keterbatan yang ada dalam penelitian ini. 
Penulis  sangat menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan 
yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan  untuk lebih 
teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan.  Oleh karena itu penulis 
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1.1. Latar Belakang  
Laporan auditor telah menjadi sarana dalam bahasa bisnis1’.  Ia 
digunakan sebagai media komunikasi untuk memberi pesan akuntabilitas bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan.  Bahasa (opini) ‘kewajarannya2’ menjadi sinyal 
bahwa sebuah laporan keuangan (LK) telah disajikan secara logis tanpa bias 
atau distorsi.  Agar para pengguna laporan dapat memahami pesan yang ada 
pada laporan audit, maka profesi telah menyediakan standar kalimat yang 
digunakan dalam laporan auditor.  Paragraf pertama, berisi tiga hal yaitu (a) 
menyatakan bahwa auditor telah melaksanakan audit, (b) menyatakan bahwa LK 
telah diaudit, (c) menyatakan bahwa LK merupakan tanggung jawab manajemen 
sementara tanggung jawab auditor hanya terletak pada pernyataannya.  Paragraf 
kedua; lingkup pemeriksaan, berisi pernyataan faktual tentang apa yang 
dilakukan auditor selama proses audit.  Suatu keyakinan yang memadai bahwa 
LK bebas dari salah saji yang material; serta kecukupan bukti yang terkumpul 
sebagai dasar pemberian opini.  Pada paragraf ketiga; opini auditor, auditor 
                                                 
1 Di Indonesia, pentingnya laporan auditor pemerintah didasarkan  atas reformasi keuangan negara di 
sektor publik.  Wujudnya direspon melalui paket undang-undang keuangan negara, undang-undang 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), standar akuntansi pemerintahan dan perangkat perundangan 
lainnya.  Salah satu hal yang mendasar dari reformasi ini adalah pengadopsian teknik-teknik akuntansi 
yang digunakan oleh entitas bisnis - yang berorientasi profit - ke dalam lingkungan pemerintahan (Mir 
dan Rahaman, 2007; Cohen dkk., 2007; Harun, 2009, 43).  Ini ditandai dengan peralihan proses 
pencataan dari basis kas ke prinsip-prinsip akrual (Connoly dan Hyndman, 2006; lihat juga Harun, 2009, 
39).  Dengan demikian,  dari sudut pandang pelaporan keuangan, entitas pemerintah adalah sebuah 
entitas privat yang ‘berseragam dinas’.  Ini terlihat dari keharusan entitas pemerintah membuat laporan 
keuangan (neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, catatan atas LK) yang kelak juga diberi 
opini audit oleh auditor independen (BPK). 
  
2 Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), opini auditor berisi tentang tingkat kewajaran 
laporan keuangan suatu entitas.  Tingkat kewajaran ini terdiri dari (a) Wajar Tanpa Pengecualian 
(unqualified), (b) Wajar Tanpa Pengelualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi. (c) Wajar 
Dengan Pengecualian atau kualifikasi (qualified) dan (d) Tidak wajar (adverse) atau menolak 




diwajibkan untuk menyatakan pendapatnya tentang keseluruhan LK, termasuk di 
dalamnya kesimpulan tentang apakah entitas telah mengikuti prinsip akuntansi 
yang berterima umum (PABU) (IAI, 2001). 
Opini kualifikasi (wajar dengan pengecualian) mengandung makna ada 
sebuah persoalan (dalam akun) yang berkaitan dengan konsistensi atau 
ketidakpatuhan terhadap PABU atau keterbatasan lingkup pemeriksaan seorang 
auditor.  Jika persoalan itu punya dampak yang material terhadap keseluruhan 
penyajian LK, maka auditor akan mengeluarkan opini tidak wajar atau menolak 
memberikan pendapat.  Ini berarti bahwa sebuah opini tidak wajar menunjukkan 
bahwa kondisi keuangan suatu entitas begitu lemah sehingga asersi-asersi   
keuangan entitas tersebut nyaris tanpa makna atau hanya memiliki sedikit 
substansi. 
Secara normatif, laporan auditor independen telah berisi suatu petunjuk 
yang jelas tentang sifat pekerjaan seorang auditor serta tingkat tanggung jawab 
yang diembannya atas LK.  Nilai opini seorang auditor tergantung pada kualitas 
opini yang diberikan atas sebuah LK.  Semakin tinggi kualitas opini yang 
diberikan – misalnya wajar tanpa pengecualian, semakin tinggi pula kredibilitas 
informasi suatu entitas.  Ini tentunya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
terkait (seperti pemilik, karyawan, pemerintah, kreditor dan investor) dalam 
mengambil keputusan.  Penolakan pemberian opini mau tidak mau 
menggambarkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan entitas tersebut. 
Artinya, bahwa opini seorang auditor berguna bagi pengguna sebagai sinyal 




(going concern3) (Hopwood dkk., 1989; LaSalle dkk., 1996; Vanstraelen, 1999; 
Gul dkk., 1992; Chow dan Rice, 1982). 
Pesan dari auditor telah menjadi sinyal bagi pengguna LK. Riset yang 
dilakukan oleh Hopwood dkk. (1989) menguatkan argumentasi ini.  Risetnya 
mempelajari kemampuan opini ‘kualifikasi’ sebagai sinyal awal kepailitan 
keuangan suatu entitas.  Dengan menggunakan pendekatan statistik, pola 
hubungan ini diamati dalam rentang tahun tertentu.  Hasilnya mereka 
menemukan bahwa manfaat opini auditor dapat memberikan daya (power) 
penjelasan tambahan untuk keberlangsungan usaha suatu entitas.  Lebih lanjut 
mereka uraikan bahwa untuk audit tahun sebelum pailit, terlihat adanya 
hubungan antara opini kualifikasi – khususnya terhadap konsistensi atas 
penyajian LK dan going concern - dengan kepailitan.  Berikutnya ketika variabel 
laporan audit diuji secara bersama dengan rasio-rasio keuangan model prediksi-
kepailitan, ternyata opini kualifikasi yang terkait dengan konsistensi penyajian LK 
dan going-concern berhubungan secara signifikan dengan kepailitan. 
Secara khusus, terkait dengan sinyal ketidakpastian going concern 
dengan opini audit. LaSalle dkk. (1996) melakukan studi terhadap beberapa 
entitas.  Berbagai instrumen detail digunakan untuk mengumpulkan informasi 
rahasia (confidential) tentang entitas yang menerima opini disclaimer dan entitas 
yang menerima unqualified modified reports.  Beberapa faktor dinyatakan 
sebagai variabel independen di antaranya adalah bad/good news characteristics 
dan internal control.  Hasilnya mengindikasikan bahwa entitas-entitas yang 
menerima opini disclaimer tampaknya lebih cenderung memiliki banyak bad 
news items dan sangat sedikit good news items, serta punya pengendalian intern 
                                                 
3 Opini audit mengenai going concern adalah modifikasi lain dari bentuk laporan auditor independen.  
Opini jenis ini dikeluarkan jika auditor meragukan kemampuan suatu entitas untuk melanjutkan usahanya 
dalam jangka waktu yang pantas.  Untuk itu seorang auditor perlu mempertimbangkan rencana dan 




yang lemah ketimbang entitas-entitas yang menerima opini unqualified modified 
reports.  Entitas-entitas dengan opini disclaimer juga cenderung entitas besar 
dan melakukan perdagangan secara publik.  Selain itu, auditor mempercayai 
bahwa laporan going-concern tersebut menawarkan perlindungan terhadap legal 
liabilities dan tampaknya auditor mengeluarkan opini disclaimer jika beresiko 
untuk digugat. 
Vanstraelen (1999) mengungkapkan bahwa pembuatan keputusan oleh 
seorang auditor saat terjadi ketidakpastian going concern bisa dikarakterkan 
sebagai proses dua tahap.  Tahap pertama, yaitu saat auditor harus 
mengidentifikasikan sebuah entitas yang memiliki masalah going concern, dan ini 
berkaitan dengan kompetensi auditor. Tahap kedua adalah saat auditor  akan 
memutuskan, apakah melaporkan temuannya atau tidak; dan ini menjadi urusan 
independensi.  Ini sejalan dengan Watkin dkk. (2004) yang mengisyaratkan 
perlunya kompetensi dan independensi sebagai dimensi terpenting dari sebuah 
audit yang berkualitas. 
Di balik semua yang terurai di atas, kekuatan sesungguhnya dari opini 
‘kewajaran’ bukan hanya terletak pada fungsinya yang memberi sinyal, tetapi 
juga terletak pada siapa yang berpendapat demikian.  Auditor adalah sosok yang 
dipandang profesional, independen dan mendapat legitimasi dari masyarakat.  
Opini dari auditor dipercayai dapat mengubah persepsi hingga prilaku user, 
bahwa apa yang diopinikan dapat merepresentasikan akuntabilitas suatu entitas.  
Selain itu, dalam praktik pengauditan, auditor dipercaya sebagai produk dari 
suatu pertimbangan seseorang yang berlandaskan pendidikan, pelatihan, 
pengalaman dan keahlian yang memiliki hak untuk menyatakan opini atas 
sebuah LK.  Dalam melahirkan suatu opini, auditor merujuk pada suatu prinsip 




suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tidak hanya mengikuti 
pelatihan yang memadai tetapi juga harus meningkatkan kemampuan mereka 
secara mandiri melebihi standar yang ada.  Mereka juga melatih kemampuan 
dan keseksamaan yang ada pada diri mereka dengan melaksanakan tanggung 
jawab profesi pada berbagai metode dan situasi tertentu. 
Dengan klaim yang dimilikinya itu, sabda auditor mampu menjadi pereda 
konflik keagenan antara pemilik dan manajer, memediasi ketidakpastian dan 
persoalan-persoalan entitas secara independen dan objektif.  Selain itu dengan 
keahliannya ini, akan membuat pengguna LK mudah membatasi dan 
menindaklanjuti gejala dari suatu resiko serta  menjadi panduan bagi user dalam 
mengambil keputusan.  
Semua ini menunjukkan betapa sentralnya sosok seorang auditor ‘berdiri’ 
di antara berbagai kepentingan terhadap penggunaan LK.  Meski demikian di 
balik kegunaan opininya, ternyata opini audit juga mengandung beberapa 
problem.  Secara umum problem itu mencakup; audit sebagai praktik sosial dan 
dasar pijakan auditing sebagai sebuah ilmu.  Implikasi kedua problem ini dengan 
sendirinya mempengaruhi  daya guna opini audit.  Penarasian beberapa riset 
pada paragraf-paragraf berikut nanti, menunjukkan bahwa opini auditor terkait 
dengan problem - problem di atas.  Argumentasi ini dapat diekstraksikan menjadi 
tiga hal.  
Pertama adalah kualitas` audit dan expectation gap; tuntutan akan 
kualitas audit begitu ambigiu sehingga berimplikasi pada expectation gap.  
Masyarakat memandang audit berdasarkan pendekatan hasil (result) yakni opini 
yang diberikan, dan kurang peduli akan proses audit.  Mereka menilai kinerja 
auditor dengan membandingkannya dengan kondisi suatu entitas.  Mereka 




harapan pemakai ini dirasakan tidak terpenuhi oleh auditor.  Kegagalan suatu 
entitas dan kerugian keuangan justru terjadi setelah LK diaudit dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari auditor.  Oleh masyarakat, 
kegagalan dan kerugian ini, disamakan dengan kegagalan audit, meskipun 
auditor menyatakan telah memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan 
pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan (Ikbal, 2006, 3). 
Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit diartikan sebagai probabilitas 
seorang auditor dapat menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi 
dalam sistem akuntansi klien.  Probabilitas penemuan penyelewengan 
tergantung pada kemampuan teknis auditor, prosedur audit yang digunakan, luas 
pengambilan sampel dan lain-lain.  Sementara, probabilitas auditor untuk 
melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien tergantung 
pada independensi auditor.  Lebih lanjut Carcello dkk. (1992) mengemukakan 
bahwa faktor-faktor seperti pengalaman dan ketaatan pada PABU juga 
mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.  Berkaitan dengan PABU, Martens 
dan McEnro (1992) menilai, ada kecenderungan auditor berlindung di balik 
standar (PABU).  Untuk menguji dugaan ini, dalam risetnya mereka membuat 6 
instrumen kasus yang dikirim ke 800 auditor terdaftar di Amerika Serikat (AS).  
Hasilnya menunjukkan bahwa jika perlakuan akuntansi klien sudah sesuai 
dengan standar, maka auditor akan membuat opini unqualified tanpa 
memperhatikan apapun substansi transaksinya.  Ini menunjukkan betapa 
dominannya suatu standar sebagai tempat bersandar yang aman sampai harus 
mengorbankan substansi suatu transaksi. 
Kedua adalah substansi audit sebagai praktik sosial dan dilema etika. 
Opini auditor – secara sadar kita ketahui - bersandar pada teori probabilitas dan 




test-test serta pengambilan beberapa sampel, sehingga menjadi pertanyaan 
apakah test dan sampel yang biasa digunakan sudah cukup untuk menjustifikasi 
sebuah opini?  Tentunya, dengan tuntutan akan kualitas audit yang bersifat 
makro – karena berkaitan dengan praktik sosial secara luas; yang dibarengi 
dengan cara produksi audit yang bersifat mikro – karena pengacuan teknisnya.  
Hal Ini menjadi tantangan tersendiri bagi profesi untuk menjadikan opini auditor 
punya substansi bukan hanya dari bentuk transaksi yang cuma menganalisis 
angka-angka akuntansi, sebagaimana yang selama ini dijadikan rujukan 
akademis dan rujukan dalam berpraktik.  Sebagai sebuah praktik sosial, profesi 
auditor tidak lepas dengan dilema etika.  Praktik etika yang melekat dalam diri 
individu tidak bebas  dari pengaruh pihak eksternal.  Dalam situasi tertentu 
mereka ‘membantu’ auditee dan dalam situasi lainnya mereka bergeming untuk 
tidak berkompromi dengan kemauan auditee.  Kondisi demikian menunjukkan 
gerak dinamis persoalan etika para profesional (Ludigdo, 2007, 143). 
Fakta empiris memperlihatkan bahwa laporan audit sering sarat dengan 
politik organisasi dan regulasi (Sikka, 2009), sehingga perlu ada upaya untuk 
memahami kualitas independensi dan objektivitas seorang auditor (Roslender, 
1992; Watkin dkk., 2004).  Sikka (2009) menilai bahwa para user LK sekarang ini 
tidak dapat disejukkan lagi oleh clean opinion dari auditor.  Kejadian ini memicu 
kecurigaan bahwa auditor kekurangan klaim keahlian untuk menjelaskan 
independensi dan objektivitasnya tentang urusan entitas.  Ini bisa berarti ada 
konflik kepentingan dalam bentuk perangkapan fungsi hubungan auditor-klien 
yang dapat mencederai keindependensiannya.  
Beberapa riset yang berkaitan dengan opini auditor juga menunjukkan 
bahwa nilai opini seorang auditor tidaklah bersifat netral.  Menurut Hopwood dkk. 




LK dengan kegagalan keuangan suatu entitas.  Karena itu, tipe opini ini bisa 
dikatakan sebagai red-flag bagi pengguna LK.  Sementara itu, opini tidak wajar 
atau auditor menolak memberikan opini dapat berdampak serius pada entitas.  
Ini menunjukkan adanya kesulitan keuangan dan kemampuan bertahan suatu 
entitas menjadi dipertanyakan (LaSalle dkk., 1996).  Sebuah fakta menunjukkan 
bahwa jika auditor yakin bahwa entitas akan gagal, lantas ia memutuskan untuk 
tidak mengungkap temuannya dalam laporan audit maka akan berimplikasi pada 
kemungkinan tuntutan dari pihak ketiga (Vanstraelan, 1999) dan akan dapat 
menurunkan reputasinya sebagai auditor (De Angelo, 1991).  Serta kalaupun 
mengungkap temuannya dalam LK auditee, besar kemungkinan auditor akan 
diganti pada penugasan tahun berikutnya (Ludigdo, 2007) 
Di lain pihak, studi yang dilakukan Gul dkk. (1992) berkaitan dengan 
perilaku pergantian auditor di Hongkong.  Gul dkk. menemukan bahwa 
pergantian auditor berhubungan juga dengan pemberian opini kualifikasi.  Isu 
pergantian auditor ini bisa mempengaruhi kredibilitasnya sebagai auditor (Menon 
dan Williams, 1991) serta dugaan adanya praktik jual beli opini (opinion 
shopping) (Gul dkk., 1992; Cushing, 1999; Arnold dkk., 2001).  Chow dan Rice 
(1992) berargumen, bahwa alasan manajer menghindari keputusan opini 
kualifikasi adalah karena opini ini bisa mempengaruhi harga pasar saham entitas 
dan paket kompensasi manajer.  Jika manajer mengganti auditor sebagai akibat 
dari opini kualifikasi yang diterimanya, maka dapat menimbulkan pertanyaan 
akan independensi dan kemampuan auditor dalam melawan tekanan 
manajemen.  Laporan Economist (dalam Arnold dkk., 2001, 324) mewartakan 
bahwa hubungan auditor-klien cenderung ‘mempermudah penjahat memilih 




 Ketiga adalah pemahaman konsep. Mautz dan Sharaf (1980) 
mendefenisikan bahwa akuntansi adalah proses konstruksi sementara auditing 
adalah proses analisis.  Pendapat ini kemudian diurai secara operasional dalam 
standar auditing dan juga oleh penulis-penulis lainnya, misalnya Arens dkk., 
(2005).  Konsep ini dimungkinkan untuk digugat dan dapat menimbulkan 
spekulasi - bahwa akan ada kecenderungan bagi profesi auditor untuk 
memahami auditing hanya sebatas proses terbalik dari akuntansi.  Kalau 
demikian adanya, maka konsep auditing akan dapat menyesatkan sebagai 
pijakan dalam berpraktik. 
Mencermati problem-problem di atas serta dampak penggunaannya, 
tampak bahwa para pengguna LK menerima begitu saja opini seorang auditor 
tanpa mempertanyakan bagaimana auditor membuat opini itu.  Hal ini seolah 
meneguhkan label keprofesionalan auditor dengan kitab standarnya cukup 
menjadi pegangan dalam bertindak dan berkeputusan.  Padahal beberapa riset 
kualitatif telah mengindikasikan, bahwa proses produksi opini audit adalah 
semacam ‘kotak hitam’ yang di dalamnya diakui ada konflik dan pengaruh 
eksternal (Mills dan Better, 1992; Humprhrey dan Moizer, 1990; Passewark dkk., 
1995; Power, 2003; Ludigdo, 2007) tidak netral (Pentland, 1993; Arnold dkk., 
2001; Power, 2003; Sikka, 2009), serta tidak selalu by design (Ludigdo, 2007) 
sehingga perlu dikaji secara mendalam, karena selama ini kompleksitas berbagai 
tekanan dalam setting organisasional suatu pengauditan tidak tergambar dalam 
riset eksperimen maupun analisis kuantitatif (Humphrey dan Moizer, 1990; 
Pentland, 1993; Power, 1995; Arnold dkk., 2001; Ludigdo, 2007; Sikka, 2009).  
Sebagai contoh, beberapa gambaran riset non positivistik dalam setting 
organisasional dilakukan oleh Ludigdo (2007) dan Arnold dkk. (2001) serta 




Sawarjuwono, 2004; Halim, 2007; Sikka, 2009).  Ludigdo (2007) melakukan riset 
dalam setting organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP).  Melalui analisis 
kombinasi strukturasi Gidden dengan Emotional Spritual Quotient (ESQ), ia 
menemukan bahwa interaksi antara individu-individu dengan organisasinya 
berlangsung pada situasi yang cenderung informal dan tidak by design, di mana 
kebebasan dan tanggung jawab individu lebih mewarnai dibandingkan dengan 
instrumen-instrumen organisasional.   
Arnold dkk. (2001) menelaah pengaruh internal dan eksternal dari suatu 
keputusan auditor.  Dari hasil wawancara yang mendalam terhadap profesi 
auditor dan profesi insolvensi,  mereka berkesimpulan bahwa kegagalan dalam 
proses keputusan audit bisa muncul dari satu atau lebih kegagalan dalam 
prosesnya.  Meski auditor bisa menjaga kualifikasi keahliannya, sebuah 
perencanaan audit yang salah, pelaksanaan yang buruk serta tekanan dari 
auditee untuk mendapatkan clean opinion bisa menimbulkan keputusan audit 
yang tidak tepat.  Kombinasi audit yang buruk, tekanan politik dan ekonomi bisa 
memberikan kerawanan yang kuat bagi kegagalan audit.  Lebih jauh Arnold dkk. 
(2001) membandingkan profesi auditor dengan profesi insolvensi yang 
menurutnya punya lingkungan sosial politik yang berbeda.  Auditor cenderung 
untuk menegakkan kontrak auditor/auditee tanpa yakin akan ada pelanggaran 
kontrak sosial.  Sementara dalam hukum insolvensi, praktisi insolvensi berusaha 
memaksimalkan return keuangan para kreditor.  Ini menunjukkan bahwa cara 
kerja kedua profesi ini punya kemiripan, yaitu sama-sama melakukan penilaian 
terhadap masa depan suatu entitas.  Perbedaannya adalah, bahwa pada profesi 
auditor tidak jelas kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, sementara 





Retorika di seputar opini auditor menunjukkan beberapa fenomena yang 
lain - bahwa opini auditor kadang juga menyesatkan bagi pengguna.  Sikka 
(2009) melakukan kajian secara kritis terhadap peran dan nilai auditor eksternal 
kaitannya dengan krisis keuangan saat itu.  Hasilnya menunjukkan bahwa pasar 
tidak bisa ditenangkan oleh opini auditor yang unqualified  dan banyak institusi 
keuangan menjadi hancur atau harus bailed out dalam periode pendek setelah 
menerima opini unqualified.  Seirama dengan penelitian Sikka (2009), 
Christiawan dan Sawarjuwono (2004) serta Halim (2007) melakukan studi 
dengan pendekatan dialektika Karl Marx.  Riset dilakukan terhadap angka-angka 
LK audited di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Hasilnya, Halim (2007) menyatakan 
bahwa LK audited tidak menggambarkan realitas sesungguhnya suatu entitas.  
Sementara Christiawan dan Sawarjuwono (2004) menemukan ada 
ketidakkonsistenan penyajian LK audited sehingga bisa menyulitkan dan 
menyesatkan bagi pengguna LK. 
Beberapa problem dan fenomena di atas telah menggugat eksistensi 
auditing.  Hal ini menunjukkan bahwa representasi LK yang tercipta melalui opini 
auditor cukup rapuh pijakan epistemologinya.  Simbol opini audit yang selama ini 
dianggap cukup menjadi ‘penanda’ akan sebuah akuntabilitas suatu entitas 
menjadi dipersoalkan.  Ternyata objek yang ‘ditandakan’ mengandung ‘patahan-
patahan’, di mana simbol opini audit sebagai ‘tanda’ sebuah representasi – bisa 
diposisikan - menyediakan dengan sendirinya ruang kuasa untuk menyatu di 
dalamnya.  Hal itu bisa terdeteksi dari adanya ambiguitas dalam profesi serta  
dilema etika yang menyertainya.  Pandangan Foucault bisa menegaskan akan 
hal ini, bahwa kekuasaan ada di mana-mana dan ruang bahasa menyediakan 




Auditing sesungguhnya bisa dimetaforakan sebagai bahasa (lihat Power, 
1995; Pentland, 1993; Lehman, 2006).  Opini audit telah digunakan sebagai 
bahasa bisnis untuk berkomunikasi bagi pihak yang berkepentingan atas LK 
entitas.  Pesan yang disampaikan dianggap dapat mengungkapkan realitas 
keberhasilan dan kesehatan objek terperiksa.  Salah satunya berisikan profit 
sebagai ukuran sukses dengan menceritakan kegiatan operasi, inovasi dan 
efisiensi entitas sehingga tampak terlihat tidak problematik. 
Beberapa studi kualitatif lain menunjukkan pandangan yang berbeda 
mengenai hal ini; bahwa akuntansi sebagai objek pemeriksaan auditor dalam 
praktiknya bisa berfungsi sebagai alat represif (Triyuwono, 2000) yang bekerja 
secara halus (Chawstiak dan Young, 2003; Sikka, 2009) dengan melibatkan 
kekuasaan (Gray dan Bebbington, 1998; Sukoharsono dan Gaffikin, 2005).  
Akuntansi merupakan hasil dan refleksi konflik serta negosiasi di antara berbagai 
kepentingan sosial dengan landasan sosio-politiknya yang mendasari kekuatan 
pasar (Triyuwono, 2000).  Chawstiak dan Young (2003) serta Sikka (2009) 
menemukan ‘pengheningan’ tentang ketidakadilan di dalam akuntansi.  Ini diakui 
oleh Gray dan Bebbington (1998) bahwa dalam dunia modern, terdapat peran 
akuntansi sebagai kendaraan untuk soft imperialism bagi negara-negara maju 
terhadap negara-negara berkembang.  Sementara di zaman kolonialisme 
khususnya di Indonesia, ia digunakan sebagai alat politik dan sosial bagi 
penguasa untuk melakukan penaklukan terhadap sumber-sumber ekonomi 
(Sukoharsono dan Gaffikin, 2005). 
Ini mengindikasikan bahwa dalam bahasa ada ruang kekuasaan yang 
berkeliaran.  Dengan demikian unsur dominasi akan melekat dengan sendirinya. 
Ia bisa berkeliaran di tataran super struktur (kesadaran manusia).  Gramscy 




hegemoni.  Sedangkan bagi Foucault, ini adalah akibat kuasa pengetahuan yang 
memproduksi diskursus (Rabinow, 2009) dalam suatu praktik sosial, akuntansi 
ataupun auditing.  Hegemoni dan diskursus telah menjadi sebentuk penguasaan 
tak kentara yang bekerja dalam ranah pemikiran dan akan semakin menemukan 
bentuknya ketika ‘bersemayam dalam rahim’ bahasa.  Inilah yang digunakan oleh 
seseorang atau kelas tertentu untuk memperkuat dominasinya atas makna yang 
dinginkannya.  Artinya hegemoni atau diskursus akuntansi dan auditing berjalan 
dan mendapat dukungan ketika mereka menggunakan bahasa sebagai sarana 
penguatan.  
Sebagai sebuah bahasa, yaitu bahasa resiko (Power, 1995), audit 
berfungsi untuk menutupi konflik dan menjaga ketertiban sosial (Mills dan Better, 
1992).  Dengan legitimasi yang dimilikinya, auditor berwenang menginterpretasi 
praktik akuntansi suatu entitas.  Auditing juga telah menjadi ‘polisi penjaga’ 
akuntabilitas bagi kapitalisme.  Ini dilakukan melalui peran sentralnya sebagai 
fungsi kontrol dalam konteks ideologi kapitalisme korporat (Mills dan Better, 
1992).  Lain halnya dengan Marx yang tidak sepaham dengan ideologi ini, 
menurutnya semua ini hanyalah sebentuk ‘kesadaran palsu’ – ada di area super 
struktur yang bekerja secara abstrak - yang telah mendistorsi masyarakat 
modern (kapitalisme) dalam memahami realitas.  Dalam pandangan Triyuwono 
(2000, x-xiii) kapitalisme berwujud pikiran manusia yang direfleksikan dalam 
kehidupan nyata.  Kehidupan dengan jaringan realitas dan karakter  yang 
terkandung dalam diri kapitalisme.  Lebih lanjut diungkapkan bahwa jaringan 
kerja dan relasi-relasi yang dibentuk kapitalisme turut mewarnai bentuk akuntansi 
(auditing) yang disebut sebagai instrumen penting dalam bisnis.  
Uraian-uraian di atas menuntun kita untuk menarik ‘benang merah’ pada 




Giddens (2004) menunjukkan lingkup dominasi instrumen auditing dalam jaring 
strukturasi - mengacu pada praktik pengauditan dan standar yang saling 
berhubungan - yaitu antara pelaku (tindakan) dan struktur ada relasi dualitas.  
Dualitas itu terjadi dalam praktik pengauditan yang berulang dan terpola dalam 
lintas ruang dan waktu.  Menurutnya, dualitas terletak pada fakta bahwa struktur 
mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik dari tindakan kita.  Dimensi-
dimensi dualitas struktur adalah (a) signifikasi, yang menyangkut skemata 
simbolik, (b) dominasi, menyangkut skemata penguasaan atas orang, (c) dan 
legitimasi, menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata 
hukum.  Struktur bisa difungsikan sebagai sarana praktik sosial - misalnya proses 
audit.  Skemata signifikasi (penanda) orang yang mengaudit disebut auditor, 
skemata dominasi auditor atas auditee dan juga skemata legitimasi hak auditor 
untuk memberi opini untuk menilai akuntabilitas pelaporan keuangan entitas.  
Strukturasi-dualitas semisal, standar auditing menghasilkan (menjadi dasar) dan 
dihasilkan dari praktik pengauditan. 
Di luar aspek struktural, kuasa opini auditor juga mampu menggiring 
pengguna LK untuk mengakui sebuah pernyataan ‘kewajaran’.  Simbol ini 
dipercaya dapat mengubah persepsi hingga perilaku user bahwa apa yang 
diopinikan seorang auditor seolah telah merepresentasikan realitas 
pertanggungjawaban keuangan.  Sebagaimana Triyuwono (2000, 179) 
mengatakan bahwa makna dari sebuah simbol misalnya, objek, kata-kata, 
fenomena dan lain-lain, adalah menjadi dasar bagi seorang individu untuk 
melakukan suatu tindakan.  Ini artinya sebuah makna yang dimobilisir oleh 
simbol ‘kewajaran’ membentuk dan mengembangkan sebuah relasi ekonomi 
atau sosial tertentu didasarkan pada kekuasaan yang berlangsung secara 




melalui bahasa aturan – prosedur pemeriksaan, standar auditing atau akuntansi - 
sehingga tampak tidak menimbulkan penolakan pada individu atau organisasi 
untuk pada akhirnya menjalankannya secara sukarela. 
Menyingkap kuasa seorang profesional (auditor) memang dimungkinkan, 
sebagaimana diungkapkan oleh Foucault, bahwa ‘pengetahuan’ akan proses 
audit dan eksklusifitas tindakannya dapat dijadikan sebagai ‘alat penguasaan’.  
Foucault mencontohkan munculnya kekuasaan dokter (profesional) karena 
dominasi pengetahuan tertentunya.  Ketika para dokter menerapkan teknik 
mekanis tertentu dalam merawat pasien, hukum-hukum yang dijelaskan dalam 
bidang kedokteran telah menjadikan dokter menjadi ‘pendeta baru’ yang 
melegalkan tindakan yang mereka ambil.  Renumerasi yang tinggi telah 
‘menunjukkan kelayakannya’ yang didapat melalui organisasi profesional yang 
kuat dengan melarang akses bagi banyak orang dan melakukan indoktrinasi atas 
sejumlah orang ‘yang dipilih’ - dalam suatu masyarakat yang dinilainya dan 
akhirnya diekspesikan dengan uang (Kurzweil, 2004). 
Pandangan Foucault tentang kekuasaan tidak hanya dapat dipahami 
sebagai milik kelompok orang atau individu, bukan pula dominasi tradisional 
majikan-buruh sebagaimana pandangan Marx, namun harus juga dilihat sebagai 
suatu yang ‘rasional-legal’ (Sarup, 1993, 107).  Dengan kata lain, kekuasaan di 
masyarakat modern tidak hanya tergantung pada wibawa dan kecakapan 
individu saja, tetapi juga dilaksanakan melalui dukungan ‘mesin pendisiplinan’ 
impersonal yang bekerja menurut aturan-aturan yang abstrak.  Audit bisa 
menjadi sebentuk pengawasan untuk ‘pendisiplinan diri’ dalam pengelolaan 
keuangan.  Bagi Foucault, proses pendisiplinan masuk dalam kesadaran abstrak 
dan menurutnya teknologi menghukum telah berubah bentuk ke arah normalisasi 




menjadi penting sebagai sarana penaklukan agar individu menjadi patuh dan 
berguna.  
Bersandar pada pemaparan di atas, peneliti merasa perlu mengkaji kerja 
kuasa dalam pengauditan dengan mencoba meletakkan auditor Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai subjek penelitian.  Penekanan pada auditor 
BPK menarik untuk disingkap, sebagaimana Funnell (1998, 437) menyatakan 
bahwa: 
”kurangnya perhatian dari para peneliti berhaluan kritis maupun 
peneliti lain terhadap audit negara adalah terutama disebabkan 
karena para auditor negara berusaha untuk membangun citra bahwa 
audit negara adalah bersifat apolitik dan netral.  Ini ditambah lagi 
dengan adanya ketentuan tentang kerahasiaan informasi dalam 
legislasi audit yang memungkinkan untuk menutupi cara kerja yang 
sebenarnya”. 
  
Sejalan dengan itu, Roslender (1992, 190) mengungkapkan bahwa jika 
seorang auditor menggunakan ‘cara diktator’ dan ‘memaksa hak statusnya’, ada 
kecenderungan melakukan tugasnya hanya dalam satu arah, cara yang ramah 
dan sopan, tidak memberi beban auditor apa-apa dan bisa berkembang dengan 
sendirinya untuk meningkatkan efektivitas audit.  
Pandangan Funnell (1998) dan Roslender (1992) didukung oleh 
Humphrey dan Moizer (1990), bahwa teori kritis masih jarang diterapkan pada 
praktik pengauditan.  Menurutnya sebagian besar periset di bidang audit 
cenderung untuk meneliti praktik audit dengan menggunakan perspektif satu sisi, 
yaitu himpunan teknik-teknik (lihat juga Power, 1995 & 2003; Pentland, 2000).  
Akhirnya sebahagian besar riset berbasis audit di arahkan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan efektivitas dalam pemeriksaan sehingga praktik pengauditan 




Karena itu, riset tentang bagaimana cara memproduksi opini auditor 
menjadi relevan untuk dikaji.  Sebagaimana adanya pelabelan yang melekat 
pada para auditor negara bahwa mereka adalah seorang yang profesional dalam 
membuat keputusan, individu-individu yang independen dan rasional serta selalu 
bertindak demi kepentingan publik.  Simbol ini perlu dikritisi dan dieksplorasi lebih 
dalam, oleh karena besarnya mandat yang diberikan oleh negara sebagai 
seorang ‘penjaga akuntabilitas. 
Auditor negara, dalam hal ini BPK, mempunyai kewenangan untuk 
mengetahui pelaksanaan program pemerintah (daerah) yang dibiayai oleh 
keuangan negara, menguji tingkat kepatuhannya terhadap aturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan 
efektivitas dari dari suatu program pemerintah (BPK, 2008). 
Pelaksanaan aturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan 
keuangan negara bersifat mandatori.  Tekanan ini sebagai isyarat akuntabilitas 
pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk tersedianya LK yang andal 
dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.  Keandalan dan 
keterpercayaan sebuah LK harus melalui proses pemeriksaan oleh BPK.  Jadi 
sebuah akuntabilitas juga menekankan pentingnya peran auditor BPK.   
Namun demikian, ada hal lain yang mengejutkan, bahwa selama ini, sejak 
berlakunya tiga paket UU keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan 
serta Permendagri No. 13 Tahun 2006, hampir belum ada kemajuan signifikan 
dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan di daerah.  Kondisi LK 
pemerintah daerah (Pemda) malah tidak ada perubahan yang berarti.  Ini dapat 
dilihat pada Lampiran 1.1 tentang  perkembangan opini hasil pemeriksaan BPK 
atas LK pemerintah daerah dari tahun 2005-2010. Dalam pandangan BPK, 




negara pada peraturan perundang-undangan, pengendalian intern yang lemah 
dan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas (BPK, 2008), serta 
seringnya pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang saling bertentangan, 
sering berubah, dan multi interprestasi (BPK, 2008). 
Kecenderungan turunnya kualitas opini audit atas LK Pemda menjadi 
sebuah paradoks; apakah BPK sebagai auditor negara telah gagal 
‘mendisiplinkan’ entitas Pemda? ataukah malah telah berhasil menjalankan 
fungsinya sebagai ‘polisi’ akuntabilitas?  Anggapan ini tentunya perlu ditelaah 
secara proporsional, karena bukankah dalam proses audit ada permainan kuasa 
baik secara halus maupun secara struktur yang terjebak dalam sebuah ‘kotak 
hitam’.   
  
1.2. Motivasi Penelitian 
 
Menilik problem-problem di atas sambil mencoba merefleksikan 
fenomena kegiatan auditor dalam berpraktik, maka dapatlah diajukan sebuah 
proposisi dalam riset ini.  Auditing bisa diproposisikan bahwa, “atas nama 
akuntabilitas, auditor merangkum ‘dunia’ dengan opininya, padahal pijakan 
epistemologinya cukup rapuh”.  Titik tolak pijakan itu seperti ‘label buram’ dalam 
wujud simbol yang tak tersingkap, sehingga memungkinkan kuasa ikut melebur 
di dalamnya.  Riset-riset yang dilakukan Humphrey dan Moizer (1990); Mills dan 
Better (1992); Pentland (1993); Passewark dkk. (1995); Power (2003); Arnold 
dkk. (2001); Power, (2003); Sikka (2009) telah mendeteksi adanya gejala itu. 
Namun sayangnya tidak tersingkap bagaimana kerja kuasa dalam memproduksi 
opini auditor. 
Penyingkapan kerja kuasa dalam perspektif pengauditan memungkinkan 




cara kerja profesi dalam menghasilkan sebuah diskursus.  Kecenderungan 
asimetri pengetahuan auditor vis a vis auditee khususnya di sektor publik – 
sebagaimana yang dicontohkan oleh Foucault; dokter dan pasiennya - bisa 
menjadi jalan untuk berfokus pada cara kerja kuasa dalam memproduksi opini. 
Kajian akuntansi dalam studi Foucauldian sudah cukup banyak dilakukan 
(lihat Hopwood, 1987; Miller dan O’Leary, 1987; Hoskins dan Macve, 1988; 
Preston, 1992;  Sukoharsono dan Gaffikin 2005), sementara kajian dalam 
pengauditan terutama yang berkaitan dengan kuasa dan audit tergolong sulit 
untuk ditemukan.  Adalah menarik untuk menyimak pendapat Edwar Said dalam 
Neimark (1990, 106), bahwa kontribusi intelektual terbesar dari Foucault adalah 
terletak pada penjelasannya bahwa keinginan untuk memegang kendali dominan 
di dalam masyarakat dan sejarah telah menemukan sebuah cara untuk 
menutupi, memberi kedok, membungkus dirinya secara sistematis dengan 
bahasa kebenaran, disiplin, rasionalitas, nilai utilitarian dan pengetahuan.  
 
1.3 Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang dan motivasi penelitian, penelitian ini di 
arahkan pada pencarian formasi diskursif dalam pengauditan dan penyingkapan 
kerja kuasa yang beroperasi secara halus dalam memproduksi opini audit.  
Sebuah penyingkapan diprakonsepsikan sebagai upaya membuka selubung 
kebenaran ‘lain’ yang melingkupi suatu subjek, objek dan peristiwa dalam proses 
pengauditan.  Sementara opini audit dipandang  sebagai proses produksi dalam 
pengauditan yang tidak steril dari kerja kuasa.  Dengan demikian rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formasi diskursif dan kerja kuasa 





1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan formasi diskursif dan konsep 
kuasa yang bekerja secara halus pada proses produksi opini dalam pengauditan.  
Ini dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap peristiwa-peristiwa diskursif yang 
melibatkan kuasa dan pengetahuan dengan menghadapkan auditor vis a vis 
auditee saat opini audit akan diproduksi.  Metodologi yang digunakan dalam 
pembacaan ini adalah perspektif Foucauldian dengan pendekatan arkeologi 
pengetahuan dan genealogi kekuasaan. 
 
1.5 Kontribusi Penelitian 
Kontribusi penelitian ini di arahkan pada penyadaran para subjek, 
khususnya saat menyusur proses produksi (opini) dalam pengauditan.  Opini 
audit yang diproksikan sebagai proses produksi dalam pengauditan adalah hasil 
olahan dari auditor.  Ia produk yang tidak steril dari kekuasaan.  Kekuasaan yang 
bekerja secara halus melalui eksklusivitas, disiplin dan teknologi diri.  Opini audit 
juga dibangun legitimasi, prosedur dan keilmiahan kerja juga tidak luput dari 
retakan-retakan dalam produksinya.  Pada akhirnya riset ini diharapkan dapat 
berkontribusi secara teoritis, kebijakan dan dapat dimanfaatkan secara praktis 
dalam dunia pengauditan. 
Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat merumuskan konsep 
kuasa yang bekerja dalam produksi opini dalam sebuah pengauditan.  Opini 
audit bukan sesuatu yang common sense, sesuatu yang dapat kita percaya dan 
muncul begitu saja; tetapi produk itu juga tidak steril dari kekuasaan dan tidak 
hanya sebatas verifikasi data keuangan suatu entitas yang hanya merujuk pada 
sebuah standar.   
Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BPK 




Pemahaman dan pengetahuan atas cara kerja kuasa dalam pengauditan 
diharapkan dapat menjadi cermin diri; bahwa proses interaksi auditor vis a vis 
auditee dalam pengauditan juga tidak luput dari kerja kuasa. 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan 
mengetahui bagaimana kerja kuasa dalam pengauditan.  Pengetahuan atas kerja 
kuasa dalam pengauditan bisa dijadikan rujukan praktis bagi auditor dalam 
mendukung kerja-kerja pengauditannya. Pengetahuan akan kerja kuasa 
diharapkan dapat berkontribusi pada kualitas kerja auditor. 
 
 






















Opini BPK4  
JUMLAH 
WTP % WDP % TW % TMP % 
2005 18 5% 307 85% 13 3% 24 7% 362 
2006 3 1% 327 70% 28 6% 105 23% 463 
2007 4 1% 283 60% 59 13% 123 26% 469 
2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485 
2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 505 
2010 32 9% 271 76% 12 3% 43 12% 358 
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 (BPK, 2011) 
 
 
                                                 
4 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW),Tidak 








AUDITING DAN PRAKTIK EPISTEMOLOGI  
Ada persepsi, sebagaimana yang telah terurai pada pembahasan bab 
sebelumnya, - mungkin dianggap gegabah -, bahwa auditing hanyalah sesuatu 
yang praktis, sesuatu yang bersifat pragmatis, sesuatu yang hanya didasarkan 
pada apa yang dilakukan oleh auditor, sehingga terkesan tidak memerlukan 
kajian teori ataupun kajian filosofi.  Anggapan ini juga ‘dipakukan’ pada 
pendefinisian audit yang cenderung menegaskan persepsi ini.  Auditing oleh 
Arent dkk. (2005, 11) didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan 
pengevaluasian bukti-bukti atas informasi, untuk menentukan dan melaporkan 
tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan.  Audit juga mesti dilakukan oleh seseorang yang berkompeten dan 
independen.  
Persepsi ini tentu rawan terhadap kritik, karena hanya meneguhkan 
keberfungsian dan sosok auditor ‘perangkum dunia’ dengan opininya, padahal 
pijakan epistemologinya cukup rapuh.  Karena itu perlu ada penjelasan 
komprehensif pada masyarakat tentang apa, bagaimana dan nilai sebuah audit 
dilakukan. 
Dengan demikian sebuah kajian terhadap aspek mendasar dari auditing 
menjadi penting.  Mautz dan Sharaf (1980,4-5) mengungkapkan bahwa alasan 
yang mendasari perlunya investigasi yang serius atas possibilitas dan sifat dasar 
auditing adalah harapan bahwa ia akan memberi kita solusi, atau sedikit petunjuk 
atas permasalahan yang kita rasakan sulit, alasan lainnya adalah bahwa auditing 




memiliki keingintahuan intelektual yang memadai untuk ‘menggulung’ batas 
pengetahuan serta mengungkap hukum-hukum dasar yang menjadi aktivitasnya.  
Pandangan ini didukung oleh Flint (1988, 9) bahwa ‘tidak ada subjek yang 
menunjukkan kemajuan nyata bila asumsi, sifat, kelemahan dan implikasi dari 
auditing tidak ditemukan dan tidak diperiksa’.  Hal ini diperlukan karena 
pekerjaan auditor bersentuhan dengan aspek penting dalam masyarakat 
kontemporer. 
Mautz dan Sharaf (1980, 42) menawarkan beberapa premis sebagai 
sebuah postulat dalam pengauditan.  Postulat-postulat ini diturunkan melalui 
pengkajian sifat dasar dan aktivitas auditing sebagai aspek keberadaan, 
keperilakuan dan aspek fungsionalnya, sekaligus menurut Tuanakotta (2011, 53) 
menunjukkan ciri ilmiah dari auditing.  Postulat-postulat itu antara lain: 
1. Laporan dan data keuangan dapat diverifikasi 
2. Tidak perlu ada konflik kepentingan di antara auditor dan entitas 
terperiksa  
3. Laporan keuangan dan informasi lain yang terverifikasi bebas dari kolusi 
dan irregularitas.  
4. Eksistensi struktur pengendalian intern (SPI) entitas terperiksa sudah 
memuaskan yang memungkinkan dapat menghilangkan irregularitas.  
5. Aplikasi konsisten penerapan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) 
yang menghasilkan penyajian posisi keuangan dan hasil-hasil operasi 
yang wajar.  
6. Sebaliknya, jika suatu hal belum diatur oleh stándar, maka apa yang dulu 
telah dipegang sebagai ‘benar’ bagi entitas terperiksa, akan tetap 




7. Ketika pemeriksaan data keuangan untuk tujuan pengekspresian opini 
independen, auditor harus secara eksklusif bertindak dalam kapasitasnya 
sebagai auditor. 
8. Status profesional auditor independen menuntut tanggung jawab profesi 
yang sempurna.  
 
2.1  Auditing sebagai Praktik Sosial  
Menelusuri ke asal kata, istilah ‘auditing’ berasal dari kata kerja Latin;  
‘audire’ yang berarti mendengar, yaitu auditor memperdengarkan fakta, yang 
didasari dengan sebuah keputusan dan akan  membentuk suatu kesimpulan.  
Auditing juga merupakan aktivitas pervasive, yang bersentuhan dengan setiap 
orang, khususnya  dalam masyarakat,  terlebih pada masyarakat yang telah 
maju.  Dari lahir hingga wafat, setiap orang punya pengalaman audit yang 
bervariasi, begitu juga dengan suatu entitas yang merupakan objek audit 
(Shannon, 1989, 292).  Sebagai aktivitas yang ‘merasuk’ ke setiap bagian 
masyarakat, bergumul dengan aktivitas sosial, maka audit  telah menjadi sarana 
pengontrol sosial bagi setiap individu atau organisasi yang kelak dimintai 
pertanggungjawaban (akuntabilitas).  Pandangan ini didukung oleh Flint 
(1988,15) yang memandang audit sebagai bagian dari mekanisme kontrol bagi 
organisasi publik dan privat untuk memonitor dan menjamin akuntabilitasnya.  
Sedangkan Porter dkk. (2003, 44) menilai, bahwa auditor adalah agen kontrol 
sosial untuk menjamin proses akuntatabilitas suatu organisasi. Dengan demikian 
eksistensi auditing semakin kokoh dan dikuatkan dalam wujud pembuatan 
laporan audit.  Ini melibatkan proses sosial sebagai pengejawantahan 




kontribusi kepercayaan masyarakat terhadap auditor sebagai satu-satunya pihak 
yang dianggap profesional dan mampu melakukan itu.  
Auditing dibutuhkan untuk menghasilkan akuntabilitas.  Kepercayaan 
masyarakat pada auditor dan kredibilitas pekerjaannya perlu ditunjang oleh 
kualitas pengetahuan dan basis etika yang kuat (Ludigdo, 2007).  Dengan 
demikian, auditor sebagai bagian dari komunitas sosial juga tidak lepas dari 
ikatan akuntabilitas.  Menurut Flint (1988), jika auditor tidak mampu menunjukkan 
akuntabilitasnya, maka dengan sendirinya fungsi sosialnya tidak akan terpenuhi.  
Pendapat ini dikuatkan oleh Mautz dan Sharaf (1980) serta Goldberg (1988) 
yang menginginkan auditor memiliki dimensi akuntabilitas.  Auditor harus 
akuntabel dalam arti nilai-nilai tanggung jawab yang melekat pada profesinya 
dapat secara terukur mampu mengurangi kepentingan-kepentingan yang secara 
tidak  langsung mengganggu profesionalismenya.  
Konsekuensi dari fungsi auditor, yaitu penjaga akuntabilitas menuntut 
adanya ikatan tanggung jawab sebagai suatu kebutuhan.  Ini diperlukan karena 
adanya ‘monopoli kekuasaan’ dan pengetahuan khusus yang dimilikinya. 
Menurut  Mills dan Bettner (1992, 186), kekuasaan profesi auditor tercermin pada 
kontrolnya atas (a) penguasaan pengetahuan teknis melalui pembuatan standar, 
(b) akses yang terbatas hanya pada segelintir orang tertentu, (c) aksi politik yang 
ia gunakan untuk melindungi kepentingannya dan (d) dasar pengaruhnya dalam 
menetapkan, menjaga, dan merubah standar dan pilihan moral masyarakat. 
Bagi auditor, ikatan tanggung jawabnya ada dalam bentuk pembuatan 
standar.  Standar atau kriteria akuntabilitas yang ditetapkan oleh profesi 
diharapkan dapat mendefinisikan harapan kinerja dan bisa memenuhi fungsi 
sosialnya.  Meski begitu, tanggung jawab sosial auditor cukup berat, itu berasal 




subjektif, dan dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika 
masyarakat (Mautz dan Sharaf, 1980; Flint, 1988).  Tanggung jawab sosial dari 
auditor adalah menginterpretasikan secara dinamis, fleksibel dan tidak statis 
makna dan harapan masyarakat sebagai pengguna dan pengkomsumsi produk 
audit. 
 
2.1.1  Kehati-hatian dalam Pemeriksaan (Due Audit Care) 
 Due audit care memandang seorang auditor terikat dengan tanggung 
jawab profesinya dalam menyatakan suatu pendapat yang independen, memiliki 
tingkat keahlian yang relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada.  Ia juga 
melaksanakan tugasnya dengan keseksamaan dan ketelitian yang memadai. 
Konsep kehati-hatian dalam pemeriksaan adalah konsekuensi dari 
tanggung jawab dan status keprofesionalan sebagai auditor (postulat 8).  Konsep 
ini menuntut audit dilakukan secara independen (postulat 2 dan 7) termasuk 
dalam mendeteksi suatu kolusi dan kecurangan (postulat 3) suatu entitas.  
Tanggung jawab yang dimaksud oleh Mautz dan Sharaf (1980, 132-134) dalam 
konsepsi ini adalah dinamakan prudent auditor.  Adapun kriteria untuk 
memahami konsep due care pada diri seseorang mencakup: (a) kemampuan 
melaksanakan  penilaian yang tingkatannya sama dengan komunitasnya,  baik 
penilaian itu berhubungan dengan persepsi, apresiasi maupun resiko pilihan 
antara kepentingan egoisme dan altruisme, (b) tuntutan untuk menggunakan 
pengetahuan yang dimilikinya dengan intelegensi yang logis, (c) memiliki dan 
melaksanakan kemampuannya secara logis dalam berbagai kondisi dan situasi, 





Dengan kata lain, seseorang prudent auditor menyatakan pendapatnya 
berlandaskan keseksamaan serta memiliki kehati-hatian dalam menguji dan 
mempertimbangkan pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya.  Kelalaian 
mewujudkan hal tersebut, merupakan suatu kegagalan yang akan berpengaruh 
buruk bagi pihak lain.  Sebuah pendapat profesional adalah buah dari 
pertimbangan seseorang dengan basis pendidikan, pelatihan dan pengalaman.  
Ini memberikan hak kepada seseorang untuk dihargai pendapatnya secara layak.  
Sebaliknya, pendapat yang dinyatakan seseorang yang tidak memiliki 
kemampuan khusus untuk itu, akan menjadi tidak berguna dan orang tersebut 
bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. 
Menurut Flint (1988, 144), terdapat suatu prinsip hukum yang berlaku 
umum dalam kaitannya dengan standar kinerja. yaitu mereka melakukan suatu 
pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tidak hanya mengikuti pelatihan 
yang memadai tetapi juga harus meningkatkan kemampuan mereka secara 
mandiri melebihi standar yang ada.  Mereka harus melatih kemampuan dan 
keseksamaan yang ada pada mereka dengan melaksanakan tanggung jawab 
profesi mereka pada berbagai metode dan berbagai keadaan.  Untuk memacu 
kinerja auditor, maka penting bagi profesi auditor untuk meninjau dan mengkaji 
praktik yang terjadi guna pengembangan pengetahuan, pengembangan teknik-
teknik audit, dan peningkatan kemampuan praktis.  Profesi harus responsif dan 
sensitif terhadap keinginan masyarakat, mengantisipasi kendala ekonomi dan 
praktik yang mungkin terjadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 
Namun demikian, jika auditor professional mencari alat untuk mengurangi 
lingkup auditnya dengan hanya menyandarkan diri pada standar yang ada, tanpa 
mengevaluasi substansi situasi auditnya, maka sesungguhnya ia telah gagal 




auditor harus memandang sebuah standar audit sebagai standar minimum atas 
kinerja mereka daripada sebagai suatu standar maksimal atau hal yang ideal 
(lihat Arent dkk., 2005).  
 
2.1.2  Independensi dan Tanggung Jawab Auditor. 
Independensi adalah sebuah sikap mental yaitu ketidakberpihakan auditor 
saat melakukan audit (postulat 7).  Sikap mental seorang auditor meliputi sikap 
independen dalam mempertimbangkan sebuah fakta (independence in fact) dan 
sikap ini juga tercermin pada tampilannya (independen in appearance) saat ia 
melakukan perikatan dan penugasan audit. 
Menurut Mautz dan Sharaf (1980, 230-231) ada tiga fase bagi auditor 
untuk mencapai sikap mental independen.  Pertama adalah pemilikan sikap-
sikap independen dan sikap professional saat terikat dengan sebuah pekerjaan 
audit.  Ini merupakan kombinasi dari kepercayaan diri auditor, kebebasan dari 
kontrol auditee, keahlian dan kemampuan yang tinggi, serta kualitas 
pertimbangannya yang didasarkan pada pelatihan dan pengalaman.  Fase kedua 
adalah bebas dari bias dan prasangka.  Untuk itu auditor perlu mewaspadai 
bermacam tekanan yang cenderung mempengaruhi sikapnya dan yang dapat 
mengikis keindependensinya.  Ini memerlukan kekonsistenan auditor saat 
melakukan perencanaan audit, investigasi dan pelaporan hasil audit.  Ketiga 
adalah mengenali sebuah fakta, bahwa pengakuan dan penerimaan status 
keprofesionalannya oleh publik adalah sebuah sinyal pencapaian tujuannya, 
yaitu optimalisasi potensi jasa sosial. 
 Melalui sikap mental independen auditor berharap dapat memenuhi 
tanggung jawab profesionalnya. Konsep ini menuntut peran dan tanggung jawab 




serta menuntut ketiadaan konflik kepentingan  antara auditor dan auditee 
(postulat 2). 
Kenormatifan peran dan tanggung jawab auditor telah diatur oleh 
organisasi profesi dalam bentuk standar.  Standar ini mencakup hal-hal seperti: 
(a) tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan 
dan ketidakberesan, (b) tanggung jawab mempertahankan sikap independen 
serta menghindari konflik, (c) tanggung jawab mengkomunikasikan informasi 
yang berguna tentang sifat dan proses audit, (d) tanggung jawab menemukan 
tindakan melanggar hukum dari auditee (IAI, 2001, lihat juga BPK, 2007; Mautz 
dan Sharaf, 1980, 134).  
Sebuah standar bagi profesi diharapkan dapat memenuhi fungsi self 
review bagi auditor dalam mengevaluasi kinerjanya guna memenuhi tanggung 
jawab profesionalnya.  Bagi Mautz dan Sharaf  (1980), tanggung jawab seorang 
praktisi dikaitkan sebagai prudent auditor.  The prudent auditor  merupakan 
doktrin yang adil dan logis yang dapat memberikan perlindungan bagi user dan 
menunjukkan indikasi kinerja seorang profesional serta menunjukkan tanggung 
jawab sosialnya. 
 
2.1.3  Otonomi Auditor beserta Opininya  
Auditing adalah bagian dari mekanisme kontrol suatu entitas privat atau 
entitas publik dalam kerangka akuntabilitas.  Pada ranah entitas publik, 
khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia, 
fungsi pemeriksaan yang independen dipegang oleh BPK.  BPK adalah lembaga 
negara yang didirikan berdasarkan pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 untuk 
melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 




Amanat konstitusi ini, lebih lanjut diatur dalam UU nomor 15 tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.  UU ini di antaranya mengatur BPK 
dalam hal (a) kedudukan dan keanggotaannya, (b) tugas dan wewenangnya, (c) 
hak keuangan/administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan serta 
larangan, (d) kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas, serta (e) 
pelaksana BPK yang berstatus sebagai tenaga pemeriksa.  
Payung hukum bentukan legalitas formal ini, diharapkan dapat menjamin 
BPK (auditor) dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya - pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara - secara optimal dan bebas 
dari intervensi pihak manapun.  Keuangan negara, sebagaimana diatur dalam 
UU nomor 17 tahun 2003, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang 
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut.  Produk hukum lain – selain yang disebutkan di atas - yang 
mendasari pengelolaan keuangan negara (daerah) di antaranya: (a) UU nomor 1 
tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, (b) UU nomor 15 tahun 2004 
tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (c)  
UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, (d) UU nomor 33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, (e) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 tentang standar 
akuntansi pemerintahan, (f) PP nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan 
keuangan daerah, dan (g) PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan 
dan kinerja instansi pemerintah. 
Dengan demikian, sesuai dengan amanat undang-undang, maka 
pemeriksaan keuangan negara oleh BPK menjadi keharusan bagi pemerintah 




pertanggungjawaban APBN (APBD).  Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka 
pemberian opini audit (UU no. 15 tahun 2004 pasal 16 ayat 1) untuk menilai 
wajah akuntabilitas suatu entitas (pemda).  Sebagaimana ketentuan umum UU 
no. 15 tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa opini audit merupakan pernyataan 
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (pemda).  Tingkat kewajaran 
suatu informasi keuangan didasarkan pada kriteria: (a) tingkat kesesuaiannya 
dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapannya, (c) 
kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan (d) efektifitas sistem 
pengendalian intern (KPSP, 2009, 13). 
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor didasarkan pada sebuah 
acuan.  Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah pendapat (opini) dari seorang 
auditor didasarkan atas sebuah pertimbangan.  Dalam pertimbangannya auditor 
akan, (a) menilai keberlakuan umuman prinsip akuntansi yang dipilih dan yang 
ditetapkan oleh entitas, (b) menilai ketepatan prinsip akuntansi yang sesuai 
dengan keadaan entitas terperiksa, (c) menilai kecukupan pengungkapan dalam 
LK entitas dan (d) menilai bahwa LK entitas telah  mencerminkan peristiwa dan 
transaksi yang mendasarinya.   
Setiap hasil pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK selanjutnya 
disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau laporan 
auditor independen.  LHP yang memuat opini auditor berikutnya  disampaikan 
kepada DPR/DPRD/DPD dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.  Opini 
yang diberikan oleh auditor terdiri dari 4 jenis.  Opini itu mencakup (a) wajar 
tanpa pengecualian (WTP), (b) wajar dengan pengecualian (WDP), (c) tidak 




Pertama, opini WTP.  Opini ini menunjukkan bahwa LK telah disajikan 
secara wajar, dalam semua hal yang material mengenai laporan realisasi anggaran 
(LRA), neraca, laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).  
LK juga menunjukkan kesesuaiannya dengan PABU dan tidak terdapat kondisi 
tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.  Audit juga telah dilaksanakan 
sesuai dengan standar auditing.  Pendapat auditor mengenai makna kewajaran 
sebuah LK didasarkan pada pertimbangan, bahwa (a) prinsip akuntansi yang 
dipilih dan diterapkan telah berlaku umum  di Indonesia, (b) prinsip akuntansi 
yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan, (c) pengungkapannya telah 
memadai dalam LK, dan (d) telah LK mencerminkan peristiwa dan transaksi yang 
mendasarinya. 
Kedua, opini WDP. Opini ini menunjukkan bahwa LK telah disajikan 
secara wajar, dalam semua hal yang material mengenai LRA, neraca, LAK dan 
CaLK.  Sebuah LK juga menunjukkan kesesuaiannya dengan PABU, kecuali untuk 
hal-hal tertentu yang punya dampak material terhadap LK.  Kondisi tertentu 
yang memungkinkan opini WDP berkaitan dengan (a) ketiadaan bukti kompeten 
yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit, (b) auditor yakin, 
atas dasar auditnya, bahwa LK berisi penyimpangan dari PABU.  Apabila 
auditor menyatakan opini WDP, maka ia harus menjelaskannya semua alasan 
yang menguatkan pilihan opininya. 
Ketiga, opini TW.  Opini ini menunjukkan bahwa LK tidak disajikan 
secara wajar mengenai mengenai LRA, neraca, LAK dan CaLK serta tidak 
berkesesuaian dengan PABU.  Jika auditor menyatakan sebuah opini TW, maka 
ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam 




dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar 
terhadap LRA, neraca, LAK dan CaLK. 
Keempat, opini TMP.  Opini TMP atas sebuah LK menunjukkan bahwa 
auditor tidak dapat merumuskan kewajaran sebuah LK yang berkesesuaian 
dengan PABU.  Alasan substansi yang mendukung penolakannya dalam 
memberikan sebuah opini berkaitan dengan (a) ada pembatasan lingkup 
pemeriksaan yang sangat material oleh auditee ataupun oleh kondisi-kondisi 
tertentu, ataukah (b) auditor tidak independen terhadap auditee. 
Sebuah opini terhadap entitas pemda dapat menggambarkan kualitas 
pengelolaan keuangan entitas yang bersangkutan.  Auditor (BPK) akan menilai 
apakah LK entitas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material 
mengenai laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK) dan 
catatan atas laporan keuangan (CaLK).  Auditor juga akan menunjukkan kesesuaian 
LK entitas terperiksa dengan PABU di mana dalam kondisi tertentu memerlukan 
bahasa penjelasan dalam laporan hasil pemeriksaannya.  Kondisi lain yang menjadi 
dasar penilaian auditor dalam memberikan opini adalah lingkup pemeriksaannya 
yang terbatasi atau auditor tidak independen dalam penugasannya. 
 
2.2 Auditing sebagai Praktik Inferensial 
 Audit dilakukan melalui rangkaian proses  yang sistematis yang bersifat 
logis, terstruktur dan terorganisir.  Proses ini dilakukan melalui program dan 
prosedur pemeriksaan untuk menghimpun bukti-bukti audit yang mendasari 
asersi-asersi5 yang dibuat suatu entitas.  Bukti audit yang terhimpun dievaluasi 
secara objektif, dalam artian bahwa auditor harus mengungkapkan fakta apa 
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adanya, tidak bias, bebas dari prasangka (skeptis) terhadap entitas yang 
membuat asersi dalam bentuk LK.  Selanjutnya asersi-asersi ini diukur dengan 
tingkat kesesuaiannya dengan kriteria standar (PABU) (postulate 5 dan 6).  
Setelah proses ini dituntaskan, maka produk jasanya diberi opini audit lalu 
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Namun demikian untuk dapat mengaudit suatu entitas, maka harus 
tersedia ‘data keuangan yang dapat diverifikasi’ (postulat 1).  Sebuah pernyataan 
dari Mautz dan Sharaf (1980, 43), bahwa “tanpa adanya data keuangan yang 
dapat diverifikasi maka auditing tidak memiliki alasan untuk ada”.  Hal ini 
menandakan bahwa data keuangan adalah sesuatu yang esensial dalam 
pengauditan, sekaligus menurut Power (2003) menunjukkkan sifat 
keinferensialan auditing.  Verifikasi  terhadap data keuangan merupakan 
kendaraan yang membawa auditor cukup ‘percaya diri’ dalam menjalankan 
profesinya.  Keyakinan seperti ini lalu mendorong auditor mengembangkan 
sebuah program (prosedur) pemeriksaan dan teknik-teknik pemeriksaan.  Ini 
tentu lebih mengarahkan auditor untuk menilai ‘kewajaran’ data keuangan entitas 
yang ia periksa dan makna ’opini’ yang akan dinyatakan dalam basis keobjektifan 
dan kerangka teknis. 
Menurut Mautz dan Sharaf (1980), postulat pertama ini terkait erat 
dengan subjek verifikasi dan pembuktian asersi-asersi LK, khususnya aplikasi 
teori probabilitas (sampling statistika), teori bukti, prosedur verifikasi, dan 
beberapa ketetapan mengenai batas tanggung jawab auditor dalam pengauditan. 
Aplikasi teori-teori ini menjadi semacam metode yang dianggap ilmiah 
dalam melaksanakan pengauditan.  Dalam menyatakan opininya (produk jasa 
audit), auditor merasa perlu memberikan keyakinan positif (positive assurance) 




(assurance) ini menunjukkan derajat kepastian yang ingin dicapai dan 
disampaikan bahwa kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan auditnya adalah 
tepat.  Tingkat keyakinan seorang auditor, di antaranya ditentukan oleh hasil 
pengumpulan bukti.  Semakin banyak bukti kompeten dan relevan yang ia 
kumpulkan semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor.  Ini 
artinya,  sebuah produk jasa audit telah menggambarkan suatu opini yang 
objektif dan menyediakan tingkat keyakinan yang ‘tinggi’ mengenai gambaran 
data keuangan (akuntabilitas) suatu entitas.  
Meski demikian, penyediaan tingkat keyakinan yang memadai bisa 
terbentur karena adanya hambatan dalam audit.  Hambatan itu bisa terjadi saat 
lingkup pemeriksaannya dibatasi karena terkait dengan cara perolehan bukti dan 
efektivitas SPI atau saat auditornya tidak independen.  Setiap hambatan atau 
keterbatasan yang ada, membutuhkan pertimbangan auditor dalam menentukan 
lingkup dan waktu pemeriksaan, penggunaan sampel pengujian atau kalau perlu 
menolak penugasan dari auditee.  
 
2.2.1.  Bukti Audit dan Penilaian Efektivitas SPI 
Bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk 
menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan.  Rentang informasi ini sangat beragam kemampuannya dalam 
mempengaruhi auditor dalam memutuskan apakah LK telah disajikan sesuai 
dengan standard (PABU) atau tidak (lihat postulat 5). 
Alasan mendasar kenapa auditor mengumpulkan bukti audit adalah untuk 
memungkinkan ia secara ‘tepat’ mencapai simpulan mengenai kewajaran dalam 
semua hal yang material atas LK.  Untuk mendukung kesimpulannya, dalam 




dalam mengevaluasi semua bukti audit yang tersedia.  Pertimbangan ini terkait 
dengan keputusan auditor dalam pengumpulan bukti, yaitu; prosedur-prosedur 
audit apa yang akan digunakan?  Seberapa besar ukuran sampel yang dipilih 
untuk prosedur tertentu?  Item-item manakah yang akan dipilih dari suatu 
populasi?  Kapankah berbagai prosedur itu akan dilaksanakan? 
Disebabkan oleh sifat bukti audit serta pertimbangan biaya untuk 
melaksanakan suatu audit, maka tidaklah mungkin bagi auditor untuk 
memperoleh keyakinan mutlak bahwa opini yang dipilihnya sudah tepat.  
Bagaimanapun, auditor harus memiliki suatu tingkat keyakinan yang tinggi bahwa 
pilihan opini auditnya ‘benar’ - dalam artian bebas dari salah saji material.  
Dengan menggabungkan semua bukti yang diperoleh dari suatu proses audit, 
auditor berharap mampu memutuskan kapan saatnya ia siap menerbitkan suatu 
laporan audit. 
 Untuk mendukung keyakinan auditor di tengah keterbatasannya; di 
antaranya waktu dan biaya, maka kualitas bukti audit dan efektivitas SPI menjadi 
sangat menentukan baginya (lihat Mautz dan Sharaf, 1980; Flint (1988; IAI, 2001; 
BPK, 2007).  Kualitas bukti audit sebagaimana rujukan dari standar, dan buku-
buku pegangan dalam pengauditan, ditentukan oleh kompetensi dan kecukupan 
bukti.  Kompetensi bukti mengacu pada tingkat di mana bukti dianggap dipercaya 
atau diyakini kebenarannya.  Kompetensi bukti berkaitan dengan relevansi bukti 
audit dengan tujuan audit, independensi penyedia bukti, efektivitas SPI auditee, 
pemahaman langsung auditor terhadap bukti, kualifikasi individu yang 
menyediakan informasi itu, tingkat objektivitas dan  ketepatan waktu.  Sedangkan 
kecukupan bukti terkait dengan kuantitas perolehan bukti audit yang diambil dari 




ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji dan efektivitas dari pengendalian 
intern auditee.  
 Terkait dengan SPI entitas teraudit, maka auditor perlu juga 
mempertimbangkan kualitas penerapannya.  Penilaian ini menjadi penting, 
karena sebuah SPI dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai 
keandalan LK, efektifitas dan efisiensi dari operasional serta pemenuhan 
ketentuan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.  Dengan demikian 
sebuah SPI yang baik, dengan sendirinya akan mampu menghilangkan 
(mengurangi) ’probabilitas irregularitas’ suatu entitas (postulat 4). 
Selanjutnya, dengan tingkat keyakinan rasional yang memadai, auditor 
gunakan untuk memastikan bahwa SPI entitas auditee dapat diandalkan.  Melalui 
proses penilaian ini, auditor dapat memilih strategi audit yang akan dilakukan, 
menakar resiko audit yang mungkin terjadi dan menentukan tingkat materialitas 
saat pemeriksaan dan saat pemberian opini audit. 
 
2.2.2.  Hegemoni Standar sebagai Acuan Kerja 
Setiap praktisi audit harus memenuhi tanggung jawabnya dengan standar 
profesionalisme tertinggi untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan 
berorientasi kepada kepentingan publik.  Oleh karena itu menurut Mautz dan 
Sharaf (1980, 113) sebuah standar sebaiknya memberi tuntunan untuk (a) dapat 
mengevaluasi kinerja profesi, (b) dapat menentukan kelayakan kerja para praktisi 
(auditor), (c) dapat memberikan kriteria pendidikan bagi orang-orang yang 
berminat memasuki profesi ini. 
Untuk memenuhi tanggung jawab profesionalismenya, maka diperlukan 
suatu standar sebagai ukuran kriteria audit yang berkualitas.  Organisasi profesi 




pelaksanaan auditnya.  Suatu standar auditing terdiri dari standar umum, standar 
pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.  Standar umum, mengatur tentang 
mutu dan syarat seorang auditor profesional yang melaksanakan audit secara 
independen dengan penuh keseksamaan.  Standar pekerjaan lapangan 
mengatur tentang perencanaan audit dan pertimbangan-pertimbangan auditor 
dalam proses penugasannya.  Proses ini melibatkan cara perolehan bukti audit 
dan penilaian kualitas SPI auditee.  Standar pelaporan mengatur pertimbangan-
pertimbangan auditor saat ingin mengungkap temuannya dalam laporan auditor. 
(lihat IAI, 2001; BPK, 2007). 
 Dalam pelaksanaannya, auditor harus mematuhi standar auditing yang 
telah ditetapkan oleh organisasi profesi.  Oleh karena itu, organisasi audit harus 
membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu secara formal untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian penugasan audit 
dengan standar auditing yang telah ditetapkan.  Standar pengendalian mutu ini 
harus komprehensif dan dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, 
dan sifat praktik organisasi audit. 
Prinsip umum dari suatu standar pengendalian mutu adalah bahwa 
prosedur dan kebijakan pengendalian mutu tersebut meliputi keseluruhan hal 
yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
standar yang dibutuhkan oleh auditor profesional dalam melaksanakan 
kewajibannya.  Oleh Flint (1988, 163-171), hal-hal tersebut dapat dikategorikan 
ke dalam 4 bagian utama, yaitu:  Kebijakan umum, kebijakan personil, 
manajemen pemeriksaan dan inspeksi dan review hasil pemeriksaan.  
Kategori-kategori itu dapat diurai sebagai sebuah tahapan dalam 
rangkaian acuan kerja pelaksanaan audit.  Kebijakan umum adalah kebijakan 




mengatur tahapan dan penugasan sebelum melakukan audit.  Sikap dan hal 
yang mendasar yang ingin ditegaskan sebagai kebijakan umum adalah auditor 
memahami apa yang menjadi aktivitas dan syarat yang melekat dari aktivitas itu.  
Kebijakan personil adalah kebijakan yang diawali dengan keseksamaan saat 
menentukan kriteria staf penugasan berdasarkan karakter pribadi dan tuntutan 
pekerjaan.  
Sesudah menentukan kualifikasi staf audit, manajemen pemeriksaan 
mengisyaratkan pelaksanaan audit yang sistematis dan terstruktur.  Ini 
mencakup pelaksanaan supervisi, pelaksanaan program (prosedur) pemeriksaan 
dan pengecekan ulang atas pekerjaan auditor untuk memastikan semua tahapan 
pemeriksaan sudah dilakukan.  Akhirnya setelah semua tahapan di atas telah 
dilaksanakan, selanjutnya melakukan inspeksi dan review secara menyeluruh, ini  
ditujukan untuk membuat penilaian dan pertimbangan yang sistematis terhadap 
kepatuhan pelaksanaan suatu standar. 
Sebuah standar, harus sesuai dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi 
organisasi dan pengetahuan modern yang berkaitan dengan standar tersebut 
(Flint, 1988,).  Ide-ide tentang kebutuhan standar dan keharusan pengacuannya 
akan selalu didiktekan dan disebarkan sebagai sebuah kelaziman dalam praktik 
profesional.  Hal itu dapat diterima dan dianggap sebagai sebuah kewajaran;  
dalam rangka pengembangan profesi dan tanggung jawab auditor.  
Memperlakukan profesi ini sebagai sebuah praktik, berarti kita menyoroti 
pengauditan dengan standar pengacuan, ini yang dinamakan oleh Martens dan 
Mc.Enro (1992) sebagai sebuah praktik yang didominasi oleh aturan.  
2.3.  Rapuhya Epistemologi Auditing 
Telah dijelaskan sebelumnya: postulat dan argumentasi yang 




standarnya sebagai panduan kerja dan acuan kriteria serta wujud pelaksanaan 
dari akuntabilitas praktik dan tanggung jawab sosialnya.  Auditing juga 
menampakkan dirinya sebagai praktik inferensial dengan penyandaran pada teori 
probabilitas dan logika pertimbangan – standar, pengumpulan bukti, kualitas SPI 
- yang pada akhirnya direfleksikan dalam sekali rangkum: opini audit.  Akibatnya 
penggunaan tes-tes dan beberapa sampel untuk mendapatkan kesimpulan yang 
menurutnya objektif menjadi tak terhindarkan.  Logika yang dibangun adalah 
skeptisme yang rasional (Mauzt dan Sharaf, 1961) yang mirip cara kerja ilmuwan 
sains dalam mengamati fenomena alam.  Melalui praktik sains inilah memberi 
legitimasi ilmiah bagi auditing dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.  
Namun sesungguhnya kesadaran praksis di area ilmu auditing ini adalah sebuah 
‘kepalsuan’ yang oleh Marx dinamakan super struktur, hegemoni bagi Gramsci 
dan diskursus dalam pandangan Foucault.  Sehingga secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa jika seorang ilmuwan sains menemukan kebenarannya melalui 
observasi objektif terhadap alam, maka kita dapat juga mengatakan bahwa 
auditor berharap menemukan ‘kebenaran’ melalui verifikasinya terhadap data 
keuangan. 
Ketika auditor melakukan verifikasi terhadap data keuangan, mereka 
umumnya menggunakan metode sampling, atau dalam bahasa text book 
kekinian dinamakan model pendekatan audit berbasis resiko.  Cara pendekatan 
ini murni teknis (lihat Humprhrey dan Moizer, 1990; Power, 1995 & 2003; 
Pentland, 2000).  Pendekatan ini ditempuh agar audit dapat dilakukan dengan 
efisien yaitu dengan jalan mengurangi uji detail terhadap data keuangan auditee.  
Ini sekaligus menunjukkan rasionalisasi kerja auditor yang objektif dalam 




Logika dan rasionalisasi metode semacam ini telah menjadi ideologi kerja 
bagi seorang auditor (lihat Humphrey dan Moizer, 1990).  Auditor menganggap 
bahwa audit hanyalah sederet praktik, prosedur, metode dan teknik.  Sebuah 
cara kerja yang tidak memerlukan penjelasan dan argumentasi.  Hingga akhirnya 
terlihat - bagi auditor -, diskusi mengenai teori auditing (filosofi) hanyalah sebuah 
kesia-siaan (Mauzt dan Sharaf, 1980, 1).     
Sebagai respon terhadap cara kerja auditor (ideologinya) dan 
merebaknya berbagai pendekatan audit yang disebut ‘teknis’, Barley (1996) 
dalam Pentland (2000) melakukan penelitian induktif dengan metode etnografi 
untuk menemukan apa kesamaan antara seorang teknisi dengan seorang 
auditor.  Yang dilakukan oleh Barley (1996) adalah menyebarkan pandangan 
secara luas dan melihat pada semua contoh dari orang yang melakukan 
verifikasi: apa kesamaan dan perbedaannya?  Apa yang mereka lakukan?  Apa 
yang mereka tahu?  Dan karena auditing memiliki aspek programatis, maka ia 
juga bisa menanyakan, hal ideal apa yang ingin dicapai?  
Dari hasil penelitiannya, ia memandang bahwa ada dua jenis teknisi, yaitu 
mereka yang menjadi peredam (buffer) dan mereka yang menjadi perantara 
(broker).  Ketika teknisi bertindak sebagai peredam (buffer), mereka memediasi 
antara dunia material (yaitu sel-sel yang tumbuh dalam cawang yang diperiksa di 
bawah mikroskop) dengan dunia simbolis (yaitu penafsiran terhadap apa makna 
dari sel-sel itu).  Sementara ketika teknisi bertindak sebagai perantara (broker), 
mereka memfasilitasi akses ke beberapa aspek tertentu dari dunia material.  
Misalnya teknisi komputer menghubungkan komputer kita ke jaringan lain.  Jika 
auditor dapat dipandang sebagai teknisi, maka mereka tampaknya lebih 
bertindak sebagai peredam (buffer) daripada sebagai perantara dalam artian tadi.  




(dunia material), sehingga orang lain tidak perlu lagi memusingkan tentang 
rinciannya (LK).  
Berbeda dengan Barley (1996), Pentlan (2000) berpendapat bahwa 
sebagian besar auditor lebih banyak memediasi dua dunia yang sama-sama 
merupakan dunia simbolis, yaitu himpunan yang terdiri dari beberapa laporan 
(akun) dan penafsiran terhadap laporan-laporan itu.  Para auditor ini menafsirkan 
sistem akuntansi, di mana sistem ini adalah hasil dari penafsiran, dan penafsiran 
terhadap penafsiran ini dilakukan auditor dengan menjalankan beberapa aturan 
yang juga tetap bisa diinterpretasikan.  
Untuk menguatkan argumentasinya, Pentlan (2000) melakukan 
perbandingan kerja ilmuwan sains dan auditor dalam melakukan observasi 
terhadap suatu objek.  Menurutnya, dalam sebuah audit, sampel, uji dan 
penafsirannya sangat tergantung pada konteks (terkondisi dengan angka-angka 
tahun sebelumnya dan hal lain).  Jika tanggal dan nama klien dihilangkan dari 
sebuah kertas kerja audit maka kertas kerja itu menjadi tidak bermanfaat.  Saat 
melakukan observasi terhadap auditee - sebagaimana juga biasa dilakukan pada 
eksperimen laboratorium oleh ilmuwan sains, audit tidak memiliki kelompok 
kendali (control group), sehingga ia lebih mirip sebuah eksperimen yang tidak 
terkontrol karena tidak memiliki kelompok pembanding, dan tidak ada yang tahu 
apa yang terjadi seandainya audit tidak pernah dijalankan.  Inilah yang oleh 
Pentlan (2000) dan Power (1995) ditunjukkan sebagai ketidakjelasan cara kerja 
para auditor.  Artinya sebuah ’subjek mengetahui’ menggunakan metodologi 
ilmiah terhadap objek yang akan diketahui’ tanpa bisa menerapkan sebagian 
besar dari substansi yang ada di balik itu; suatu bentuk kerapuhan epistemologi. 
Ini menunjukkan bahwa cara kerja audit yang mengaplikasikan metode 




sains memang memiliki kemiripan tapi sesungguhnya dangkal secara substansi 
atau hanya ‘kulit luarnya’ saja.  Dalam auditing kita berharap telah menemukan 
sebuah ilmu empiris dengan basis kerja sains, namun sayangnya yang terbaik 
bisa kita dapatkan adalah hanyalah sebuah penafsiran.  Sebuah hermenetika. 
Rapuhnya epistemologi auditing selama ini, karena pendekatan audit 
hanya dipandang sebagai himpunan teknik-teknik yang dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan tunggal auditee.  Para auditor dipandang ahli dibidangnya 
dalam membuat keputusan yang memiliki sifat netral (tidak berpihak).  Mereka 
dianggap individu yang rasional dan mengutamakan kepentingan publik.  Sifat 
keobjektifan, kenetralan dan keindependensian seolah tak diragukan lagi.  
Instrumen teknik ini mengandung pola pikir yang memandang data 
keuangan hanya semata sebagai bahan atau materi untuk pencapaian tujuan 
audit (opini).  Paradigma sejenis ini tentunya dapat menyingkirkan dimensi-
dimensi lain aspek kemanusiaan.  Konstruksi sosial dan pertimbangan nilai tidak 
mendapatkan tempat dari praktik audit seperti ini.  Penafikan aspek non 
keuangan telah menjadi ideologi kerja dari ilmu auditing (Humphrey dan Moizer,  
1990; Pentland, 2000) yang bersifat positivis dan membiarkan dirinya mengarah 
pada bentuk ketunggalan (logos) dalam berpraktik.  
Substansi keobjektifan kerja audit yang berasumsi menemukan 
‘kebenaran’ objektif melalui verifikasinya terhadap data keuangan sebenarnya 
telah tereduksi.  Pereduksian itu berasal dari sifat praksis auditing itu sendiri dan 
dukungan teori serta standar yang turut menyemangati kekhasan praktiknya.  
Secara detail pereduksian itu berasal dari beberapa tafsiran auditor terhadap 
penerapan standar, kecukupan bukti yang terkumpul dan pertimbangan kualitas 
SPI auditee.  Sebagai misal, kecukupan bukti dan penerapan SPI dalam suatu 




makna tindakan ’manusia’ dalam lingkup SPI dan kecukupan bukti, tidak bisa 
disederhanakan hanya dengan observasi objektivitas kenetralan melalui 
pendekatan teknis.  Di dalamnya ada interaksi individu dan tidak terlepas dari 
konteks keorganisasian yang bisa melibatkan kuasa dan kepentingan.  Semua ini 
bisa mewarnai penerapan SPI dan sajian bukti audit dalam konteks praktik sosial 
keakuntansian yang menjadi tujuan observasi auditing. 
Dengan demikian, apabila dianggap ’benar’ bahwa auditor telah 
menemukan ’kebenaran’ dengan verifikasi data keuangannya, maka mungkin 
juga ’benar’ ada ’kebenaran’ lain di luar ’kebenaran’ finansial.  Jika demikian, 









Kunci Konsep Pemikiran Foucault 
Bab ini, mendiskusikan kerangka metodologi perspektif Foucauldian, kerja 
kuasa dalam pusaran diskursus itulah yang ingin disasar dalam penelitian ini.  
Penelitian ini menelaah implementasi aturan perundang-undangan keuangan 
negara yang terbungkus dalam bingkai akuntabilitas, tepatnya fungsi auditor 
sebagai penjaga akuntabilitas.  Bentukan menjaga atau menghukum sebagai 
selubung abstrak upaya pendisiplinan, oleh Foucault, dianggap ada kuasa yang 
menyelimutinya.  Kuasa itu bekerja melalui basis pengetahuan atau sebaliknya; 
memproduksi kebenaran hingga tidak dianggap sebagai hal yang menindas.  
Dengan demikian, konsep kuasa menjadi halus maknanya. 
Mekanisme dan kerja kuasalah yang menjadi fokus utama kajian filosofi 
Foucault (Bertens, 1996).  Ia ingin menganalisis strategi kuasa yang faktual.  Ia 
tidak menyajikan suatu metafisika tentang kuasa, tetapi sesuatu yang 
mikrofisika6 (Foucault, 1971, 271; Sarup, 2008, 125; Ritzer, 2009, 118).  Artinya, 
dalam hal kuasa, masalahnya bukan pada apakah kuasa itu (aspek ontologis) 
melainkan bagaimana berfungsinya kuasa (aspek taktis) pada suatu bidang 
tertentu, termasuk dalam pengauditan.  Sebagai gambaran, masyarakat 
mengenal beberapa strategi kuasa yang menyangkut kebenaran, beberapa 
diskursus diterima dan diedarkan - oleh profesi -  sebagai hal yang benar.  Ada 
lembaga (profesi) yang menjamin perbedaan antara ‘benar’ dan ‘tidak benar’.  
Melalui bermacam-macam aturan dan prosedur, kuasa digunakan untuk 
memperoleh dan menyebarkan kebenaran. 
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 Perspektif mikro menekankan pada tindakan (aksi) subjek yang relatif bebas mengekspresikan kehendaknya 




3.1.  Hubungan Kuasa dan Pengetahuan 
Secara tradisional umum kita kadang memahami kekuasaan dalam 
pengertian negatif (lihat Foucault 1971, 290; Bertens, 1996, 321; Parchiano, 
2006, 177), terutama saat mengamati bagaimana putusan pengadilan dijalankan: 
yakni membatasi, menghalangi dan melarang.  Kekuasaan mengandaikan 
penguasa punya peran untuk melarang dan tiap perlawanan terhadap kekuasaan 
dipandang sebagai pelanggaran.  Ini artinya bahwa secara umum (tradisional) 
diketahui bahwa kuasa berarti kepemilikan (konsep material), ia dianggap 
sebagai sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah dan bahkan 
menurut Marx sesuatu yang harus direbut.  
Berbeda dengan pandangan tradisional, melalui karyanya Discipline and 
Punish Foucault menyadari bahwa kekuasaan modern bekerja bukan lagi melalui 
pembatasan yang berbau represif.  Kuasa bermutasi lebih halus pada aturan-
aturan dengan maksud untuk membatasi.  Ia (kuasa) dipraktikkan dalam suatu 
ruang lingkup di mana ada banyak posisi strategis berkaitan satu sama lain dan 
senantiasa mengalami pergeseran.  Dengan demikian bagi Foucault kuasa 
adalah sebuah strategi – bukan pemilikan atau subjek berkuasa – yang mampu 
mencegah sehingga keberadaan dirinya (kuasa) kadang tidak terdeteksi.  Pada 
kenyataannya kuasa juga memproduksi realitas, memproduksi ritus-ritus 
kebenaran.  Ini melibatkan strategi yang bisa bekerja melalui ‘normalisasi’ dan 
regulasi seperti dalam ‘menjaga dan menghukum’ sebagai sebuah ‘disiplin’. 
Strategi kuasa juga berlangsung di mana-mana.  Di mana saja terdapat 
susunan, aturan-aturan, sistem–sistem regulasi dengan melibatkan manusia 
yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain.  Secara khusus dapat dilihat 
pada perkaitan pengetahuan dengan kuasa.  Pengetahuan berada dalam relasi-




politis atau ekonomis yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi khusus, 
karena, pengetahuan dimungkinkan oleh adanya relasi-relasi tertentu (Bertens, 
1996).  
 Berikut ini pandangan Foucault mengenai kuasa: 
 ”Saat ini saya merasakan bahwa istilah represi tidak cukup untuk 
mengungkapkan makna sebenarnya dari aspek produksi 
kekuasaan. Dalam mendefinisikan efek-efek kekuasaan sebagai 
represi, orang harus mengadopsi konsep yuridis murni kekuasaan 
yang mengandung larangan-larangan. Apa yang yang membuat 
kekuasaan terlihat baik, apa yang membuatnya bisa diterima 
adalah fakta sederhana bahwa kuasa tidak hadir di depan kita 
sebagai kekuatan represif, namun ia juga melintasi dan 
memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, 
membentuk pengetahuan dan memproduksi diskursus” (Foucault, 
1980, 147-148). 
 
Uraian di atas mempertegas bahwa kekuasaan tidak selalu menindas 
sebagaimana putusan hakim yang bersifat memaksa atau semacam Machiavelli 
membenarkan penggunaan kekerasan fisik (intimidasi, penyiksaan dan 
penculikan) sekedar untuk mempertahankan dominasi terhadap sesuatu yang 
dikuasainya.  Kekuasaan hadir - terlihat baik – dan bersifat produktif serta 
menyebabkan munculnya objek-objek pengetahuan baru.  Sifat-sifat 
keproduktifannya menghasilkan akumulasi informasi-informasi baru.  Dengan 
demikian, kekuasaan dan pengetahuan7 menjadi tak terpisahkan.  Tidak ada 
kekuasaan tanpa menghasilkan pengetahuan, sebaliknya tidak ada 
pengetahuan yang tidak secara terus menerus memberikan efek pada 
kekuasaan. 
3.2 Diskursus: Wajah dari Suatu Masa 
Diskursus, sebuah istilah yang terkesan sederhana tapi cukup kompleks.  
Istilah ini tidak hanya berkaitan dengan bahasa tetapi juga berkaitan dengan 
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 Jauh sebelum Foucault, Sir Francis Bacon (1561-1626) telah mendeteksi aspek fungsional kekuatan 
pengetahuan (kuasa atas alam) dengan tesis ‘knowledge is power’. Apa yang dikagumi Bacon terhadap 
pengetahuan adalah observasinya yang bersifat indrawi di mana manusia dapat menguji kebenaran yang 
diandaikan begitu saja. Menurutnya, alam hanya bisa ditaklukkan dengan jalan mematuhinya;  memahami 




praktik sosial kemasyarakatan.  Dalam aspek kebahasaan, diskursus 
didefinisikan sebagai cara tertentu untuk berbicara, menulis dan berpikir (Piliang, 
2003, 106).  Sedangkan sebagai praktik sosial, berkaitan dengan cara 
menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk 
subjektivitas, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial 
tersebut, serta saling keterkaitan di balik aspek ini (Rabinow, 2009, 8). Ini 
berimplikasi pada subjek8 akibat adanya cara berkonsep dan bertindak 
berdasarkan objek sosial.  
Diskursus objek-objek sosial oleh Foucault, seperti ‘normal dan 
keabnormalan’, ‘kegilaan dan peradaban’, diamati dalam lintasan sejarah yang 
tidak linear.  Foucault menjelaskan diskursus tidak dalam konteks kontinuitas 
sejarah, tetapi di dalam konteks diskontinuitas.  Apa yang dilihat Foucault di 
dalam satu rentang waktu adalah sesuatu yang terputus atau sesuatu yang 
kontradiktif. 
Kekontradiktifan dan diskontinuitas dalam sebuah diskursus diperlihatkan 
oleh Foucault melalui genealogi penanganan ‘kegilaan’ di zaman renaissance, 
periode klasik hingga pasca klasik. Inilah titik awal dalam memahami pemikiran 
Foucault tentang diskursus kekuasaan.  Foucault mengamati bagaimana 
diskursus mengenai kegilaan berbeda dalam tiap periode sejarah  
Diskursus Foucault tentang sejarah ‘kegilaan’ terurai dalam bentuk 
ringkasan ini (Bertens, 1996, 301-310; lihat juga Foucault, 1967, 1-41).  Kegilaan 
adalah tema penting kesusastraan dan kesenian kira-kira pada pertengahan 
abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-17.  Pada masa itu, kegilaan dianggap 
dekat dengan rasio dan kebenaran.  Ia menjadi cermin untuk mencopot 
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 Subjek, konsep ini mengacu pada kesadaran manusia atau kemampuan rasionalnya di mana setiap aktivitas 
pengetahuan mengandung dua hal: ‘subjek mengetahui’ dan ‘objeknya diketahui’. Kemampuan rasional ini juga 
yang membuat para individu dalam masyarakat modern menjadi yakin bahwa manusia adalah “tuan” atau 




pengetahuan semu beserta ilusinya.  Hal ini menimbulkan keterpesonaan, 
namun pada saat yang sama terungkap ketakutan terhadap mereka, akibatnya 
mereka diangkut dengan kapal-kapal ke suatu daerah di dunia lain.  Kemudian 
sekitar pertengahan abad ke-17 kesadaran kritis telah mencapai titik puncaknya 
dengan melahirkan zaman rasional.  Kegilaan menjadi tersingkir oleh subjek 
rasional yang menyangsikannya.  Akibatnya, kegilaan dikeluarkan dari kehidupan 
intelektual - diberi status unreason.  Selanjutnya penanganan kegilaan berubah 
lagi dari ‘penyingkiran’ ke taraf kemasyarakatan.  Orang-orang gila dikurung 
(dalam rumah sakit) beserta dengan orang-orang yang dianggap melanggar tata 
tertib kemasyarakatan seperti pengemis, gelandangan dan narapidana.  
Pendeknya, semua orang yang mengacaukan taraf rasionalitas harus 
‘dibungkam’.  Sesudah zaman klasik selesai, kegilaan ditempatkan dalam 
konteks moral.  Orang-orang gila di tampung dalam rumah-rumah khusus 
(asylum).  Bagi mereka, tempat penampungan ini telah menjadi lembaga 
pedagogis, penghuninya dianggap sebagai anak-anak yang harus dididik dan 
didisiplinkan dalam suasana kekeluargaan.  Mereka harus belajar untuk tunduk 
pada hukum moral.  
Dalam konteks diskursus, tampak simpati Foucault terhadap periode 
sejarah di mana di dalamnya ada koersi sosial terhadap suatu objek (kegilaan) 
yang kasat mata dan jelas.  Apa yang diamati dalam periode dari sejarah 
masyarakat (Barat) adalah, karena pengetahuan memungkinkan koersi sosial 
bergerak ke arah yang abstrak (berlangsung secara terselubung).  Sebab ilmu 
pengetahuan (modern) meniadakan pandangan-pandangan nonkonformis 
(penyingkiran, pembungkaman9) dengan terus menerus berlagak seolah-olah 
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 Pembungkaman maksudnya adalah kesulitan mengaktualisasikan suatu diskursus yang mengandung pikiran 




pengetahuan mereka  bersifat murni, tidak berat sebelah dan tidak mempunyai 
kepentingan.   
Pandangan Foucault dapat dilihat melalui adanya keterkaitan kuasa dan 
pengetahuan atau sebaliknya.  Untuk memahami pernyataan ini, marilah kita 
melakukan pengandaian.  Andaikan “pengetahuan adalah kekuasaan”, ...maka 
menjadi ‘pertanyaan’, apakah ini tidak meragukan?; apakah kita punya 
‘kebenaran mutlak’ dalam membungkus pengetahuan (ilmu)? ...lalu, jika gagasan 
“kebenaran mutlak” kita cabut! ….lantas, apa arti pengetahuan?  Untuk 
menjawab hal ini mari kita simak ungkapan Foucault berikut ini:  
 “Di antara totalitas individu yang berbicara, siapa yang punya hak 
berbicara  dalam bahasa “ini” [misalnya objek kegilaan], siapa yang 
punya kualifikasi tentang itu. Dari mana ia mendapatkan 
kemampuan khusus itu, dan dari siapa dia terima.  Apa status 
individu – sebagai satu-satunya orang – yang punya hak tersebut. 
Apakah ditunjuk oleh hukum atau tradisi, ditentukan secara yuridis 
atau jatuh dari langit begitu saja, hingga mampu menawarkan satu 
diskursus” (Foucault, 1972, 70-71).  
 
Dengan tersingkirnya ‘kebenaran mutlak’ pada gagasan ‘pengetahuan 
adalah kekuasaan’, maka mungkin pengetahuan hanyalah apa yang 
dikumpulkan dan diputuskan ‘benar’ oleh sekelompok orang.  Ini menjadi jalan 
pemberian hak istimewa pada sekelompok orang yang dianggap profesional.  
Akhirnya status profesional menjadi agak istimewa dalam masyarakat.  Mereka 
yang menyandang status ini tidak bisa terdiferensiasi.  Pernyataan-pernyataan 
profesionalnya tidak bisa dikeluarkan oleh sembarang orang karena nilai, 
keampuhan dan kekuatan saran profesionalnya (terapinya) tidak dapat 
dipertukarkan.  Artinya eksistensinya sebagai orang yang mengeluarkan 
pernyataan tidak bisa dipisahkan dengan status yang dimilikinya.  Persyaratan 




dan sistem – telah memberinya hak untuk melakukan praktik dan menerapkan 
pengetahuannya. 
Dengan demikian ‘kebenaran’ yang dimaksud Foucault, datang dari lapisan 
masyarakat tertentu, lapisan ini terdiri dari mereka yang biasa disebut profesional 
(ilmuwan).  Menurut Sunardi (2009) dan Piliang (2003), mereka tidak hanya 
mengeksklusifkan ‘yang dipandang gila’, namun juga mempraktikkan ‘sistem 
tanda’ hingga akhirnya punya kekuatan untuk mengucilkan mereka yang tidak 
patuh.  Penandaan yang telah melintasi sejarah, punya diskursusnya sendiri-
sendiri.  Foucault telah menunjukkan bahwa, kegilaan bukan hanya masalah 
empiris (medis), melainkan juga berkaitan dengan norma sosial dan bentuk-
bentuk diskursus yang berlaku pada periode itu. 
Dari rekam jejak sejarah, sesuatu yang dianggap ‘benar’ menjadi 
terbungkus dalam sebuah diskursus.  Diskursus ini menunjukkan adanya 
keterkaitan antara peristiwa-peristiwa tertentu dengan peristiwa-peristiwa 
sebelumnya.  Peristiwa-peristiwa tertentu berfungsi dalam kaitannya dengan 
situasi awal.  Peristiwa-peristiwa ini meninggalkan jejak di belakangnya, yang 
menentukan hubungannya dengan peristiwa sebelumnya.  Melalui jejak-jejak 
inilah Foucault melihat apa yang disebutnya keterputusan atau diskontinuitas.  
Selanjutnya pengetahuan implisit yang melekat di dalam diskursus ikut 
menentukan peristiwa-peristiwa, formasi dan pembentukan satu diskursus ke 
diskursus lainnya.  
3.3 Arkeologi Pengetahuan dan Genealogi Kekuasaan 
Istilah ‘arkeologi’ dan ‘genealogi’ merupakan dua kata kunci untuk 
memahami pemikiran filosofis Foucault.  Kedua istilah ini sering kita temui saat 
membaca karya-karya Foucault.  Secara eksplisit, Foucault menggunakan istilah 




Arkeologi tentang Tatapan Medis (1963);  “Kata-Kata dan Benda-Benda”, sebuah 
Arkeologi tentang Ilmu-Ilmu Manusia (1966) dan  “Arkeologi Pengetahuan” 
(1966).  Dua karya pertama menjelaskan penyelidikan Foucault terhadap asal-
usul ilmu-ilmu manusia (Bertens, 1996, 311; Parchiano, 2006; 163; Ritzer, 2009, 
65).  Dalam karya ini Foucault memperkenalkan istilah episteme10.  Dengan 
bertitik tolak pada episteme, Foucault berhasil mengamati bahwa tiap-tiap zaman 
punya cara pengandaian-pengandaian tertentu; mempunyai suatu episteme 
tertentu yang merupakan landasan epistemologi bagi zaman itu (Foucault, 1980; 
Bertens, 1996, 215; Parchiano, 2006, 166).  Karya berikutnya, Arkeologi 
pengetahuan, menjelaskan tentang metode diskursif yang melatarbelakangi 
pengamatan Foucault tentang sejarah ilmu-ilmu kemanusiaan.  Foucault 
memandang sejarah bukan sebagai suatu proses mengingat hal-hal monumental 
di masa lalu yang tertransformasi dalam bentuk dokumen.  Baginya jejak-jejak 
dokumen itu tidak harus diletakkan dalam satu relasi yang relevan dengan yang 
lain (subjek) sehingga menciptakan satu totalitas.  Dokumen inilah menjadi jalan 
masuk bagi arkeologinya Foucault untuk mencerna sejarah objek-objek 
(misalnya, kegilaan) ke dalam diskursus historis.  Meski demikian, menurut 
Bertens (1996), sesungguhnya Foucault tidak bermaksud menulis tentang 
sejarah dengan arkeologinya (Foucault, 1988, xiii; Harrison, 2005, 127; Sarup, 
1993, 91).  
Untuk memahami istilah arkeologi, ada baiknya kita melihat hipotesis 
Foucault (1980, 164) bahwa “kebenaran dipahami sebagai sebuah sistem dan 
prosedur-prosedur yang telah diatur untuk memberikan penjelasan-penjelasan 
mengenai produksi, regulasi, sirkulasi dan operasi pernyataan-pernyataan”.  Dari 
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 kata ini berasal dari Yunani yang berati pengetahuan, tapi Foucault menggunakan istilah ini cara yang khas, 
yaitu pengandaian atau cara tertentu yang bekerja secara tersembunyi dalam menentukan pemikiran, 
pengamatan seseorang atau kelompok Bartens (1996, 215). Dengan kata lain, episteme adalah suatu kerja 
tersembunyi dengan pola penataan untuk menguasai cara berpikir suatu zaman.  Artinya mekanisme kerja 




hipotesis ini, tentu tidak mengherankan jika Foucault berusaha menulis sejarah 
pernyataan-pernyataan yang mengklaim punya status kebenaran, sejarah dari 
prosedur-prosedur yang teratur tersebut.  Untuk menulis sejarah semacam ini, ia 
tentunya membatasi diri pada bentuk-bentuk tertentu dari praktik diskursif (praktik 
untuk memproduksi pernyataan).  Ciri praktik semacam ini adalah pembatasan 
lingkup objek, definisi yang terlegitimasi dari agen pengetahuan (subjek/aktor) 
dan penetapan norma bagi perluasan konsep-konsep teori (pengetahuan).  
Melalui arkeologi, Foucault mengamati praktik-praktik diskursus dalam 
lintasan sejarah, maka ‘diskontinuitas’, ‘retakan’ yang melekat pada pemahaman 
sejarah secara tradisional dengan sendirinya akan terungkap.  Pemahaman 
arkeologi model Foucault menjadikan objek analisis historis secara teoritis 
menjadi problematis.  Akibatnya, Foucault bersitegang dengan pendekatan 
sejarah tradisional yang percaya begitu saja pada fakta-fakta dan kejadian-
kejadian historis.  Foucault tidak sepaham dengan perumusan sejarah 
berdasarkan relasi kausalitas, antagonisme atau ungkapan antara fakta dan 
kejadian yang satu dengan yang lainnya.  Tentunya, dengan menarik relasi 
kausalitas fakta dengan kejadian lainnya akan membentuk rangkaian-rangkaian 
fakta dan kejadian secara baru.  Di balik pembentukan rangkaian fakta dan 
kejadian itu terdapat gerak akumulasi sejarah secara linear.  Lapisan-lapisan 
peristiwa ini ada yang diterima dari generasi sebelumnya ada pula yang ilmuwan 
diciptakan sendiri, misalnya pola pertumbuhan ekonomi, analisis kuantitatif 
terhadap pasar, dan sejarah ketegangan demografis  antar bangsa. 
Menurut Ritzer (2009, 68), bagi Foucault, arkeologi dititikberatkan pada 
objek (sesuatu yang tanpa konteks - diam sebagai endapan dokumen), yang 
membebaskan subjek sebagai pensintesis (Bertens, 1996, 312; Piliang, 111).  




sendiri; tidak dalam konteks sejarah sebagai sebuah totalitas.  Akhirnya, dengan 
arkeologi, Foucault sampai pada penemuan titik pembentukan rangkaian-
rangkaian baru yang oleh Foucault dinamakan diskursus.  Dalam konteks inilah, 
terkuak bahwa dokumen-dokumen ‘diam’ itu yang tercatat sebagai ‘sejarah 
tradisional’ mengandung retakan dan tidak linear. Oleh Foucault (1972, 13) 
disimpulkan secara metafora bahwa ‘tiap masa punya wajah’ sendiri-sendiri. 
Dalam melakukan analisisnya, Foucault menjelaskan prinsip-prinsip 
arkeologi yang meliputi: (a) arkeologi berusaha memperlihatkan regularitas suatu 
praktik diskursus. Dengan ‘regularitas’ keseluruhan kondisi-kondisi yang 
memainkan peranan dalam suatu dikursus dan menjamin serta menentukan 
jadinya diskursus itu, (b) pada analisis arkeologi, kontradiksi-kontradiksi harus 
dilukiskan apa adanya, (c) analisis arkeologi hanya berminat menemukan 
jangkauan dan berfungsinya suatu diskursus, (d) arkeologi juga menganalisis 
perubahan berbagai transformasi (mengakui diskontinuitas), meski demikian, 
diskontinuitas bukan tujuan tapi efek dari analisis ini (Bertens, 1996, 315-316; 
lihat juga Foucault, 1980, 196-198).  
Arkeologi Foucault hanya berfokus pada formasi-formasi diskursus.  Poin 
utama keterbatasan yang melekat dengan analisis ini adalah cenderung 
mengabaikan keterkaitan hubungan kuasa dengan pengetahuan (Ritzer, 2009; 
Bertens, 1996).  Menyadari hal ini, Foucault menawarkan genealogi yang 
difokuskan pada asal-usul dan perkembangan (diskontinuitas) rezim-rezim 
kekuasaan dan pengetahuan.  Dengan demikian genealogi punya cakupan yang 
lebih luas daripada arkeologi.  Metode ini digunakan Foucault terutama dalam 
karya-karyanya yang lebih akhir (tahun 1970-an dan sesudahnya).  
Pergeseran pemikiran oleh Foucault, didasari pada peran sentral 




“Saya berharap di setiap masyarakat, produksi diskursus segera 
dikontrol, diseleksi, diatur, didistribusi berdasarkan jumlah prosedur 
yang pasti, dan perannya adalah mencegah kekuasaan dan 
bahayanya, untuk mengatasi peristiwa-peristiwa yang berubah, 
untuk menyingkirkan hal yang memberatkan, menyingkirkan hal 
material yang mempesona” (dalam Ritzer, 2009, 78; lihat juga 
Parchiano, 2006, 176).  
 
 
Fokus utama yang ingin ditonjolkan dari pernyataan di atas adalah bahwa 
diskursus ini bisa membahayakan, dan kekuasaan cenderung melakukan kontrol 
atas bentuk-bentuk diskursus. Inilah pusat perhatian genealogi, yaitu hubungan 
timbal balik antara sistem kebenaran dan mekanisme kuasa: suatu mekanisme 
yang di dalamnya ada ‘rezim’ memproduksi kebenaran.  Untuk itu Foucault  
mengajukan hipotesis genealoginya: “kebenaran dihubungkan dalam relasi 
sirkular dengan sistem-sistem kuasa yang menghasilkan dan 
mempertahankannya dan dihubungkan pada efek-efek kuasa yang 
dipengaruhinya dan yang meluaskannya.  Suatu ‘rezim kebenaran’” (Foucault, 
1980, 164). 
Analisis ini bukan merupakan bentuk ‘pencarian kebenaran’ (aspek 
ontologi) tapi kritik terhadap aspek epistemogi.  Kritik terhadap ilmu pengetahuan 
ditujukan pada cara pandang sejarah tradisional yang berjalan secara linear, 
padahal menurut Foucault banyak faktor yang memungkinkan terjadinya “selaan, 
retakan” pada garis kontinum sebuah sejarah.  Apa yang ingin disingkap 
Foucault menurut Sunardi (2009, 203-204) adalah aspek tak sadar yang positif 
dari pengetahuan; sebuah lapisan yang luput dari kesadaran para ilmuwan akan 
tetapi merupakan bagian dari diskursus ilmiah.  Dari praktik-praktik diskursus 
inilah Foucault menunjukkan adanya kode-kode (ketidaksadaran) yang ikut 




Foucault melihat sebuah objek diskursus punya ‘wajah yang berbeda’ pada 
setiap zaman, sebagaimana diskursus tentang ‘kegilaan’, ‘penjara’ tampil 
sebagai kebenaran.  Bagi Foucault, bergenealogi adalah mengurai sebuah 
gagasan (sejarah), bukan untuk meyakinkan diri akan kebenaran, melainkan 
mengenali berbagai cara berdiskursus dalam melakukan pembenaran atau 
penyangkalan.  Inilah yang dikatakan oleh Chevreau (dalam Foucault, 1976, x) 
bahwa Foucault, seperti Niezsche, hendak memindahkan pusat perhatian filsafat 
bukan lagi mencari kebenaran sebagaimana tradisi filsafat klasik, melainkan 
melihat bagaimana diskursus filsafat dan ilmu tampil sebagai kebenaran.  
Sementara Triyuwono (2006, 123-124) menilai, apa yang dilakukan Foucault 
adalah sebuah pemberontakan terhadap hegemoni logosentris dengan klaim 
universalismenya.  Klaim ini telah memarginalkan ‘sang lain’ (the other) demi 
menjaga tegaknya sebuah diskursus atau narasi besar yang sedang berkuasa 
secara fungsional dan sistematis. 
3.4 Posisi Peneliti dalam Riset Akuntansi Berbasis Foucouldian 
Kajian-kajian riset berbasis Focauldian umumnya menekankan pada level 
mikro atau lokal (lihat Neimark, 1990; Amstrong, 1994; Sukoharsono, 2005) 
dengan pemahaman fenomena keseharian seperti perubahan sistem akuntansi, 
hubungan akuntansi dengan sarana pengendalian manajemen serta 
penerjemahan kondisi diskursif bagi penggunaan akuntansi untuk kondisi 
tertentu. 
Riset akuntansi berbasis Foucouldian cukup banyak dilakukan (lihat 
lampiran 1).  Para periset umumnya menggunakan metode arkeologi (Hopwood, 
1987; Sukoharsono dan Gaffikin, 2005), genealoginya (Hoskins and Macve, 
1988; Hoskins and Macve, 1994; MacLullich, 2003), kombinasi keduanya (Miller 




perspektif lain (Mc Phail, 1999;  Mac Lullich , 1999) digunakan untuk akuntansi 
sebagai praktik sosial.  Riset dengan metode arkeologi oleh Hopwood (1987); 
Sukoharsono dan Gaffikin (2005) berfokuskan diskursus kaitannya dengan 
praktik akuntansi di zamannya. Hopwood (1987) mencoba memahami proses 
akuntansi di Josiah Wedgewood Factory yang membuka peluang terjadinya 
mutasi diskursus.  Paparannya tentang sistem pembiayaan menekankan bahwa 
sistem itu pada awalnya diciptakan untuk melakukan penurunan harga selama 
masa resesi kemudian beralih fungsi untuk mendeteksi penggelapan hingga 
akhirnya menjadi himpunan praktik dan diskursus baru untuk melakukan 
pengawasan.  Sementara Sukoharsono dan Gaffikin (2005) menemukan ’wajah’ 
akuntansi sebagai alat penetrasi kekuasaan bagi kolonialisasi Belanda di 
Indonesia.  
Pada riset-riset genealogi atau perluasannya dalam konteks keterkaitan 
pengetahuan dan kekuasaan, akuntansi dihubungkan pada pembentukan ’orang 
yang bisa dikendalikan’ (governable person). Masalah-masalah yang dibahas 
umumnya proses penerjemahan kondisi diskursif bagi penggunaan akuntansi 
untuk tujuan tertentu.  ’Disiplin diri’, ’teknologi diri’ dan ukuran kinerja digunakan 
dengan alasan rasionalitas ekonomi untuk mencapai efisiensi organisasi (lihat 
Hoskins and Macve, 1988; Hoskins and Macve, 1994; MacLullich, 2003; Miller 
and O’Leary, 1987; Miller and O’Leary, 1990). 
Kajian riset berbasis Focauldian yang direncanakan, akan berbeda dengan 
kajian-kajian berbasis Focauldian sebelumnya dalam 2 hal, yaitu bidang kajian 
dan pola hubungan antar subjek. 
(a) Bidang kajian akan difokuskan pada praktik pengauditan di lingkungan 
pemerintahan daerah.  Selama ini riset-riset berbasis Foucauldian banyak 




terhadap hubungan-hubungan akuntansi dengan sarana pengendalian atau 
penerjemahan kondisi diskursif untuk kondisi tertentu.  Simpulan dari 
penelitian ini umumnya menunjukkan ’tubuh-tubuh tunduk’, disiplin dalam 
wilayah logis.  
(b) Pola hubungan antar subjek. Kekhasan riset ini, tidak hanya menempatkan 
auditee sebagai ’tubuh tunduk’, tetapi juga punya kepentingan terhadap 
opini audit.  Dengan kata lain, di balik keasimetrian pengetahuan auditor vis 
a vis auditee tersirat kesimetrian kepentingan; auditor sebagai penjaga 
akuntabilitas dan auditee ingin terjaga citra akuntabilitasnya. Ini sejalan 
dengan anjuran Amstrong (1994, 50); Burchell dkk. (1985, 401), bahwa 
salah satu arah yang bisa diambil dalam mewarnai riset berbasis 
Foucauldian adalah memasukkan unsur kepentingan ke dalam analisis ini. 
Pola hubungan antar subjek di bidang pengauditan menunjukkan adanya 
indikasi ’kepentingan’ yang memungkinkan kuasa ikut larut di dalamnya. Riset-
riset kualitatif terdahulu telah mendeteksi adanya pengaruh kuasa dalam proses 
pengauditan (lihat Humprhrey dan Moizer, 1990; Mills dan Better, 1992; 
Pentland, 1993; Passewark dkk., 1995; Power, 2003; Arnold dkk., 2001; Power, 
2003; Ludigdo, 2007; Sikka, 2009).  Petunjuk Ini menampakkan bahwa proses 
pengauditan ’terlihat samar’.  Dengan cara arkeologi dan genealoginya Foucault, 
diharapkan cara kerja kuasa yang samar itu akan tersingkap.  Ini dilakukan 
melalui penemuan jejak-jejak diskursus dan berfokus pada kemunculan 
diskursus (kuasa) yang terkait dengan peristiwa-peristiwa dalam pengauditan.  
Akhirnya, dengan penekanan pada metodologi, bidang kajian dan pola 
hubungan antar subjek, kekhasan dan potensi temuan yang melekat pada riset 
ini, diharapkan bisa memperkaya dan memberi warna untuk aroma penuansaan 




3.5 Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kritis Foucault, pendekatan ini 
mencoba melakukan pemaknaan ‘lain’ dalam melengkapi pemahaman kita 
selama ini bahwa audit di lingkungan pemerintah daerah sudah dilakukan sesuai 
dengan standar dan berterima umum berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku 
(normatif).  Pembacaan ini difokuskan pada pencarian sesuatu yang kontradiktif, 
tersembunyi di balik suatu hegemoni untuk selanjutnya membuka ruang untuk 
’suara-suara’ yang ’terbungkam’ oleh kekuasaan.  
Untuk maksud ini, secara khusus peneliti menggunakan metode arkeologi 
dan genealoginya Foucault.  Kedua metode ini adalah saling melengkapi dan 
tidak berbeda banyak dalam kajiannya.  Arkeologi berfokus pada ‘kondisi’ yang 
ada – sebuah potret yang ‘lain’ melalui mata rantai diskursus -, sementara itu 
genealogi mempersoalkan ‘proses’, tepatnya sebuah hubungan proses tentang 
jaringan diskursus yang melibatkan kuasa.  Dengan demikian kita dapat 
mengatakan bahwa fokus utama penelitian dengan pendekatan ini adalah 
menyingkap kuasa pengetahuan dalam sebuah diskursus terutama saat terjadi 
praktik pengauditan di lingkungan pemerintah daerah. 
 
3.5.1 Asumsi Filosofis: Prosedur Konseptual Penelitian 
Prosedur konseptual penelitian dimaksudkan sebagai asumsi filosofis 
Foucault dalam mengamati praktik sosial.  Bagi Foucault, pelepasan ‘subjek 
mengetahui’ terhadap ‘objek diketahui’ adalah bentuk skeptisme terhadap 
universalisalitas ilmu pengetahuan.  Dengan pelepasan ini, akan terbuka ruang 
pembacaan ‘lain’ terhadap proses konstitusi sebuah tatanan (opini audit) yang 
melibatkan auditor dan auditee.  Menurut Sukoharsono (2006, 2) pentingnya 




metodologi) tentang subjek dan objek riset akan membantu peneliti dalam 
mengkonstruksi dan menganalis suatu objek penelitian. 
Gambar 3.1 
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Sesuai dengan tujuan penelitian, objek penelitian didekati dengan metode 
arkeologi dan genealogi.  Arkeologi akan berfokus pada menyendirikan praktik-
praktik diskursus dengan merumuskan aturan-aturan produksi dan transformasi 
dalam praktik pengauditan.  Dalam konteks ini, peneliti berusaha menemukan 
pola-pola diskursus yang membentuk opini auditor (objek penelitian).  Untuk 
menemukan formasi itu, maka objek penelitian – yang akan dikembangkan – dan 
masalah yang dipersoalkan darinya, dilepaskan dari ‘subjek mengetahui’ 
(auditor-auditee).  Pelepasan ‘subjek mengetahui’ terhadap ‘objek diketahui’ 
dianalisis dalam artian bahwa opini auditor bukan sesuatu yang taken for 
granted; bukan pula totalitas makna yang disimpulkan dari ‘subjek mengetahui’ 
dalam persfektif ‘objek diketahui’. Ini dilakukan - salah satunya-, agar peneliti 
tidak terjerembab pada hegemoni normatif dari aspek-aspek teknis proses 
pengauditan.  Selanjutnya guna mengetahui kuasa yang melingkar di seputar 
objek penelitian, maka genealogi Foucault dapat difungsikan dengan 
memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi kuasa.   
Untuk lebih jelasnya metodologi penelitian dalam bentuk kerangka kerja 
dan alur penelitian dapat dlihat pada Gambar 3.1.  Dengan demikian asumsi 
filosofis ini menjadi bagian tak terpisahkan saat pengumpulan dan analisis data 
pada situs penelitian.   
 
3.5.2 Unit Analisis dan Situs Penelitian  
Unit analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah suatu ’peristiwa’ 
(event) dari praktik pengauditan.  Sebuah peristiwa dipandang sebagai kejadian 
yang ‘benar ada terjadi’ dan dialami oleh subjek auditor dan auditee.  Peristiwa 
seperti ini tunduk pada seperangkat aturan, milik subjek tertentu yang dapat 




atau peristiwa [semacam pengauditan] adalah pekerjaan ‘subjek’ tertentu dengan 
objek dokumen (buku, teks, tindakan, akun, register) sebagai sebuah monumen 
diri (lihat Sukoharsono, and Gaffikin,  2005, 47).   
Peristiwa ini  ada di setiap waktu dan tempat, di setiap masyarakat dalam 
bentuk yang terorganisasi atau bentuk yang spontan.  Pemahaman terhadap 
suatu ’peristiwa’ ini dapat membantu mengetahui bentuk-bentuk diskursus dan 
membantu dalam menyingkap adanya kuasa yang bermain dari interaksi auditor-
auditee.  Jalan masuk untuk memahami peristiwa-peristiwa dalam pengauditan 
dilakukan dengan 2 cara.   
Pertama, pemahaman diperoleh melalui pengamatan langsung subjek 
auditee, auditor dan beberapa dokumen yang dalam situs penelitian. Jalan 
masuk pertama untuk memahami peristiwa dalam pengauditan ini adalah peneliti 
memilih beberapa situs dalam lingkup pemerintah (daerah, kota, provinsi) di 
Sulawesi Tengah dan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.  Peristiwa-peristiwa 
yang terbentuk dalam proses ini melibatkan individu-individu sebagai 
pengkonstruk pada praktik pengauditan.  Subjek individu yang dilibatkan untuk 
memahami peristiwa ini adalah mereka-mereka yang mengetahui dan mengalami 
kejadian ini (lihat lampiran 3.1). 
Kedua, khusus pembahasan di bab 8 (retakan-retakan dalam kerja 
pengauditan), pemahaman diperluas dan dikembangkan melalui telaah Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ada di luar situs penelitian.  Sifat analisis 
terhadap LHP ini hanyalah sebagai bentuk konfirmasi atau referensi untuk 
memperjelas adanya diskontinuitas pada praktik pengauditan yang terdeteksi 
ada dalam situs penelitian.  Dalam perspektif penggunaan metode sains dalam 
praktik pengauditan, analisis dokumen dari luar situs serupa dengan falsifikasi 




atau kesimpulan dari sebuah cara kerja yang ilmiah adalah benar, sepanjang 
tidak ada observasi atau bukti kuat yang dapat meyangkalnya (Popper, 2008, 
84).  Untuk memperjelas pengertian ini, Popper memberi analogi: untuk 
membuktikan pernyataan bahwa “semua angsa adalah putih”, maka observasi 
terhadap “seekor angsa hitam” sudah cukup untuk menyangkal pernyataan itu. 
Betapapun besar dan luasnya observasi terhadap angsa putih tidak akan 
menggugurkan penyangkalan itu (lihat Bertens, 1983, 73; Fearn, 2002, 246).  
Merujuk pada analogi itu, dasar penggunaan dokumen dari luar situs bertujuan 
untuk mempertegas dan menunjukkan adanya retakan-retakan kerja sains dalam 
pengauditan di situs penelitian yang dipilih (lihat Gambar 3.2). 
Gambar 3.2 












3.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Informan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara.  
Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengikuti aktivitas 
pengauditan yang terjadi pada situs penelitian.  Observasi terhadap peristiwa dan 
perilaku auditor-auditee akan dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk 
manuskrip untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis.  Selanjutnya 
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Penggunaan dokumen dari luar situs penelitian digunakan sebagai 




dilakukan studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai dokumen yang terkait 
dengan aktivitas pengauditan seperti: Undang-Undang Keuangan Negara, LK 
Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen 
lain yang relevan dalam proses pengauditan di lingkungan pemerintah daerah.  
Wawancara dilakukan terhadap auditor dan auditee.  Terhadap auditee, 
informan dipilih dari pelaku peristiwa baik yang terlibat langsung maupun yang 
tidak terlibat langsung.  Di sini peneliti akan menganalisis kisah-kisah informan 
(auditee) mengenai masalah-masalah yang dirasakan saat proses audit terjadi. 
Terhadap auditor, wawancara dilakukan melalui diskusi dengan mengacu pada 
hasil observasi peneliti terhadap proses audit dan dokumentasi tertulis peristiwa-
peristiwa tertentu.  Wawancara (diskusi) dilakukan dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi auditor, jika memungkinkan maka diskusi dilakukan beriringan 
dengan proses audit, namun jika kondisi tidak memungkinkan maka wawancara 
dilakukan saat proses pengauditan sudah selesai.  
Untuk memudahkan proses observasi, dokumentasi dan wawancara 
berjalan ’apa adanya’, peneliti berusaha mendapatkan akses ke pemerintah 
daerah dengan cara memberi bantuan pemikiran dan bantuan teknis secara 
terbatas saat penyusunan laporan keuangan (pendampingan).  Dengan cara 
seperti ini peneliti berharap bisa membaur bersama dengan auditee dan auditor. 
Untuk maksud tersebut, peliti akan memilih informan secara sengaja 
dengan pertimbangan subjek auditor dan auditee punya pengalaman dengan 
kegiatan pengauditan; sebagai auditor atau sebagai pihak teraudit.  Subjek tidak 
hanya terlibat secara aktif dalam kegiatan itu, tetapi menjadi tokoh kunci dalam 
proses pengauditan itu sendiri.  Subjek informan dalam penelitian ini adalah: 
 Penelitian ini juga menyasar laporan auditor independen yang dikeluarkan 




auditan sebagai bagian dari sebuah rekam jejak dalam ‘peristiwa’ pengauditan.  
Laporan ini merupakan dokumen  ‘arsip’ yang bercerita tentang keadaan suatu 
entitas, sehingga teks dalam laporan ini tidak bisa dianggap berdiri sendiri tanpa 
adanya korelasi dan orientasi dari masing-masing subjek yang terkait. 
Foucault (dalam Piliang, 2003, 108) memandang arsip sebagai 
seperangkat diskursus yang diungkapkan secara aktual, dan perangkat diskursus 
ini digambarkan tidak hanya sebagai suatu perangkat peristiwa yang mengambil 
tempat secara definitif dan tetap dalam perjalanannya, dalam satu pintu gerbang 
sejarah, tetapi juga sebagai seperangkat yang terus berfungsi, ditransformasikan 
melalui sejarah, dan memberikan kemungkinan untuk kemunculannya di dalam 
diskursus-diskursus. 
3.5.4 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti 
sendiri.  Peneliti memasuki pengalaman subjek dengan cara mengalami apa 
yang dirasakan auditee, seperti kebiasaan, konflik dan perubahan yang terjadi 
pada auditee terkait dengan proses pengauditan.  
Pembauran peneliti dengan situs penelitian (auditee) memungkinkan 
berimpilkasi pada terciptanya interaksi antara peneliti dengan auditor.  Interaksi 
ini akan bersifat alamiah hingga memungkinkan terbukanya ruang diskusi 
dengan auditor atas peristiwa-peristiwa tertentu yang terkait dengan proses 
pengauditan.  
Instrumen lain yang dipakai adalah penggunaan alat-alat mekanis sebagai 
sarana pengumpul data-data penelitian.  Instrumen ini difungsikan untuk 
mendeskripsikan peristiwa-peristiwa tertentu termasuk refleksi peneliti atas 




3.5.5 Analisis Data  
Proses analisis berlangsung secara sirkuler baik selama tahap 
pengumpulan data maupun setelah tahap pengumpulan data.  Proses analisis ini 
mencakup empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Salim, 2006, 22).  Semua tahapan ini 
dianalisis pada bingkai arkeologi dan genealoginya Foucaoult serta kepentingan 
yang menyertainya, terutama dalam konteks peristiwa yang melibatkan auditor 
dengan auditee. Arkeologi diarahkan pada pencarian formasi diskursus, 
sementara genealogi akan menelusuri relasi kuasa. Tahapan teknis analisis data 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
Pengumpulan data; kegiatan ini mencakup observasi lapangan, 
wawancara (diskusi) dan perekaman. Pada tahap ini akan menghasilkan data 
mentah berupa beragam peristiwa diskursif dalam proses pengauditan. 
Reduksi data; kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 
transformasi data mentah yang relevan dengan pendekatan yang digunakan 
(kuasa pengetahuan) untuk selanjutnya membuat sajian data berupa formasi-
formasi diskursif.  Formasi diskursif diarahkan pada pencarian objek-objek 
penyampaian (pernyataan) yang membentuk tema-tema diskursif ‘lapisan dalam’. 
Dari pencarian ini akan berpeluang untuk menemukan retakan-retakan (difraksi) 
atau koherensi: terhadap sesama rangkaian ‘lapisan dalam’ diskursus itu sendiri; 
dan atau rangkaian ‘lapisan dalam’ dengan ‘lapisan terluar’ sebuah diskursus.  
Penyajian data; kegiatan untuk membuat kumpulan refleksi naratif peneliti 
atau deskripsi formasi-formasi diskursif ‘lapisan dalam’ yang diaplikasikan pada 
level abstrak yang lebih tinggi (diskursus lapisan terluar).  Deskripsi formasi-
formasi ini dianalisis dengan kuasa yang melingkupinya termasuk regularitas dan 




Verifikasi dan kesimpulan; mentransformasikan dan mengintegrasikan 
sajian data berdasarkan rumusan masalah serta perspektif penelitian sehingga 
mampu mengkonsolidasikan pemikiran Foucault untuk menghasilkan tema 
analitik arkeologi dan genealogi yang melekat dalam unit analisis: auditor vis a 
vis auditee.  Ini diakhiri dengan penyingkapan aspek ‘tak sadar’ – 
kuasa/pengetahuan - yang ada dalam proses pengauditan berupa sebuah 







































Jabatan Dalam Entitas 
1 Wawan  Auditor Badan Pemeriksa Keuangan  
2 Adnan  Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
3 Yaser Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
4 Asri Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
5 Darman Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
6 Yusman Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
7 Rafael Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
8 Badrun Auditee pada entitas Kabupaten Tojo Una-una 
9 Herman  Auditee pada entitas Kota Palu 
10 Adnan Auditee pada entitas Kota Palu 
11 Farhan Auditee pada entitas Kabupaten Parigi Moutong 
12 Radithya Auditee pada entitas Provinsi Sulawesi Tengah 
13 Indri  Auditee pada entitas Kabupaten Parigi Moutong 
14 Afrah Auditee pada entitas Kabupaten Parigi Moutong 





























Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Entitas 
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Palu T.A. 2007 
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tojo Una-Una T.A. 2007 
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Semarang T.A. 2007 
4. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jawa Timur  T.A. 2007 
5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bangkalan T.A. 2007 
6. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Blitar T.A. 2007 
7. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gresik T.A. 2007 
8. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lamongan T.A. 2007 
9. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Malang T.A. 2007 
10. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Ngawi T.A. 2007 
11. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Nganjuk T.A. 2007 
12. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Malang T.A. 2007 
13. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Banjarnegara T.A. 2007 
14. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Batang T.A. 2007 
15. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Karanganyar T.A 2007 
16. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Klaten T.A 2007 
17. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Purbalingga T.A 2007 
18. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Temanggung T.A 2007 
19. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Wonogiri T.A 2007 
20. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Wonosobo T.A 2007 
21. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Salatiga T.A 2007 







RUANG PENGUASAAN: RUANG AUDITORIAL  
Pernahkah kita memperhatikan alun-alun Kota Malang?  Setiap subjek 
atau orang bebas masuk ke ruang sosial itu.  Potret kegiatan yang ada di ruang 
sosial itu menunjukkan bahwa akses ‘jalan’ ke ruang itu terbuka untuk umum.  
Berbagai anggota masyarakat atau komunitas tertentu bisa memanfaatkan ruang 
itu.  Ia biasa digunakan untuk berinteraksi atau bersosialisasi melalui kegiatan 
olah raga, bercengkrama atau kegiatan lainnya.  
Lantas bagaimana dengan ruang sosial lainnya?  Misalnya ruang dalam 
sebuah ritual adat.  Apakah semua orang punya akses masuk ke ruang itu?  
Seorang ketua adat tentu saja dapat mengatur dan menjadi pemimpin prosesi itu.  
Ini menandakan bahwa untuk masuk ke ruang prosesi ini, ada batasan akses 
dan tidak berlaku untuk semua orang.  Terlebih lagi untuk menjadi ketua adat, 
ada proses seleksi yang cukup ketat – menunjukkan kualitas dan syarat-syarat 
dan tertentu - dalam ruang itu. 
Jika dapat dianggap sebagai ritual maka profesi ketua adat tidaklah jauh 
berbeda dengan profesi lainnya – termasuk profesi auditor.  Proses pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memang tidaklah sama persis 
dengan prosesi adat, akan tetapi tetap ada batasan ketat siapa yang berhak 
melakukan pemeriksaan itu dan bagaimana kecukupan kualifikasinya.  Bagi 
subjek lain – auditee – cara melibatkan diri dalam pemeriksaan LKPD adalah 
sebagai ‘pasien’ atau pihak yang teraudit.  Dengan demikian kita dapat 
mengatakan bahwa dari prosesi pemeriksaan ini - yang melibatkan para subjek 




auditorial.  Sebuah konstruksi realitas tergambar dengan praktik pengauditan 
yang melingkupinya.  Di ruang inilah para subjek mengkomunikasikan posisinya 
masing-masing.  Representasi sadar dari pengetahuan dan pengalaman 
memberi keyakinan para subjek bagi berlangsungnya praktik meruang dalam 
pengauditan.  
Praktik meruang dalam ruang auditorial dikonstruksi dengan cara tertentu 
yang menjadi alat berpikir dan bertindak. Itu tidak hanya dikonstruksi tetapi juga 
berarti kontrol yang kemudian berpeluang menjadi alat penguasaan bagi pihak 
yang dominan.  Sekilas gambaran ini saat terjadi pemeriksaan kas di sebuah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Wajah-wajah khawatir tampak terlihat 
pada beberapa staf Pemerintah Daerah (Pemda).  Hal Itu terjadi setelah mereka 
keluar dari ruang pemeriksaan yang khusus disiapkan Pemda sebagai tempat 
praktik bagi auditor.  Mereka mendiskusikan beberapa pertanyaan dan temuan 
dari auditor.  Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, uang tunai yang ada di 
bendahara SKPD ternyata kurang. Ini tidak sesuai dengan pencatatan yang ada 
di pembukuan SKPD.  Bendahara, staf keuangan dan kepala SKPD 
mendiskusikan temuan ini.  Mereka harus menyiapkan ‘langkah’, jawaban dan 
argumentasi yang logis atas temuan itu.  
4.1 Arkeologi sebagai Formasi Diskursif 
Praktik pengauditan – sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas – 
meneguhkan asumsi bahwa para subjek (subjek auditor dan subjek auditee) aktif 
dalam dunia di mana mereka hidup dan bekerja.  Tiap tindakan yang mereka 
ambil mengandung makna atas pengalaman yang mereka alami.  Makna dari 





Penampakan ini memperlihatkan sebuah konstruksi hubungan praktik 
auditing dengan realitas.  Praktik auditing tidak hanya menggambarkan suatu 
realitas yang tergantung pada para subjek, tetapi juga terdapat hubungan yang 
aktif dengan realitas.  Artinya praktik auditing yang terkait para subjek, dapat 
mengubah realitas atau sebaliknya dalam ruang sosial. 
Sebagaimana paham konstruktivisme, ruang di mana subjek hidup adalah 
ruang rekayasa ciptaan para subjek, sebuah dunia yang diciptakan dalam suatu 
ruang sosial.  Terkait dengan riset ini (konteks pengauditan), ruang sosial telah 
dilipat menjadi apa yang dinamakan ‘ruang auditorial’.  Penyempitan ini dilakukan 
dalam artian bahwa aspek mikro riset ini akan difokuskan pada analisis 
konstruktif atas praktik pengauditan di lingkungan Pemda.  Ruang auditorial 
adalah sebuah ruang yang konkrit sekaligus abstrak.  Konkrit karena terlihat 
dengan jelas ruang – ruang dan bangunan secara pisik yang menjadi arena 
pengauditan.  Abstrak dalam artian terdapat konsep-konsep dan gagasan yang 
tergambarkan – terepresentasi – dari aktivitas para subjek.  Dalam ‘meruang’ 
subjek auditor mengejawantahkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka 
miliki.  Konsepsi dan pemahamannya tentang auditing, standar akuntansi dan 
aturan perundangan menjadi basis dalam tindakannya.  Sebuah praktik diskursif 
dalam ruang auditorial. 
Foucault menyebut kajian praktik diskursif sebagai arkeologi (Harrison, 
2005, 129; Parchiano, 2006, 176).  Menurut Piliang (2003, 108) arkeologi 
Foucault adalah deskripsi tentang arsip.  Arsip-arsip itu sendiri sebagai kumpulan 
dari suatu peristiwa, diucapkan, disusun, diakui dan digunakan kembali untuk 
ditransformasi dalam praktik kebudayaan (Parchiano, 2006, 165) atau dalam 
pengauditan.  Takkala memahami satu ungkapan diskursus dan ungkapan 




semacam regularitas.  `Proses reguler ini disebutnya sebagai formasi diskursif, 
yang tidak lain adalah bentuk kuasa itu sendiri dengan basis pengetahuan.  
Formasi diskursif yang jadi pembahasan dalam penulisan ini adalah, formasi 
formal yang berorientasi kewenangan, formasi diri yang berorientasi kerja dan 
formasi sains yang menunjukkan keilmiahannya. 
Formasi Formal 
Formasi diskursif ini dicirikan oleh bobot kewenangan perundang-
undangan yang dimiliki oleh auditor.  Persepsinya dibentuk oleh pandangan yang 
mendefinisikan bahwa mandat ini adalah hal yang mutlak, ia berasal dari entitas 
yang lebih tinggi (negara). 
Dengan mandatnya, auditor mengejawantah menjadi mandataris 
profesional.  Dari mandat itu, mereka ingin mengatakan bahwa “kami adalah 
pemberi opini dan rekomendasi atas kualitas laporan keuangan pemda”.  Opini 
auditor adalah sebuah pernyataan profesional sebagai kesimpulan atas mandat 
pemeriksaan yang mereka telah lakukan.  Semua rekomendasi yang mereka 
berikan ditujukan untuk perbaikan bagi orang atau badan yang mengelola 
keuangan negara.  
Sebagai mandataris profesional, penyelenggaraan pemeriksaan 
terangkum dalam organisasi fungsional yang menjalankan tugasnya secara 
bebas dan mandiri.  Proses pemeriksaan dari perencanaan hingga pelaporan 
dilakukan oleh sebuah tim yang profesional.  Dengan kecakapannya, seorang 
auditor dapat melakukan ‘pembedahan’ terhadap kemungkinan salah saji 
material terhadap laporan keuangan Pemda.  ‘Penyakit’ salah hitung, 
ketidaksesuaian terhadap standar dan aturan perundangan-undangan ditelusuri 




dengan menilai kewajaran masing-masing atau keseluruhan akun sebagai 
produk dari sebuah transaksi. 
Formasi Diri  
Dalam ruang auditorial, seorang auditor mudah dikenali karena figurnya 
dan simbol kenegaraan yang dimilikinya.  Ia dikenal sebagai orang yang 
berpakaian rapi dan berdisiplin dengan tanda pengenal di dada, berjalan tegak 
dengan penglihatan dan pendengaran yang awas.  Selain itu ia juga dikenali 
sebagai pribadi yang ahli, pekerja keras, telaten, teliti dan pandai 
‘mempermainkan angka’, bahkan bisa terlihat tegas dalam bertindak.  
Simbolisasi yang juga tampak jelas pada figur seorang auditor adalah 
tanda pengenal di dada kanannya.  Di situ tertera dengan jelas namanya sebagai 
subjek auditor negara – BPK. Ia adalah pemegang mandat, seorang ahli yang 
memegang otoritas dari negara.  BPK memang lembaga negara yang didirikan 
untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab 
keuangan negara secara bebas dan mandiri, demikian Undang Undang 
memandatinya yang tentu saja berimplikasi pada penciptaan ruang auditorial 
sebagai arena ‘permainan’ para subjek.  Personifikasinya atas keahlian dan 
kecakapan - memiliki keberadaan dalam ruang auditorial.  Ini pada gilirannya 
memberi mereka kekuasaan kerja untuk menilai tingkat kewajaran pengelolaan 
keuangan negara.  
Formasi Sains 
Pada prinsipnya formasi sains dalam pengauditan lebih berupa 
metodologi atau tata kerja ilmu pengauditan untuk mempertanggungjawabkan 
basis rasional dari keilmuannya.  Acuan untuk mendapatkan pengetahuan yang 




Praktik dalam ruang auditorial tidak hanya dikonstruksi melalui 
aktivitasnya saja tetapi juga berarti kontrol oleh formasi itu yang kemudian 
berpeluang menjadi alat penguasaan bagi auditor.  
4.2. Genealogi Kekuasaan 
 Poin sentral dari formasi diskursif adalah mengandung kuasa dan 
berbahaya (Ritzer, 2009, 78), dan kekuasaan berusaha menggunakan kontrol 
atas bentuk-bentuk diskursif yang dianggap dapat melemahkan posisi subjek 
lain.  Dalam pengauditan, formasi diskursif menampakkan wajah kerja 
kekuasaannya melalui cara pendisiplinan tubuh, teknologi diri dan eksklusivitas 
diri.  Cara penguasaan seperti itu menjadi mekanisme umum untuk menerapkan 
dominasi subjek tanpa ada yang tersakiti secara fisik.     
Teknologi Diri  
Dunia pengauditan adalah dunia yang berwajah teknologi.  Teknologi diri 
seakan telah menjadi realitas yang tak terelakkan dalam keseharian seorang 
auditor.  Hidup seorang auditor sepenuhnya dipenuhi oleh teknologi diri.  Sangat 
sukar mengendalikan kerja auditor tanpa ada teknologi diri semacam ini; 
Program Pemeriksaan (P2), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atau teknik 
penandaan. 
Cara kerjanya diatur oleh teknologi itu, ia menjadi mata dan telinga 
atasannya untuk memantau proses kerja auditor.  Melalui teknologi diri atasan 
dapat menggiring dan memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan berjalan 
sesuai dengan program pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan.  Dengan demikian 
teknologi diri sebentuk pengawasan dan perekaman kesesuaian kerja subjek 
auditor.  Pengawasan ini menurut Foucault semacam penoption (Bertens, 1996, 




melalui sistem ini, berlangsung sebuah relasi pengawasan berupa keterlihatan.  
Sebagai contoh, P2 menjadi semacam ‘peta’ atau ‘jalur pergerakan’ dalam 
melakukan pekerjaan lapangan di ruang auditorial. Implementasinya terjadi 
ketika para subjek – auditor - berinteraksi dalam subjek yang lain – auditee - 
yang juga menciptakan ruang ini.  Jadi praktik meruang dalam ruang auditorial 
telah dikonstruksi dengan cara tertentu untuk menjadi alat berpikir dan bertindak.  
Disiplin Tubuh 
 Teknologi diri tidaklah netral, dalam arti teknologi menjadi mediator – 
kontrol – antara auditor dan pengawasnya.  Permasalahan yang mengemuka 
adalah bagaimana memonitor jalannya proses pengauditan itu.  Kerja 
penguasaan yang tampak adalah  internalisasi disiplin dalam profesi auditor itu 
sendiri.  Dalam khasanah filosofis, internalisasi disiplin didasari atas konsep 
Penoption (Ritzer, 2009, 97).   
Penoption (penjara) adalah konsep kekuasaan yang bersifat 
pengawasan.  Auditor merasa diawasi kerja profesionalnya melalui sarana – 
misalnya – KKP.  Konsep ini mensyaratkan adanya disiplin tubuh yang 
memungkinkan kontrol yang detail terhadap auditor.  Ini sekaligus memastikan 
adanya penguasaan terus-menerus terhadap potensi tubuh serta meletakkannya 
dalam hubungan ketaatan.    
Eksklusivitas Diri 
Dengan fokus posisi-posisi subjek, ada suatu pengertian di mana kita 
dapat menyatakan bahwa auditor dan auditee adalah apa yang mereka telah 
lakukan.  Jenis-jenis diskursus dalam ruang auditorial membangun posisi-posisi 
subjek bagi auditor dan auditee.  Hanya dengan menduduki posisi-posisi ini 




dasarnya terkait dengan masalah melakukan atau tidak melakukan; patuh atau 
tidak patuh. Ini sejalan dengan hak yang bersifat diskursif dan kewajiban masing-
masing auditor atau auditee.  Hak dan kewajiban auditor dan auditee yang 
masing-masing diizinkan dan diwajibkan untuk ‘berbicara’, dan tidak diizinkan 








Bagaimana terbentuknya konstruksi di ruang auditorial?  Analisis 
terhadap konstruksi tidak hanya terbatas pada transkrip pembicaraan atau 
dokumen tertulis tetapi juga terhadap berbagai sistem simbolik.  Analisis 
konstruksi juga dilakukan terhadap berbagai sistem simbolik  Hal ini berarti 
semua jaringan yang melibatkan subjek dalam ruang itu dimaknai sebagai 
sebuah “bacaan”.   
 
5.1 Sebuah “Tanda di Dada” 
Pembacaan terhadap konstruksi objek auditing di ruang auditorial 
dipandu oleh pembacaan makna dan tujuan tindakan oleh para subjek.  Sebuah 
simbol; “tanda pengenal di dada” ataupun “kop surat penugasan” sudah cukup 
berbicara; di samping tentunya wajah penampakan fisik dan intelektualitasnya 
juga mendukung.  Ia tampak rapi dan bersih dengan pandangan mata yang 
cukup awas.   
Ketika kita mengamati adanya simbol burung garuda tertera di dada 
kanannya atau pada halaman kertas kop surat penugasannya, sesungguhnya itu 
tidak hanya sebuah gambar burung terdiri dari kepala, sayap, kaki dan ekor.  
Demikian pula ketika kita melihat tulisan ‘Badan Pemeriksa Keuangan’ ataupun 
nama subjek (auditor) yang tertera di dada itu.  Itu juga tidak hanya sederet huruf 
dan kata yang berbekas akibat cairan tinta.  Tetapi  arti gambar dan tulisan itu 
membawa suatu ide dan konsep bagi pikiran subjek lain (Triyuwono, 2000, 179) 
termasuk auditee.  
Tanda itu tidak hanya membawa sebuah konsep tetapi juga memiliki daya 




pengauditan.  Melalui aksesoris di dadanya - dengan label auditor negaranya, - 
ini mempunyai daya abstrak yang mampu mengubah makna, guna menggiring 
cara pandang subjek lain hingga mempengaruhi praktik pengelolaan keuangan 
suatu entitas. 
Gambar dan tulisan itu sebagai sebuah simbol, seolah ingin mengatakan 
kepada kita tentang sesuatu yang lain dari dirinya sendiri.  Simbol itu telah 
terkondisikan dalam mengkonstruksi objek pengauditan.  Simbol itu menandakan 
sebuah tindakan pembentukan diri subjek auditor serta pengungkapan jati 
dirinya.  Konstruksi yang terbentuk menganggap auditor yang punya peran 
sentral.  Ia legitimate, memiliki proteksi serta mempunyai kemampuan untuk 
melakukan kontrol terhadap subjek lain - auditee.  Jati dirinya menunjukkan 
kebebasan dan kemerdekaannya dalam bertindak di ruang auditorial.  
Mari kita coba menyelami sebuah produk opini yang diterima oleh 
pemerintah daerah kabupaten Tojo Una-Una.  Auditor sebagai simbol pemandat 
profesional telah memberi stempel disclaimer pada entitas itu pada Tahun 
Anggaran (TA) 2007.  Abstraksi label yang diberikan oleh auditor mampu 
menggerakkan dan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada entitas itu.   
Menilik hasil pemeriksaan BPK TA 2007 terhadap Kabupaten Tojo Una-
Una, ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kewajaran 
penyajian LK sebagai berikut (BPK, 2008) : 
1. Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak dilakukan 
sesuai ketentuan.  LK disusun berdasarkan SP2D,  SKPD belum menyusun LK, 
penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi belanja bendahara 
pengeluaran tidak tepat waktu dan tidak dilampiri dengan bukti pelaksanaan 
kegiatan, sehingga LK tidak dapat memberikan informasi secara lengkap seluruh 
transaksi keuangan tahun 2007.  
2. Terdapat dana pihak ketiga dan potongan PPN dan PPh yang disimpan pada 
rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp. 15.712.767.800,00.  Dana 
tersebut direalisasikan pembayarannya kepada pihak ketiga dan disetor ke Kas 
Negara pada tahun 2008.  
3. Saldo akun persediaan sebesar Rp. 10.277.243.860,13 dan Asset Tetap sebesar 




4. Terdapat selisih saldo LK (realisasi belanja) yang tidak dapat ditelusuri dan 
dijelaskan. Terkait dengan selisih realisasi belanja Tahun 2007 antara LRA 
dengan BKU (BIX). 
5.  Terdapat saldo kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2007 
yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.124.730.131,00 yang berasal 
dari sisa uang persediaan tidak dibelanjakan dan tidak dilaporkan kepada BUD,  
Sehingga berpotensi disalahgunakan dan mempengaruhi kewajaran LK. Dana 
tersebut disetor ke Kas Daerah tahun 2008, 
6. Terdapat Pajak yang belum dipungut dan belum disetor ke Kas Negara sebesar 
Rp. 3.504.077.220,00.  Terkait dengan Pajak yang telah dipungut dan belum 
disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 3.353.300.563,00 tidak dicatat sebagai saldo 
kas, sehingga mempengaruhi kewajarannya LK  
7. Pengelolaan pendapatan yang bersumber dari PT. Askes pada RSUD Ampana 
dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.445.017.484,00.  Terkait dengan 
pendapatan Askes yang diterima tidak dilaporkan, dipergunakan langsung dan 
disetor ke Kas Daerah tahun 2008 sebesar Rp. 668.577.634,00, sehingga 
realisasi pendapatan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan 
mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan.  
8. Bantuan keuangan kepada Desa tidak sesuai ketentuan dan belum 
dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.955.288.697,00.  Terkait dengan 
pemberian bantuan kepada 111 (seratus sebelas) Desa, diantaranya 109 
(seratus sembilan) Desa penerima bantuan belum menyampaikan 
pertanggungjawaban sehingga berpotensi dipergunakan tidak sesuai dengan 
sasaran dan tidak dapat diyakini kewajarannya.  
9. Realisasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari 
ancaman bencana alam berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 
576.443.684,00.   
10. Penggunaan belanja tak terduga untuk pembayaran pekerjaan lanjutan 
pembangunan kantor Bupati Tojo Una-Una sebesar Rp. 1.447.500.000,00 tidak 
sesuai ketentuan (tanpa didukung dengan penyediaan dana dan tidak 
dianggarkan dalam APBD tahun).  Sehingga penyajian realisasi belanja tak 
terduga tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 
Gambaran di atas cukup menginformasikan tentang cara pengelolaan 
keuangan auditee. Ini selanjutnya mengubah cara berpikir dan bertindak terkait 
dengan opini yang diterima.  Bagi auditee, perbaikan perlu dilakukan, kotak 5.1 
merupakan cuplikan dialog penulis (P) dengan Bapak Badrun (B) kepala DPKD 
Kabupaten Tojo Una-Una. 
 Bupati segera bertindak, ia kemudian memilih dan melantik Bapak 
Badrun.  Pegawai yang dianggap cakap dan mampu melakukan perbaikan 
pengelolaan keuangan.  Melalui tangan Bapak Badrun, dimulailah perbaikan-
perbaikan.  Ia mempelajari dan mengoordinasikan beberapa temuan dan 




yang menjadi temuan dan rekomendasi auditor.  Menurutnya, rekomendasi itu 
menjadi penting, karena itu merupakan salah satu hal yang menjadi dasar bagi 
BPK untuk pemeriksaan tahun berikutnya. 
Kotak 5.1 
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Tahun lalu WDP, 2 tahun (lalu) WDP, 2007 disclaimer 
Oh... tahun 2007 disclaimer ya! 
Belum saya waktu itu [2007];  
[ketika itu – tahun 2007] mengamuk Pak Bupati, malu betul dia.  
Dia [Bupati] cari saya, dia tanya, kau perbaiki yang sudah 
hancur. Saya bilang, beri waktu 3 bulan pak, nanti saya 
tangani. Saya dilantik 21 Juli tahun 2008, serah terima 22 Juli 
2008. Saya benahi Juli, Agustus, September, Nopember; 
4 bulan pak, [akhirnya dapat opini] ---- WDP, --- WDP 2008. 
 
 
Auditor beserta atribut kediriannya mengandung makna simbolis yang 
keberadaanya dapat dilihat, didengar dan dirasakan dalam ruang 
penguasaannya.  Ketika simbol itu hadir dalam ruang auditorial sebagai objek 
yang kelak dicerna oleh auditee, maka pada saat itulah referen seolah menanti 
untuk diberi makna atas realitas itu.  Kehadirannya exist sebagai representasi 
kebenaran dan akan berpartisipasi dalam realitas pengauditan.   
Sejenak kita berpaling ke ruang sosial lainnya, sebuah ruang publik yang 
khusus buat penumpang pesawat.  Sekali waktu pernah terlihat sekelompok 
auditor BPK di ruang tunggu bandara.  Jumlahnya ada sekitar empat orang, 
mereka dipimpin oleh seorang ketua tim dan yang lainnya adalah anggota tim.  
Selanjutnya kami  mendekat, mencoba menghampiri salah seorang dari mereka; 
yang kebetulan kawan seperkuliahan dulu.  Sejurus kemudian kami juga 
diperkenalkan rombongan lainnya.  Singkat cerita, perbincangan kami dengan 
kawan itu hanya seputar kabar kekinian masing-masing.  Beliau dan rombongan 
rupanya berencana melakukan tugas pengauditan di salah satu entitas di 




Ada hal menarik yang dapat dipetik dari pertemuan sekilas itu; bahwa 
mereka juga harus patuh pada subjek lainnya.  Tanda kegarudaan yang mereka 
miliki rupanya tidak terbaca di ruang sosial itu.  Penampakan dan mandat yang 
mereka miliki tidak menunjukkan bahwa mereka berasal dari sebuah entitas yang 
lebih tinggi.  Satu-satunya hal yang terlihat bahwa hak dan kewajiban mereka 
sama dengan yang lainnya adalah sebagai penumpang pesawat.  Tampak 
bahwa, sesungguhnya naungan mandat yang mereka miliki hanya berfungsi dan 
berlaku di ruang auditorial.  Mereka juga tunduk pada subjek lain di ruang sosial 
itu; suatu ruang yang memang menjadi wadah bagi beroperasinya sebuah 
kekuasaan.  Penundukan inilah yang menentukan gerak langkah ‘tubuh manusia’ 
dalam proses sosial di dalamnya 
Eksistensi auditor - melalui opininya - dapat dirujuk saat mereka 
mengeluarkan pendapat atas sebuah LKPD. Ketika mereka mengeluarkan opini 
disclaimer pada entitas Kabupaten Tojo Una-Una, maka ini dapat memberi 
referensi bagi subjek lain bahwa mereka punya alasan yang kuat sehingga tidak 
dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran LK entitas itu.  Kondisi ini 
dikarenakan terdapat pembatasan lingkup audit, sehingga auditor tidak dapat 
melakukan auditnya sesuai standar yang dipedomaninya.  Hal ini terurai dalam 
laporan pemeriksaan yang menyatakan “kendala pemeriksaan yang ditemui di 
lapangan adalah data yang diminta sering terlambat; hanya diberikan menjelang 
akhir pemeriksaan” (BPK, 2008, 38).  Kondisi lain yang berpengaruh terhadap 
kewajaran LK teraudit adalah terdapat ketidakpastian material yang berdampak 
terhadap penyajian LK.  Hal ini ditambah dengan kelemahan SPI yang material 
yang menyebabkan auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten. 
Keberadaan auditor memiliki kekuatan untuk mengubah realitas 
pengelolaan keuangan.  Kekuatan subjek ini mengandung daya tekan yang 




yang diciptakannya.  Akan tetapi, bagaimana bisa proses pengauditan terkait 
dengan kontrol dan penundukan?  Secara kasat mata dapat dikatakan bahwa 
ritual pengauditan diawali dengan kehadiran sang subjek di ruang auditorial.  Ia 
membawa mandat profesionalnya melalui justifikasi keabsahan dan 
standarisasinya sebagai wujud eksistensi diri dalam proses sosial – pengauditan. 
Simbol, makna dan unsur-unsur praktik (misalnya kecukupan 
pengungkapan, kepatuhan pada standar dan aturan-aturan perundangan) 
terintegrasi dalam ritual pengauditan selalu dilekati oleh subjek atau kelas sosial.  
Lebih lanjut, memproduksi dominasi atas subjek lain (auditee) sejauh subjek-
subjek yang mendominasi itu dapat memaksakan nilai-nilai, standar-standar, dan 
selera praktiknya kepada  auditee atau stakeholder (masyarakat sosial).  Dengan 
begitu ia dapat memantapkan preferensi ritual mereka sebagai standar dari apa 
yang dianggap tertinggi, terbaik dan tentu saja sah dalam melakukan penilaian 
terhadap pengelolaan keuangan negara.  Pemantapan ritual ini ditandai dengan 
keharusan subjek auditee menindaklanjuti beberapa temuan dan rekomendasi 
BPK sebagai koreksi atas tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan.  
Apalagi jika ada temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara, maka itu 
bisa diproses melalui jalur pengadilan.  
Dominasi atas subjek (termasuk stakeholder) terjadi tatkala pengetahuan, 
penilaian transparansi, dan tata cara akuntabilitas dari subjek dominan menjadi 
legitimate dan absah yang pada akhirnya terjadi penundukan secara sosial.  
Penundukan atas subjek ini, juga dimantapkan oleh dukungan institusi yang 
mempromosikan individu profesional yang independen.  Dengan demikian 
sebuah opini auditor sebagai produk yang sah dan terlegitimasi dari praktik 
profesional dapat menciptakan dominasi subjek antara auditor dan auditee. 
 





“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan hasil 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan”.  Ini adalah pernyataan deklaratif buat 
subjek lain (Kotak 5.2, baris 6-8), menunjukkan auditor BPK – representasi simbol 
kegarudaan (Kotak 5.2, baris 1-5) - adalah subjek yang berbeda dari subjek 
lainnya.  Ia bukanlah subjek personal biasa, tetapi berasal dari ordinat yang lebih 
tinggi dari entitas auditee - pemerintah daerah Kota Palu (Kotak 5.2, baris 16-17).  
Apa yang auditor lakukan adalah amanah undang-undang diletakkan di pundak 
auditor (Kotak 5.2, baris 13-16) untuk menilai pengelolaan keuangan yang auditee 
lakukan (Kotak 5.2, baris 17-19). 
Kotak 5.2 






























BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 
Kepada para pengguna laporan keuangan, 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan,  Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Palu 
per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah 
tanggung jawab Pemerintah Kota Palu.  Tanggung jawab BPK RI 
adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan 
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. 
 
 
Deklarasi ini juga bermaksud mengingatkan kembali batasan tanggung 
jawab masing masing entitas.  Jika kita berdialektika ala Karl Marx,  maka 




‘penyusun’ bagi pengelola keuangan dan kelas profesional sebagai penilai 
(pengelolaan) LK.  Apa yang ingin disampaikan oleh sang mandataris adalah 
konsekuensi-konsekuensi khusus akibat dari pernyataan pendapatnya atas 
laporan keuangan.  
Ketegasan mengenai tanggung jawabnya menunjukkan garis demarkasi 
yang jelas antara auditor vis a vis auditee.  Subjek auditor seolah ingin 
memberitahukan otoritasnya dan tentang efek apa yang telah dan akan 
dideklarasikan adalah hal yang ‘lumrah’ untuk akuntabilitas dan hal yang 
hegemonis dalam rangka praktik good governance.  
Kelumrahan ide akuntabilitas dapat berkamuflase sebagai sesuatu yang 
given; sebagai sebuah hegemoni – meminjam istilah Gramsci - yang sanggup 
diterima subjek lain tanpa ‘sebuah perlawanan’.  Penyampaian auditor, bahwa 
“tanggung jawab BPK hanya sebatas opininya” (Kotak 5.2, baris 21-23), memberi 
pesan lain kepada para subjek, bahwa opininya – misalnya WDP - atas sebuah 
laporan keuangan adalah sebuah kebenaran.  Andaikan subjek auditor 
mengeluarkan opini disclaimer atau tidak wajar, maka nalar kita sebagai orang 
awam akan dituntun pada suatu pertanyaan; ada apa dengan entitas itu?  
Pengetahuan umum kita tentang ketidakwajaran mengacu pada sesuatu yang 
tidak normal, tidak sesuai dengan norma, tidak taat kepada ketentuan dan 
kesepakatan umum keakuntansian yang berlaku.  Secara spesifik perspektif 
pengauditan, opini ketidakwajaran merujuk kepada laporan keuangan yang dibuat 
oleh auditee, tidak disajikan dan tidak diungkapkan dalam semua hal yang 
material, sehingga informasi yang tersedia dalam LK tersebut tidak dapat 
diandalkan. 
Ketidakwajaran sejalan dengan perilaku menyimpang auditee oleh karena 
ia tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan keuangan.  Informasi yang diproduksi 




karena itu, perolehan opini tidak wajar perlu diberi ‘hukuman’ yang setimpal; 
misalnya dalam bentuk citra yang buruk oleh masyarakat terhadap entitas itu.  
Tengoklah, betapa malunya Bapak Bupati atas opini disclaimer yang diberikan 
BPK terhadap entitasnya.  Ia mengakui pengelolaan keuangan yang ada dalam 
kewenangannya sudah hancur, sampai-sampai ia perlu melakukan pemutasian 
untuk memperbaikinya (Kotak 5.1 baris 6-7).  Pada titik tertentu penghukuman 
bisa berakhir pada pemasungan tubuh fisik kemanusiaannya. 
Ketika masyarakat sudah memahami bahwa ketidakwajaran adalah 
sesuatu yang buruk, sesuatu yang melanggar aturan perundang-undangan, maka 
pada saat itulah aspek hegemoninya – praktik good governance – sudah 
berfungsi.  Orang-orang kadang tidak mempertanyakan lagi bahwa mungkin saja 
itu adalah buah dari ketidakberdayaan Pemda menghadapi aturan keuangan yang 
sering berubah-ubah. Ini ditambah lagi dengan tidak tersedianya sumber daya 
manusia yang kompeten di lingkungan Pemda.  Bisa juga karena adanya persepsi 
yang berbeda antara auditor dan auditee dalam menafsirkan standar akuntansi 
dan aturan-aturan keuangan.  Selain itu ada kemungkinan opini yang ditelorkan 
mengandung kekeliruan. 
Apabila ketidakwajaran telah dikonsepsikan sebagai keburukan, maka 
konotasi keabnormalan juga melekat dengan sendirinya.  Pada akhirnya, 
deklarasi ini diterima sebagai sesuatu yang lumrah, mengandung kebenaran dan 
menekankan pada perlunya subjek itu untuk dinormalkan serta didisiplinkan.  
Dengan cara seperti ini keunggulan sebuah opini (deklarasi) dapat diterima publik 
tanpa protes dan tanpa pertentangan. 
 
5.3 Legitimasi sebagai Cara Penguasaan  
Kembali ke ruang auditorial, legitimasi subjek auditor berhubungan 




Kesahihannya mengacu pada apakah ia merasa benar dan punya pembenaran 
argumentatif ketika memberikan sebuah pernyataan atau tindakan.  “Kami adalah 
salah satu lembaga tinggi negara; pernyataan dan pendapat kami punya dasar 
yang legitimate dan basis yang terstandar”, demikian kurang lebih sering 
terngiang oleh auditee saat berhadapan dengan auditor.  
 Kesahihan seorang auditor berhubungan dengan apakah ia merasa yakin 
akan kebenarannya dan punya dasar pembenar dalam menelorkan pernyataan 
atau suatu tindakan (Eriyanto, 2009, 127).  Legitimasi berhubungan dengan 
pertanyaan apakah seseorang merasa absah, merasa benar, dan mempunyai 
dasar pembenar tertentu ketika menelorkan suatu opini atau melakukan 
tindakan.  Ketika auditor menyatakan bahwa “SPI pemerintah Kota Palu buruk”, 
maka sesungguhnya yang menjadi persoalan yang sebenarnya adalah bukan 
penggambaran buruk pelaksanaan SPI itu atau ketidakpatuhan entitas yang 
bersangkutan melaksanakan aturan perundangan, tetapi bagaimana objek 
peristiwa itu telah diskursuskan.  Artinya, subjek siapa yang dianggap berhak 
untuk menyatakan itu sebagai suatu kebenaran.  Dalam suatu pemeriksaan 
LKPD, umumnya subjek auditor dianggap benar, karena mereka lebih legitimate 
sebagai mandataris profesional.  Berbekal dengan mandat itu, mereka lalu 
dilengkapi dengan seperangkat aturan kerja yang formal.  Tentu saja mereka 
sah menyatakan ketidakpatuhan entitas itu.  Sebaliknya entitas A ‘harus rela’ 
dicap menyalahi aturan dan dianggap salah karena ia sesungguhnya tidak 
punya legitimasi menyatakan diri.  
 Sebagai misal, Fadel Muhammad pernah menyatakan dalam sebuah 
stasiun televisi, “saya tidak tahu  apa dasarnya saya disingkirkan dari jabatan 
menteri kelautan dan perikanan.  Kinerja kementerian yang saya pimpin adalah 
baik.  Ini dibuktikan dengan opini BPK yang kami terima adalah WDP.  Padahal 




Apa yang dilakukan Sang Menteri adalah sebentuk perlindungan di balik 
legitimasi; meskipun pada akhirnya gagal. Ia menyampaikan pesan bahwa 
kinerja kementeriannya adalah akuntabel.  Ini terlegitimasi oleh BPK sebagai 
mandataris profesional yang dianggap sah menyatakan hal itu.  Sehingga wajar 
saja jika sang menteri menganggap pencopotan dirinya dari jabatan itu, tidak 
berdasarkan pertimbangan kinerja – akuntabilitas - tetapi didasarkan pada 
aspek lain.  
Mandat yang legitimate tidak mempersoalkan benar atau tidaknya suatu 
pernyataan, tetapi lebih menekankan pada layak-tidak layaknya atau absah 
tidak absahnya pemandat profesional itu menyatakan pendapatnya (Eriyanto, 
2009, 128).  Sisi kebenaran seolah melekat dengan sendirinya pada mandat 
profesionalnya.  Nyatanya, apa yang terjadi jika opini tentang kewajaran sebuah 
LK dikeluarkan oleh seorang dosen akuntansi atau seorang konsultan tak 
bersertifikat!  Tentu saja keabsahannya diragukan bukan kebenarannya.  
Mereka dianggap tidak layak untuk menyatakan hal itu, bukan karena ilmunya 
tidak mumpuni tetapi semata-mata karena ia tidak legitimate.  Salah satu 
temuan BPK atas hasil pemeriksaannya terhadap LK Pemkab. Tojo Una-Una 
tahun anggaran 2007 menggambarkan tentang hal itu seperti yang terlihat pada 
Kotak 5.3 dan 5.4.  Gambaran yang tersaji adalah “saldo aset tetap [Pemkab. 
Tojo Una-Una senilai Rp. 464.841.397.000,-] tidak dapat diyakini kewajarannya 
(Kotak 5.3 baris 18-19).   
Menurut BPK, perjanjian atas penilaian aset pemerintah daerah 
kabupaten Tojo Una-Una dengan CV. Megadata Cipta Energi tidak sesuai 
ketentuan.  Hal ini dijelaskan oleh BPK pada laporan hasil pemeriksaan atas 
sistem pengendalian intern sebagai satu kesatuan dengan laporan pemeriksaan 






Salah Satu Temuan BPK Terkait (Perjanjian) Penilaian Aset 


























LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 
Kepada para pengguna laporan keuangan, 
 
....... 
Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan hal-hal yang 
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan di antaranya  
 
Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, pada 
penjelasan pos-pos neraca, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 
menyajikan saldo akun Asset Tetap sebesar Rp464.841.397.000.  
Saldo tersebut merupakan hasil penilaian CV. Megadata Cipta 
Energi (bukan appraisal), kemudian menunjuk appraisal consultan.  
Terkait penyajian saldo tersebut terdapat bebarapa kelemahan, 
antara lain konstruksi dalam pengerjaan pada enam SKPD, 
realisasi belanja modal pada empat SKPD tidak dinilai dan biaya 
perencanaan teknis pengawasan belanja modal serta honorarium 
panitia pengadaan tanah tidak dikapitalisasi,secara rinci diuraikan 
pada  Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 
(Buku II), hasil pemeriksaan nomor 7, sehingga akun saldo aset 
tetap tidak dapat diyakini kewajarannya 
 
Terlepas dari benar salahnya pernyataan di atas (Kotak 5.3), prinsip 
dasar yang ingin disampaikan adalah subjek kamilah penentu kebenaran itu.  
Apa yang telah dilakukan subjek lain tidak sesuai dengan ketentuan sehingga 
penunjukan terhadap CV. Megadata Cipta Energi dianggap tidak legitimate.  
Otoritas yang tercipta dan selanjutnya ‘tergenggam’ pada seorang subjek; 
sesungguhnya hanya menekankan pada subjek siapa yang pantas berbicara, 
subjek siapa yang absah untuk berbicara.  Tentu saja subjek yang layak dan 
absah berbicara tentang pemeriksaan ini adalah sang mandataris, ‘pemilik’ 
otoritas yang dianggap legitimate dan punya derajat intelektual di ruang ini.  
Diskursus ketidakpatuhan pemerintah daerah – bisa dianggap demikian – tidak 
bisa dipandang sebagai satu kebenaran tunggal.  Subjek auditee juga punya 








Salah Satu Hasil Pemeriksaan terhadap SPI  























Pada tanggal 5 Februari 2008 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 
melakukan kerjasama dengan CV. Megadata Cipta Energi untuk 
melakukan penilaian aset Pemkab Tojo Una-Una.  Penelitian terhadap 
dokumen kontrak diketahui penilaian dilakukan selama 30 hari dari 
tanggal 6 Februari 2008 sampai dengan 7 Maret 2008 berdasarkan 
kontrak nomor 027/47.a/BPKD tanggal 5 Februari 2008.  Pemeriksaan 
lebih lanjut atas lampiran kontrak, diketahui CV Megadata Cipta Energi 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang software, hardware 
dan network solution, bukan sebagai lembaga penilai.  
 
CV. Megadata Cipta Energi, kemudian menunjuk Hari Utomo & rekan 
(appraisal consultants) untuk melakukan penilaian aset daerah 
Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2007. Penilaian oleh Hari 
Utomo & rekan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2008 s/d 17 April 
2008 dengan metode analisa on date appraisal dan hasil penilaian 
sebesar Rp464.841.397.000,00.  Atas dasar hasil appraisal tersebut 
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan nilai aset tetap dalam 
Neraca Daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp464.841.397.000,00. 
 
Orientasi tindakan yang dilakukannya juga didasarkan pada aturan 
perundangan berlaku yang menuntut perlunya penilaian terhadap aset tetap 
pemerintah daerah.  Bagi Pemda, aset tetap yang dimiliki dan dikuasainya perlu 
dinilai dan diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca.  Beberapa aset tetap 
memang kadang tidak diketahui nilai perolehannya - misalnya aset yang 
diperoleh melalui proses hibah ataupun adanya revaluasi aset sehingga perlu 
mencari nilai wajar yang kelak akan dicatatkan dalam neraca.  Bagi Pemda 
Kabupaten Tojo Una-Una, solusi yang diambil dalam menetapkan batas 
kewajaran nilai aset adalah dengan konsultan yang didukung oleh Hari Utomo 
dan Rekan (appraisal consultants) (Kotak 5.4 baris 11-12). 
Dalam perspektif subjek auditee, apa yang dilaksanakan oleh Pemda 
sesungguhnya juga dapat dipahami.  Orientasi tindakannya juga mengacu pada; 
mengetahui nilai asetnya meskipun akhirnya diketahui oleh BPK bahwa subjek 
“CV Megadata Cipta Energi” bukanlah perusahaan yang terlegitimasi untuk 




rekan (appraisal consultants) untuk melakukan penilaian aset terhadap entitas 
Pemda belumlah cukup. Apa yang diargumentasikan oleh subjek auditee, 
rupanya dianggap menyalahi aturan.  Akibatnya, BPK merekomendasikan 
“memberi sanksi tertulis kepada Kepala BPKD yang menunjuk rekanan bukan 
appraisal consultant untuk menilai aset (Kotak 5.5 baris 2-3).”  Selain itu auditor 
juga menemukan beberapa realisasi belanja modal tahun anggaran 2007 luput 
dari penilaian appraisal.  
Kotak 5.5 
Salah Satu Rekomendasi BPK terhadap Pemda 















BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tojo Una-Una agar : 
a. Memberi sanksi tertulis kepada Kepala BPKD yang menunjuk 
rekanan bukan konsultan untuk menilai aset. 
b. Menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk mengirimkan 
laporan hasil pengadaan barang kepada Bagian Perlum secara 
tertib dan teratur kepada BPKD. 
c. Memerintahkan kepada Pimpinan CV. Megadata Cipta Energi 
dan Hari Utomo dan Rekan (appraisal consultants) untuk 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. 
 
 
Penilaian menyatakan ‘kepatuhan’ dalam ruang auditorial lebih mengarah 
pada; hanya subjek kamilah yang benar sedangkan subjek lain tidak benar dan 
tidak absah.  Otoritas ini ingin menekankan bahwa hanya merekalah yang layak 
berbicara tentang itu, merasa sah dalam bertindak dan didukung oleh otoritas 
intelektualnya. 
Jadi suatu pernyataan tentang ‘kepatuhan’ bukan hanya sekedar pada; 
apakah kadar pernyataannya itu benar atau salah, tetapi ini juga lebih terkait 
pada subjek siapa yang legitimate melontarkan hal itu.  Jadi pernyataan tentang 
“saldo aset tetap [Pemkab. Tojo Una-Una senilai Rp. 464.841.397.000,-] tidak 
dapat diyakini kewajarannya (Kotak 5.3 baris 18-19)” punya dasar pembenaran 




5.3 Subjek ‘Berpakaian’ Formal  
 Subjek lain mengakui auditor sebagai subjek yang absah, masyarakat 
melihatnya sebagai orang yang pantas dan dibutuhkan untuk ‘berbicara’ dalam 
keadaan tertentu.  Pengakuan ini membentuk karakter suatu kelompok atau 
entitas yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat.  Pengakuan ini 
diterima sejauh ia bergerak sesuai dengan gambaran atau persepsi subjek lain 
yang telah ‘terberi’  (given) sebagai sesuatu yang lumrah. 
 Secara tersirat, kelumrahan dari pengakuan ini berarti sebuah 
persetujuan sosial dari para subjek.  Secara eksplisit, ungkapan dalam laporan 
auditor –kira-kira seperti ini- “kalian bertanggungjawab atas LK yang kalian buat, 
sedangkan kami hanya bertanggungjawab atas opini kami.  Perlu diketahui 
bahwa landasan berpijak kami dalam beropini adalah Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN).  Apa yang kami lakukan telah melalui proses 
perencanaan sehingga kesalahsajian atas opini LK sudah kami yakini terbebas 
secara material” (Kotak 5.6, baris 4-9) .  
Kotak 5.6 






















LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 
Kepada para pengguna laporan keuangan, 
 
....... 
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan.  Standar tersebut mengharuskan BPK RI 
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI 
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 
dari salah saji material.  Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas 
dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan.  Pemeriksaan juga meliputi 
penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan 
estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palu, serta 
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.  
BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar 






 Pernyataan itu dapat dirujuk, bahwa suatu pemeriksaan dalam ruang 
auditorial menggunakan ‘kain penutup tubuh sang subjek’ yang bersifat formal.  
Pakaian itu digunakan dalam wujud standar (SKPN, SAP) yang menjadi dasar 
yang memadai bagai subjek auditor dalam menyatakan pendapatnya.  
Sistematika pemeriksaan yang dibangun cukup – menunjukkan bobot ilmiahnya - 
untuk melakukan penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang mendukung 
pengungkapan dalam LK.  
Penguatan subjek dan pengakuan para subjek didukung oleh alasan 
formal, ilmiah dan teknis, misalnya ungkapan salah saji material (Kotak 5.6, baris 
9), penilaian, pengujian (Kotak 2.6, baris 9-10), estimasi signifikan (Kotak 5.6, 
baris 13).  Penggunaan labelisasi formal dan cenderung teknis dibangun karena 
realitas pengauditan memang harus dinyatakan seperti itu - menggunakan 
standar pengacuan.  Cara yang demikian memungkinkan sebuah argumentasi 
dan alasan sebuah temuan pemeriksaan terlihat objektif, logis dan tentu saja 
memiliki kadar keilmiahan sehingga tampak lebih berbobot. 
 Keilmiahannya menjadikan persoalan menjadi terdefinisikan.  Kode-kode 
tertentu yang hanya dipahami oleh subjek tertentu menjadi pembatas bagi 
auditee untuk masuk dalam persoalan (ruang) itu.  Dengan demikian apa yang 
diopinikan oleh seorang ahli - melalui sarana ilmiahnya – diikuti oleh keluguan 
subjek lain tanpa perlawanan.  
“Saya hanya mencatat saja Pak jumlah uang yang disetor ke PT. 
CNA. Saya tidak tau apa itu metode equity, bagaimana mencatatnya. 
Yang penting bagi saya, saya tidak mengambil uang itu”. 
 
  
Konsep atau metode equity hanya persoalan auditor saja, seakan-akan 
bukan masalah auditee.  Auditee sesungguhnya tidak memahami bahwa apa 
yang selama ini ia lakukan (catat) adalah metode kos. Selama ini pencatatan 




Batas kepatutan formal menurut konsep investasi keakuntansian sudah 
terlanggar, dan repotnya auditee tidak mengetahui hal ini, sampai pada akhirnya 
akun investasinya dikualifikasi oleh auditor.  Kita tidak berpretensi siapa yang 
benar dalam situasi ini.  Auditor tentu saja dibenarkan melakukan penilaian atas 
akun itu.  Ia memakai pakaian formalitas sebagai suatu kriteria standar yang 
seharusnya dilakukan oleh auditee.  Sedangkan bagi auditee, ketidaktahuannya 
tidak tersadari hingga mengakibatkan pengabaian terhadap kriteria formal.  
Baginya yang benar adalah melakukan pencatatan investasi itu seperti tahun 
lalu, lagi pula saat itu tidak ada koreksi metode pencatatan dari auditor.  Hal yang 
lebih penting lagi bagi auditee, “saya tidak mengambil uang itu” demikian 
ungkapan dari auditee.  Dalam pandangan auditee, auditor seharusnya hanya 
perlu melakukan penyesuaian terhadap akun-akun akibat perbedaan metode 
pencatatan itu.   
 Alasan teknis, tampak ilmiah, punya kecenderungan dan berpotensi 
menafikan subjek sub ordinat.  Bahasa kebenaran dikurung melalui pembenaran 
atas dasar kriteria formal.  Substansi yang ingin ditonjolkan pada pengacuan 
pada suatu standar – salah satunya penggunaan metode dalam berinvestasi – 
adalah keandalan informasi sebuah LK.  Alasan formal keandalan itu telah 
menggusur substansi kebenaran yang dilakukan oleh auditee (tidak mengambil 
uang negara).  Bagi auditor, jujur itu tidak cukup, tetapi tahu tentang kriteria 
formal yang menjadi standar juga menjadi keharusan. 
 
5.4 Penutup  
Pemakaian bahasa formal berakibat termajinalnya subjek-subjek yang 
lemah secara keilmuan.  Mengikuti apa kata auditor, itulah jalan yang terbaik.  
Subjek dipaksa beroperasi dalam ruang formal agar dapat bertindak sesuai 




akuntabilitas suatu entitas agar terkategori sebagai ilmiah dan lazim.  Pola 
berpakaian seperti ini adalah model kekinian yang diinginkan oleh auditor dan 
pada akhirnya menunjukkan keistimewaan kelasnya dibandingkan dengan 






FORMASI DIRI: JIWA KEAUDITORAN  
 Pada prinsipnya pemaparan pada bagian ini akan menyasar hal tentang 
jiwa keauditoran dan sisi emosional auditor dalam penugasannya.  Jiwa 
keauditoran adalah konsep kerja, di mana auditor dan teknologinya sama-sama 
terlibat dalam tugas keprofesionalannya.  Auditor dengan persetujuan dirinya 
sendiri; memulai, memahami dan mengontrol aksi-aksi kerjanya dalam koridor 
teknologi diri.  Teknologi diri di arahkan pada tubuh subjek untuk patuh dan dapat 
dipercaya.  Teknologi diri juga menjadikan auditor punya tuntunan kerja, menjadi 
indera pengawas dan sekaligus menjadi penanda (tickmark) bahwa auditor telah 
melakukan kerja dalam area kenormalan.  
Akhirnya, bagaimanapun juga sebagai subjek yang ‘berjiwa’, auditor tidak 
bisa melepaskan diri dari unsur kemanusiannya.  Suatu unsur melibatkan sisi-sisi 
emosionalnya.  Sebagai manusia, auditor dapat tertawan oleh suatu 
kekhawatiran akan tanggung jawabnya dan tertawan oleh kerja teknologi diri 
yang senantiasa mengamati dan mengawasi tindak-tanduk penugasannya.  
Auditor juga memerlukan peran rasa kemantapan diri atau rasa ‘sreg’ dalam 
mempertimbangkan atau memutuskan sebuah fakta atau peristiwa dalam 
pengauditan. 
 
6.1 Pembentukan Jiwa Keauditoran 
Bagaimana auditor BPK melakukan pemeriksaan?  Sebelum auditor BPK 
melakukan pemeriksaan, tentu saja mereka harus memenuhi prasyarat umum 
sebagai seorang auditor.  Hal itu mencakup kecakapan teknis sebagai seorang 
auditor, sikap independensi serta sikap cermat dan seksama dalam 
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melaksanakan tugas.  Jika telah memilih auditor sebagai profesi – masuk dalam 
ruang auditorial, maka tidak mungkin menghindari cara seseorang ‘terperangkap’ 
diposisikan sebagai auditor, sebab kondisi institusional/struktural 
memungkinkannya membebankan serangkaian hak dan kewajiban.  Secara 
struktur mereka harus mengikuti ‘formasi’ atau tata krama tertentu sebagai 
bagian dari organisasi pemeriksa.  Karenanya dalam standar diatur bahwa 
organisasi pemeriksa harus mempunyai prosedur rekrutmen, pengangkatan, 
pengembangan berkelanjutan dan evaluasi untuk membantu organisasi dalam 
mempertahankan kompetensi  auditornya.  
Sementara itu, lembaga tempat profesional ‘berteduh’ juga 
menyampaikan pesan yang kuat bahwa ia adalah seorang auditor yang punya 
tanggung jawab sehingga harus memiliki sikap melayani kepentingan publik, 
menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan sikap 
profesionalismenya.  Ia dituntut memiliki kompetensi profesional dan secara 
kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai sebagaimana 
disyaratkan oleh standar.  
Di sini ada peran penting institusi dalam pembentukan jiwa keauditoran 
guna pencapaian syarat kompetensi yang memadai bagi tercapainya tujuan 
organisasi.  Di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan yang umum diketahui 
sebagai sesuatu yang dapat merubah paradigma berpikir seseorang auditor.  Hal 
ini dibenarkan oleh Yaser, berdasarkan pengalamannya ketika diterima sebagai 
auditor BPK.  
Satu hal yang bagus Pak saat kita masuk di BPK, ada yang 
namanya diklat.  Bagusnya saat kita mengikuti diklat, jiwa auditor 
kita akan dibentuk di BPK. Jiwa kemahasiswaan kita – waktu kuliah 
dulu – berubah menjadi jiwa seorang  auditor.  Lingkungan oranglah 
yang mengubahnya, pasalnya, otak kita sudah dicuci kan Pak.  
… jiwa keauditoran terbentuk, terkadang masuk ke dalam 
kehidupan sehari-hari, terbawa hingga sampai pada kehidupan 
rumah tangga.  Ini bisa juga menjadi tekanan bagi keluarga.  Tetapi 
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itu biasanya tidak saya sadari, keluarga saya perlakukan seperti 
auditee  he… he… he…  Padahal, seharusnya itu bisa dapat 
dibedakan. Semua itu karena apa…, karena jiwa auditor  sudah 
terbentuk dalam diri. 
 
Apa yang diucapkan Yaser cukup mengejutkan, “jiwa auditor kita akan 
dibentuk di BPK”.  Mengejutkan karena biasanya kalau kita berbicara tentang 
jiwa, maka yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat abstrak.  Sesuatu yang 
tak kelihatan, bisa dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan terkadang jiwa 
dipersepsikan sebagai pikiran.  Namun apapun itu untuk maksud kepraktisan 
dalam konteks makna yang tersirat dari ungkapan Yaser.  Kita dapat 
mengatakan bahwa hal yang mendasar terkait dengan jiwa auditor adalah 
sebagai penggerak utama dari hidup keprofesionalannya, termasuk tubuhnya 
sendiri.  Alasan untuk menjustifikasi hal ini adalah kitab standar pengauditannya.  
Standar umum adalah ‘prasyarat penggerak kerja’, sementara standar 
penugasan dan standar pelaporannya adalah berkaitan dengan ‘cara kerja’.  
Bahkan buku-buku panduan  yang menjadi pegangan semua mengacu pada 
‘kerja’.  Misalnya saja buku panduan manajeman pemeriksaan (PMP) (BPK, 
2008,2) secara eksplisit mengungkapakan bahwa: 
PMP ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan oleh BPK 
dan pelaksananya dalam mengelola (manage) pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi 
tahap penyusunan rencana kerja pemeriksaan (RKP), 
perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan 
pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan 
evaluasi pemeriksaan.  PMP bertujuan untuk menyeragamkan 
pengelolaan pemeriksaan BPK yang meliputi penyeragaman tata 
cara atau prosedur, formulir, catatan, dan laporan yang digunakan 
dalam penyusunan RKP, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan 
pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, serta hal-hal lain terkait 





Dengan demikian orientasi utama yang ada dalam jiwa keauditoran 
adalah ‘kerja’.  Sesuatu yang dalam pikiran dan tubuhnya mengorganisir tugas 
profesionalnya untuk memenuhi tujuan pemeriksaannya.   
Institusi BPK berperan penting membentuk seseorang menjadikan; 
memiliki jiwa sebagai seorang auditor.  Prasyarat ini bersifat pribadi dan personal 
serta berkaitan langsung dengan mutu pekerjaan saat melakukan pemeriksaan.  
Faktor institusi – BPK – memberi kontribusi pada pembentukan jiwa keauditoran 
seorang auditor.  Kultur di mana ia bergabung memainkan peranan dalam 
membentuk identitas dirinya sebagai auditor. 
Menurut Yaser, jiwa keauditorannya bisa masuk dalam kehidupan 
kesehariannya, sehingga kadang tanpa sadar merembes terbawa dalam 
kehidupan rumah tangganya.  Gambaran ini menunjukkan, institusi seolah 
memposisikan diri dengan menyatakan bahwa semua ‘kepercayaan dan 
kebiasaan’ yang ditunjukkan oleh seseorang adalah bersifat dapat dipelajari, 
dipengaruhi dan bahkan dikendalikan – misalnya melalui diklat ataupun teknologi 
diri.  Diharapkan, melalui prinsip ‘infiltrasi’ ini dapat diakuisisi sebuah perilaku 
baru sesuai keinginan institusi.  Terkait dengan jiwa keauditoran, apa yang 
dialami Yaser sejalan dengan ungkapan Rafael.  
... kewenangan BPK kan lebih kepada pengelolaan 
pertanggungjawaban keuangan negara…. Jadi ini berkenaan 
dengan sebuah spirit.  Jadi khusus ke pribadi saya, saya ingin 
melakukan pemeriksaan dengan melakukan penyelamatan 
keuangan negara.  Artinya berbicara tentang spirit kan?  Nah 
spirit ini kalau kita melihat dari program [pemeriksaan], semua [itu] 
akan muncul dan tertuang pada KKP.  Sampai sejauh mana para 
pemeriksa ini mampu untuk mendalami [jika ada] penyimpangan 
[terhadap] keuangan negaranya.   
 
Jiwa auditor tercermin dari tanggung jawab subjek individu terhadap 
profesi keauditorannya.  Kerja hingga larut malam dengan waktu istirahat yang 
sedikit tidak menyurutkan tanggung jawabnya akan profesi.  Mereka benar-benar 
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membenamkan diri dalam ‘kerja’ demi tercapainya tujuan penugasan dan 
sekaligus membuktikan diri bahwa mereka benar-benar eksis.  Untuk maksud 
kerja seperti ini, acara-acara keluarga pun juga kadang ‘disingkirkan’ dan 
disesuaikan dengan jadwal penugasannya.  “Kalau mau ada acara-acara 
keluarga, waktunya kita sesuaikan dengan jadwal audit kita.  Umumnya kita agak 
lowong pada bulan Juni atau Juli.  Pada waktu seperti itulah kadang kita bisa 
sempat mengikuti acara keluarga, misalnya pesta pernikahan”, ungkap Rafael.    
Seorang auditor tidaklah terlihat sebagai seorang auditor sebelum semua 
bagian-bagian kualifikasi keauditorannya terpenuhi.  Secara personal seorang 
auditor juga tampak perilaku dan tindakannya.  Seorang auditor secara pribadi 
ataupun secara kolektif haruslah mempunyai keahlian dan pengetahuan yang 
memadai sebagai seorang profesional.  Tanggung jawabnya terhadap mutu 
pekerjaan dan kompleksitas penugasannya menuntutnya untuk bersikap 
demikian.  Auditor juga haruslah terlihat sebagai seorang yang independen 
dalam penugasan dan independen dalam mempertimbangkan fakta.  Dengan 
sikap seperti ini, auditor akan ‘berdiri tegak’; tidak memihak di antara subjek lain 
yang berkepentingan terhadap LKPD.  Kebebasannya dalam bertindak 
memungkinkannya untuk bersikap objektif di setiap penugasan. 
Proses terbentuknya bagian-bagian itulah yang menjadikannya sebagai 
seorang auditor.  Dan proses tersebut bukanlah proses fisik dan mental saja, 
tetapi juga melibatkan institusi, dan kenormatifan - teknologi diri.  Gambaran ini 
mengisyaratkan bersatunya proses mental dan proses material (nyata) dalam 
pengauditan.  Proses mental yaitu pengetahuan itu sendiri berupa konsep, dan 
gagasan.  Proses material dari tindakan adalah tindakan praktis dalam 
keseharian pengauditan.  Ketika auditor dapat menyatukan pengetahuan, 
konsep, dan gagasan, pertimbangan yang dimilikinya dengan keseharian 
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pengauditannya, maka mereka akan menemukan makna dari pembelajaran 
(pemahaman) dan pengalamannya menjadi seorang auditor.  Itulah yang 
menjadi dasar terbentuknya jiwa keauditoran.  
Peran pembentukan jiwa keauditoran ini tidaklah dinafikan oleh Yaser dan 
juga rekan auditor lainnya.  Saat Yaser mengatakan “pasalnya otak kita sudah dicuci 
kan Pak”; ia seolah ingin mengatakan bahwa jiwa keauditorannya dipengaruhi oleh 
proses dari luar dirinya.  Sebuah objek yang diperkenalkan oleh subjek lain terhadap 
diri auditor. 
Tentu saja ‘otak’ yang dimaksud di sini bukanlah ‘otak’ yang tercuci dalam 
arti sebenarnya.  Ungkapan itu memang bersifat metafor tetapi cukup menunjukan 
adanya proses pembentukan ‘ideologi’ pengauditan dalam praktik kehidupan 
(penugasan) seorang auditor.  ‘Cuci otak’ dapat dianggap sebagai upaya 
pembentukan atau menata ulang pola pikir dan perilaku kerja seorang auditor sesuai 
dengan kualifikasinya sebagai auditor.  Hasil penataan ini diharapkan menjadi 
kepercayaan baru bagi auditor dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 
Ini semacam proses pembentukan konsep ideologi audit dalam kehidupan 
(praktik) seorang subjek.  Di sini, pikirannya mendorong melakukan tindakan dan 
secara mental mengungkapkan apa yang secara konsep telah diinfiltrasikan.  
Bentukan ide atau konsep-konsep tadi lalu disimpan dalam ingatan pikiran untuk 
sewaktu-waktu dapat digunakan dalam praktik pengauditan, atau bahkan tanpa 
sadar juga difungsikan dalam kehidupan rumah tangganya; seperti yang kadang 
dialami oleh Yaser dan Rafael bahkan oleh auditor lain.  
Pemahaman jiwa keauditoran tersimpan dalam benak auditor dalam bentuk 
konsep-konsep dan hubungan antara konsep.  Kumpulan konsep dalam benak 




6.2 Pemahaman Diri atas Jiwa Keauditoran 
Jiwa keauditoran  bisa terdeteksi dengan mengamati sebuah ‘proses’ 
(perilaku) yang erat kaitannya dengan profesionalismenya dalam menjaga martabat, 
kehormatan dan citranya sebagai auditor.  Dalam hal tersebut, auditor ingin 
menunjukkan tentang sikap mental profesionalnya; yang berarti mempunyai 
kemampuan untuk berpikir secara tepat, serta mempunyai kemampuan untuk 
mengendalikan reaksinya terhadap nafsu serta kebutuhan ragawinya dengan 
melakukan pelbagai macam kegiatan penugasannya.  Jiwa keauditoran adalah 
subjek sekaligus objek dari sesuatu.  Sebagai subjek ia berkeinginan, berpikir 
dan berpengetahuan dan mengacu pada proses tertentu, dan sebagai objek jiwa 
keauditoran diproses atau ditindak oleh sesuatu yang di luar dirinya. 
Memang, alasan untuk dapat mengetahui hakikat jiwa (auditor) – seperti 
yang diungkapkan informan di atas - harus senantiasa dihubungkan dengan 
proses-proses tertentu, salah satunya karena, yang dinamakan jiwa itu ialah sesuatu 
yang orang tidak dapat menunjuknya.  Tidak seorang pun pernah atau dapat melihat 
jiwa seperti sesuatu (otak) yang ada di dalam kepala. Ia adalah sesuatu yang erat 
hubungannya dengan konsep-konsep (ide) dalam pikirannya.  Ungkapan Yusman 
seorang auditor senior berikut ini, mungkin cukup klise untuk menggambarkan 
tentang hal ini. 
….. ada idealisme dari dalam kan?  Kembali ke filosofi “jangan 
bertanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tetapi 
sebaliknya kan”.  Itulah jiwa-jiwa idealisme yang alhamdulillah 
sampai dengan hari ini saya bangun.  Dan itu dibangun bukan cuma 
untuk konsumsi saya.  Saya ingin berbagi kepada teman-teman, 
bahkan kalau perlu ke pimpinan saya.  Saya punya niat baik. 
 
 
Dalam konteks ini, bentukan jiwa keauditoran hanya dapat tergambar pada 
apa yang dikerjakannya dalam artian tampak pada proses tingkah lakunya.  
Misalnya, jika ada dua ide atau lebih  yang diperbandingkan dengan didasari oleh 
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tindakan mental yang mengiyakan atau meniadakan, maka terbentuklah 
pertimbangan.  Benar tidaknya sebuah pertimbangan auditor ditentukan saat dirujuk 
dengan pengalaman lapangan dan standar acuannya.  Dengan demikian, sebagai 
sebuah proses mencakup proses mental dan proses material, maka  jiwa 
keauditoran dapat mengubah realitas dan mempengaruhi pemahaman subjek 
auditor dan praktik pengauditannya. 
Kecenderungan untuk dibentuk (jiwa auditor) memperoleh kekuatannya 
dari keinginan personal yang juga sesuai dengan kebutuhan institusinya.  
Bentukan jiwa keauditoran kelak akan berguna mengatasi ‘keterpencilannya’ dari 
kawan seprofesinya dengan menyatu sebagai sebuah pemahaman bersama 
sebagai wujud sebuah eksistensi profesi.  Sebuah pemahaman merujuk pada 
konsepsi yang mengarah pada sebuah kelompok – auditor – atau kategori di 
mana semua subjek auditor memiliki karakteristik yang umum.  Ini diikat oleh 
prinsip keterkaitan konsep dengan aturan-aturan kebakuan.  Dengan demikian 
proses ‘menjadi’ atau ‘tidak menjadi’ – paham akan jiwa keauditorannya - 
seorang profesional merupakan modus bentukan diri seorang auditor.   
Pemahaman yang terbentuk, diartikan sebagai sesuatu yang berkuasa 
dalam pikiran auditor.  Auditor dituntut untuk ‘menjadi’; mampu menangkap 
maksud dan makna akan tugas yang akan diembannya secara bebas, mandiri 
dan bertanggung jawab.  Dari proses pemahaman di atas, lingkungan institusi 
membentuk norma, sikap dan nilai yang kelak akan dipedomani dalam 
melakukan pekerjaan sebagai auditor.  Auditor bahkan tak sadar, jiwa 
keauditoran terbawa hingga ke dalam keluarga.  Secara eksplisit dikatakan oleh 
Yaser, bahwa,  “.... jiwa pemeriksa adalah proses pikir dan tindak seorang auditor 
yang dilandasi pada kepercayaan, ... lalu kala itu dikerjakan, mengapa harus 
disalahgunakan.”   
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Ekspresi pernyataan informan di atas mengandung makna sebuah 
‘proses’ mental - moral dan kepercayaan - dan sebuah proses material - 
melakukan kerja yang sudah dibakukan.  Dengan demikian secara filosofi jiwa 
keauditoran adalah apa yang dikerjakan dilandasi oleh moral dan kepercayaan.  
Orientasi dari jiwa keauditoran dapat dideteksi, karena secara sistematis 
pandangan hidup yang terbentuk (proses menjadi paham) dalam konteks 
tertentu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seorang auditor.  
 
6.3 Mengontrol Jiwa Keauditoran melalui Pemberian Kepercayaan 
Secara formal, proses awal menjadi auditor ditundukkan bukan (oleh 
kontrol fisik) melalui pemaksaan, tetapi melalui keinginan sendiri dalam memilih 
auditor sebagai sebuah profesi.  “Waktu tamat sarjana Pak, saya sengaja 
memilih tes masuk di BPK, meskipun institusi lain juga terbuka untuk saya 
masuki, saya memang ingin jadi auditor”, demikian kata salah seorang informan.  
Proses menjadi – jiwa auditor – ditundukkan bukan oleh kontrol pisik, tetapi 
dengan kerelaan personal.  Saat ia rela dan masuk dalam sebuah sistem 
institusional, ia akan diberi ‘jiwa keauditoran’; melalui kontrol atas konsep-konsep 
dengan berbagai mekanisme, sistem dan prosedur yang terinstitusi.  Teknologi 
normalisasi melalui standar audit, koreksi terhadap individu dengan kode etik 
menjadikan jiwa keauditoran patuh dan berguna.  
Kepada individu diberikan aturan tertulis mengenai pelanggaran, dan 
pelaksanaan hukuman di arahkan bagi keselarasan individu akan profesi yang 
diembannya.  Mekanisme dalam kode etik bukan hanya untuk menghukum, 
tetapi juga pendisiplinan dan pengawasan.  Ini sekaligus menunjukkan adanya 
jaminan internal dari BPK bahwa bahwa auditor akan melaksanakan tugas 
konstitusionalnya secara optimal berdasarkan etika dan peraturan yang berlaku.  
Dari sudut pandang ekternalpun telah dijamin oleh aturan perundang-undangan 
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bahwa tidak ada satu pihak manapun yang dapat melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas keauditorannya.  
Proses pengawasan itu melewati sebuah prosedur dan mekanisme untuk 
mengontrol dan mengendalikan individu.  Dengan mekanisme itu, seseorang 
auditor ‘dipaksa’ untuk memahami aturan dan mekanisme yang telah diciptakan 
sehingga ia menjadi lebih terkontrol, patuh, dan disiplin.  Sebagai contoh 
pemahaman akan tugas keauditorannya diatur dalam sebuah buku yang dikenal 
sebagai panduan manajemen pemeriksaan bagi auditor (BPK, 2008) 
Kotak 6.1 
















Dalam rangka menyusun program pemeriksaan agar sesuai dengan 
harapan dan pengarahan Badan, maka tim persiapan harus 
memahami latar belakang penugasan yang antara lain meliputi jenis, 
alasan, dan tujuan pemeriksaan, kompetensi pemeriksa yang 
diperlukan serta harapan pemberi tugas atas pemeriksaan tersebut.  
AKN yang membidangi entitas yang akan diperiksa memfasilitasi tim 
persiapan dalam rangka melakukan pemahaman penugasan baik 
melalui diskusi maupun rapat pengarahan dari Badan atau pemberi 
tugas.  Hasil pemahaman tersebut didokumentasikan oleh tim 
persiapan dalam risalah pemahaman penugasan.  Kegiatan 
pemahaman penugasan diatur lebih lanjut pada petunjuk pelaksanaan 
atau petunjuk teknis pemeriksaan terkait. 
 
 
Setiap subjek auditor harus memahami latar belakang penugasannya, ini 
terkait dengan jenis, maksud dan tujuan pemeriksaan.  Pemahaman ini 
dimaksudkan agar pemberi tugas, dapat meyakinkan diri agar tim yang dibentuk 
melakukan tugas sesuai dengan yang dikehendaki.  Mereka menerima 
pemahaman akan tugasnya untuk mendapatkan keyakinan bahwa kepercayaan 
yang diberikan merupakan keputusan yang benar dan dilakukan tanpa ada 
paksaan – melalui pelibatan subjek auditor dalam rapat dan diskusi penugasan. 
Pemahaman yang diberikan tidak mengambil bentuk paksaan atau 
kekerasan bagi subjek penerima tugas.  Upaya yang digunakan melalui pelibatan 
107 
 
subjek – pemberi dan penerima tugas – dalam diskusi mengenai kesepakatan 
dan kesepahaman bersama dalam menjaga kepercayaan guna mencapai 
maksud dan tujuan pemeriksaan.  Dengan diskusi, juga telah dibicarakan 
langkah bersama - sebagai satu kesatuan tujuan pemeriksaan -  melalui program 
pemeriksaan yang kelak akan dilakukan.  Untuk meyakinkan diri pemberi tugas 
mengenai apa yang telah disepahamkan dan akan dikerjakan, pemberi kerja 
memberi mandat dan kepercayaan dengan tetap melakukan kontrol secara 
berjenjang kepada auditor baik secara kolektif maupun secara individu. 
 Melalui diskusi dan pemahaman, para subjek auditor diajak berbicara 
dalam melakukan sesuatu. Ini pada akhirnya melahirkan kerelaan personal dan 
kesepakatan dengan basis saling percaya.  Meski demikian, untuk memastikan 
kepercayaan itu terjaga, kontrol atas subjek tetap dipelihara, maka hasil 
kesepakatan dan kesepahaman para subjek tetap harus didokumentasikan.  
Pendokumentasian ini merupakan manifestasi dari kesepahaman 
bersama sebagai sarana kontrol individu.  Saat diskusi tentang rencana 
pemeriksaan, Yaser bercerita, “kita secara bersama sudah menginventarisir 
entitas teraudit dan membagi auditor ke dalam beberapa tim.  Pada saat itu, kita 
secara bersama-sama ‘diberi waktu dan kesempatan’ untuk mengisi  format 
independensi terhadap pemeriksaan yang akan kita lakukan.  Format itu harus 
dan wajib ditandatangani.  Andaikan kita ditugaskan di Kabupaten A, lantas kita 
tahu ada saudara kita kepala dinas keuangan di sana, maka mau tidak mau kita 
harus menolak penugasan ini”.  Alasannya yang diungkapkan Yaser jelas; 
independensinya bisa terganggu.  Dengan demikian pemberi tugas dapat 
mempertimbangkan untuk mengalihkan penugasan Yaser. Apabila hal itu tidak 
akui Yaser dalam mengisi form surat pernyataan keindependensian; lantas 
saatnya nanti diketahui dan terdeteksi  oleh tim review, maka Yaser bisa 
mendapat sanksi.  Apa yang diungkapkan oleh Yaser, pada prinsipnya diamini 
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oleh Adnan, Darman dan Asri.  Demikianlah, tiap gerak langkah subjek auditor 
termonitor melalui dokumen.  Dokumentasi atas aktivitas; termasuk rencana 
persiapan  pemeriksaan adalah manifestasi dari kontrol terhadap subjek individu.  
Faktualisasi pernyataan keindependensian, termasuk rencana 
pemeriksaan merupakan bagian kesepakatan pemahaman dengan basis 
kepercayaan pada subjek.  Melalui pemahaman bersama, pola pikir auditor telah 
ditentukan secara kolektif.  Sistematika yang dibangun bertujuan agar subjek 
menerima dan melakukan apa yang menjadi maksud dan tujuan penugasannya.  
Untuk menerima dan melakukan suatu yang pemberi tugas percayakan, 
difungsikanlah mekanisme kontrol yang kelak bekerja secara berjenjang.  
Dengan demikian, pemahaman akan tugas dapat menciptakan kesesuaian dan 
kesepakatan tindakan melalui kepercayaan.  Subjek yang menerima penugasan 
itu, akan turut puas karena itu dibangun atas dasar kesepahaman bersama.  
“program audit sudah kita diskusikan bersama dan ditandatangani, kita punya 
persepsi yang sama terhadap tugas di lapangan”, ungkap Darman.   
  
6.4  Jiwa Keauditoran dalam Sensor Keindependensian 
“Harus diakui bahwa independensi memang sebuah semboyan di BPK”, 
setidaknya itu diakui oleh subjek auditor saat berdiskusi.  Ia semacam sebuah 
seruan moral yang dialamatkan  pada subjek auditor agar tidak mudah 
dipengaruhi saat penugasan serta mampu menjaga kepercayaan dan 
kepentingan negara yang diamanahkan di pundaknya. 
Bagi auditor, kepercayaan yang memegang peranan penting dalam 
menyaring pengaruh-pengaruh buruk.  Ada perasaan kepuasan tersendiri bagi eksis 
diri jiwa keauditorannya jika mampu menjadi amanah itu – misalnya sikap mental 
independen.  Sesungguhnya kepuasan atas eksis diri adalah hasil dari terjadinya 
pertentangan antara prinsip-prinsip dengan kenyataan yang terdapat dalam suatu 
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ruang, waktu dan keseharian pengauditannya.  Saat di lapangan berbagai hal 
bisa mengganggu jiwa keauditorannya.  “Ada saja hal yang mungkin bisa 
mengganggu independensi kita”, kata Asri.  
Bentuknya bisa dalam wujud yang ‘vulgar’ ataupun dalam wujud yang 
halus.  Taruhlah itu misalnya dalam wujud halus dan sering terjadi; pemberian 
makan siang.  Pada situasi seperti ini, jiwa keauditoran dituntut untuk bisa 
membaca situasi dan memaknai ajakan makan siang tadi.  “Kalau sekadar 
makan siang biasa, tanpa maksud lain, maka sebagai orang Timur kita perlu 
menghargainya”, demikian Yaser mengungkapkan pengalamannya,  “tetapi kalau 
itu sudah mengganggu proses kerja kita, maka kita harus menolaknya secara 
halus”, yang bisa dimaklumi oleh Asri dan Darman.  Bahkan menurut Darman, 
“supaya auditee-nya tidak tersinggung, kita minta mereka mengantarkan 
makanan itu ke ruang kerja kita”.   
Memang benar kata Darman dan Yaser, ajakan makan siang kadang di 
luar kantor atau di tempat jauh yang bisa saja mengganggu skedul kerjanya, 
kalau sudah demikian, antisipasinya adalah makanan siangnya dipesan saja dan 
disantap di kantor saja.  Jadi bagi seorang auditor, diharapkan untuk mampu 
membaca dan memahami setiap memahami motif setiap tindakan auditee.  
Apakah ajakan itu ada maksud lain sehingga menyita waktu penugasan auditor 
di lapangan.  Selain kemampuan untuk membaca situasi, jiwa keauditorannya 
dituntut untuk mampu fokus dan mampu menjaga kepercayaan yang dibebankan 
kepadanya.  Pengalaman Radithya, seorang Kepala Bagian pada Pemda Provinsi 
Sulawesi Tengah bisa menegaskan keindependensian seorang auditor.  Menurut 
Radithya: 
Saya melihat auditor BPK cukup independen.  Utamanya yang 
muda-muda.  Mereka terlihat masih idealis, mereka biasa menolak 
jika diajak makan di luar.  Mereka mau dibawakan makanannya di 
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ruangan saja.  ….Perlu diingat bahwa kami [auditee] memberi 
layanan ini, karena kami lihat beban kerja mereka cukup berat. Ia 
[auditor] bekerja hingga larut malam.  Sehingga kami [auditee] 
melayaninya.  Harus diingat bahwa, pelayanan yang kami [auditee] 
tidak berarti independensinya terganggu akibat ini.  Pelayanan yang 
kami berikan adalah ruangan yang nyaman, ber-AC dan printer kami 
siapkan.  Ini semua untuk kelancaran tugasnya.    
 
Rasa bangga akan jiwa keauditorannya mampir di segenap kesadaran diri 
auditor – sudah terhegomoni - dan bertugas  melakukan penekanan terhadap 
keinginan-keinginan yang dapat merusak independensinya.  Keakraban yang 
mungkin terjadi saat penugasan di lapangan harus dijaga dalam batas-batas 
tertentu.  Kalau ini tidak dijaga, persepsi auditee dapat berubah, ia bisa saja 
mengganggap auditor sebagai teman saja, padahal kondisinya sementara 
penugasan.  Batasan antara saat penugasan dan di luar penugasan harus 
dipahami dengan baik.  Hal ini memungkinkan hubungan antara auditee dengan 
auditor bisa menjadi kabur.  Saat ini menjadi kabur auditee bisa memanfaatkan 
untuk menutupi sesuatu.  Misalnya saja, saat ada ajakan bermain bulu tangkis, 
jarak persinggungan dengan auditee harus dijaga.  Bagi auditor, keakraban ini 
dapat membantu dan memberi kemudahan dalam mendapatkan bukti-bukti 
pemeriksaan.  Namun ini juga bisa berujung pada pemberian fasilitas (alat olah 
raga) oleh dari auditee.  Kalau sudah demikian ini kembali pada individu masing-
masing, demikian Yaser menimpali.  
Pada titik inilah pentingnya pemahaman jiwa keauditoran pada subjek 
auditor agar supaya moral pemeriksa betul-betul terbentuk dan mudah dipercaya. 
Mereka juga bisa saling mengingatkan tentang kode etik pemeriksaan sebagai 
sesama auditor.  Mengingatkan bahwa mereka dilarang menerima pemberian 
apapun yang dapat diduga atau patut diduga berhubungan dengan pemeriksaan 
(lihat kode etik pemeriksaan).  Sehingga dapat dikatakan bahwa jiwa keauditoran 
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semacam perantara yang terdapat di antara keinginan-keinginan buruk dengan 
dunia Iuar pengauditan yang terdiri dari kenyataan material serta 
kemasyarakatan.  
Faktualisasi kepercayaan yang diamanahkan kepadanya 
dimanifestasikan dalam bentuk pengisian form keindependensian dan kontrak 
kerja dalam bentuk program kerja.  Dalam hal pernyataan keindependensian, 
mau tidak mau, formulir itu harus diisi, ditandatangani serta diketahui oleh 
atasan.  Pengakuan subjek terhadap keindependensian dan program kerja 
menjadi perlu sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap subjek auditor 
untuk berfokus pada tim dan saat penugasan. 
Saat pembentukan tim, berdasarkan pengalaman auditor, mereka 
biasanya memilih subjek, apakah ini adalah seorang baik independensinya dan 
ini adalah seorang yang kurang baik independensinya.  Independensi yang 
dimaksud di sini, termasuk bagi seseorang yang masih kurang pengalaman dan 
kualitas teknisnya.  Ini memang mereka sadari, karena kadar independensi 
masing-masing individu bisa berbeda-beda.  Penggabungan antara individu yang 
kuat independensinya dengan yang lemah independensinya auditor lakukan, 
agar kesatuan tim  secara keseluruhan bisa lebih optimal.  Jadi secara tim, para 
subjek auditor bisa saling melengkapi dan menutupi kekurangannya.  
Kontrak pekerjaan dalam bentuk program pemeriksaan, menuntun auditor 
untuk berfokus pada tujuan dan maksud penugasan.  Masing-masing subjek 
auditor sudah punya program kerja secara individual dan harus diselesaikan 
sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.  Volume pekerjaan yang 
banyak dan terukur menyebabkan persinggungan dengan auditee di luar 
penugasan menjadi lebih berkurang.  Tatap muka dengan auditee menjadi lebih 
sedikit karena waktu mereka habis hanya untuk memenuhi target pemeriksaan. 
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Mereka kadang tidak sempat berpikir untuk hal-hal lainnya di luar 
permasalahan pengauditan.  “Lagi pula secara materi anggaran pemeriksaan 
dari negara sudah cukup”, demikian pengakuan Yaser.  Selama pemeriksaan, 
auditor sudah difasilitasi seperti biaya hotel, kendaraan, bahkan alat tulis kantor  
juga sudah disediakan.  Demikian juga dengan renumerasi dan tarif pekerjaan 
dari persiapan hingga pelaporan hasil pemeriksaan sudah diperhitungkan 
sebagai biaya pemeriksaan.  Dengan terpenuhinya kebutuhan itu, auditor sudah 
bisa lebih nyaman lagi dalam bekerja. 
 
6.5  Jiwa Keauditoran: Dorongan Emosi  
Ada hal yang tidak bisa dipungkiri; bahwa auditor juga seorang manusia.  
Sebagai manusia, dua aspek dalam diri auditor dan sering bercampur aduk 
dalam dirinya adalah aspek rasional dan emosi (Blackburn, 2013, 480).  Bagi 
auditor, aspek rasional mengacu kepada;  semua tingkah lakunya sebagai 
profesional yang merupakan hasil dari tindakannya yang sudah direncanakan, 
diperhitungkan dan dianalisis dengan akal sehat.  Rasionalitas auditor juga 
mencakup kemampuan auditor dalam mempertimbangkan aspek-aspek resiko 
yang terjadi saat penugasan.  Dengan rasionalitasnya, menjadi hal yang wajar 
jika jalan berpikir seorang auditor akan menempuh prosedur-prosedur rigid yang 
bernaung dalam formasi sains. 
 Meski demikian, dalam melaksanakan prosedur-prosedur itu, auditor 
kadang terperosok dengan membiarkan dirinya dihinggapi oleh hal-hal yang 
bersifat emosional.  Aspek ini berbalikan dengan aspek rasional, di mana auditor 
sebagai manusia bertindak dan bertingkah laku dikendalikan oleh insting atau 
emosinya.  Insting atau emosinya adalah sisi yang melekat sebagai bawaan dari 
113 
 
sifat kemanusiaannya.  Misalnya rasa senang, dan rasa ragu serta kekhawatiran 
yang bisa saja muncul dalam penugasan.  
Diakui atau tidak, pembahasan sisi-sisi emosional seorang auditor 
bukanlah menjadi sebuah narasi utama jika dibanding dengan pembahasan- 
pembahasan lain semacam standar ataupun tentang SPI suatu entitas.  Hampir 
sebagaian besar penjelasan informan terhadap peneliti bernuansa teknis, 
prosedural dengan mengedepankan sisi mekanisnya dan kewenangannya 
sebagai subjek auditor.  
Namun demikian sebuah realitas yang berbeda bisa terselip dalam 
penjelasan itu.  Terdapat penggunaan ucapan-ucapan bersifat emosional – 
seperti sreg, mantap, pas, khawatir, cemas – oleh auditor di dalam 
mendeskripsikan proses keputusan yang memang semestinya harus rasional. Ini 
sekaligus menunjukan sebuah tanda, bahwa ada sebuah lapisan makna lain 
yang juga penting bagi auditor dalam penugasannya. 
 
6.5.1  Dorongan Emosi: Merasa “Sreg” saat Memutuskan 
Di antara narasi-narasi besar, sebuah fakta atau realitas bisa terlihat dari 
dari hal-hal yang tampak sepele atau yang terlupakan dalam perbincangan.  Hal-
hal yang tampak remeh bisa mencuat dari celetukan-celetukan spontan 
beberapa subjek informan.  Komentar lepas bisa merepresentasikan sebuah 
‘realitas penting’ yang tertutupi oleh narasi-narasi yang lazim dalam pengauditan. 
Misalnya perbincangan tentang evaluasi SPI.  
Perbincangan dengan Yaser saat beliau menjelaskan pentingnya 
kesiapan tim secara internal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 
auditor.  Lebih lanjut ia menjelaskan soal SPI, menurutnya “sekarang ini 
pemerintah sudah menerbitkan PP no. 61 tahun 2008 tentang sistem 
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pengendalian intern pemerintah daerah.  Di situ sudah diatur hal-hal yang 
berkaitan dengan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan 
komunikasi.  Ke 5 hal unsur SPI tersebut, harus auditor uji tingkat 
pelaksanaannya di entitas Pemda.  Auditor akan mengidentifikasi hal-hal apa 
saja yang sudah dan belum dilakukan oleh Pemda”.  Lebih lanjut Yaser bercerita, 
“terkadang ada unsur-unsur tertentu sudah dilaksanakan oleh Pemda, tetapi 
mereka tidak tahu atau tidak dapat mengidentifikasi hal apa yang sudah atau 
belum dilaksanakan”.  Menurutnya sebagai auditor, mereka harus 
mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai bagian dari program pemeriksaannya. 
Apa yang Yaser jelaskan di atas, adalah suatu kelaziman yang dialami 
auditor dalam proses penugasan profesionalnya, namun yang tak terduga dan 
tampak sepele adalah celetukan kata “belum sreg”; “cukup pas”, di akhir 
penjelasannya tentang evaluasi SPI.  Pada sisi tertentu, auditor mengesankan 
bahwa apa yang diungkapkan oleh auditee terkesan muluk-muluk sehingga 
auditor merasa belum “cukup pas” atau “sreg” menyimpulkan SPI suatu entitas.  
“…. terkait penerapan unsur-unsur SPI, nanti kita [auditor] 
memilah-milah, oh ini dia sudah laksanakan, ini belum.  Nanti kita 
kasih kuesioner; misalnya, tentang penegakan nilai-nilai etika dan 
integritas di entitasnya.  Hasil kuesionernya nanti kita periksa, kita 
tidak akan percaya begitu saja jawaban dari mereka.  Biasanya 
jawaban Pemda terkesan muluk-muluk, kita merasa “belum sreg” 
dengan [jawaban] itu.  Kita akan mengecek ulang sampai kita rasa 
“cukup pas” untuk menyimpulkan itu [SPI]. 
  
 
 Ungkapan Yaser yang berbalut bahasa emosional seperti ini - karena 
“perasaannya belum sreg” – menunjukan adanya suatu lapisan makna yang 
penting yang juga bekerja saat penugasannya.  Auditor seharusnya segera 
mampu mendeskripsikan suatu keputusan rasional.  Secara objektif, angka-
angka dalam LKPD memiliki resiko saat auditor melakukan penugasan.  Namun 
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secara subjektif, angka-angka dalam LKPD itu, juga menimbulkan semacam 
ketidak‘sreg’kan auditor.  Ketidak‘sreg’an ketua tim, biasanya diteruskan dan 
dikonfirmasi lebih lanjut ke anggota tim lainnya.  Anggota tim lainnya harus 
menangkap frekwensi ‘kemantapan’ ketua timnya dengan menyodorkan 
kumpulan.  Beberapa bukti yang disertai dengan penjelasan terhadap simpulan 
dan fakta yang terkumpul.  Jika ketua tim (atau pengendali teknis) cenderung 
belum merasa ‘sreg’, maka anggota tim auditor akan melanjutkan dan lebih 
mendalami perhatiannya pada jenis akun tertentu atau peristiwa tertentu hingga 
ia (atau ketua tim, pengendali teknis) “merasa pas dan puas” dengan angka-
angka atau fakta yang ia kumpulkan.  Seirama dengan ini, Adnan salah seorang 
pengendali teknis atas pekerjaan menjelaskan: 
 “Angka-angka yang terdapat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan kami 
Pak, kami harus yakini angka-angka itu.  Kalau menurut dugaan 
kami itu belum ‘pas’; ada kerugian negara, maka kami harus 
kumpulkan bukti-bukti pendukung.  Itu biasanya yang asli Pak.  Ini 
penting karena bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan 
nanti.”  
 
“Kita [auditor] menginginkan saat pemeriksaan dilakukan, kekhawatiran 
terhadap angka-angka dalam LKPD entitas  dapat dihilangkan”, demikian Adnan 
menambahkan.  Penugasan atau pengumpulan bukti, belum dianggap selesai 
sebelum auditor (ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab) merasa 
‘sreg’ atau ‘pas’ dengan kelengkapan bukti dan kertas kerja tim auditor.   
Tentang hal ini, Yaser tidak menyangkalnya, “kita juga khawatir Pak, apa 
yang diP2kan (PKP) ke kita tidak dijalankan sebaik mungkin”.  Lebih jauh 
Yaser menjelaskan  
“hal yang perlu diingat bahwa pekerjaan kita di lapangan, Pak; itu 
juga nanti diperiksa.  Ada yang namanya pengendali teknis dan 
penanggung jawab pemeriksaan.  Ada juga pemeriksaan quality 
control.  Kita tidak bisa main-main Pak dengan pekerjaan kita.  
Pekerjaan kita juga diperiksa secara berjenjang”.   
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Lagi pula “akan kurang afdal rasanya sebuah pemeriksaan kalau tidak 
menghasilkan sebuah temuan, sepertinya ada yang kurang dari pekerjaan kita 
kalau ini [temuan] tidak kami dapatkan”, demikian Darman menambahkan 
penjelasan Adnan dan Yaser pada kesempatan lain.  Kesan yang tampak, 
penugasannya sebagai auditor sepertinya kurang memuaskan jika tidak 
mendapatkan temuan dalam pemeriksaannya.  
Sebagaimana yang dialami oleh Darman, sebuah temuan pemeriksaan 
bagi auditor akan membangkitkan kepuasan tersendiri bagi eksistensinya.  Ini 
sekaligus menunjukan bobot keterampilan dan kemampuan auditor dalam 
penugasan.  Melalui temuan pemeriksaan hasil pelaksanaan dari langkah-
langkah program dan prosedur pemeriksaan menjadi lebih memuaskan.  Ia bisa 
memberikan saran, rekomendasi dan ‘menghukum’ auditee untuk memperbaiki 
pengelolaan keuangannya.  Salah satu temuan BPK (2010) atas ketidakpatuhan 
sebuah entitas dalam pemberian panjar kas:  
Berdasarkan APBD Kabupaten Parigi Moutong TA 2009, telah dianggarkan untuk 
belanja daerah sebesar Rp. 530.417.722.697,22 dan telah direalisasikan berdasarkan 
LRA sebesar Rp. 526.287.942.683,12 atau 99,22%.  Dalam pengelolaan kas, 
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bupati memberikan kebijakan 
pemberian panjar kas kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk membiayai 
keperluan mendesak dan akan diperhitungkan pada realisasi belanja tahun anggaran 
bersangkutan.  Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Parigi 
Moutong TA 2008 dan hasil pemeriksaan atas pemberian dan penyelesaian panjar 
kas TA 2009, diketahui bahwa per 31 Desember 2009 terdapat pemberian panjar kas 
yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.801.837.722,96 seperti disajikan 
pada tabel berikut. 






(s.d. 31 Des 
2009) 
Sisa Panjar 
Per 31 Des 2009 
Keterangan 
 





dari Bank Sulteng 
2008 14.603.762.511,96 13.142.642.510,96 1.461.120.001,00  
2009 9.674.426.935,96 9.170.545.157,00 503.881.778,96  
JUMLAH 3.801.837.722,96  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. … Secara ringkas dapat disebutkan sampai dengan diselesaikan per 31 
Desember 2009, terdapat terdapat sisa panjar dari TA 2007 yang belum 
sebesar Rp. 1.836.835.943,00, dan juga terdapat sisa panjar TA 2008 yang 
belum sebesar Rp. 1.461.120.001,00. 
b. Panjar Kas TA 2009; Hasil pemeriksaan atas saldo buku kas umum (BKU) 
Bendahara Umum Daerah (BUD) dan berdasarkan Berita Acara 
Pemeriksaan Kas tanggal 9 Februari 2010, diketahui terdapat pencairan 
dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 9.674.426.935,96 yang dicatat dalam 
BKU tanpa melalui SP2D.  Menurut penjelasan Kuasa BUD, pengeluaran  
tersebut dilakukan dengan cek tunai untuk pemberian panjar kas TA 2009 
kepada 20 Bendahara Pengeluaran SKPD.  Pemeriksaan atas daftar 
rekapitulasi penyelesaian panjar kas TA 2009 Kuasa BUD dan bukti 
penyetoran tunai diketahui bahwa panjar kas yang telah disetor kembali 
sebesar Rp. 9.170.545.157,00 atau masih terdapat sisa panjar kas TA 2009 
yang belum diselesaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 
Desember 2009 sebesar Rp. 503.881.778,96 (Rp. 9.674.426.935,96 – Rp. 
9.170.545.157,00).  
Dengan demikian sisa panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh para 
bendahara pengeluaran SKPD (22 SKPD) per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 
3.801.837.722,96 yang terdiri atas sisa panjar kas TA 2007 sebesar Rp. 
1.836.835.943,00, TA 2008 sebesar Rp. 1.461.120.001,00 dan TA 2009 sebesar Rp. 
503.881.778,96.  Hal tersebut tidak sesuai dengan (a) Peraturan Pemerintah No.58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (b) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal 
tersebut mengakibatkan (a) membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah, 
dan  (b) terdapat potensi kerugian daerah atas sisa panjar kas TA 2007, 2008 dan 
2009. 
Sesuai dengan PP No.30 Tahun 1980 BPK RI merekomendasikan kepada Bupati 
Parigi Moutong agar: (a) tidak memberikan kebijakan pemberian panjar kas kepada 
para Kepala SKPD yang tidak sesuai dengan ketentuan, (b) menginstruksikan para 
Kepala SKPD untuk memberikan sanksi tegas kepada para Bendahara Pengeluaran 
SKPD atas kelalaian yang tidak mempertanggungjawabkan sisa panjar kas secara 
tepat waktu. (c) memberikan sanksi tegas kepada para Kepala 24 SKPD selaku PA 
atas kelalaian para Kepala SKPD  selaku PA dalam pengelolaan keuangan daerah 
yang menjadi tanggung jawabnya, dan memerintahkan untuk segera menyetorkan ke 
Kas Daerah sebesar Rp. 3.801.837.722,96.  Salinan bukti setornya, harus telah 
divalidasi Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Tengah BPK RI; (d) Menginstruksikan Kepala DPPKAD selaku PPKD/BUD untuk 
memberikan sanksi tegas kepada Kuasa BUD atas kelalaian dalam melakukan 
pemberian panjar kas dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah yang 
tidak sesuai dengan ketentuan 
 
Pertanggungjawaban seorang auditor, minimal dimintai seputar 
pelaksanaan program pemeriksaannya (P2).  Program apa yang sudah 
dilaksanakan dan program apa yang belum (tidak) bisa dijalankan. Ia harus 
menjelaskan kendala-kendala lapangan yang dihadapinya.  Misalnya saat fokus 
pada pemeriksaan kas, ketua tim (pengendali teknis) akan menanyakan tim dan 
anggotanya, apakah kas yang disajikan entitas Pemda benar-benar sudah 
‘oke’?  Apakah perhitungannya sudah ‘sip’ verifikasi kebenarannya? Apakah 
auditor sudah memastikan bahwa semua penguasaan kas oleh bendahara 
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umum daerah (BUD) telah disajikan secara riel dan sesuai dengan buku kas 
umum (BKU) entitas – termasuk uang fisik yang miliki secara tunai maupun 
uang yang tercatat di rekening Pemda.  Dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan 
yang mengarah pada pencapaian ‘rasa sreg’ terhadap angka-angka yang tersaji 
dalam kertas kerja pemeriksaan.  Ungkapan-ungkapan yang cenderung 
emosional seperti ini – sreg, pas, mantap, sip, oke – akan terus menjalar secara 
berjenjang sampai pada level reviewer tertinggi (pengendali teknis dan 
penanggung jawab pemeriksaan).  Selanjutnya untuk membalut kecenderungan 
yang bersifat emosional ini, sebuah paraf atau penanda tickmark dari auditor 
pada kertas kerja akan merubah wajah emosional (‘sreg’, ‘mantap’, ‘sip’, ‘oke’) 
seorang auditor menjadi bersifat formal.  Formasi ini (paraf, tanda tangan, tanda 
centang) yang tampak pada kertas kerja pemeriksaan, juga menunjukan bahwa 
ada partisipasi dan pengawasan tim auditor untuk hadir disepanjang proses dan 
tahapan audit. 
Terhadap tahap dan proses pemeriksaan kas seperti di atas, menjadi 
penting bagi auditor untuk mengumpulkan rekening koran kepemilikan Pemda.  
Hal ini untuk meyakinkan diri; memastikan bahwa dana yang tersimpan di bank 
betul-betul milik Pemda.  Serta memastikan bahwa bendahara penerima benar-
benar telah menyetorkan seluruh penerimaan kas ke kas daerah sesuai dengan 
tanggal neraca.  Auditor juga harus memastikan bahwa bendahara pengeluaran 
SKPD telah menyetorkan sisa uang yang mesti dipertanggungjawabkan.  
Dengan apa yang telah dilakukannya itu, jenjang review di atasnya masih 
menuntut tingkat kemantapan auditor atas apa yang dilakukannya melalui KKP.  
Auditor harus meyakinkan diri: “apakah pemeriksaan kas sudah sudah sip”.  
Tampaknya pertanyaan ketua tim adalah sebuah cara untuk merasa mantap 
dengan  KKP anggota timnya.  “Sekali lagi ia akan mereview, apakah kas benar-
benar telah dikuasai oleh Pemda?,  Apakah masih ada kas yang belum 
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dilaporkan oleh entitas Pemda?”  Auditor memang harus banyak meminta 
penjelasan dan mengkonfirmasi untuk memastikan ‘rasa sreg-nya”, bahwa kas 
benar-benar dikelola dengan cara yang bertanggung jawab. 
Rasa sreg atau kemantapan diri auditor terobjektifikasi pada adanya 
dokumen formal sebagai pendukung kertas kerja pemeriksaannya.  Rasa 
sregnya menjadi bagian dari sebuah keyakinan diri akan keberhasilannya 
‘membersihkan kekotoran’ data keuangan entitas.  
 
6.5.2  Dorongan Emosi: Tertawan Kekhawatiran 
Secara konsepsual perbedaan antara auditee dengan auditor diawali 
dengan adanya sikap skeptis auditor dalam penugasan profesionalnya (Mautz 
dan Sharaf, 1980).  Nilai dan cara untuk memahami sikap ini tergantung 
dengan cara  auditor untuk mendukung ide dan kepercayaan (rasa sreg) 
terhadap auditee.  Sikap ini ada pada titik-titik di mana auditor tidak ingin 
mempercayai sesuatu apapun dengan suatu keadaan keraguan yang penuh 
terhadap sesuatu yang disajikan oleh auditee.  Ini harus diakui bahwa memang 
pikiran auditor sebagai manusia tidak mampu untuk mendapatkan kepastian 
yang absolut dalam bidang inquirynya atau formasi sainsnya (Mautz dan Sharaf, 
1980, 19).  Namun hal ini juga tidak perlu sampai mengarahkan auditor untuk 
sampai garis keraguan yang penuh.  Dengan kata lain, masih tetap terbuka 
kemungkinan dan bahkan peluang mengakuinya atau mencatatnya sebagai 
kebenaran terhadap apa yang dilakukan oleh auditee.  
Skeptisme menjadi alat yang penting bagi auditor dalam kotak 
pemikirannya hanya jika mereka menggunakannya secara bijaksana.  Seperti 
telah dinyatakan di atas, bahwa mereka mengumpulkan atau mempertimbangkan 
suatu peristiwa; cenderung mengarahkan dirinya sampai pada tingkat mereka 
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‘merasa sreg’, merasa nyaman atau aman dalam menetapkan suatu kesimpulan.  
Rasa ‘sregnya’ menjadi berguna dalam kesan auditor yang rasional jika itu 
dibingkai dengan bukti yang cukup dan andal dalam balutan instrumen kertas 
kerja pemeriksaan yang memang diinstruksikan dalam program pemeriksaannya 
(P2) atau program kerja perorangannya (PKP).  
Semua memang tergantung auditornya; auditor selalu punya potensi 
untuk susah diyakinkan, tetapi tidak sampai tidak mungkin untuk diyakinkan.  
Faktualnya di lapangan jelas pada pembahasan sebelumnya, bahwa perbedaan 
antara auditor dan auditee diawali dengan asumsi auditor bahwa entitas Pemda 
punya potensi melakukan pengoroposan terhadap bukti audit dan dalam 
beberapa kasus termotivasi untuk melakukan penyelewengan keuangan.  Pada 
titik ini auditor dihadapkan pada kondisi rasa kekhawatiran atas kemampuannya 
mereduksi kemungkinan irregulitas yang sewaktu–waktu dapat terjadi dalam 
penugasannya.  Kekhawatiran yang dirasakan oleh auditor tidak lain adalah 
bentuk tanggung jawab auditor sebagai mandataris profesional yang diberi tugas 
dan wewenang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan negara.   
Setiap saat dalam penugasannya, sisi kemanusiaan subjek auditor bisa 
mengalami kekhawatiran.  Tuntutan pekerjaan, kepercayaan yang dibebankan 
dan potensi penghukuman yang bisa muncul di masa yang akan datang.  Semua 
itu siap merusak ketenangan dirinya dan ketika kenyamanan itu terusik, maka 
auditor bisa saja tidak maksimal dalam penugasannya. 
Terhadap hal ini, sekali lagi kita paparkan ungkapan Yaser seperti yang 
telah diuraikan sebelumnya bahwa “jiwa pemeriksa melakukan proses pikir dan 
tindak seorang auditor yang dilandasi pada kepercayaan, ... lalu kala itu 
dikerjakan, mengapa harus disalahgunakan.”  Di sisi lain Yaser menambahkan; 
“Kita juga khawatir Pak, apa yang diamanahkan ke kita tidak dijalankan sebaik 
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mungkin, padahal apa yang kita dapatkan dari negara (renumerasi, fasilitas) 
saat ini, sudah cukup memadai kami rasakan”. 
Kekhawatiran yang muncul dibenak auditor, sebagai bentuk amanah 
yang dibebankan oleh negara cukup beralasan sebagaimana dinyatakan 
dalam UU No. 15 tahun 2005 Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa:  
 
“Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung 
jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur-unsur keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang keuangan negara”.  
 
 
Kekhawatiran seperti yang dialami Yaser, juga dialami beberapa auditor 
lain; adalah bagian dari tanggung jawab jiwa keauditorannya sebagai seorang 
mandataris profesional yang diberi amanah oleh negara menjaga akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara.  Apa yang dirasakan auditor terkait dengan 
“apa yang sesungguhnya sudah mereka lakukan” dengan “apa yang 
diharapkan dari dirinya”. 
Kekhawatiran muncul berhubungan dengan adanya semacam 
‘ketegangan’ dalam menapaki penugasan mandatorinya sebagai auditor 
negara.  Hal ini menyebabkan mereka menjadi awas dalam meningkatkan 
kewaspadaan mereka terhadap kemungkinan praktik-praktik penyelewengan 
keuangan negara oleh entitas teraudit.  Sumber kekhawatiran itu berasal dari 
pengalamannya sebagai auditor; berasal dari berbagai kejadian yang telah 
mereka alami.  Misalnya ketidakpatuhan auditee terhadap aturan perundang-
undangan, komuditifikasi bukti audit ataupun ketidaksesuaian penyajian LKPD 
entitas dengan standar pengacuannya.  Kekhawatiran juga disebabkan oleh 
ketatnya pengawasan yang bekerja melalui instrumen teknologi diri.   Di sini 
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auditor terjepit dengan banyak situasi. 
“Mari kita berkhayal sedikit serius Pak!”, demikian seruan dari Adnan 
saat berbicara tentang mandat negara yang dibebankan kepadanya.  “Apa 
jadinya pertanggungjawaban APBD jika tidak ada pencatatan dan auditing?” 
Khayalan dari Adnan cenderung berlebihan.  Namun hal ini cukup beralasan, 
jika kita yang mencoba membayangkan tentang hal itu, maka kita akan merasa 
khawatir akan nasib pengelolaan APBD.  Kekhawatiran seperti ini 
menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengauditan dalam mentransformasi 
‘kekacauan pengelolaan’ yang mungkin terjadi menjadi sebuah ‘keteraturan 
pengelolaan’ keuangan negara (Pemda).  Auditor hadir menjadi saksi dan 
terlibat bagi keterandalan sebuah penyajian LKPD entitas.  Auditee 
mengkonstruk peristiwa-peristiwa (transaksi) keuangan menjadi sebuah LK 
sementara  auditor bertugas menjamin kepada publik bahwa peristiwa-
peristiwa yang dikonstruksi yang terklasifikasi (kode-kode) dalam akun-akun 
dapat dipercaya.  
Kekhawatiran ini menjadi spirit bagi auditor untuk belajar dan 
kesadaran jiwa keauditorannya memotivasi diri mereka serta meningkatkan 
keprofesionalannya dalam berbagai kondisi dan situasi penugasan.  Dalam 
pelaksanaan penugasannya kekhawatiran auditor menjadi terlembagakan 
dalam sebuah instrumen teknik – teknologi diri – yang membatasi perilaku 
auditor melalui proses ‘birokratis’.  Keterisolasian ini terkurung pada acuan 
kerja yang merujuk pada formasi sains dan teknologi dirinya. Dalam lingkup 
organisasi seperti ini auditor tidak dapat lari dari aturan-aturan prosedural atau 
nilai-nilai etika di setiap lingkup penugasannya.  
Jaminan keamanahan dalam penugasan auditor diwujudkan dalam 
pengembangan sistem pengawasan yang ketat dan teknologi diri sebagai bagian 
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dari sistem kontrol kenormalan yang dimiliki oleh institusinya.  Banyaknya aturan-
aturan dan larangan-larangan yang mengikat memungkinkan hal ini terjadi. 
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung untuk memastikan 
aturan, larangan-larangan dipatuhi auditor dalam batas koridor yang dianggap 
normal sebagai seorang profesional.  Kegiatan seperti ini banyak mewarnai hari-
harinya saat penugasan.  Itulah situasi hidup yang alami oleh subjek auditor, 
ditempa oleh suasana penugasan yang dapat ‘menyiksa’ dirinya. 
Subjek auditor dihimpit oleh situasi-situasi tertentu, ketika auditor merasa 
khawatir, maka lahirlah usaha untuk mempertahankan diri.  “Adanya KKP secara 
pribadi akan melindungi auditor atas yang telah dilakukan”, demikian Yaser 
mengingatkan soal fungsi KKP bagi dirinya dan bagi anggota timnya.  Ketika 
auditor merasa ada sesuatu dapat yang mengganggu kenyamanannya, maka 
subjek auditor dapat saja meresponnya; dengan tanda kutip dari penulis, “kerja 
asal”, “asal memenuhi program kerja dan melengkapinya dengan syarat formal 
(dokumentasi)”.  Ironisnya situasi semacam ini berpeluang terjadi saat 
penugasan oleh subjek auditor.  
“Kerja auditor jangan dipercaya 100% Pak,” bisik Afrah seorang 
bendahara SKPD di sebuah entitas Pemda kabupaten.  
“Pernah suatu ketika mereka mengambil buku inventaris barang.  Di 
situ tercatat, SKPD saya [Afrah] ada pembelian laptop tahun 2005.  
Ketika itu pemeriksaan dilakukan untuk LKPD 2007.  Dicarilah fisik 
laptop itu di bagian saya. Saya katakan, saya tidak pernah 
menganggarkan laptop pada tahun 2005.  Saya sudah perlihatkan 
anggarannya, bahwa memang kita tidak pernah membelinya. ‘ 
Tetapi auditornya berkeras;  tanda tangani saja temuan itu, dari 
pada saya [auditor] korek yang lain, bisa-bisa temuannya jauh 
lebih besar’, balas auditor… Iya juga sih, dari pada dikorek yang 
lain, lebih baik saya [Afrah] tanda tangani saja temuan itu.  Bukan 
apa-apa, Pak; memang sih ada barang lain yang sudah dibeli tetapi 
fisiknya tidak ada di tempat [kantor] dan itu jumlahnya jauh lebih 




Cerita semacam Afrah, juga dialami pernah oleh Farhan, seorang kepala 
bidang yang mengepalai bidang perbendaharaan dan akuntansi di sebuah 
kabupaten.  Menurutnya, ketika BPK meminta tanggapan atas temuan yang 
mereka dapatkan, maka Farhan biasanya membagi-bagikan temuan itu ke 
masing-masing SKPD yang terkait untuk dibuatkan tanggapan.  Suatu saat ada 
beberapa tanggapan yang belum dibuat oleh SKPD kami.  Farhan lalu ditelepon 
oleh Pak Darman, ketua timnya untuk membuat tanggapan itu. “katanya,  Pak 
Farhan buat saja tanggapan itu, lalu suruh Sekda menandatanganinya.” 
Apa yang dialami auditor memang menjadi sebuah problem dalam 
penugasannya. Di satu sisi auditor auditor harus patuh terhadap program kerja 
dan kelengkapan formal pendokumentasiannya.  Di sisi lain mereka kadang 
berhadapan kondisi lapangan yang beragam situasinya dengan tenggat waktu 
penugasan yang terjadwal.  “Kita memang kadang harus memaksa auditee untuk 
melakukan itu [tanda tangan]”, kata Darman. “Auditee kadang tidak mau terbuka 
dan bekerja sama saat kita di lapangan, ada-ada saja alasan mereka untuk 
menghindar dari kita ketika kami meminta sesuatu”.  Hal ini ditambahkan oleh 
Yaser, bahwa “kualitas kepala dinas yang menduduki jabatan itu tidak 
memahami pengelolaan keuangan. Mereka biasanya diangkat dari guru-guru 
sekolah yang hanya memenuhi syarat kepangkatan untuk mengisi kekosongan 
jabatan itu”. Itu problem kita, tegas Yaser; “dan asal bapak tahu saja, kita juga 
diperiksa”. 
 “Akan jadi masalah Pak, kalau apa yang sudah diprogramkan tidak kita 
jalankan sebaik mungkin”, demikian Darman menambahkan.  Selanjutnya 
Darman mengungkapkan,  
“…lagi pula apa yang kita kerjakan saat di lapangan, itu juga nanti 
akan diperiksa.  Ada pengendali teknis, penanggung jawab, ada juga 
pemeriksaan qulity control.  Jadi kita tidak boleh ceroboh terhadap 
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pekerjaan kita, karena kita diperiksa dan diawasi oleh atasan”.  
 
Kesungguhannya terhadap penugasan tidak boleh disepelekan; masalah 
akan timbul pada auditor kalau ia tidak menjalankan P2 atau PKP sesuai dengan 
yang sepakati dengan ketua tim, pengendali teknis dan penanggung jawab 
pemeriksaan.  Sesuatu yang kerjakan oleh auditor dan timnya akan tergambar 
pada KKP.  Semua pekerjaannya yang bersifat kolegial itu selanjutnya akan 
diperiksa kembali oleh sebuah tim dari institusi pusat (BPK Pusat).  Ini untuk 
memastikan bahwa semua proses kerjanya sebagai tim pemeriksa telah sesuai 
rancangan program yang disepakati bersama.  Selain itu, tim dari BPK pusat 
akan menguji kesesuaian kerja tim auditor dengan standar auditing.  Yaser 
menjelaskan: 
Kalau di kita [BPK], sistem pengendalian mutu ketat sekali, 
sehingga mau ndak mau kita harus lengkapi [KKP-nya]. Soalnya 
kan di samping ada dari dalam juga dari intern yang memang 
evaluasi KKP, Juga ada dari pusat [BPK]. Ini mau datang dari 
pusat, Juli katanya.  Dia mau periksa KKPnya.  KKP saat 
penugasan di lapangan menjadi poin sangat penting, karena itu 
menjadi pelindung kita, melindungi pekerjaan lapangan kita, 
karena tidak tertutup kemungkinan....[terdiam cukup lama – 
berdampak buruk bagi dirinya].  Hasil pemeriksaan lapangan kita 
kan masih berproses di sini [BPK]. Sehingga mungkin 
pengumpulannya berbeda, tetapi substansinya sama sehingga 
patokan kita adalah KKP.  Adanya juga KKP ini secara pribadi 
akan melindungi auditor atas pemeriksaan yang dikerjakan di 
lapangan bahwa keadaan sesungguhnya memang begitu.  Kita 
bisa mempertahankan diri.  
 
 
Hasil pemeriksaan (lapangan) auditor masih berproses (direview) di 
lingkungan institusi. Kekhawatiran auditor dapat timbul sebagai reaksi terhadap 
kemungkinan adanya ‘masalah’ – KKP tidak lengkap tidak tertutup 
kemungkinan…- di masa yang akan datang.  Kekhawatiran auditor terhadap 
‘bahaya’ nyata ini bisa berasal dari hasil review secara berjenjang yang 
memutuskan ada ketidaksesuaian program atau standar dengan hasil 
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pelaksanaan audit di lapangan.  Akibatnya bisa mendatangkan hukuman bagi 
auditor.  Kekhawatiran auditor adalah sesuatu yang manusiawi sebagai seorang 
individu yang bertanggung jawab.  Kekhawatiran auditor dianggap akibat dari 
upaya ‘penormalan diri’ untuk mengatasi masalah-masalah dalam 
penugasannya.  Hal ini dianggap sebagai bawaan normal institusi dalam 
usahanya memahami identitas diri keprofesionalannya.   
Tertawan oleh kekhawatiran dapat dikatakan bahwa lingkungan 
pengauditan melalaui sistem pengawasan yang ketat dengan teknologi dirinya 
memungkinkan terjadinya bahaya atau masalah bagi auditor.  Banyaknya aturan-
aturan dan larangan-larangan yang mengikat memungkinkan masalah ini terjadi.  
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung untuk memastikan 
aturan, larangan-larangan dipatuhi auditor dalam batas koridor kenormalan 
sebagai profesional.  Auditor dan kekhawatirannya pada akhirnya terhubung 
melalui lingkup dokumentasi dan teknologi diri untuk ‘membatasi diri’ – dalam 
artian mencari perlindungan - hanya pada taraf pemenuhan aspek dokumenter 
sebuah proses pengauditan. 
Adanya juga KKP yang lengkap, secara pribadi akan melindungi auditor 
atas pemeriksaan yang dikerjakan bahwa keadaan sesungguhnya di lapangan 
memang seperti itu adanya.  Dengan begitu, auditor dapat mempertahankan diri 
dari kemungkinan masalah yang bisa muncul akibat penugasannya. 
 
6.6 Penutup  
Tubuh yang hidup auditor digerakkan oleh jiwa keauditoran.  Jiwa 
keauditoran dianggap sebagai prinsip pemberi gerak kerja bagi subjek auditor.  
Dengan jiwa keauditoran, subjek auditor akan mampu menyerap pemahaman diri 
akan profesinya.  Jiwa keauditoran juga juga menuntun auditor untuk bersikap 
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rasional, ia dituntut untuk mampu berpikir secara sadar, mematuhi teknologi diri atau 
instrumen-instrumen formal yang berlaku.  Jiwa keauditoran dapat bersifat sensoris 
terhadap sensasi sebuah realitas yang terpampang di hadapannya.  Ia 
menggerakkan sensitivitas keindependensian auditor dalam memahami sebuah 
peristiwa. 
Akhirnya sisi-sisi emosional seorang auditor yang diproyeksikan sebagai 
“rasa sreg” atau kekhawatiran turut memberi warna tersendiri dalam karakter kerja 
seorang auditor.  Dorongan-dorongan emosional seperti ini dapat meluluhlantakkan 






(Menyusuri Keinduktifan Kerja Pengauditan) 
Pada prinsipnya uraian pada bab ini akan membahas kerja keilmiahan 
pengauditan khususnya keinduktifan dalam penyimpulannya.  Pembahasan 
diawali dengan perbandingan penyelidikan ilmuwan sains dengan pengauditan  
auditor.  Pembahasan berikutnya akan menelusuri jejak penyimpulannya yang 
dibangun dari pernyataan tunggal ke pernyataan umum. 
7.1 Saintis dan Auditor  
Andaikan kita ingin menemukan suatu cara membenarkan penyimpulan-
penyimpulan induktif, pertama-tama kita harus mencoba memahami 
(menetapkan) prinsip induksi.  Suatu prinsip induksi mengarah pada sebuah 
pernyataan umum dengan dukungan pernyataan-pernyataan tunggal, yang 
melalui logika penarikan pernyataan umum kita memahaminya dan menerimanya 
sebagai sesuatu yang logis (Kattsoff, 1989, 30-31).  Dalam dunia pengetahuan, 
prinsip induksi telah turut mewarnai sejarah pengetahuan manusia sebagai salah 
satu metode keilmiahan yang penting khususnya dalam perkembangan ilmu 
sains.  Prinsip-prinsip induksi turut menentukan kebenaran teori-teori dalam 
pengetahuan.  Melenyapkannya dari ilmu berarti sama dengan mencabut 
kekuasaan ilmu untuk memutuskan suatu kebenaran.  
Sebaliknya, dalam penalaran deduktif, kita tidak perlu mengumpulkan 
fakta-fakta itu.  Yang perlu kita lakukan adalah suatu proposisi umum 
(pernyataan umum) dan suatu proposisi yang bersifat mengidentifikasi suatu 
peristiwa khusus yang bertalian dengan proposisi umum tadi (Kattsoff, 1989, 28).  
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Dengan demikian, bila identifikasi dan proposisinya juga benar, maka diharapkan 
hasil kesimpulan juga benar.  Oleh karena itu, jika kita menyandingkan proses 
berpikir induksi dengan deduksi, maka kesimpulan dalam induksi punya 
probabilitas untuk benar.  Benar tidaknya kesimpulan itu tergantung dari 
kebenaran dan sifat dan kualitas fakta yang kita jadikan sebagai acuan.  
Kesimpulan dalam sebuah deduksi dapat dipastikan sebagai kesimpulan yang 
benar kalau pernyataannya dari induksinya juga benar. 
Dalam sejarah pemikiran modern, kita telah mendapati usaha-usaha 
untuk merumuskan hukum-hukum yang bersifat umum dan mutlak.  Seperti yang 
dicontohkan semua logam akan memuai jika dipanaskan.  Dari sudut ‘cara kerja’ 
pencarian kebenaran, alasan untuk mengatakan bahwa semua logam akan 
memuai saat dipanaskan didasarkan sejumlah hasil observasi dan pengamatan 
terhadap kasus pemanasan pada emas, perak dan besi yang dikategorikan 
sebagai logam. 
Seperti ilmuwan sains dalam mengobservasi realitas logam, auditor juga 
mengobservasi objek material sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) untuk memahami realitas pertanggungjawaban keuangan entitas.  Dalam 
mengobservasi realitas itu auditor dipandu oleh program pemeriksaan (P2) (atau 
standar).  Sebelum turun kelapangan, auditor telah memegang item-item yang 
ada daftar  P2, dan ini sejenis dengan hipotesis sementara bagi auditor.  
Misalnya apakah LKPD entitas telah disajikan secara wajar (pernyataan umum)?  
Apakah aktiva lancar (pernyataan tunggal) telah disajikan secara wajar?  Dan 
seterusnya item-item itu dipertanyakan kewajarannya.  Pernyataan-pernyataan 
ini mirip hipotesis seorang ilmuwan yang mempertanyakan, apakah logam akan 
memuai jika dipanaskan (pernyataan umum)?,  Apakah besi akan memuai jika 
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dipanaskan (pernyataan tunggal)?  Perbandingan metode penyelidikan ilmuwan 
sains dengan auditor dalam dilihat pada Tabel 7.1. 
Tabel 7.1 
Perbandingan Metode Penyelidikan Ilmuwan Sains dengan 
Pengauditan Auditor 
 
No. Penyelidikan Ilmuwan Sains 
 



































Observasi objektif dan 





Formula Pernyataan sementara 
yang bisa bersifat umum dan 
khusus. Semacam hipotesis atau 
proposisi  
- Apakah logam akan memuai 
jika dipanaskan? 
- Apakah emas akan memuai jika 
dipanaskan? 
- Apakah perak akan memuai jika 
dipanaskan? 




Pengumpulan bukti yang relevan 
dengan tujuan dan objek yang 
akan diobservasi.  
 
 
Evaluasi atas bukti melalui 
pengalaman observasi, untuk 
membuktikan kesesuaian antara 
pernyataan umum dan khusus 
dengan fakta. 
 
Menyatakan kesimpulan yang 
bersifat umum dan khusus. 
- Logam akan memuai jika 
dipanaskan. 
- Emas akan memuai jika 
dipanaskan. 
- Perak akan memuai jika 
dipanaskan. 
- Besi akan memuai jika 
dipanaskan. 
Observasi secara objektif atas sebuah 
LKPD yang menginginkan sebuah opini - 
kewajaran - sebagai penjamin atas kualitas 
pertanggungjawaban keuangan suatu 
entitas. 
 
Pernyataan sementara, yang dapat bersifat 
umum dalam tingkat laporan dan khusus 
dalam tingkat akun-akun sebagai bangun 
sistematika pelaporan keuangan.  
- Apakah LKPD entitas telah disajikan 
secara wajar? 
- Apakah SPI entitas sudah cukup baik? 
- Apakah entitas sudah patuh terhadap 
aturan perundangan? 
- Apakah akun aktiva lancar telah disajikan 
secara wajar? 
- Apakah, dan seterusnya akun-akun 
lainnya juga telah disajikan secara wajar? 
 
Melalui program dan prosedur pemeriksaan, 
bukti audit dikumpulkan sesuai dengan 
tujuan pengauditan; memberi opini – 
kewajaran – atas LKPD suatu entitas.   
 
Evaluasi atas bukti audit untuk menentukan 
kesesuaian pengalaman auditor atas fakta 




Kesimpulan atas hasil pemeriksaannya 
LKPD entitas Pemda. 
- LKPD entitas A telah disajikan secara 
wajar. 
- SPI entitas sudah cukup baik 
- Entitas patuh terhadap aturan 
perundangan. 
- Akun aktiva lancar telah disajikan secara 
wajar. 
- Dan seterusnya akun-akun lainnya juga 





Untuk menguji hipotesis itu, auditor melalui prosedur-prosedur 
pemeriksaannya akan mengobservasi dan mengumpulkan bukti untuk 
memastikan; misalnya, kas benar-benar ada dan telah disajikan secara wajar 
dalam semua hal yang material.  Kesimpulan-kesimpulan tunggal di tingkat akun 
selanjutnya menjadi bahan rujukan bagi auditor dalam membuat kesimpulan di 
tingkat LKPD entitas.   
Auditing – khususnya terhadap LKPD - adalah proses sistematis yang 
dimulai dari keinginan suatu aturan perundangan-undangan untuk memenuhi; 
jaminan atas kualitas sebuah LKPD.  Terjadinya ‘proses sistematis’ menunjukkan 
adanya persamaan antara ilmu sains dengan auditing.  Dalam ilmu sains, sebuah 
masalah (misalnya dalam riset) diselesaikan dengan mengacu pada scientific 
method of inquiry.  Sebagaimana saran dari Mautz dan Sharaf (1980), auditing 
juga dapat belajar tentang sifat (nature) metodologi penyelidikan seorang 
ilmuwan sains dalam praktik penyimpulannya.  Meskipun harus diakui, ini tak 
serupa amat dengan ilmuwan sains; khususnya saat auditor menyimpulkan suatu 
hasil penyelidikan (pemeriksaan), tetapi auditor juga harus mendasarkan diri 
pada alasan-alasan tertentu dengan tenggat waktu tertentu.  Hal ini tentu saja 
tidak menghalangi kita untuk mengingkari adanya kesamaan proses 
sistematikanya sebagai sebuah ilmu.  Selain itu, penyimpulan di antara 
keduanya, sangat tergantung pada sokongan sebuah  bukti. Ini sudah cukup 
logis untuk menyandingkan kesamaan metode antara ilmuwan sains dengan 
auditor. 
Ciri sifat ilmiah dari sebuah pengauditan terpengaruh cara-cara 
pengamatan ilmu kealaman yang telah ada terlebih dahulu (Mautz dan Sharaf, 
1980, 19; Ricchiute, 1982, 5).  Objek kajiannya juga bersifat material, yaitu 
sebuah LKPD suatu entitas beserta perangkat penyusunnya.  Objeknya dapat 
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bersifat ada, atau mungkin masih harus diuji keberadaannya sesuai dengan 
sasaran pemeriksaan LKPD (terkait dengan asersi-asersi).  Dalam mengkaji 
objek pemeriksaan, yang dicari adalah persesuaian antara apa yang tercatat 
(realitas tercatat) dengan kriteria yang seharusnya. 
Metode yang digunakan - untuk mencari kesesuaian realitas objek yang 
tercatat dengan kriteria yang seharusnya – memungkinkan auditor 
meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam memberi 
kesimpulan yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.  Konsekuensi dari 
upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu – yang mirip ilmu sains – untuk 
menjamin kepastian akan kebenaran opini yang akan disimpulkan.  Sistematika 
yang dibangun harus mampu mengurai dan merumuskan hubungan yang teratur 
dan logis.  Hubungan itu terlihat pada kertas kerja pemeriksaan yang memuat 3 
hal.  Pertama, tujuan, lingkup dan metodologi audit, termasuk kriteria uji petik 
yang digunakan.  Kedua, dokumentasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk 
mendukung kesimpulan dan pertimbangan signifikan, termasuk gambaran 
transaksi-transaksi dan catatan-catatan yang diperiksa, yang akan 
memungkinkan auditor berpengalaman melakukan pemeriksaan atas transaksi 
dan catatan yang sama.  Ketiga, bukti tentang review yang dilaksanakan oleh 
pengawas (supervisor) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 
Ini pada akhirnya membentuk jaring sistem kerja yang utuh menyeluruh 
dan padu yang terlihat pada pola hierarkis dan sistematika pengerjaannya.  
Dalam auditing, karakteristik jaring sistematika kerja yang terangkai dalam KKP 
harus  memenuhi kriteria; lengkap dan akurat, jelas dan singkat, mudah 
disiapkan.  Kelengkapan dan keakuratan sebuah kertas kerja memberi dukungan 
yang memadai bagi sebuah temuan, simpulan auditor serta dapat 
menggambarkan sifat dan lingkup pengujian yang dilakukan oleh auditor.  Kertas 
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kerja auditor juga menunjukan kejelasan bagi pembacanya dalam memahami 
tujuan, sifat dan lingkup pekerjaan seorang auditor.  Hal ini menuntut auditor 
mempersiapkan kertas kerjanya yang menunjukan bahwa ia telah mengacu pada 
pola yang terorganisir, standar audit (akuntansi) dan aturan perundangan 
lainnya. 
Karakteristik lain yang tak kalah pentingnya dalam jaring sistematika 
sebuah KKP adalah berurutan, relevan serta terorganisasi dalam struktur yang 
konsisten dan mudah untuk direview.  KKP seorang auditor menunjukan 
kerapian dan kemudahan bagi pembaca untuk memahaminya.  Selain mudah 
dipahami, sebuah KKP hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan 
pemeriksaan. Informasi dalam KKP juga kerja berfokus pada hal-hal yang secara 
material penting, mendasar dan berguna dalam pengambilan keputusan.  Hal 
terakhir yang tak kalah pentingnya adalah KKP disusun secara terorganisasi dan 
terstruktur.  Kestrukturan ini akan memudahkan menelusuri dasar logis untuk 
melakukan review atas hasil pemeriksaan seorang auditor. 
7.2 Jejak Keinduktifan dari Tingkat Akun ke Tingkat Laporan Keuangan 
 Proses terbentuknya sebuah pernyataan, dapat dirujuk dalam sebuah 
pemeriksaan suatu entitas.  Misalnya, jika suatu pemeriksaan LKPD pada entitas 
tertentu, maka sasaran pemeriksaan LKPD ini telah ditentukan oleh auditor.  
Sasaran pemeriksaan pemeriksaan LKPD TA 20xx meliputi pengujian atas: (a).  
Desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan 
sebelumnya; (b).  Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada LRA 
dan LAK TA 20xx; (c).  Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 
Desember 20xx; (d).  Pengungkapan informasi keuangan pada CaLK; (e).  
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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 Sebuah pernyataan lahir dalam bentuk kesimpulan (opini), berkaitan 
dengan verifikasi atau pengujian LKPD, LAK dan LRA serta data pendukung 
lainnya.  Data seperti laporan keuangan dan bangunan akun-akun yang 
mendasarinya diungkapkan dan digambarkan kesesuaiannya dengan standar 
akuntansi pemerintahan dan kepatuhannya terhadap aturan perundang-
undangan.   
Pengujian itu meliputi: (a) keberadaan dan keterjadian, bahwa seluruh 
aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 20xx dan 
seluruh transaksi penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran yang disajikan 
dalam LRA dan LAK TA 20xx benar-benar ada dan terjadi selama periode 
tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai, (b) 
kelengkapan, bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah 
dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan, belanja daerah, dan 
pembiayaan yang terjadi selama TA 20xx telah dicatat dalam LRA, (c) hak dan 
kewajiban, bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki 
atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban 
pemerintah daerah pada tanggal pelaporan, (d) penilaian dan alokasi, bahwa 
seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah 
disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan 
standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran 
TA 20xx, (e) penyajian dan pengungkapan, bahwa seluruh komponen laporan 
keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan 
secara memadai dalam catatan laporan keuangan.  
Misalkan auditor mengetahui eksistensi persediaan suatu entitas; “pada 
tanggal 31 Desember 20xx, entitas suatu entitas memilki persediaan senilai Rp. 
150.000.000,-.  Jika auditor ingin meyakinkan diri bahwa entitas bersangkutan 
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betul-betul memilki persediaan senilai itu, maka auditor harus melakukan 
observasi atau perhitungan fisik terhadap stock yang ada.  Auditor juga akan 
meneliti bukti-bukti tertulis tentang kepemilikan persediaan itu.  Bila berbagai 
bukti telah dikumpulkan dan informasi yang mereka terima benar-benar 
menunjukan eksistensi persediaan itu, maka auditor dapat menjadi yakin akan 
nilai persediaan tersebut.  
Implikasi dari pengujian seperti yang dilakukan di atas – untuk 
memperoleh pernyataan umum dan pernyataan tunggal - akan menyasar, 
keberadaan dan keterjadian suatu aset, kewajiban, dan transaksi penerimaan, 
belanja dan pembiayaan yang tersaji dalam LKPD entitas.  Pengujian ini akan 
memastikan bahwa bahwa aset dan utang entitas adalah benar-benar 
menunjukkan hak dan kewajiban entitas yang bersangkutan.  Pengujian ini juga 
memastikan bahwa seluruh pencatatan transaksi dalam periode tahun anggaran 
telah dicatat, dinilai dan dialokasikan sesuai dengan tahun anggaran yang 
bersangkutan.  Akhirnya dengan itu semua, dibuat kesimpulan di tingkat akun 
dan berlanjut pada kesimpulan umum pada tingkat LKPD entitas. 
7.3 Jejak Induksi dalam Menyimpulkan SPI dan Aturan  Perundangannya. 
 Kita telah menelusuri jejak keinduktifan pada akun-akun yang dibangun 
dari pernyataan tunggal ke pernyataan umum.  Jejak induksi pada akun-akun 
dibekali oleh evaluasi SPI dan kepatuhan entitas terhadap aturan perundang-
undangan.  Pertimbangannya adalah semakin dipercaya kualitas penerapan SPI 
dan kepatuhannya terhadap aturan perundangan, semakin dipercaya pula 
angka-angka yang tersaji pada akun-akun entitas itu. Ini akan lebih meyakinkan 
auditor dalam menelorkan sebuah kesimpulan.  
Dalam standar diatur; salah satu basis utama dalam pemberian opini 
adalah evaluasi atas efektivitas SPI entitas, termasuk menilai kepatuhan entitas 
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terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam laporan ikhtisar hasil 
pemeriksaan semester BPK tahun 2008 dinyatakan bahwa:  
Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas 
SPI.  Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah 
dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP).  SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur 
dalam SPI meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas 
dari salah saji material. 
 
Dari pernyataan di atas, dalam rangka pemberian opini audit, menjadi 
kewajiban bagi auditor untuk menilai kualitas SPI suatu entitas termasuk 
kepatuhannya terhadap aturan perundangan yang berlaku.  Dengan evaluasi 
SPI, auditor dapat mengenali penerapan SPI entitas; apakah lingkungan 
pengendalian yang diciptakan oleh entitas tersebut menimbulkan prilaku positif 
dan kondusif di lingkungannya.  
Dengan evaluasi terhadap SPI entitas, auditor dapat mengenali apakah 
SPI suatu entitas telah cukup memadai dan mampu mendeteksi adanya 
kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.  Menurut BPK (2008), 
pelemahan terhadap aktivitas pengendalian (SPI) dapat menimbulkan beberapa 
persoalan, di antaranya tampak pada peristiwa: 
 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu 
kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan 
akuntansi dan pelaporan keuangan. 
 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan 
pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta 
pelaksanaan/kegiatan pada entitas yang diperiksa. 
 Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait 
dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas 
struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa. 
 
 Selanjutnya, pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan.  Hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
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undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian 
negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.  Bentuk ketidakpatuhan itu dapat diurai 
sebagai berikut:  
 Kerugian negara/daerah (termasuk kerugian yang terjadi pada 
perusahaan milik negara/daerah) adalah berkurangnya kekayaan 
negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik 
sengaja maupun lalai.  
 Potensi kerugian negara/daerah (termasuk potensi kerugian yang terjadi 
pada perusahaan negara/daerah) adalah suatu perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko 
terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya 
uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya.  
 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah 
menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas 
negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan. 
 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap 
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau 
pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut 
tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, 
tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak 
menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi 
tindak pidana. 
 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan 
input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari 
standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang 
lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang 
sama. 
 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio 
penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih 
besar dari seharusnya.  
 Temuan mengenai ketidakhematan berorientasi pada pencapaian hasil 
(outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang 
tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi 
instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. 
 
Ide efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan 
menjadi dasar pemberian opini bagi auditor adalah dapat diterima.  
Anggapannya adalah eksistensi SPI dan kepatuhan terhadap aturan perundang-
undangan dapat menghilangkan peluang irregulitas dalam suatu entitas.  
Demikian pula sebaliknya, jika SPI dan kepatuhan terhadap aturan perundang-
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undang tidak memuaskan, maka kualitas laporan keuangan tentu saja akan 
buruk, dan ini ditandai dengan perolehan opini yang buruk pula dari auditor.  
Siapapun dan dimanapun, bagi seorang auditor yang mengacu pada standar, 
apabila menemui kualitas SPI dan kepatuhan terhadap aturan perundang-
undangan suatu entitas buruk, maka hasil pemeriksaannya pun terhadap 
pengelolaan keuangan entitas itu tidak akan berbeda; sama-sama menghasilkan 
opini yang buruk.  
Saat auditor akan membuat kesimpulan tentang eksistensi aset-aset fisik 
tertentu, seperti kas, persediaan atau aset fisik lainnya, maka pemeriksaan 
langsung melalui observasi dan pengamatan langsung di lapangan dilakukan.  
Pertimbangan yang ingin dibangun oleh auditor adalah ia ingin memiliki 
pengetahuan langsung dan kepastian akan adanya wujud fisik aset yang 
dimaksud beserta pengendalian (SPI) yang menyertainya.   
Salah satu pengalaman dan pemahaman auditor dapat dirujuk pada 
temuan yang ada dalam laporan SPI entitas Kabupaten Parigi Moutong (BPK, 
2010) dengan kas dan aset sebagai obyek penilaian.  Dalam laporan itu 
disebutkan bahwa pengendalian pengelolaan kas belum optimal dilakukan. 
Penyimpanan fisik kas pada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), 
maupun pada bendahara SKPD tersimpan dalam rekening di bank dan serta 
tersimpan dalam brankas kantor.  Menurut auditor, penyimpanan pada rekening 
bank telah dilakukan atas nama jabatan, dan tidak terdapat satupun rekening 
giro atas nama pribadi.  Hasil observasinya menunjukkan bahwa, pengelolaan 
uang pada brankas dikuasai oleh bendahara pengeluaran dan bendahara 
penerimaan.  Kunci brankas diletakkan pada tempat yang hanya diketahui oleh 
pengelola brankas.  Sementara pengendalian fisik kas berupa cash opname dan 
rekonsiliasi bank telah dilaksanakan secara memadai pada tingkat BUD. Namun, 
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pada tingkat SKPD belum sepenuhnya dilaksanakan.  Hal tersebut diketahui 
terjadi kekurangan kas pada saat pemeriksaan kas yang dilakukan oleh tim 
pemeriksa BPK pada dinas kesehatan.  
Selanjutnya, untuk penyimpanan surat-surat berharga pada BUD seperti 
sertifikat tanah, buku cek, dokumen/bukti penyertaan modal, dan rekening koran 
belum memadai.  BUD belum memiliki lemari besi untuk penyimpanan surat 
berharga tersebut. Bukti kepemilikan saham atas penyertaan modal pada BUMD 
dan PT Bank Sulteng belum diketahui keberadaannya, yang terjadi akibat 
pergantian pejabat BUD dan kuasa BUD yang meninggal pada akhir tahun 2009. 
Sementara untuk aset tetap, pengendalian fisiknya masih lemah.  Hal 
tersebut diketahui adanya beberapa aset tanah hasil pengadaan Pemda yang 
telah digunakan pada beberapa instansi vertikal tanpa dilengkapi dengan berita 
acara penyerahan yang jelas berupa berita acara pinjam pakai. Selain itu nilai 
aset tetap pada tanggal neraca per 31 Desember 2009 tidak disajikan sesuai 
keadaan sebenarnya. 
Secara keseluruhan, hasil evaluasi dan pandangan auditor terhadap SPI 
atas penyusunan LKPD entitas Kabupaten Parigi Moutong TA. 2009 dianggap 
masih lemah. Evaluasi dan penilaian SPI entitas diarahkan pada 5 unsur, (1) 
kualitas lingkungan pengendalian entitas, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan 
pengendalian, (4) informasi dan (5) pemantauan. Salah satu dari 5 unsur yang 
dievaluasi oleh auditor adalah lingkungan pengendalian entitas. Dalam 
pandangan auditor dinyatakan bahwa unsur lingkungan pengendalian entitas 
Kabupaten Parigi Moutong belum dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Hal 
itu dapat telah ditelusuri dan diobservasi oleh auditor meyangkut 4 hal. 
Pertama, penegakan integritas dan nilai-nilai etika belum sepenuhnya 
menjadi perhatian.  Pemda Kabupaten Parigi Moutong belum menerapkan 
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adanya penghargaan atau sanksi yang dapat menunjukkan terciptanya 
lingkungan kerja dan disiplin kerja guna pencapaian prestasi dan kinerja secara 
terukur.  
Kedua, Pemda Kabupaten Parigi Moutong belum mempunyai komitmen 
terhadap kompetensi pegawai.  Hal ini diketahui dengan belum ditetapkan dan 
dilaksanakannya standar kompetensi untuk penempatan pejabat yang terkait 
dengan pengelola keuangan daerah maupun pejabat yang terkait dengan 
pelaksanaan APBD. 
Ketiga, jumlah pegawai telah memadai, namun peningkatan kompetensi 
bendahara dan pengelola keuangan daerah belum maksimal dilaksanakan.  
Kompetensi pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan perbendaharaan 
kurang memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi, perbendaharaan 
dan komputer.  Kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap bendahara dan 
pengelola keuangan belum merata dan belum secara dilaksanakan.  
Keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum 
mengantisipasi kemampuan dan beban kerja masing-masing pegawai yang 
ditugaskan.  Petugas yang melakukan pengelolaan aset tetap, baik di DPKD 
maupun di SKPD belum sepenuhnya memiliki keahlian di bidang terkait, 
sehingga dokumen penatausahaan aset tetap tidak dapat diselenggarakan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Hal yang perlu dicermati bahwa, sesungguhnya sebuah pernyataan 
tunggal adalah abstraksi pengalaman seorang subjek.  Urutan skematik – lihat  
Gambar 7.2 -  pernyataan tunggal disimpulkan oleh auditor untuk selanjutnya 
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Pada saat pemeriksaan, auditor mengurung sebuah peristiwa dalam 
fenomena individual untuk untuk selanjutnya dihubungkan dengan penilaian dan 
kriteria yang dianut oleh auditor.  Semua observasi-observasi dan pengujian-
pengujian individual, menuntun auditor mengeneralisasi peristiwa-peristiwa itu – 
kesimpulan di tingkat LKPD entitas – melalui ciri-ciri yang menonjol dari suatu 
peristiwa individual. Dengan demikian sebuah pernyataan umum, tidak lain 
berasal dari pertimbangan dan kesimpulan auditor yang telah mereka identifikasi 




BAB  8 
RETAKAN-RETAKAN DALAM KERJA PENGAUDITAN 
Pada prinsipnya pembahasan pada bab ini akan menegaskan bahwa 
kerja pengauditan tidaklah linear sebagaimana seharusnya kerja ilmiah sebuah 
formasi sains.  Pada kerja pengauditan ada mengandung retakan-retakan 
(diskontinuitas) yang mempengaruhi formasinya. 
Retakan-retakan itu berkenaan dengan kemantapan diri auditor dalam 
mempertimbangkan sebuah peristiwa dalam pengauditan dengan keyakinan 
terhadap opini yang akan diberikan.  Retakan itu berkaitan dengan (a) adanya 
deobjektifikasi dan pelibatan intuisi dalam praktik pengauditan, (b) kemantapan 
argumentasi auditee dalam menjelaskan praktik pengelolaan keuangan yang 
dilakukannya, (c) tafsir dan perlakuan auditor dan auditee terhadap (perubahan) 
perundang-undangan dan standar yang berlaku, dan terakhir (d) kapasitas 
pemenuhan program pemeriksaan (P2) oleh auditor. 
Pada akhirnya, keseluruhan retakan-retakan itu akan dibungkus dengan 
label ‘koherensi’ dalam pengauditan.  Istilah ini dipinjam dari ilmu kebahasaan 
untuk menunjukkan konsistensi penyusunan gagasan-gagasan dalam satu 
kesatuan teks (lihat Keraf, 2007, 13).  Dengan koherensi akan dinilai konsistensi 
keinduktifan atau formasi sains auditor dalam mempertimbangkan fakta atau 
peristiwa pengauditan kaitannya dengan opini yang diberikan terhadap suatu 
entitas.  
8.1 Koherensi dalam Kerja Pengauditan 
 Formasi sains dalam pengauditan mempengaruhi cara berpikir seorang 
auditor.  Pengajaran yang diterimanya, baik di ‘sekolah’ maupun di institusinya  
membentuk karakter berpikir dalam memahami realitas.  Bagi seorang auditor, 
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sebagaimana diatur dalam ajaran standar dan tujuan pemeriksaannya, realitas 
dipahami menjadi suatu kata yang berurusan dengan fakta (independence in 
fact).  Ia dididik dan dilatih  untuk memiliki cara berpikir yang logis dalam 
menangkap fakta (material) sebagaimana adanya.  Segala sesuatu yang bukan 
merupakan penjelasan faktual atau logis akan disingkirkan.  Penilaian subjektif 
direduksi sebagai seuatu dianggap tidak ada dan tidak berkesesuaian dengan 
standar dan formasi sainsnya.   
Formasi sains pengauditan dicirikan oleh metode induksinya.  Metode ini 
mencakup transformasi data dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol 
tersebut bisa berupa rumusan dan skala penilaian tertentu, ataupun dapat 
berupa aturan-aturan dan konsep-konsep untuk pemenuhan standar 
pengacuannya.  Fungsi utamanya memeriksa fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa 
tertentu dan menempatkannya dalam suatu tatanan tertentu atau dalam suatu 
jaringan aturan-aturan standar.  Dengan demikian formasi sains dalam 
pengauditan tidak hanya punya sifat teoritis saja tetapi juga berperan sebagai 
alat yang bersifat instrumental, dengan teknologi diri sebagai kelengkapan diri 
dalam pengauditannya.  
Saat ini, apakah auditing yang dicirikan dengan formasi sains bisa 
dipertanyakan kerekatan instrumennya?  Memang kita dapat mempertanyakan 
kontak formasi sains dengan metode faktual pemikiran ilmiah.  Perhatiannya 
ditujukan pada;  suatu pemisahan yang tegas sering dibuat antara bahasa logis 
di satu pihak dengan ‘bahasa evaluasi’ (evaluasi SPI, evaluasi kepatuhan) di 
pihak lain.  Pemisahan seperti ini diungkapkan sebagai sebuah pemisahan yang 
mengarahkan kita antara sebuah fakta dengan sebuah penilaian.  
Sebuah contoh sederhana akan lebih memperjelas apa yang dikatakan di 





Jenis-Jenis  Opini Auditor 
No. 
Urut 
Opini Penjelasan Contoh Entitas 
Yang Menerima 
TA 2007 
A B C D 
1 Wajar Tanpa 
Pengecualian – 
WTP (un qualified 
opinion) 
opini wajar tanpa pengecualian 
menyatakan bahwa LK telah disajikan dan 
diungkapkan secara wajar, dalam semua 
hal yang material dan informasi keuangan 
dalam LK dapat digunakan oleh para 
pengguna LK. 
Prov. Gorontalo; 
Kab. Aceh Tengah 




opini wajar dengan pengecualian 
menyatakan bahwa LK telah disajikan dan 
diungkapkan secara wajar, dalam semua 
hal yang material, kecuali untuk dampak 
hal-hal yang berhubungan dengan yang 
dikecualikan, sehingga informasi keuangan 
dalam LK yang tidak dikecualikan dalam 





Tengah; Kab Poso 
3 Tdak Wajar – TW 
(adverse opinion)  
Opini tidak wajar menyatakan bahwa LK 
tidak disajikan dan diungkapkan secara 
wajar, dalam semua hal yang material, 
sehingga informasi keuangan dalam LK 
tidak dapat digunakan oleh para pengguna 
LK  
Kab. Bangkalan; 
Prov. Jawa Timur; 
Kab. Blitar. Kota 
Malang 
4 Tidak Memberikan 
 Pendapat-  (TMP) 
 (disclaimer) 
Pernyataan menolak memberikan opini 
menyatakan bahwa LK tidak dapat 
diperiksa sesuai dengan standar 
pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa 
tidak dapat memberikan keyakinan bahwa 
LK bebas dari salah saji material, sehingga 
informasi keuangan dalam LK tidak dapat 
digunakan oleh para pengguna LK. 




Mengacu pada  Tabel 8.1 di atas, kita akan membandingkan pernyataan-
pernyataan berikut ini:  
Pernyataan Pertama : Urutan ke 2, rangkingnya setingkat lebih tinggi dari 
pada urutan ke 3. (bandingkan cell A2 dengan cell A3) 
Pernyataan Kedua : Opini entitas Kota Semarang lebih baik dari pada opini 
entitas Kab. Bangkalan (bandingkan cell D2; B2; A2 
dengan cell D3; B3; A3) 
 
Pernyataan pertama adalah pernyataan yang dari apa yang kita sebut 
‘bahasa yang jelas dengan sendirinya’ sebagaimana akan dengan sendirinya 
diterima oleh setiap orang bahwa urutan ke 2 adalah rangkingnya setingkat lebih 
tinggi dari urutan ke 3.  Pernyataan ini mengingatkan penulis pada seorang 
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kepala dinas - pengelola keuangan - di sebuah entitas menyatakan 
“Alhamdulillah tahun lalu [2010], kami berhasil memperoleh rangking 2 dari BPK 
[maksudnya  mendapat opini WDP], … kedepannya kita usahakan peringkatnya 
lebih baik atau minimal bisa mempertahankannya”.  Pernyataan ini adalah 
proposisi analitis karena itu (pernyataan) diperoleh dari suatu sistem pengukuran 
atau sistem numerik dari sebuah urutan perhitungan yang sudah kita sepakati 
secara bersama (lihat Palmaques, 2007, 146).   Artinya apa yang diungkapkan 
Sang Kepala Dinas adalah tidak salah.  Maksud pengungkapannya adalah 
bahasa yang jelas dengan sendirinya dalam kerangka analisis numerik.  
Pernyataan kedua bukan hanya sekedar sudah jelas dengan sendirinya, 
tetapi kalimat tersebut adalah sebuah perbandingan yang sungguh-sungguh 
memberi informasi tentang sebuah opini yang lebih baik dari opini yang lainnya 
dan sekaligus dipersepsikan sebagai tingkat atau kualitas dari pengelolaan 
keuangan suatu entitas.  Ini semacam proposisi yang bersifat sintesis (lihat 
Palmaques, 2007, 135-136).  Kita tentu saja dapat ‘dikejutkan’ begitu mengetahui 
bagaimana pengelolaan keuangan entitas  Kota Semarang dan entitas Kota 
Bangkalan; dan mengetahui bahwa pengelolaan keuangan entitas Kota 
Semarang lebih baik dari pada entitas Kabupaten Bangkalan.  Kita dapat 
menyebutnya sebagai sebuah informasi tentang ‘kualitas’ yang telah melewati 
sebuah kriteria.  
Bahasa yang mengejutkan pertama-tama menuntut kita agar suatu 
bahasa logis ditafsirkan: "2" adalah simbol dari angka dua; "3" adalah simbol dari 
angka tiga.  Simbol dan aturan penggunaannya - tambah, kurang, kali dan 
sebagainya - harus bisa diterapkan melalui perangkat atau petunjuk semantik.   
Petunjuk itu dapat digunakan pada sebuah objek ( fisik) atau pada proses-proses 
yang dapat ditentukan melalui kriteria yang disepakati.  Artinya dalam urusan 
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rangking-merangking dengan perangkat simbolisnya, identifikasi obyek fisik 
terhadap LKPD sebuah entitas dapat disepadupadankan pada identifikasi 
kecepatan laju lari sebuah kendaraan formula one.  
Kedua, harus ada kemungkinan yang terbuka bagi verifikasi dan atau 
falsifikasi, yang memungkinkan kita untuk menentukan fakta kongkret bahwa 
penerapan simbol angka "2" - merujuk pada opini WDP - pada data tertentu 
dalam contoh di atas - entitas  Kota Semarang - adalah benar atau tidak, 
koheren atau tidak. 
Formasi sains dalam pengauditan; hal itu dapat dibuat suatu pembedaan 
lebih lanjut antara “tingkat perumusan pernyataan tentang fakta” dengan sebuah 
“tingkat lebih tinggi; sebuah kriteria”.  Dalam formasi ini, konsep-konsep 
dirumuskan dan dikaitkan satu sama lain oleh aturan-aturan yang seharusnya 
dari segi logika bersifat koheren atau konsisten. Jaringan logis atau metodologi 
dari suatu formasi sains terkait dengan fakta-fakta berdasarkan aturan-aturan 
semantik, artinya ‘alat-alat’ atau cara-cara untuk menafsirkan suatu realitas 
(material) didasarkan pada data-data yang harus dapat diverifikasi atau 
difalsifikasi (Kattsoff, 1989, 61-62). 
8.2  Menguji Koherensi pada Kerja Pengauditan 
Kerja keilmiahan pengauditan adalah sesuatu yang memiliki aturan dan 
logika tersendiri. Inilah kiranya yang dapat kita analisis lebih dalam terkait 
dengan peristiwa-peristiwa dalam praktik pengauditan. Para auditor sebagai 
‘pekerja’ memahami dengan sangat familiar urutan logis dan rasionalitas dalam 
dalam kerja-kerja mereka.  
Kerja pengauditan dalam arti penugasan seorang auditor mengacu pada 
formasi sains yang berguna mencapai tujuan pemeriksaannya. Aturan ini 
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membutuhkan kemampuan analisis, membuat sintesis (kesimpulan) dan 
mengontrol proses kerja mereka melalui teknologi diri mereka. 
Sebagai contoh, saat pengumpulan bukti oleh seorang auditor. Auditor 
akan menetapkan apakah data atau informasi yang ia peroleh, itu adalah sebuah 
fakta atau bukan.  Data atau Informasi  ini selanjutnya dilakukan penilaian.  
Auditor perlu memastikan, apakah data-data atau informasi itu merupakan 
kenyataan atau hal yang sungguh-sungguh terjadi pada entitas teraudit.   
Berdasarkan dokumen atau laporan hasil pemeriksaan auditor, kita dapat 
mengetahui apa yang menjadi fakta dalam pengauditan.  Kita dapat mengetahui 
argumentasi apa yang melandasi auditor dalam mempertimbangkan fakta untuk 
melahirkan sebuah opini audit.  
Sebuah argumentasi akan kuat dan tentu saja mempunyai tenaga 
persuasif yang tinggi (Keraf, 2007, 13), kalau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk 
yang melandasinya bersifat konsisten; dalam artian tidak ada satupun petunjuk 
yang saling bertentangan atau saling melemahkan bukti-bukti yang lain.  Menilai 
penetapan fakta mana yang dipakai sebagai bukti dalam membuat suatu 
kesimpulan atau opini adalah konsisten atau koheren.  Skema pengujian pada 
Gambar 8.1 dapat dirujuk untuk memahami koherensi sebuah sebuah opini 
audit. 
Berdasarkan rujukan dari Gambar 8.1, faktanya adalah substansi sebuah 
peristiwa yang sejenis dan sebangun, yaitu ketidakyakinan auditor terhadap 
kepemilikan dan nilai aset (tanah) suatu entitas tetapi dampaknya terhadap opini 
entitas bisa berbeda.  Koherensi atau tidaknya dapat ditelusuri pada Perwakilan 
BPK RI di Surabaya dan Perwakilan BPK RI Perwakilan di Yogyakarta Sub 




Skema Pengujian Koherensi Sebuah Opini Audit 
 
 
Sumber: Laporan Auditor Independen untuk LKPD 2008 Tahun Anggaran 2008 
(BPK. 2008); Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 
2008 untuk LKPD 2007 (BPK, 2008). 
 
8.2.1 Menguji Koherensi: Peristiwa Pertama 
Peristiwa Pertama pada Perwakilan BPK RI di Surabaya, berdasar 
ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun anggaran 2008 untuk LKPD 
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2007, untuk Kota Surabaya terungkap bahwa SPI masih lemah dan kepatuhan 
terhadap perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan yang antara lain 
terungkap dalam temuan pemeriksaan.  Pertama; aset Tetap Tanah seluas 
2.341.685,30 m2 belum didukung bukti kepemilikan, sehingga saldo aset 
tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 
768,61 miliar belum dapat diyakini kepemilikannya secara sah menurut 
hukum.  Kedua; penyertaan modal pemerintah Kota Surabaya tidak didasari 
dengan peraturan daerah, sehingga penyertaan modal sebesar Rp. 8,84 miliar 
tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.  Ketiga; 
sisa kas pada bendahara pengeluaran terlambat disetor kembali ke kas daerah, 
sehingga menimbulkan resiko kehilangan dan peluang penyalahgunaan kas 
sebesar Rp. 5,93 miliar.  Pemanfaatan kelebihan saldo kas daerah belum 
optimal, sehingga pemerintah kota kehilangan kesempatan mendapatkan 
pendapatan lebih tinggi sebesar Rp. 18,60 miliar.  Atas pemeriksaan tersebut, 
pemerintah Kota Surabaya memperoleh opini ‘Tidak Wajar (TW)’. 
Atas hal tersebut, apakah peristiwa ketidakyakinan penyajian aset juga 
berlaku bagi entitas Kota Surabaya juga koheren berlaku bagi pengalaman-
pengalaman pengauditan di entitas lain di lingkup naungan BPK Perwakilan 
Wilayah Surabaya?  Dengan tetap mengacu pada berdasar ikhtisar hasil 
pemeriksaan semester (IHPS) I tahun anggaran 2008 untuk LKPD 2007 
mengetahui koherensi sebuah peristiwa ini.  Berdasarkan uraian berikut nanti, 
terlihat bahwa soal aset dipertimbangkan auditor dalam memberikan kualitas 
opininya; bahkan hampir sebagian besar entitas yang ada di wilayah Jawa Timur 
(37 dari 39 entitas) mendapat opini Tidak Wajar  (TW). Terkait dengan 
pandangan auditor terhadap penyajian aset di wilayah Jawa Timur, beberapa hal 
tersebut dapat paparkan sebagai berikut: 
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 Provinsi Jawa Timur - Opini Tidak Wajar (TW);  Tanah seluas 10.524.378 m
2
 
belum bersertifikat atas nama Pemda dan tidak didukung bukti kepemilikan, 
sehingga aset tetap berupa tanah sebesar Rp. 1,31 triliun tidak dapat diyakini 
kewajarannya dan melemahkan posisi Pemda jika sewaktu-waktu terjadi 
sengketa tanah dengan pihak lain. 
 Kabupaten Blitar - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah seluas 33.736.503 m
2
 
yang tidak didukung bukti kepemilikan, sehingga aset tanah yang disajikan di 
Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1,10 triliun tidak dapat diyakini 
kewajarannya.  Pengamanan aset  tanah seluas 6.707.415,65 m
2
 dengan nilai 
sebesar Rp. 334,14 miliar belum memadai, sehingga terbukanya peluang 
penyalahgunaan dan penguasaan tanah oleh pihak ke tiga, dan kurangnya 
kepastian hukum atas kepemilikannya. 
 Kabupaten Gresik - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah belum didukung 
dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga aset tanah sebesar Rp. 626,36 
miliar belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. 
 Kabupaten Lamongan - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah pada Neraca 
per 31 Desember 2007 senilai Rp. 1,07 triliun tidak didukung bukti kepemilikan 
yang sah, sehingga  belum dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Malang - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah senilai Rp. 1,32 
triliun tidak didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga tanah yang disajikan 
di neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Ngawi - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah seluas 26.850 m
2
 
belum didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga aset tanah sebesar Rp. 
913,99 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset tanah belum didukung bukti 
penguasaan yang sah, sehingga aset berupa tanah yang dicantumkan dalam 
Neraca per 31 Desember 2005 sebanyak 1.064 bidang sebesar Rp. 1,46 triliun 
tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan melemahkan posisi Pemda 
apabila ada klaim dari pihak ketiga serta tanah sebanyak 39 bidang sebesar Rp. 
18,84 miliar bermasalah dengan pihak lain. 
 Kota Malang - Opini Tidak Wajar (TW);  Aset berupa tanah seluas 2.318.013 
m
2
  tidak didukung bukti kepemilikan yang sah, sehingga penyajian nilai tanah 
di neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 624,53 miliar tidak dapat diyakini 
kewajarannya. 
 
Kekoherenan berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap suatu 
peristiwa.  Misalnya, peristiwa penyajian nilai tanah pada neraca daerah tidak 
diyakini kewajarannya. Ketidakyakinan itu disebabkan aset-aset tanah tersebut 
belum sepenuhnya didukung oleh dokumen yang valid, lengkap, legal dan 
akurat.  Atas ketidakyakinan itu auditor bisa mempertimbangkan peristiwa ini 
sebagai bagian yang diperhitungkan dalam memberikan sebuah jenis opini yang 
akan diberikan. 
Dasar berikutnya yang dapat dipakai untuk mengadakan penilaian fakta 
mana yang dapat dipergunakan sebagai opini auditor adalah masalah koherensi 
terhadap peristiwa yang sama dan sebangun di wilayah perwakilan lain.  Semua 
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fakta yang akan digunakan sebagai evidensi harus pula koheren dengan 
pengalaman-pengalaman auditor lain, atau sesuai dengan pandangan (standar) 
atau sikap yang umum memang berlaku.  Terkait koherensi; misalnya terhadap 
ketidakyakinan terhadap aset dan dampaknya terhadap opini; jika auditor 
menginginkan agar pendapatnya diterima secara logis, maka ia harus dapat 
meyakinkan ‘pembaca’ bahwa opininya tidak bias terhadap unsur koherensi.  
Ketidakbiasan terhadap unsur koherensi membawa ‘pembaca’ akan  
setuju’ atau menerima koherensi berupa fakta-fakta dan jalan pikiran yang 
dikemukakan auditor.  Maka konsekuensinya ‘pembaca’ bisa menerima opini 
auditor tanpa dianggap mengandung unsur ‘pembiasan’. “Kami terkadang heran 
Pak”, demikian Radithya bercerita, seorang staf akuntansi yang membidani 
keuangan dan pengelolaan aset di Provinsi Sulawesi Tengah.  “Ketika mereka 
(auditor) mengeluarkan opini disclaimer terhadap kami (entitasnya), kami 
merasa, secara teori tidak seharusnya seperti itu.  Seolah perlakuan terhadap 
kami bersifat diskriminatif, biar bagaimanapun kami sudah bekerja sama dan 
komunikatif terhadap data-data yang mereka butuhkan lagi pula pengelolaan 
keuangan kami sudah tersistem.  Lebih jauh Radithya bercerita, “dengan 
pengelolaan yang sudah tersistem, kalau mereka meminta data, kita bisa lebih 
mudah dan cepat memenuhinya, karena data basednya siap untuk diberikan 
dengan mudah”.  
Lebih jauh Radithya bercerita, “tetapi terkadang juga, ada juga auditor 
yang kemampuan komputer kurang, kita dimintai data yang sudah diolah – 
misalnya menggunakan exel. Kita sajikan data sesuai dengan permintaanya, 
misalnya transaksi disajikan berdasarkan kriteria SP2D, SPMU, SPJ atau SPP.  
Semua itu sudah kami penuhi.  Jadi agak aneh rasanya kalau opini yang kami 
adalah disclaimer, seolah kami diperlakukan berbeda dari yang lainnya, padahal 
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kami merasa pengelolaan keuangan kami lebih baik dari beberapa entitas lain 
yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. 
Apa yang dialami Radithya menarik untuk disimak.  Dasarnya adalah 
meskipun kita dapat berasumsi bahwa Radithya punya kecenderungan untuk 
membela entitas tempatnya bernaung, namun tidak dipungkiri bahwa ia adalah 
seorang punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam bidang 
akuntansi.  Ia adalah seorang akuntan dan telah menyelesaikan pendidikan 
magisternya pada sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Kota Malang.  Apa 
yang dirasakan oleh Radithya adalah bahwa kadang standar atau pertimbangan 
yang digunakan oleh auditor untuk menilai entitasnya diberlakukan berbeda 
dengan entitas lain.  Menurut pengalamannya, Radithya biasa menghubungi (via 
telepon) teman-temannya di daerah lain; menanyakan bagaimana perlakuan 
auditor terhadap suatu peristiwa yang sejenis dengan peristiwa yang dialaminya - 
misalnya perlakuan akuntansi terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas).  Hasilnya adalah “kami diperlakukan berbeda dengan daerah 
lainnya”, ungkap Radithya dengan nada kecewa.  Artinya terhadap substansi 
peristiwa yang sejenis dan sebangun, perlakuan auditor dan opini yang 
diharapkan oleh auditee adalah inkonsisten diterapkan oleh auditor. 
Apa yang dikeluhkan oleh auditee semacam Radithya, berkaitan dengan 
koherensi sebuah opini atas dasar peristiwa dan fakta yang mendasarinya.  
Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan 
peristiwa menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami sebuah 
opini audit.  Kebenaran koherensi ini digunakan sebagai sebuah pesan (bagi 
‘pembaca’ umum) supaya perhatiannya tertuju satu titik.  Kebenaran koherensi 
merupakan kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi 
yang harus dibaca dalam ‘teks’ pengauditan yang komprehensif.  Suatu 
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pernyataan disebut benar, bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari 
pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis.  Pernyataan-pernyataan 
ini  membawa kita pada pernyataan lain terhadap peristiwa sejenis dan 
sebangun lainnya, yang mungkin saja juga terjadi pada entitas lain. 
8.2.2 Menguji Koherensi: Peristiwa Kedua  
Peristiwa pertama seperti di atas menjadi relevan jika kita mencoba untuk 
bergerak pada peristiwa II pada Gambar 8.1, tepatnya di Perwakilan BPK 
Wilayah di Yogyakarta Sub Auditorat Jawa Tengah. Peristiwa pengauditan 
terhadap LKPD Kota Semarang dapat dijadikan contoh.  Berdasarkan ikhtisar 
hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun anggaran 2008 untuk LKPD 2007, 
Kota Semarang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  Salah 
satu  kualifikasi yang diperoleh oleh Kota Semarang terkait dengan 
ketidakyakinan auditor terhadap nilai aset yang tertera pada neraca entitas.  
Menurut auditor, nilai tanah pada neraca sebesar Rp. 2,48 triliun tidak didukung 
data yang memadai dan tanah sebanyak 1.623 bidang belum bersertifikat, 
sehingga nilai tanah pada neraca belum menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya dan pengamanan aset tanah kurang optimal.  Persoalan aset juga 
dipermasalahkan oleh auditor pada entitas-entitas di bawah naungan BPK RI 
Perwakilan Yogyakarta Sub Auditorat Jawa Tengah dan menjadi salah satu 
dasar pengecualian untuk memberikan opini WDP pada entitas bersangkutan. 
Opini yang diterima entitas Kota Semarang (WDP) berbeda dengan opini 
yang diterima oleh entitas Kota Surabaya (TW); padahal substansi peristiwanya 
adalah sama.  Kesamaan itu berupa penyajian dan legalitas aset masing-masing 
entitas (Kota Semarang dan Kota Surabaya) sama-sama tidak diyakini oleh 
masing-masing tim auditor.  Penilaian tim auditor – BPK RI di Perwakilan 
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Yogyakarta Sub Auditorat Jawa Tengah – terus konsisten penilaiannya terhadap 
entitas-entitas yang berada dalam naungan pemeriksaannya. 
 Kabupaten Banjarnegara – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Nilai aset 
tetap tanah pada neraca dan daftar inventaris tanah berbeda sebesar Rp. 569,49 
miliar dan nilai aset tetap jalan dan jembatan sebesar Rp. 781,09 miliar tidak dapat 
diyakini kebenarannya, sehingga nilai tanah, jalan dan jembatan pada neraca per 31 
Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Batang – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);  Nilai aset tetap di 
Neraca daerah dengan di Bagian Umum Sekda terdapat selisih sebesar Rp. 131,57 
miliar, sehingga nilai aset tetap di neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini 
kewajarannya. 
 Kabupaten Blora – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);  Aset tetap dalam 
neraca masih mengakui aset desa sebesar Rp. 1,49 triliun dan belum mengakui 
penerimaan yang berasal dari hibah sebesar Rp. 4,72 miliar, sehingga nilai aset tetap 
pada neraca per 31 Desember 2007 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. 
 Kabupaten Karanganyar – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Penyajian 
aset tetap dalam neraca sebesar Rp. 4,65 triliun tidak sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, sehingga nilai aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Klaten – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Pembelian tanah 
sebesar Rp. 232,29 juta belum didukung bukti yang sah dan terdapat kelebihan 
pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp100,00 juta, sehingga nilai aset tanah di 
neraca per 31 Desember 2007 disajikan lebih tinggi sebesar Rp. 332,29 juta.  
Pengelolaan aset tetap tidak tertib dan terdapat selisih antara aset tetap pada neraca 
dengan Bagian Perlengkapan sebesar Rp. 84,81 miliar, sehingga tidak dapat diyakini 
kewajarannya. 
 Kabupaten Purbalingga – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Nilai aset 
tanah antara Seksi Keuangan Daerah dengan Seksi Akuntansi berbeda sebesar Rp. 
50,85 miliar, sehingga nilai aset tanah di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Temanggung – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Aset tetap 
di neraca dan inventarisasi dari SKPD berbeda, sehingga aset tetap yang di neraca 
tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp. 27,27 miliar. 
 Kabupaten Wonogiri – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Aset tetap pada 
neraca berbeda dengan Rekapitulasi Induk Daftar Mutasi Barang Tahun 2007 yang 
disusun oleh Bagian Perlengkapan sebesar Rp. 59,18 miliar, sehingga nilai aset di 
neraca belum dapat diyakini kewajarannya. 
 Kabupaten Wonosobo – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Aset tetap 
sebesar Rp. 551, 93 miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga aset 
tetap dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.  
 Kota Salatiga – opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Saldo aset tanah di 
neraca tidak didukung dengan rincian yang memadai dari Bagian Pengelolaan 
Barang Daerah dan terdapat tanah eks bengkok dan eks tanah negara seluas 
2.845.479 m² senilai Rp. 38,15 miliar belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat, 
mengakibatkan nilai tanah di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dan rawan 
terhadap penyerobotan dan penyalahgunaan. 
 
 
8.3.  Inkoherensi dan Potensi Diskriminasi Objektif  
Peristiwa pertama dan peristiwa kedua dapat dipandang sebagai satu-
kesatuan ‘teks’ dalam perspektif; masing-masing mengacu pada standar 
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kelaziman.  Masing-masing peristiwa; dengan output sebuah laporan audit, 
memiliki keutuhan dengan struktur formasi sains.  Keutuhan itu sendiri dibangun 
oleh komponen-komponen  (akun, SPI, kepatuhan terhadap aturan) yang terjalin 
di dalam suatu organisasi keinduktifan yang dapat diurai atau dideskripsikan 
bagian-bagiannya.  Kesimpulan atas kedua peristiwa di atas adalah benar, 
karena dibangun sesuai dengan jaringan komprehensif yang berhubungan 
secara logis.  Artinya kesimpulan terhadap masing-masing peristiwa di atas 
punya dasar pembuktian namun prinsip kerja keilmiahannya sebagai satu 
kesatuan teks yang komprehensif mengandung unsur inkoherensi.  
 Aspek koherensi yang menjadi topik ini adalah, bagaimana diskriminatif 
objektif berpotensi terjadi untuk suatu peristiwa dalam pengauditan.  Dari kedua 
peristiwa di atas, dua opini auditor berikut ini, adalah gambaran opini yang 
menampilkan penyusunan pendapat yang berbeda dari praktik pengauditan yang 
sama. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK  Standar tersebut 
mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar 
BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari 
salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, 
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan.  Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas standar akuntansi 
pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh entitas 
serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK 
RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk 







Gambaran Lebih Eksplisit: 
(Peristiwa Pengauditan yang Sama dan Dampak yang Berbeda terhadap 
Opini Entitas)   
PERISTIWA YANG SAMA, SEJENIS MATERIAL PENGARUHNYA: 
Nilai aset tanah senilai dan seluas tertentu tidak diyakini kewajarannya dan status 
kepemilikannya diragukan atau tidak didukung oleh dokumen yang valid, lengkap dan legal 
Teks Tim Audit I Terhadap LKPD 
Kota Semarang 
 (BPK Perwakilan Di Yogyakarta Sub 
Auditorat Jateng) 
Teks Tim Audit II Terhadap LKPD Kabupaten 
Bangkalan  
(BPK Perwakilan Di Surabaya) 
Dalam Laporan Keuangan Tahun 
2007 Pemerintah Kota Semarang 
menyajikan hal-hal sebagai berikut : 
 Nilai tanah pada neraca 
daerah disajikan sebesar Rp 
2.519.817.176.934,00. Nilai 
tersebut tidak dapat diyakini 
kewajarannya disebabkan aset 
tanah belum seluruhnya didukung 
dokumen yang valid, lengkap, 
legal dan akurat sebagaimana 
diuraikan pada catatan atas 
laporan keuangan Nomor 5.1.13.  
 Nilai gedung dan bangunan 
pada neraca daerah disajikan 
sebesar Rp. 1.631.422.352.507,00. 
Nilai tersebut belum disajikan secara 
lengkap disebabkan masih terdapat 
gedung dan bangunan milik 
Pemerintah Kota Semarang yang 
belum dicatat karena belum 
diketahui nilainya sebagaimana 
diuraikan pada catatan atas laporan 
keuangan Nomor 5.1.15.  
 Nilai aset lain-lain pada 
neraca daerah disajikan sebesar Rp. 
8.675.783.720,00. Nilai tersebut 
belum termasuk aktiva Build 
Operate and Transfer (BOT) senilai 
Rp. 41.085.570.260,00 yang belum 
dapat dicatat pada akun aset lain-
lain disebabkan kurangnya data 
dukung yang memadai 
sebagaimana diuraikan pada 
catatan atas laporan keuangan 
5.1.20. 
----------------------------- 
Menurut pendapat BPK RI, kecuali 
untuk dampak atas hal-hal yang 
diungkapkan pada paragraf 
sebelumnya, laporan keuangan 
yang disebut di atas menyajikan 
secara wajar, dalam semua hal 
yang material, posisi keuangan 
Pemerintah Kota Semarang per 31 
Desember 2007, Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Surplus Defisit, 
Laporan Arus Kas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
 Terdapat tanah milik Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan seluas 1.147.910m
2
 senilai 
Rp112.345.111.589,00 belum dilengkapi bukti 
kepemilikan apapun baik dalam bentuk surat 
kepemilikan atau surat keterangan lainnya. Hal 
tersebut mengakibatkan status kepemilikan 
Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas tanah 
seluas 1.147.910m
2
 senilai Rp. 112.345.111.589,00 
diragukan. 
 Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak 
melakukan pencatatan atas pendapatan stock 
dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp. 
466.797.027,00 dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
Hal tersebut mengakibatkan realisasi Pendapatan 
Hasil BUMD & Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
dan Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah disajikan lebih rendah dalam 
Laporan Realisasi Anggaran masing-masing sebesar 
Rp. 466.797.027,00. 
 Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak 
melakukan pencatatan atas penerimaan Jasa Rawat 
Jalan Tingkat Pertama dari PT Askes sebesar Rp. 
508.219.750,00 dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk 
pelayanan kesehatan dan pada akhir tahun terdapat 
sisa kas sebesar Rp. 12.799.950,00. Hal tersebut 
mengakibatkan penyajian Pendapatan Asli Daerah 
dan belanja terkait dalam Laporan Realisasi Daerah 
terlalu rendah masing-masing-masing sebesar Rp. 
508.219.750,00 dan sebesar Rp. 495.419.800,00 
serta penyajian saldo Kas di Neraca lebih rendah 
sebesar Rp. 12.799.950,00; 
 Terdapat pengeluaran beban akun Belanja 
Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2007 
yang tidak didukung dengan bukti memadai yaitu 
realisasi bantuan sosial kepada masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 
4.504.253.500,00 serta bantuan keuangan kepada 
Partai Politik sebesar Rp. 787.500.000,00. Hal 
tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Bantuan 
Sosial sebesar Rp. 5.291.753.500,00 tidak dapat 
diyakini kewajarannya; 
---------------------------------- 
Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut 
pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang 
disebut di atas tidak menyajikan secara Wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan 
Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 
2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
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 Penjelasan yang terdapat pada teks tim audit II (di bawah naungan BPK  
Perwakilan Wilayah di Surabaya) merupakan sudut pandang sekelompok 
auditor yang mempermasalahkan kepemilikan tanah.  Menurut auditor tim II, 
tanah milik pemerintah Kabupaten Bangkalan seluas 1.147.910 m2 senilai Rp. 
112.345.111.589,00 belum dilengkapi bukti kepemilikan apapun baik dalam 
bentuk surat kepemilikan atau surat keterangan lainnya.  Hal tersebut 
mengakibatkan status kepemilikan pemerintah Kabupaten Bangkalan atas tanah 
seluas 1.147.910 m2 senilai Rp. 112.345.111.589,00 diragukan.  Bagi tim auditor 
II, peristiwa ini berkontribusi terhadap pendapat tidak wajar terhadap entitas 
Kabupaten Bangkalan.  
Untuk teks tim audit I (di bawah naungan BPK Yogyakarta Sub 
Auditorat Jawa Tengah), hal berbeda diberikan untuk peristiwa kepemilikan 
tanah yang juga tidak diyakini kewajarannya.  Menurutnya, nilai tanah sejumlah 
2.519.817.176.934,00 belum seluruhnya didukung dokumen yang valid, lengkap, 
legal dan akurat.  Atas peristiwa ini, berkontribusi terhadap pemberian opini wajar 
dengan pengecualian terhadap entitas Kota Semarang.  
Meskipun keduanya (tim audit I dan tim audit II) sama-sama 
mempersoalkan aset tanah yang tidak dilengkapi oleh kepemilikan dokumen 
yang sah, namun kedua berbeda pandangan dalam memberikan opini terhadap 
kedua entitas itu.  Opini wajar dengan pengecualian diberikan oleh tim audit I 
terhadap Kota Semarang meskipun diketahui bahwa jumlah yang tidak diyakini 
kewajarannya adalah material (sekitar 2,5 trilyun).  Ini artinya menurut tim audit I, 
“di luar yang dikecualikan dalam paragraf penjelasan di atas, seluruh 
pertanggungjawaban keuangan Kota Semarang adalah wajar”.  Hal yang 
berbeda terjadi di Kabupaten Bangkalan.  Menurut tim audit II, “keseluruhan 
informasi keuangan tidak disajikan secara wajar oleh entitas ini”, akibatnya 
159 
 
informasi keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan 
keuangan. 
Terhadap peristiwa inkoherensi, dapat dipersepsikan sebagai sebuah 
diskriminatif objektif oleh auditee.  Logika sederhana seorang auditee akan 
mempersoalkan sebuah peristiwa yang sejenis dan sebangun bisa menghasilkan 
opini yang berbeda.  Padahal mereka mengetahui bahwa proses penugasan 
seorang auditor dilandasi oleh sebuah standar sebagai suatu kelaziman. Hal ini 
juga diperjelas dengan adanya Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK 
yang memang diterbitkan untuk tujuan penyeragaman pengelolaan pemeriksaan 
oleh auditor BPK.  Penyeragaman itu meliputi penyamaan tata cara dan prosedur 
di tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan (BPK, 2008,2). 
 Peristiwa koherensi menampakkan bahwa kebenaran tidak hanya 
terbentuk oleh hubungan antara fakta dan realitas saja, tetapi juga hubungan 
antara pernyataan-pernyataan itu sendiri.  Dengan kata lain suatu pernyataan 
benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita 
terima dan kita ketahui kebenarannya.  Dalam konteks yang lebih luas - misalnya 
peristiwa audit pada tim audit 1 dan peristiwa audit pada tim audit 2 - mengecek 
apakah setiap pernyataan berhubungan dengan realitasnya; dalam artian auditor 
(auditor tim II) tidak akan mampu mengecek apakah terdapat koherensi di antara 
semua pernyataan yang benar.  Artinya kesebangunan persoalan aset yang 
diragukan keabsahannya oleh auditor dan sama-sama terjadi di Kota Semarang 
dan di Kabupaten Bangkalan bisa menghasilkan opini yang berbeda bagi 
seorang auditor.  Potensi terjadi hal seperti ini bisa terjadi di Perwakilan BPK RI 





8.4. Potensi Inkoherensi dan Penyebabnya 
Bagi auditor saat mengacu pada formasi sains, ‘menyimpulkan’ suatu 
opini LKPD adalah relatif tidak menemui hambatan yang berarti.  Orientasi 
keinduktifannya memudahkan auditor menarik kesimpulan atas dasar fakta dan 
realitas.  Persoalannya adalah, auditor punya potensi untuk cenderung  
‘mengelak’ menetapkan opini dari yang seharusnya diberikan ke suatu entitas.  
‘Mengelak’ dalam artian dapat dipersepsikan oleh subjek lain bahwa auditor bisa 
tidak konsisten menerapkan formasi kerja sainsnya pada suatu entitas.  Sebuah 
cara kerja yang seharusnya diperlakukan sama; bisa (tidak) sadar tidak 
diperlakukan secara adil dalam perspektif kesetaraan subjek entitas.  
Kemungkinan terjadinya peristiwa seperti ini mengandung bibit atau potensi 
diskriminatif keobjektifan dalam artian  tidak memberikan opini atau memberikan 
opini lebih rendah dari sesuatu yang seharusnya bisa disimpulkan oleh auditor. 
Persoalan ini lahir dari ‘retakan-retakan’ dalam jangkauan keyakinan 
seorang  auditor (tim) dalam memutuskan sebuah opini.  Jangkauan keyakinan 
diri seorang auditor berkaitan dengan sikap auditor (tim) dalam meneguhkan 
dirinya terhadap kesimpulan yang akan diambil.  Auditor meneguhkan dirinya 
akan berkaitan dengan cara mereka ‘berdamai’ dengan sebuah persesuaian di 
antara retakan-retakan itu.  Retakan-retakan yang berakibat terhadap koherensi 
sebuah pengauditan dapat disebabkan oleh (a) terjadinya deobjektifikasi dan 
terlibatnya keyakinan intuitif dalam praktik pengauditan, (b) kemantapan 
argumentasi auditee dalam menjelaskan praktik pengelolaan keuangan yang 
dilakukannya, (c) tafsir dan perlakuan auditor terhadap (perubahan) perundang-
undangan dan standar yang berlaku, (d) pemenuhan program pemeriksaan (P2) 





8.4.1 (De)objektifikasi Ilmiah dan Keyakinan Intuitif  
Penggunaan istilah objektif dan subjektif sarat dengan pertentangan 
filosofis.  Sampai saat ini, pertentangan itu masih menjadi diskusi-diskusi yang 
hangat untuk dibicarakan.  Objektivitas merujuk kepada formasi sains yang harus 
dapat dibenarkan melalui verifikasi (Blackburn, 2008, 787) serta bebas dari 
dorongan emosi atau hati.  Kebenaran objektif yang ada di dalamnya 
mengandung prinsip yang harus dapat diuji dan dimengerti oleh subjek.  Jika 
sesuatu itu sudah sahih, maka itu berarti bahwa objektifikasi sudah dapat 
diterima bagi subjek yang bernalar.  Oleh karena itu, atas nama objektifikasi 
sebuah pernyataan terletak pada fakta bahwa ia harus dapat diuji (Honer dan 
Hunt, 1995, 108).  
Objektivitas atas formasi sains berkaitan erat dengan cara penyimpulan 
dan pengamatan peristiwa-peristiwa pengauditan.  Auditor mengkonstruksi 
praktik (peristiwa) pengauditan dengan pemakaian proposisi-proposisi tunggal  
dan pernyataan-pernyataan universal.  Proposisi tunggal dapat disepadankan 
dengan kesimpulan auditor pada tingkat akun, atau penilaian auditor terhadap 
unsur-unsur SPI suatu entitas.  Pada level pernyataan universal, ini dapat 
disetarakan dengan opini auditor pada tingkat sebuah LK entitas.  Sebagaimana 
telah diuraikan pada bab sebelumnya, cara ini diakui mirip kerja seorang ilmuwan 
mengamati peristiwa alam.  Seperti sebuah eksperimen, pengamatan-
pengamatan yang dilakukan harus dibuktikan fakta kebenarannya atau 
difalsifikasi. 
Penguatan terhadap objektivitas keilmiahan auditing menjadi kokoh bila 
peristiwa-peristiwa tertentu yang berulang, konsisten dilaksanakan auditor sesuai 
dengan standar dan konsep yang dianut.  Hal yang sama terjadi pada sains, 
pengamatan terhadap alam, misalnya untuk dapat menyimpulkan logam memuai 
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saat dipanaskan, maka ilmuwan akan mencoba secara berulang pada berbagai 
jenis logam agar sampai pada suatu kesimpulan umum.  Sebagai sebuah praktik 
sains, setiap pengamatan harus diterima sebagai pengamatan ilmiah sampai 
terbuka ruang untuk kembali dapat mengulanginya dan selanjutnya mengujinya 
kembali.  Dalam sains, hanya dengan pengulangan dan pengujian itulah seorang 
ilmuwan dapat meyakinkan diri atas sebuah kebenaran 
8.4.1.1 Subjektifitas: Ada tetapi Tidak Diakui 
Setiap praktisi menyadari bahwa kadang saat melaksanakan tugas 
pengauditannya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga dan melibatkan 
insting dan perasaan. Tentu saja dalam kasus tersebut, tak seorangpun auditor 
akan meyatakan dalam laporannya bahwa emosi dan instusinya dilibatkan dalam 
menyatakan opini ataupun temuan pemeriksaan dalam proses pengauditan.  
Temuan ataupun opini itu – yang berbalut intuisi dan emosi - cepat-cepat tidak 
diakui karena itu identik dengan hayalan seorang seniman saja.  Setiap usaha 
untuk menguji khayalan itu akan menghasilkan akibat-akibat negatif dan 
mengandung kontroversi keilmuan.  Karena pada prinsipnya peristiwa-peristiwa 
seperti itu tidak terukur keobjektifannya.  
Dalam ranah kefilsafatan, insting dan emosi tidak dapat diputuskan oleh 
ilmu sains.  Keobjektifannya menjadi kontroversi metafisika, menjadi sesuatu 
yang ditabukan dalam sains termasuk auditing.  Mencermati makna yang 
terkandung dalam Kotak 8.1, objektifitas auditor dituntut dalam mengawal 
keprofesionalannya.  Namun sering kali auditor secara tak terduga untuk 
menggunakan sensitifitasnya dalam penugasannya. “Kita dapat merasakan 
(Kotak 8.1, baris 1; baris 5)”, demikian Yaser mengungkapkan pengalamannya, 
“biasanya ada pertanggungjawabannya bagus [lengkap], tetapi itu patut dicurigai 
(Kotak 8.1, baris 5-6)”.  Apa yang dialami oleh Yaser, juga diiyakan oleh Yusman. 
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Saat di lapangan, mengobservasi fenomena pengelolaan keuangan, 
auditor dituntut bersikap peka terhadap terhadap banyak hal.  Bisa saja 
gambaran keuangan auditee terlihat baik dan meyakinkan, namun insting 
keauditorannya menuntun mereka untuk mampu membaca gerak langkah 
maksud terselubung atas sesuatu yang disembunyikan oleh auditee. 
Saat di lapangan, interaksi personal antara auditee dan auditor bisa 
menggambarkan bagaimana ‘wajah’ pengelolaan keuangan suatu entitas.  
Integritas pribadi auditee sudah terlihat dan terasa saat berdialog dengan 
mereka.  Tanggung jawabnya terhadap pekerjaan sudah dapat kami rasakan, 
demikian Yaser, Yusman mengisahkan soal sinyal integritas suatu entitas 
terperiksa.  Sikap dan kejujuran auditee dalam menyampaikan penjelasan 
tentang suatu masalah dapat mejadi kesan tersendiri bagi auditor untuk 
memperluas lingkup pemeriksaan atau tidak.  Rasa nyaman dalam komunikasi 
dan bekerja sama dengan auditee membantu auditor meringankan beban kerja. 
Bagi auditor seperti Yaser, sikap dan penerimaan auditee terhadap 
dirinya dapat ia rasakan.  Sehingga kadang kalau kesan kurang bagus atau tidak 
merasa sreg, auditor biasanya akan menambah cakupan pemeriksaannya.  
Misalnya, saat auditor kurang yakin terhadap ketidaktepatsasaran program 
bantuan sosial Pemda, maka auditor segera melakukan konfirmasi terhadap 
penerima bantuan itu (lihat Kotak, 8.1 baris 7; baris 15-21).  
Pada prinsipnya, sebelum mengkonfirmasi ke pihak ketiga, sensitifitas 
telah menjadi alat pembuktian bagi auditor untuk mencapai ‘tahap tahu’ sebuah 
realitas.  Pengetahuan ini menjadi kunci dalam membantu auditor mencari 
kebenaran.  Auditor mempercayai dan mengandalkan mata batin 
keauditorannya, sebagaimana makna tersirat dalam Kotak 8.1, bagi auditor, 
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melihat tidak harus mempercayai.  Akun-akun tertentu dengan kelengkapan dan 
kesahihan  bukti pendukungnya, tidak serta merta harus dipercayai.       
Menurut pengalaman Yaser, biasanya kalau ada masalah atau akun-akun 
tertentu di Pemda, gerak geriknya itu sudah dapat kami rasakan. Insting dari jiwa 
auditor kami sudah dapat mendeteksinya.  Kita hanya perlu membuktikannya 
secara fisik (material) apa yang kami curigai.  Itu dapat dilakukan dengan 
pengumpulan beberapa dokumen terkait hal yang tercurigai.  Observasi fisik 
ataupun dengan konfirmasi dapat lebih menegaskan insting kita. 
8.4.1.2 Intuisi dalam Praktik Pembuktian 
Sebagaimana pengalaman subjektif (Kotak 8.1) yang dilalui oleh Yaser 
saat pemeriksaan; meskipun ia punya perasaan dan keyakinan yang kuat akan 
sebuah area pemeriksaan tertentu, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai ilmu 
sains.  Subjektivitas dinafikan dalam ilmu sains,  dan itu tidak dapat dibenarkan 
sebagai sesuatu yang formal dan logis dalam pengauditan.  Anggapan ini akan 
terus melekat dan akan segera berakhir setelah Yaser melaksanakan formasi 
sains dalam pekerjaannya.  
Yaser bisa saja meyakini kebenaran sebuah fakta, yakin akan sebuah 
bukti berdasarkan persepsi subjektifnya.  Ini juga ditambah dengan intensitas 
pengalamannya sebagai ketua tim dalam bidang pengauditan, namun semua itu 
dalam perspektif kesahihan, subjektifitasnya akan diragukan dan dianggap tidak 
masuk akal.  Jadi atas nama objektifitas, auditing mengandalkan logika sains 
agar terlihat ilmiah (Mautz dan Sharaf, 1980, 19).  Namun tidak dipungkiri, auditor 
kadang meninggalkan logika sainsnya yang tanpa sengaja telah  mereduksi 
kebenarannya (formal) sendiri.  Ini (subjektifitas) memberinya status; sebagai 




Dengan penggunaan intuisi, seorang auditor akan melampaui sekat-sekat 
sebuah fakta material yang menyelimuti pemikirannya. Ia akan membuka diri dari 
keterisolasian pengetahuan intuitif.  Yaser sebagai ketua tim pemeriksa 
mengungkapkan, bahwa “biasa terjadi, hanya dengan membaca laporan secara 
sepintas, kita dapat mengetahui pos-pos keuangan yang mencurigakan.  Ini 
sepertinya terjadi dan mengalir begitu saja, dalam artian pengalaman mengaudit 
telah mengajarkan kami dalam mengasah insting sensoris kami”.  Merujuk pada 
Shimogaki (2004:63) bahwa akal tidak bisa dibatasi dengan kawasan sempit 
spekulasi rasional dan intelektual yang mengontrol pemikiran.  Namun akal juga 
berkaitan dengan insting.  Pengetahuan intuitif akan membentuk bagian yang 
sangat diperlukan dalam keseluruhan pengetahuan.  Suatu pengabaian 
pengetahuan intuitif  atau eliminasi terhadap unsur subjektif dari pengetahuan, 
akan menyebabkan seluruh proses formalisasi (standar) pengetahuan menjadi 
gagal. Ungkapan Yaser di atas, ditegaskan lagi oleh Adnan: 
“Biasanya Pak, kita meminta SKPD menyiapkan suatu laporan,… itu 
Pak, kalau ada masalah (dalam laporan itu) kita bisa beraksi secara 
otomatis…. mempertanyakan, ini kenapa bisa begini, itu kenapa bisa 
begitu. Tanpa berpikir panjang, kita bisa merespon secara cepat 
masalah yang sedang kita hadapi”.  
  
Pernyataan di atas, menegaskan bahwa sebuah insting seorang auditor 
dapat bereaksi secara refleks terhadap lingkungannya.  Ketika auditor 
menghadapi masalah, responnya secara cepatnya membantu auditor mengatasi 
permasalahan itu dan segera dapat menyesuaikan diri dengan kapasitas 
profesionalnya.  Penggunaan intuisi oleh auditor dapat secara implisit ditangkap 
dari ilustrasi Kotak 8.1 di bawah ini. 
Dengan Intuisi, seorang auditor bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri, 
jika ia sreg, ia akan memutuskan jalan yang akan diambil.  Dengan intuisi, auditor 
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kadang-kadang dituntun oleh spontanitas pemikirannya yang tiba-tiba dapat 
bereaksi terhadap suatu peristiwa saat di lapangan. Insting (jiwa) keauditorannya 
mampu mempersepsikan ‘suatu hal’ secara cepat dengan kewaspadaan yang 
tangguh.  Semua ini sulit dijelaskan secara struktur, kecuali cukup dirasakan ke-
sreg-annya oleh auditor dalam mengambil keputusan di lapangan.  Pengalaman 
auditor dalam menggunakan intuisi, mampu memberinya petunjuk dalam 
mewaspadai kemungkinan kecurangan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. 
Kotak 8.1 
Intuisi dalam Praktik Pengauditan 


























Ini memang agak sulit [dibuktikan] Pak, sekarang ini, rasa-rasanya, 
semakin sering diperiksa, semakin cerdas SKPD-nya.  Kalau saya amati, 
mereka semakin lihai menyiasati kelemahan-kelemahannya.  Dia [SKPD] akan 
lihat, oh… ini harus dikasih begini, ini dikasih begitu, supaya kita [auditor] tidak 
dapat.  Kita [auditor] dapat merasakan, ada biasanya pertanggungjawabannya 
bagus [lengkap], tetapi itu patut kita curigai.  Biasanya pas, dilakukan konfirmasi, 
eh baru ketahuan kecurangannya.  Misalnya soal bantuan sosial, [cerita 
percakapan auditor dengan seorang penerima dana bantuan sosial yang 
dijadikan sampel pemeriksaannya]…  
  Bapak sudah terima ini? [tanya auditor pada informan soal bantuan sosial] 
  Dia bilang tidak. [jawab informan ke auditor] 
  Bapak terima terima berapa dana ini.  [tanya auditor pada informan] 
  Segini saya dapat. [jawab informan ke auditor] 
…..Rupanya honornya yang sudah terbayar setahun [dikeluarkan oleh 
bendahara], tetapi dia [informan] terima cuma enam  bulan atau bahkan tidak 
dapat sama sekali.  Pertanggungjawaban fisiknya ada.  
…. kemarin, BPK masuk langsung periksa itu [non fisik] yang dibidik dulu. 
Program bantuan sosial, biasanya oleh BPK – kalau ada kecurigaan – kita 
lakukan konfirmasi terhadap Si penerima; tetapi biasanya itu juga sudah diatur. 
Katakanlah saat dilakukan konfirmasi. 5 orang sampel akan dikonfirmasi [2 
orang betul-betul tidak terima; 3 orang yang betul-betul menerima].   Kita 
[auditor] biasa diarahkan untuk mewawancarai ke 3 orang ini penerima.  Kalau 
insting kurang bagus, selamatlah mereka [auditee]. 
 
 
Auditor yang banyak pengalaman (senior) seperti Yaser, Yusman dan 
Adnan, biasanya instingnya sudah terasah oleh pengalaman ‘rimba raya’ 
peristiwa pengauditan.  Hal ini dilengkapi dengan pendidikan dan latihan (diklat) 
yang cukup sehingga mampu menghasilkan kreativitas-kreativitas yang tak 
terduga dalam pekerjaannya.  Keahlian ini tampak sebagai suatu kelebihan 
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khusus yang akan memandu sensitivitasnya mengumpulkan bukti audit, menjaga 
independensinya ataupun dalam mendukung pelaksanaan program 
pemeriksaannya.  Hal ini dialami oleh auditor-auditor semacam Adnan,  Yaser,  
dan Yusman.  Bagi auditor senior seperti mereka sangat memungkinkan baginya 
untuk mampu mengeksplorasi proses berpikirnya.  Tahap di mana pengalaman, 
observasi  dan insting memperkuat sensitifitasnya untuk menghasilkan gagasan 
spontan.  
Seorang auditor  seperti mereka dapat memanfaatkan intuisinya dalam 
praktik pengumpulan bukti.  Hal ini tampak pada praktik sensoris atas data 
keuangan suatu entitas.  Sensoring  atas data keuangan mampu menghemat 
waktu kerja dan mengurangi analisis detail hingga pada akhirnya mampu 
mendukung dan mempermudah penugasannya.  Suatu sensoring 
mengkombinasikan keterampilan teknis, pengalaman dan intuisi auditor pada 
tingkat di mana mereka merasa sreg atau kuatir untuk bertindak.   
Auditor kadang hanya mengamati secara sepintas sebuah LKPD atau 
informasi keuangan lainnya, namun ia sudah mampu mendapatkan sinyal-sinyal 
tertentu yang akan menjadi bobot perhatian lebihnya.  Sebuah sensoring 
mengacu kepada telaah kritis terhadap suatu akun, buku besar (pembantu) atau 
catatan (bukti) keuangan lainnya.  Auditor yang cakap dan peka, dapat melihat 
dan membaca secara cepat adanya masalah dalam suatu entitas.  Mereka sudah 
belajar dari pengalaman dan terlatih dengan jiwa sensorisnya.  Dengan demikian 
pemanfaatan intuisi pada sebuah pertimbangan audit akan mengokohkan 






8.4.2 Komoditifikasi Bukti Audit  
Auditing, dalam perspektif keilmuan termasuk bidang pengetahuan inquiry 
(Mautz and Sharaf, 1980) yang bersandar pada bukti untuk menepis keraguan 
seorang auditor.  Jika kita amati ‘dialog pengeroposan bukti audit’ dalam Kotak 
8.3, maka kita akan sadar bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh 
seorang auditor adalah bagaimana seharusnya ia mengumpulkan bukti audit.  
Sebagai auditor, tak seorangpun yang memberitahukan dan mampu menyaring 
keandalan bukti audit yang disodorkan auditee kepadanya.  Hal ini membawa 
penulis untuk menukil tentang sikap pragmatis auditee; seorang staf keuangan 
yang dipanggil auditor untuk dimintai penjelasan. 
Kita sih Pak, yang penting kita sodorkan laporan dan bukti-bukti 
yang mereka [auditor] minta.  Selanjutnya kita pasrah saja, … [bagi 
auditee] yang penting tidak didapat; aman deh kita.     
 
Pikirannya auditor tidak terlindungi terhadap bukti yang relevan, kecuali 
hanya mengandalkan pemahamannya terhadap SPI dan integritas personal 
entitas bersangkutan serta intuisi keauditorannya.  Diperlukan kewaspadaan 
yang tinggi dari seorang auditor terhadap bermacam variasi ‘ketidakberesan’ 
terhadap bukti audit.  Auditor harus terlatih menguji bukti tersebut sebelum ia 
memprosesnya sebagai bagian dari pertimbangannya dalam membuat opini. 
Dalam rangka menguji bukti-bukti mengenai ketidakberesan, auditor 
perlu bertindak untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran dan 
ketidakpatuhan terhadap suatu ketentuan.  Sebagaimana dituntun oleh standar, 
hal pertama yang perlu dilakukan auditor adalah mereka harus punya rancangan 
audit yang dapat memberi keyakinan kepada dirinya dalam mendeteksi 
ketidakberesan material dalam penyusunan LKPD. Berikutnya auditor harus 
merancang audit untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi 
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kesalahan/kekeliruan yang material dalam LKPD sebagai akibat langsung atau tidak 
langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar hukum.  Dan terakhir auditor, 
perlu menerapkan prosedur audit secara khusus untuk memastikan apakah 
suatu unsur pelanggaran sudah benar-benar terjadi.  
Terhadap sebuah bukti audit, auditor perlu mencermati bahwa, keaslian 
sebuah dokumen, tidak membuktikan bahwa itu menggambarkan realitas 
sesungguhnya sebuah peristiwa transaksi.  Auditor perlu memahami bahwa 
dirinya adalah pembuat judgment profesional.  Masyarakat bersandar pada 
opininya, sehingga setiap kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta akan 
berdampak buruk bagi citra dirinya sebagai profesional.  Oleh karena itu, 
terhadap fakta pengauditan dalam wujud bukti atau dokumen transaksi, auditor 
perlu menyikapinya secara hati-hati. 
Auditor perlu menyadari bahwa, dokumen-dokumen yang dijadikan 
sumber pencatatan, tidaklah terbebas dari pengaruh langsung atau tidak 
langsung pihak tertentu.  Ia bisa disalahgunakan oleh subjek tertentu, semacam 
sebuah komuditas yang punya nilai guna keekonomian. 
Menilik permasalahan ini, pengkomuditasan bukti audit berakibat pada 
terjadinya pengeroposan terhadap bukti itu sendiri.  Akhirnya, ini bisa 
berimplikasi pada kualitas bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor.  Auditor 
perlu menyadari bahwa keaslian sebuah dokumen tidaklah membuktikan bahwa 
ia menggambarkan sebuah kebenaran yang sesungguhnya.  Dokumen ‘tiket’ 
yang dibuat seperti pada Kotak 8.3, meskipun lengkap sebagai sebuah 
dokumen; ada boarding pass-nya (Kotak 8.3, baris 26), ia bukanlah ‘saksi’ dari 
sebuah peristiwa perjalanan dinas. Ia hanyalah ‘produk komoditas’ dengan 
manusia sebagai aktor utamanya.  Karena itu instrumen diri sebagai subjek yang 
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‘ingin tahu’ haruslah berada pada posisi yang jauh dari bias sikap mental yang 
amoral.  
Pengeroposan terhadap bukti audit menyebabkan adanya gangguan 
terhadap eksistensi bukti audit.  Peristiwa ini diawali dengan adanya daya tarik 
anggaran sebagai pusat pusaran uang di institusi pemerintahan.  Ini bisa menarik 
banyak individu untuk menikmatinya.  Pusaran itu dialirkan pada beberapa akun-
akun keuangan yang merangkum program-program kerja entitas Pemda.  Salah 
satu saluran itu dimanfaatkan secara keliru oleh individu tertentu seperti yang 
diungkapkan seorang Kepala Dinas di sebuah SKPD tampak pada di Kotak 8.2 
Kotak 8.2 
Anggaran dalam Pusaran Komoditas 

















[Awal mula pengeroposan]  Kita kan tahu, wewenang budgeting itu juga ada 
pada mereka [DPRD] – badan anggaran – itu kesempatannya mereka.  Kalau 
kita tawar-menawar dengan mereka, mereka pasti minta dikasih. Kalau saya 
sih, lebih baik tidak usah dikasih, berapa saja anggaran yang mereka kasih, 
itu saja yang kita pakai; walaupun banyak program yang mau kita kerja.  
Pokoknya dalam pandangan mereka, SKPD-SKPD yang tidak berkontribusi 
pada mereka; mereka akan main potong [anggarannya].  Ini tidak bisa… ini 
tidak bisa…, padahal mereka tidak mengerti substansinya. Layak tidak 
layaknya [anggaran yang Pemda ajukan], itu dipersepsikan sendiri oleh 
mereka [DPRD].  Ada juga biasanya kepala SKPD, kalau mau membahas 
anggaran di Banggar [DPRD]: dia kasih masuk pelicin.  Misalnya saja, dia 
kasih 50 atau 100 juta dengan harapan bisa dapat anggaran 300 juta.  Kalau 
sudah begitu, yakin saja, apa kita kerja - dengan dana sudah berkurang – 
menjadi tidak tepat sasaran.  Yang begini-begini ini Pak, BPK tidak dapat. 
BPK biasanya hanya memeriksa bukti fisik saja. 
 
 
Bagaimanapun juga, saat ini bukti audit tidak bisa dipandang sebagai 
dokumen mati.  Bukti audit sudah dihinggapi sebuah nilai komersil; sebagai 
sebuah komoditi.  Subjek tertentu mempercayai bahwa komoditas itu mempunyai 
nilai yang otonom yang mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan 
hubungan personalnya.  Pada peristiwa di bawah ini (Kotak 8.3), terlihat relasi 
dan pola kerjasama terbangun antara Si A, Si B (inisial) dan subjek lainnya.  Si A 
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memberikan seberkas dokumen berupa tiket transport yang bisa dianggap 
lengkap dan sah secara formal.  Sementara Si B berusaha memastikan skenario 
pembuktian itu terlihat agar masuk akal.  Kelogisan itu ditampakkan pada 
pengacuannya pada plafon anggaran yang tersedia, penyediaan cap dan 
stempel hingga kelengkapan boarding pass sebagai pelengkap sebuah tiket 
transport.  Peristiwa-peristiwa yang terangkum dalam dokumen keropos itu 
disesuaikan dengan batas anggaran yang disiapkan. 
Kotak 8.3 
































































Ini ada berkas dari Pak Feny … 
Tabe [permisi], ini mungkin [sambil menyodorkan berkas] yang Bapak 
butuhkan… Tanda terima tiket. 
Oh iya, ini pembiayaan perjalanan itu kan!  Seperti tiket pesawat untuk 
transportasi.  Nilainya harus dibuktikan dengan tiket [Jakarta – Palu] 
dengan nilai sekian.  Kita usahakan bisa cukup; kalau tidak salah nilainya 
sebesar 70 juta rupiah.  Kemudian rental … tetapi rental kita sudah 
siapkan. Saya sudah suruh ‘Ine’ [staf  B] 
Berarti saya tidak perlu siapkan Pak? 
Untuk … kwitansi rental 
Iya Pak, kwitansi rental… apa perlu saya kan siapkan bersamaan dengan 
dokumen itu? 
Iya, disiapkan saja (kwitansi itu), nanti kita lihat nilainya.  Jangan sampai, 
apa yang disiapkan Ibu ‘Ine’ kurang dari nilai kontrak. 
 [Soal rental] Informasi dari Bapak Feny, katanya ada 4 mobil Pak. Ada 1 
mobil di sewa dari tanggal 20 Juli s/d 29 Juli. 
Lebih bagus begitu; dipisahkan, tidak menggunakan satu mobil terus-
menerus.  Tetapi, yang paling penting kan ditandatangani dan dicap.  
Jangan lupa, ada juga kendaraan roda 2 di sana. 
Iya Pak, Kendaraan roda 2 memang banyak digunakan di lapangan, 
masa mau bawa [biaya sewa]  motor dari Palu ke ‘lokasi’ [Kabupaten].  
Soal itu nanti saya yang urus, di sana kan ada kordinator ojek.  Seolah-
olah kan kita yang disewa motornya.  Saya akan suruh tanda tangan 
sama Si ketua organisasi ojek itu…. Bagaimana dengan tiket, apa sudah 
lengkap? 
Iya pak sudah, sudah lengkap termasuk dengan boarding pass-nya,…. 
(semua berkas) ini nanti saya kirim melalui agen mobil ke ‘lokasi’ 
[kabupaten]    




Subjek individu percaya, bahwa dengan menskenariokan serupa mungkin 
dengan peristiwa seharusnya, memungkinkan ia mendapat nilai yang melekat 
dalam dokumen itu.  Dokumen itu telah menjadi barang jelmaan semacam 
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produk atau komoditas yang berharga.  Hubungan antara subjek dengan 
keseluruhan skenario, mereka hadirkan sebagai hubungan sosial – Si A, Si B, 
pegawai travel, tukang ojek, tukang stempel dan  subjek lainnya – dalam lingkup 
produksi komoditas mereka.  
 Hasil usahanya menjadi memiliki nilai, menjelma sebagai yang entitas 
otonom di luar sistem dan menjalin relasi sosial di antara mereka.  Komoditas 
tersebut seolah memiliki wujud jiwa yang nyata, memiliki sifat keekonomian yang 
sekaligus dapat ditangkap untuk dikuasai.  Dokumen itu telah meyamarkan diri – 
komoditas – menjadi objek ‘kenikmatan’.  Sebuah nilai yang telah dibuktikan 
dengan fakta keberadaan tiket transport.  “Kita usahakan bisa cukup, kalau tidak 
salah nilainya sebesar  70 juta rupiah” (Kotak 8.3 baris 5-6).  Alhasil, subjek 
seperti ini telah mampu menjadikan dokumen itu sebagai objek komoditas; 
akibatnya bobot keandalan bukti audit itu menjadi keropos dan berpenyakitan. 
 
8.4.3. Kemantapan Argumentasi Auditee 
 Auditor merancang audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam 
mendeteksi kesalahan atau kekeliruan material yang mungkin terjadi. 
Kemungkinan itu muncul sebagai akibat potensi ketidakpatuhan auditee terhadap 
aturan perundang-undangan yang bisa berdampak material terhadap LKPD 
entitas.  Oleh karena itu auditor harus bisa menerapkan prosedur audit untuk 
memastikan suatu ketidakpatuhan benar-benar sudah terjadi. 
Pengajuan pertanyaan terhadap auditee akan auditor memantapkan diri 
auditor untuk mendapat keyakinan atas sebuah fakta dan realitas.  Melalui tanya 
jawab hal yang masih kabur bisa menjadi jelas di mata auditor.  Komunikasi dan 
kualitas argumentasi auditee dalam menjelaskan suatu peristiwa memantapkan 
auditor keputusan yang akan diambil oleh auditor. 
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Pengalaman Irwan dalam meyakinkan auditor bisa menjadi gambaran 
bagaimana sebuah komunikasi dan argumentasi dapat meyakinkan auditor 
memutuskan suatu hal.  Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Irwan 
kembali ditunjuk oleh atasannya sebagai salah seorang yang mendampingi 
auditor BPK dalam pemeriksaan LKPD entitasnya. “Soal urusan pemeriksaan, 
komunikasi dengan auditor memang perlu dibangun.  Saat mereka ada di hotel, 
saya biasanya datang tengok-tengok; say hello tentang masalah-masalah yang 
biasa terjadi. Jika komunikasi telah terjalin, arus informasi antara kita dan mereka 
bisa lebih lancar.  Diskusinya bisa lebih enak Pak”, demikian Irwan memaparkan 
pengalamannya.  Suatu ketika, Irwan diberitahu seorang auditor, “Ir, tolong lihat 
dulu masalah SKPD ini, kok bisa begini ya”. “iya Pak, nanti saya cari tahu dengan 
SKPD yang bersangkutan”, jawab Irwan ke auditornya.  Lebih lanjut Irwan 
bercerita,  “Setelah mencari tahu akar masalahnya di SKPD itu, selanjutnya 
didiskusikan dengan auditor.  Dari penjelasan logis yang disertai dengan bukti-
bukti pendukung, auditor BPK akhirnya mau mamaklumi alasan yang kami 
berikan.  Pada akhirnya,  BPK mau menerima alasan dari kami, akhinya masalah 
itu tidak diangkat sebagai temuan dalam laporan auditor BPK”.   
Saat pengumpulan bukti, selain mengamati dan mencoba memahami SPI 
entitas serta pengumpulan dokumen audit, auditor juga banyak bertanya dan 
mendengar dari auditee.  “Auditor paling tidak suka, kalau angka-angka yang dia 
tanyakan tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh kami”, demikian kata Heru 
seorang staf bagian akuntansi di Pemda Kota Palu menuturkan pengalamannya. 
Setelah beberapa dokumen fisik terkumpul, auditor perlu memantapkan 
diri terhadap bukti audit yang mereka kumpulkan.  Untuk memenuhi 
keyakinannya (kemantapan diri), adalah hal yang lumrah jika auditor ingin 
mengetahui dan memastikan; dari mana datangnya asal-usul suatu angka-angka 
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yang tersaji dihadapannya.  Pemahaman auditee terhadap yang dicatat dan 
dilakukannya adalah sebentuk cara lain bagi auditor untuk memantapkan diri dan 
keyakinannya sebagai seorang profesional.   
Sambil berbincang dengan Akmal, ia menunjukkan ke penulis seorang 
wanita keluar dari ruangan auditor.  Ia berseru! “lihat, Itu Ibu Dian, dia adalah 
seorang staf di Pemkot Palu di bidang aset daerah”, kata Akmal.  Ibu Dian baru 
saja dimintai keterangan oleh auditor.  Dari penampakannya, terlihat 
kekhawatiran di raut mukanya. Ibu Dian berdiri dengan dikerumuni oleh 
beberapa pegawai bagian pembukuan serta pegawai bagian lainnya.  Sesaat 
setelah pemeriksaan, terlintas kecemasan dalam diri pegawai itu.  Dia berdiri 
lemah di dekat anak tangga, kurang lebih ada 5 orang pegawai yang mencoba 
mendukungnya.  Mereka mendiskusikan beberapa kesalahan posting terkait 
dengan belanja bahan.  Menurut Akmal, persoalan lain yang  juga mengenainya 
adalah terkait dengan pencatatan aset  Pemda.  Angka-angka yang mereka catat 
berbeda dengan pencatatan di bagian keuangan dan akuntansi.  Bidang aset 
menilai dan mencatat sendiri barang-barangnya.  Dia tidak menggunakan saldo 
tahun sebelumnya dengan penambahan (pembelian) tahun ini sebagai dasar 
pencatatannya.  “Dia menilai sendiri asetnya; oh ini harganya sekian, itu 
harganya sekian.”  Jadinya pencatatan oleh bidang aset lebih tinggi dibanding 
dengan pencatatan oleh bagian keuangan dan akuntansi, makanya terdapat 
selisih.  Padahal menurut Akmal, hal itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan 
karena aset Pemda Kota Palu sudah dinilai ulang oleh appraisal.  Hal yang 
menggelikan juga adalah, selama ini bagian aset rupanya telah membagikan 
format isian aset ke masing-masing SKPD.  Lalu SKPD mengisi sendiri dan 
mencatat sendiri asetnya dalam format itu dengan hanya memperkirakan sendiri 
nilai asetnya.  Kursi harganya 500.000,- rupiah; meja harganya sekian, dan 
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selanjutnya disetorkan ke bidang aset untuk dibuatkan laporan sesuai dengan 
format isian yang sudah dibagikan.  
Apa yang dilakukan oleh Ibu Dian adalah sebuah kekeliruan mendasar 
dalam pencatatan asetnya.  Jelas saja argumentasi yang dijelaskannya kepada 
auditor menjadi tawar jika crosscheck dengan pencatatan di bagian keuangan 
dan akuntansi.  Jadinya angka-angka pencatatannya tidak connect dengan 
bagian keuangan.  “Orang BPK itu Pak, paling tidak suka kalau ada angka 
[dalam laporan auditee] tidak di ketahui asal-muasalnya dari mana [oleh 
auditee]”.  Demikian Heru menimpali penjelasan Akmal. 
 Untuk memantapkan diri, selain dengan pengumpulan bukti fisik, auditor 
perlu juga menangkap keyakinan auditee dalam bentuk penjelasan terhadap 
sebuah fakta dalam pengauditan.  Logika dan kejernihan argumentasi auditee, 
dapat memberi ‘rasa sreg’ bagi auditor dalam menyimpulkan suatu peristiwa.  
Dengan demikian, kejelasan argumentasi auditee dapat memantapkan diri 
auditor untuk mempercayai dan meyakini pertimbangan yang diambilnya.  
 Terkait peristiwa di atas, ketidakjelasan sebuah argumen, akan 
memantapkan diri auditor memberi peluang terhadap opini yang buruk bagi 
sebuah entitas.  Yaser, yang biasa bertugas sebagai ketua tim audit, 
menanggapi hal di atas, “bagaimana kita yakin Pak, kalau mereka sendiri tidak 
yakin dengan angka-angka yang mereka buat.  Penjelasannya kacau dan 
parahnya lagi ini biasa dibarengi tersendatnya arus data (informasi) dari mereka.  
Kalau begitu, kita tidak ragu untuk men-disclaimer mereka, apalagi kalau 
jumlahnya cukup material”.  Lebih lanjut Yaser memberi contoh sebuah 
persoalan yang memerlukan penjelasan dari auditee atas sebuah laporan.  
Sekali waktu Yaser pernah memanggil seorang Kepala Dinas, demikian Yaser 
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mengisahkan.  “Memang terlihat ia takut sekali (dengan BPK), mau konfirmasi 
data-data mengenai laporan yang mereka buat”. Kata Yaser. 
Penulis : Kenapa kepala dinas takut dengan BPK ya? 
Yaser : Takut sekali itu … takut sekali … astaga! 
Penulis : Apanya yang ditakutkan? 
Yaser : Takut ada temuan-temuan atau apa.  Dia sepertinya tidak paham 
dengan laporan itu, kemudian dia yang harus bertanggung jawab.  
Mungkin dia berpikir, dari mana datangnya angka-angka ini. 
Yaser : Dia terlihat cemas,  dan pastinya tanda tangannya ada dalam laporan 
itu sementara dia sendiri tidak tahu jalan ceritanya. 
 
8.4.4 (Perubahan) Perundangan  dan Standar: Tafsir dan Perlakuan 
Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah diubah 
seiring berjalannya waktu.  Hal ini berpengaruh terhadap kesiapan entitas untuk 
mengakomodasi substansi dari peraturan yang bersangkutan.  Peraturan teknis 
yang merupakan penjabaran dari peraturan induk lebih rumit untuk disusun dan 
lebih lama untuk diimplementasikan pada entitas.  Penjabarannya di lapangan 
bisa terkendala yang mengakibatkan penerapan peraturan belum sepenuhnya 
dapat dijalankan. 
Auditor melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan-peraturan yang 
telah diberlakukan.  Bila dikaitkan dengan keserentakan dan keseragaman 
perlakuan, aturan-aturan itu bisa dipersepsikan secara berbeda oleh masing-
masing subjek.  Perbedaan persepsi bisa terjadi baik sesama auditor maupun 
antara auditor dengan auditee.   
“Persoalan perbedaan persepsi antara auditor dan auditee salah satunya 
terkait dengan soal Jamkesmas (jaminan sosial kesehatan masyarakat)”, 





Penulis : Tahun [2010] kemarin didisclaimer ya, kok bisa ya Pak…  
Radithya : Itulah Pak, kita juga kaget, kok bisa gitu ya.  Padahal kita sudah pakai 
sistem lho Pak.  Laporan kita susun sudah pakai sistem. Saat ini kita 
sudah melakukan rekonsoliasi secara berkala dengan SKPD-SKPD. 
Misalnya pendapatan kita lihat mana-mana pendapatan yang belum kita 
catat, demikian pula belanjanya. Belanjanya kita sesuaikan dengan pos-
posnya. 
Penulis : Kalau boleh tahu, sejak kapan itu sistemnya. 
Radithya  Kita sudah menggunakan sistem ini selama 4 tahun.  Sebelumnya kita 
buat LK masing-masing SKPD berdasarkan data besed yang kita miliki, 
tetapi saat ini SKPD sudah buat masing-masing LK-nya.  Kita hanya 
melakukan rekonsoliasi. 
Penulis : Kalau  sistem sudah baik, lantas apa… [buat disclaimer] 
Radithya : Itu Pak, soal Jamkesmas.  Sebenarnya kita beda tafsir dengan auditor. 
Undata [rumah sakit daerah] catat sendiri pendapatan dan juga biaya-
biayanya.  Sementara kita [Pemda] hanya mencatat ‘net’-nya saja 
sebagai pendapatan [[pada APBD].  Auditor anggap itu salah.  “Kita 
menyalahi aturan”, katanya.  Padahal aturannya sendiri baru keluar 
bulan Oktober 2010.  Kita harap perlakuan aturan itu bukan di tahun itu 
(2010), tetapi auditor berpendapat lain [harus dilaksanakan untuk LKPD 
tahun 2010]…… 
[Penyebab disclaimer] ini juga mungkin akibat Bapak Kepala Dinas tidak 
mampu jelaskan soal ini dan soal lainnya.  Beliau sepertinya tidak 
menguasai persoalan, mungkin karena beliau masih baru; baru dilantik 
sebagai kepala dinas. 
 
 
Peristiwa ini terkait dengan hubungan pencatatan akuntansi antara rumah 
sakit daerah dengan entitas Pemda.  Rumah sakit daerah sebagai entitas yang 
otonom, mencatat seluruh penerimaan dan seluruh biaya sendiri.  Peristiwa ini 
jika dikaitkan dengan entitas Pemda, maka Pemda hanya mencatat ‘net’ nya saja 
(selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakit.) sebagai 
pendapatan Pemda dalam APBD.  Terhadap peristiwa ini, oleh auditor dianggap 
salah dan masuk sebagai temuan pemeriksaan.  Pertimbangan auditor adalah 
hal ini menyalahi aturan soal pencatatan Jamkesmas, tidak seharusnya Pemda 
mencatat transaksi sekaitan dengan Jamkesmas hanya yang ‘net’ nya saja.  
Menurut auditor, baik pendapatan maupun belanja yang dilakukan di rumah sakit 
daerah, harus dimasukkan dalam anggaran sebagai pendapatan dan belanja 
Pemda. Lebih lanjut Radithya mengisahkan pengalamannya. 
“Kita sudah tanya dengan salah Pemda di Kalimantan, Pak, 
mereka juga hanya mencatat ‘net’nya saja; sama seperti kita.  
Mereka putuskan untuk menerapkan aturan itu tahun depan 
(2011),  dan anehnya lagi auditor BPK di entitas sana tidak 
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mempermasalahkan pencatatannya.  Mereka memaklumi cara 
pencatatan entitas itu”.  
 
Apa yang dialami oleh Radithya, akibat masalah pencatatan pada 
Jamkesmas, terdapat temuan pemeriksaan sejumlah 11 milyar.  Nilai ini cukup 
material, dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi opini auditor; 
disclaimer.  Auditee sebenarnya berharap, agar aturan perundangan soal 
Jamkesmas belum diterapkan bagi entitasnya pada tahun itu (2010).  
Pertimbangannya adalah aturan itu baru keluar diakhir tahun, dan memilih 
menerapkannya pada tahun anggaran 2011.  Selain itu, sebelum memilih untuk 
menunda penerapan aturan itu, auditee juga mengkonfirmasi perlakuan serupa 
di entitas lain.  Radithya merasa entitas diperlakukan berbeda, tetapi ia tidak bisa 
berbuat banyak, ia sadar dengan kewenangan yang dimiliki auditor.  
Dari peristiwa di atas, wajar kalau auditee diperlakukan berbeda, dan 
akan menjadi persoalan kohensi dalam pengauditan; fakta mana dari kedua 
peristiwa itu yang dapat dipergunakan sebagai evidensi.  Semua fakta – 
peristiwa penerapan aturan Jamkesmas di Palu dan di salah satu entitas di 
Kalimantan – digunakan sebagai evidensi oleh auditor dengan pandangannya 
masing-masing.  Auditor di entitas tempat lain belum mempersoalkan penerapan 
aturan itu, sementara auditor entitas di tempat ini (Palu) sudah mempersoalkan 
peristiwa ini.  Persoalan ini wajar dipermasalahkan oleh auditee, karena pada 
hakekatnya semua fakta yang digunakan sebagai evidensi harus koheren 
dengan pengalaman-pengalaman manusia sebagai subjek berpikir.  Untuk dapat 
dikatakan koheren, auditor harus meyakinkan subjek lain bahwa mereka setuju 
atau menerima fakta itu (peristiwa-peristiwa yang sejenis dan sebangun) sesuai 
dengan jalan pikirannya.  Bagi auditee, gagasan-gagasan antara peristiwa satu 
dengan peristiwa lain memiliki hubungan timbal balik dengan penjelasan atau 
pertimbangan auditor yang mendasari opininya. 
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8.4.5 Kapasitas Pemenuhan Program Pemeriksaan 
Saat akan melakukan pemeriksaan, seorang auditor sudah harus 
merumuskan langkah-langkah pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan saat 
penugasan.  Bagi seoarang auditor, langkah-langkah dalam penugasan itu 
dikenal dengan nama program pemeriksaan (P2). Secara teknis, paket P2 harus 
disetujui oleh pimpinan (kepala perwakilan) dan oleh ketua tim pemeriksa 
dilakukan pembagian tugas terhadap masing-masing anggota tim.  Selanjutnya 
P2 dijabarkan dalam bentuk Program Kerja Perorangan (PKP) untuk direview 
dan disetujui oleh ketua tim pemeriksa.  Persetujuan terhadap PKP dilakukan 
dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari pengendali teknis.  
Program pemeriksaan yang dibuat sifatnya tidak statis, itu bisa berubah, 
tergantung dari dapat tidaknya P2 itu menjangkau kebutuhan auditor di 
lapangan.  Dengan kata lain apakah ada kesesuaian antara P2 dengan kondisi 
wilayah atau tempat auditor ditugaskan.  Jangkauan program pemeriksaan 
tergantung dari karakteristik suatu entitas atau daerah dan ada tidaknya 
perubahan regulasi.  
Karakteristik suatu entitas Pemda mempengaruhi program pemeriksaan.  
Entitas Pemda yang menggunakan program aplikasi komputer akan berbeda 
perlakuannya dibanding dengan entitas yang pengelolaan keuangan masih 
bersifat manual.  Karena itu kompetensi tim audit harus ditunjang oleh 
pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan cara pengelolaan keuangan suatu 
entitas.  Jika auditor tidak didukung oleh kompetensi yang cukup, maka 
jangkauan program pemeriksaannya bisa jadi terhambat.  Auditor bisa menjadi 
sangat tergantung terhadap auditee.  Akibatnya arus lalu lintas informasi 




Lingkup pemeriksaan auditor bisa jadi terbatasi oleh dirinya sendiri (bukan 
dari auditee) karena kompetensinya tidak memungkinkan untuk menjangkau 
keunikan yang terdapat pada entitas yang mereka periksa.  “Terkadang juga, 
data yang diminta auditor sudah harus kita (auditee) ramu sesuai dengan 
keinginannya”, demikian Radithya bercerita.  “Laporan kita susun sudah pakai 
sistem dan itu sudah berlangsung selama 4 tahun.  Saat penyusunan laporan 
keuangan, kita sudah melakukan rekonsoliasi secara berkala dengan SKPD-
SKPD terkait”.  Ketidakpahaman auditor terkait dengan aplikasi sistem yang 
digunakan auditee dapat mempengaruhi pelaksanaan P2 yang disusunnya.  
Menurut Radithya, “untuk memenuhi permintaan kerja mereka (maksudnya P2), 
mereka menginginkan sajian transaksi berdasarkan kriteria SPMU, SPJ, SPP.  
Hal itu memang bisa kita dipenuhi, tetapi itu kadang butuh waktu, karena kita 
juga terikat dengan pekerjaan rutinitas kantor.  Auditor biasanya meminta data itu 
disajikan dalam bentuk exel.”  Namun demikian, terkadang ada juga auditor yang 
sudah sudah paham dengan sistem yang terkomputer, sehingga cukup data 
based saja yang diberikan.  Dari data based itu auditor mengolah data keuangan 
itu sesuai dengan format dan kriteria yang diinginkannya. 
Penutup  
‘Retakan-retakan’ yang terjadi dalam pengauditan, memungkinkan 
timbulnya inkoherensi bagi praktik penugasan seorang auditor.  Hal ini 
disebabkan oleh: terjadinya deobjektifikasi dan terlibatnya keyakinan intuitif 
dalam praktik pengauditan, kemantapan argumentasi auditee dalam menjelaskan 
praktik pengelolaan keuangan yang dilakukannya, tafsir dan perlakuan auditor 
terhadap (perubahan) perundang-undangan dan standar yang berlaku, 
pemenuhan program pemeriksaan (P2) oleh auditor, dan terakhir,  potensi 
penyuapan dalam praktik pengauditan bukan sesuatu yang tidak mungkin dapat 
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terjadi.  Semua ini dapat mempengaruhi keyakinan diri auditor dalam 
mempertimbangkan fakta dan pada akhirnya berimbas pada opini auditor. 
Hal ini menyebabkan auditor punya potensi untuk ‘bisa mengelak’ 
menetapkan ‘opini lebih rendah atau lebih tinggi dari opini yang seharusnya 
diberikan pada entitas teraudit.  Bagi auditee, auditor ‘mengelak’ menetapkan 
opini dari yang seharusnya patut diberikan kepada entitas teraudit adalah sebuah 
diskriminasi.  Ini semacam kesewenangan dari jejak kerja sains dalam 
pengauditan.  Menarik untuk menilik ungkapan Ludigdo (2007, 137-138), “untuk 
mengeluarkan opini adverse ataupun disclaimer, kertas kerja haruslah kuat, dan 
untuk ini perlu waktu yang lebih panjang, dan dana yang lebih banyak.  Jika ini 
dihadapi oleh auditor, maka akan lebih aman bagi auditor tersebut untuk 






KUASA DISIPLINER DALAM PENGAUDITAN 
Pentingnya disiplin dalam kerja seorang auditor independen telah 
dibangun dengan baik melalui pembentukan jiwa keauditoran sebagai bagian 
dari penggerak kerja dalam tiap penugasan.  Disiplin diartikan sebagai kepatuhan 
terhadap aturan atau ketundukan auditor terhadap standar (aturan) di bawah 
pengawasan dan pengendalian.  Pendisiplinan ini dikembangkan untuk 
menumbuhkan jiwa keauditorannya agar dapat berperilaku sesuai dengan 
kehendak dan tujuan bersama.  
Disiplin adalah suatu kebiasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.  
Disiplin adalah ‘latihan’ yang menghasilkan pola perilaku yang diinginkan, 
kebiasaan yang diharapkan, dan sikap yang membawa pada keberhasilan dalam 
penugasan.  Oleh sebab itu, disiplin adalah suatu yang kita perlukan untuk 
membawa kita sampai kepada tujuan yang diinginkan. 
 
9.1 Auditor dan Kepatuhan Mekanisnya 
Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 
pengawasan, dan pengendalian.  Disiplin adalah produk dari pendidikan dan 
latihan yang bertujuan mengembangkan diri auditor agar ia dapat berperilaku 
secara tertib dan teratur. 
Seorang auditor adalah seorang profesional dengan tugas utama menilai 
dan mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan suatu entitas.  Kedisiplinan 
seorang auditor diartikan sebagai sikap diri yang mengandung kerelaan 
mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam 
183 
 
menunaikan tugas dan tanggung jawab.  Dari pengertian di atas dapat dikatakan, 
kedisiplinan auditor adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan 
dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung 
jawabnya yang diamanahkan oleh negara.  Sikap disiplin seorang auditor akan 
memberi warna terhadap hasil pengelolaan keuangan negara.  
Seorang auditor dapat dikenal dari jauh karena figurnya.  Auditor adalah 
orang yang memiliki perawakan rapi dengan kelaziman sebuah tanda pengenal 
diri di dada sehingga menimbulkan kesan berwibawa.  Seorang auditor juga 
menampakkan sifat-sifat pekerja kerasnya, seorang yang ulet dan menampakkan 
kepercayaan diri yang tinggi dalam melaksanakan penugasan.  Figur yang ideal 
seperti itu merupakan hasil dari pembinaan yang panjang sebagai seorang 
auditor.  
Saat ini auditor telah menjadi sesuatu yang dapat 'dibentuk'. Institusi telah 
membentuk dirinya  menjadi ‘mesin pekerja' yang andal.  Kuasa disipliner 
membentuk tubuh yang terampil, cekatan dan penampilan yang ideal (Harland, 
1987, 226).  Tubuh sedikit demi sedikit dikoreksi dan dievaluasi.  Secara 
perlahan-lahan kepadanya diberikan 'paksaan' yang menyebar dan menyentuh 
setiap bagian-bagiannya, yang menjadikan tubuh memiliki 'otomatisme' dalam 
tingkah laku dan membuatnya siap sedia setiap saat dalam penugasan.  Ini 
sejalan dengan pandangan MacLullich (2003) yang berpendapat bahwa 
teknologi diri [otomatisasi] membawa konsekuensi tersendiri bagi auditor.  
Konsekuensinya adalah subjek auditor menjalankan penugasannya akan 
memiliki bahasa yang sama: auditor akan berkomunikasi lewat kerangka kerja 
yang sudah dipelajari dan disepakati.  Hal ini berjalan dalam koridor standar 
sebagai sebuah media kontrol atau koreksi diri sebagai seorang profesional 
(Mautz and Sharaf, 1980, 12).        
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Koreksi terhadap subjek auditor secara mekanis telah diatur oleh institusi 
melalui mekanisme evaluasi terhadap hasil pemeriksaan (lihat BPK, 2002, 149-
151).  Evaluasi pemeriksaan dimaksudkan untuk menilai apakah pemeriksaan 
sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Badan yang 
berupa rencana strategis, rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja 
pemeriksaan (RKP), dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan standar 
pemeriksaan keuangan negara (SKPN).  Evaluasi pemeriksaan juga ditujukan 
untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam menetapkan kebijakan dan 
pelaksanaan pemeriksaan serta kualitas subjek auditor di masa yang akan 
datang.  Evaluasi pemeriksaan terhadap subjek auditor dilakukan untuk 
memenuhi standar kualitas pemeriksaan yang meliputi kualitas strategis, kualitas 
teknis dan kualitas proses.  
Pertama, kualitas strategis.  Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan 
informasi kepada pengguna laporan.  Artinya pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan terhadap laporan itu harus dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan itu 
secara tepat waktu.  Hasil pemeriksaan harus mengungkapkan secara jelas hal-hal 
penting terkait dengan penyempurnaan SPI dari entitas terperiksa.  Hasil 
pemeriksaan auditor juga memuat saran yang jelas dan kongkrit tentang bagaimana 
tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan atau penyimpangan yang diungkapkan 
dalam temuan pemeriksaan.  
Kedua, kualitas teknis.  Kualitas ini berkaitan dengan penyajian temuan, 
simpulan dan opini atau saran pemeriksaan.  Penyajiannya harus jelas, 
konsisten, aksesibel dan objektif.  Penyajian yang jelas, artinya mudah 
dimengerti oleh pembaca, tidak terlalu luas, sehingga tidak mengaburkan pokok 
permasalahannya dan tidak terlalu sempit yang dapat menimbulkan pertanyaan 
yang lebih lanjut.  Dalam pengertian kejelasan ini, juga termasuk kecermatan 
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dalam penulisan dan perhitungan, kelengkapan unsur-unsur temuan, rasionalitas 
dan dukungan temuan pemeriksaan dengan KKP yang kompeten, relevan dan 
dapat dipercaya kebenarannya.  Penyajian yang konsisten, artinya tetap sama 
dalam menyajikan simpulan pemeriksaan untuk masalah yang sama dalam 
pemeriksaan periode sebelumnya.  Dalam pengertian konsisten ini juga termasuk 
unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, akibat, sebab dan saran) harus relevan dan 
tidak boleh bertentangan satu sama lain.  Penyajian yang aksesibel, artinya 
bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh auditor kepada auditee harus jelas 
dan dapat dimengerti.  Dalam hal ini simpulan pemeriksaan harus sesuai dengan 
tujuan pemeriksaan dan saran yang diajukan harus secara jelas menyatakan apa 
yang perlu dilakukan serta perbaikan yang diharapkan.  Penyajian yang objektif, 
artinya tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi auditor atau orang lain dalam 
melaksanakan standar audit, dan tepat waktu pada saat yang diperlukan. 
Ketiga, kualitas proses.  Kualitas ini mengacu kepada proses kegiatan 
pemeriksaan, sejak perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai 
dengan tindak lanjut pemeriksaan.  Proses kegiatan harus mendalam, efisien, efektif 
dan dapat direview oleh pihak lain serta mendapat jaminan kualitas formal.  
Proses kegiatan pemeriksaan yang mendalam, meliputi kelengkapan 
informasi yang diberikan kepada entitas yang diperiksa, komentar yang harus 
dimasukkan ke dalam LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP kepada para 
pengguna.  Proses kegiatan pemeriksaan yang efisien, artinya bahwa masalah yang akan 
diperiksa sudah jelas, dilaksanakan oleh auditor yang mampu dengan suasana kerja yang 
baik, hemat biaya, dan saran yang dimuat dalam LHP akan memberikan dampak perbaikan 
yang diinginkan.  Proses kegiatan pemeriksaan yang efektif, artinya bahwa pelaksanaan 
pemeriksaan mencapai tujuan pemeriksaan dan tepat waktu.  Proses kegiatan 
pemeriksaan dapat direview oleh pihak lain, artinya bahwa proses pemeriksaan dapat 
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direkonstruksi dan temuan pemeriksaan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain.  Hal ini 
dapat dilakukan, antara lain dengan cara menguji dokumentasi tertulis dari proses kegiatan 
pemeriksaan oleh masing-masing Anggota Tim Pemeriksa, keputusan-keputusan auditor, 
kesepakatan dengan Pimpinan Entitas yang diperiksa dan pelaksanaan tugas harian. 
Jaminan kualitas secara formal, dilakukan berjenjang sejak dari Ketua Tim Pemeriksa, 
Penanggung jawab, Konsulen Hukum sampai dengan Angbintama.  Jaminan kualitas 
dinyatakan dengan tanda tangan dari pejabat yang berwenang pada masalah yang 
bersangkutan. 
Dalam komunitas profesional, tubuh subjek auditor dapat menjadi objek 
kuasa.  Tubuhnya dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi 
terampil dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya.  Ini sejalan dengan 
pandangan Foucault, bahwa tubuh senantiasa menjadi sasaran kuasa.  Segala 
aktivitas yang selalu melibatkan tubuh, akan diatur, dikontrol dan dikoreksi oleh 
kuasa.  Kuasa, dari masa yang satu ke masa yang lain, selalu menyentuh tubuh, 
hanya cara, ukuran dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah. 
Foucault (2002, 71) mensinyalir bahwa teknik penguasaan tubuh 
berdasarkan skala-kontrolnya pada (penguasaan tubuh) kuasa yang menyentuh 
individu secara teliti dan mendetail.  Kuasa yang dengan sendirinya 
menghasilkan mekanisme kerja, kode etik, penampilan diri sebagai auditor 
menghasilkan suatu ketelitian dan keakuratan kerja di atas tubuh yang aktif.  
Selanjutnya, yang menjadi 'target atau sasaran kontrol' mengandung sifat 
keekonomian (Suharnaji, 2010, 369) dan efisiensi gerak dan keteraturan kerja.  
Pendidikan, latihan serta praktik penugasan lapangan menjadi upacara yang 
penting.  Akhirnya cara yang dipilih untuk cara yang dipilih untuk mencapai 
pengontrolan atas tubuh dan jiwa adalah suatu mekanisme penaklukan terhadap 
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tubuh yang menghasilkan relasi patuh dan berguna.  Mekanisme penaklukan 
seperti ini oleh Foucault dinamakan disiplin (Sarup, 2008, 102). 
Disiplin merupakan mekanisme kontrol' yang teliti atas tubuh.  Melalui 
disiplin tubuh dilatih hingga menjadi tubuh yang terampil.  Namun juga terus-
menerus diuji dan dikoreksi sehingga keahlian dan profesionalismenya menjadi 
mekanisme yang dengan begitu saja bekerja di dalam tubuhnya.  Disiplin tidak 
hanya meningkatkan keterampilan dan daya guna tubuh, tetapi juga menguasai 
dan menempatkan tubuh ke dalam relasi ketundukan.  Disiplin di satu pihak 
menambah daya guna tubuh dan di lain pihak mereduksi kekuatan 
pembangkangannya.  Foucault (dalam Bartens, 1996, 322) mengungkapkan: 
Kita harus berhenti melukiskan akibat-akibat kuasa dengan cara 
negatif: seolah-olah kuasa ‘meniadakan’, ‘merepresi’, ‘mensensor’, 
‘mengabstrasikan’, ‘menyelubungi’, ‘menyembunyikan’.  Pada 
kenyataannya kuasa memproduksi.  Kuasa memproduksi realitas; 
kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran.  Baik 
manusia perorangan maupun pengetahuan yang diperoleh 
daripadanya, termasuk produksi ini.  Strategi kuasa tidak bekerja 
melalui penindasan (fisik), melainkan bekerja melalui normalisasi dan 
regulasi; apa yang dinamakan sebagai disiplin.  Normalisasi dan 
regulasi bekerja pada suatu taraf kehidupan manusia serta 
masyarakat dan berfungsi bagaikan semacam alat penyaring atau 
mesin sortir.  
 
Dari ungkapan itu kita dapat mengatakan bahwa disiplin bukan 
merupakan pelaksanaan kehendak yang dipaksakan oleh orang lain, tetapi 
pelaksanaan kehendak sendiri.  Dipaksakan dalam artian, disiplin harus 
dibedakan dengan kepatuhan 'budak', sebagaimana pandangan Marxisme, Tuan 
A menguasai Si B.  Disiplin tidak didasarkan pada relasi penyerahan badan atau 
dengan ketaatan mutlak seorang 'budak', karena ia bukan merupakan relasi 
'dominasi' yang tidak terbatas.  Tetapi disiplin lebih ditujukan untuk 
mengembangkan penguasaan individu terhadap 'tubuhnya' sendiri. 
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Disiplin di satu pihak meningkatkan kekuatan tubuh, di lain pihak pada 
gilirannya memutar balik arah dari kekuatan itu ke dalam relasi penaklukan yang 
ketat.  Dengan begitu disiplin mengikat dengan dominasi pengaturan yang 
semakin ketat pada subjek auditor. 
Disiplin merupakan momen cara melatih tubuh manusia.  Cara ini bukan 
hanya dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tubuh, 
tetapi juga menunjukkan semakin intensifnya 'penaklukan' tubuh dan jiwa 
keauditorannya.  Di dalam mekanisme pembentukan relasi itu, tubuh dibuat 
semakin tunduk dan lebih bermanfaat.  Momen ini merupakan momen lahirnya 
‘teknologi diri’ sekaligus tampilnya 'mekanisme kuasa' yang baru.  Penaklukan 
atas tubuh tidak lagi dipertontonkan melalui penghukuman di depan umum 
(Harrison, 2005, 132), tetapi dididik dan dilatih untuk menjadi profesional namun 
tetap dalam kurung penundukan (Sarup, 1993, 112; Ritzer, 2009, 97).  
Pandangan Foucault tentang kuasa disipliner dapat dipandang sebagai 
seni atas hal-hal yang kecil (Harland, 1987, 226) dan menyangkut detail-detail 
(prosedur pemeriksaan).  Untuk menyelami disiplin, kita perlu memasuki 
berbagai peristiwa kecil-kecil (mikro) dan memandangnya secara mendetail (lihat 
Bartens, 1996, 320; Ritzer, 2009, 102).  
Kuasa disipliner bekerja terhadap tubuh auditor bekerja untuk menjadikan 
tubuh-tubuh patuh dan bermanfaat.  Tubuh-tubuh patuh dan bermanfaat melalui   
seni penyebaran (pembatasan terhadap akses diri), kontrol atas penugasan, 
strategi keefisiensian kerja. 
 
9.2 Kuasa Disipliner sebagai Kendali Penugasan  
Bagi Foucault kuasa disipliner telah menyentuh tubuh (Foucault, 2002, 70 
dan Sargiacomo, 2009).  Kuasa disipliner menyentuh tubuh melalui kontrol 
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aktivitas yang dilalui lewat cara penataan jadwal kerja, pembentukan ketepatan 
antara agenda kerja dengan tindakan, penciptaan relasi yang efisien antara 
tubuh dan rencana kerja.  
Kuasa disipliner bekerja melalui alokasi waktu berdasarkan rencana dan 
urutan kerja yang berisi tabel kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan 
yang terperinci.  Melalui jadwal, tubuh dibentuk dalam irama keteraturan diri.  
Aktivitas dan alokasi waktu dilaksanakan secara detail.  Hal ini pada akhirnya 
membentuk penundukan diri pada aktivitas tertentu.  Kuasa disipliner pada 
pengaturan  tubuh seperti ini bisa memproduksi suatu lingkaran aktivitas yang 
berulang-ulang dalam kurung waktu tertentu. 
Dalam pengauditan, kekhasan kuasa disipliner seperti ini, tampak pada 
ketatnya jadwal pemeriksaan yang mengacu pada rencana pemeriksaan atau 
program pemeriksaan.  Penetapan aktivitas-aktivitas lebih dari sekadar 
subordinasi interval-interval temporal yang diukurnya.  Penetapan waktu aktivitas 
ini merupakan kondisi paling mendasar bagi koordinasi subjek dan isyarat kerja.  
Kekuasaan yang disiplin tidak hanya berupa pengenaan kendali terhadap diri 
auditor, namun juga untuk memaksimalkan pengaturan dan penataan subjek 
individu secara keseluruhan.  ‘Penataan tubuh’ yang efisien dapat diartikan 
bahwa tidak ada sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.  
Seluruh perhatian diarahkan pada tindakan yang ingin dilakukan oleh individu itu.  
Misalnya saja, melalui perencanaan pemeriksaan akan dapat dilaksanakan 
pemeriksaan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan standar pemeriksaan 
yang telah ditetapkan.  
Dalam panduan manajemen pemeriksaan BPK, telah diatur bahwa 
perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan 
administratif (BPK, 2008, 18).  Persiapan teknis mencakup pembentukan tim 
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persiapan, pemahaman penugasan, pemahaman entitas, penyusunan konsep 
program pemeriksaan, penentuan tim pemeriksa, persetujuan penugasan, dan 
penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP).  Sedangkan persiapan 
administratif meliputi penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 
pencairan biaya pemeriksaan, dan pengurusan akomodasi serta transportasi ke 
lokasi dan selama pemeriksaan. Jadwal perencanaan pemeriksaan dapat dilihat 
pada Tabel 9.1. 
Kuasa disipliner yang ketat dalam pengauditan mengambil bentuk pada 
model penjadwalan dan urutan kerja dalam penugasan.  Kesesuaian waktu 
dengan pelaksanaan dengan rencana kerja menyusur hingga keaktifitas kerja 
yang lebih rinci melalui program kerja atau prosedur pemeriksaan.  Pemanfaatan 
waktu secara optimal dan reduksi terhadap bentuk penyimpangan kerja menjadi 
hal utama untuk diperhatikan.  Adnan, salah seorang pengendali teknis dalam 
sebuah pemeriksaan mengatakan,  “Tantangan kita sebagai auditor yang 
mandiri, adalah waktu yang terbatas, kita harus disiplin terhadap itu. LKPD kita 
periksa dengan waktu 30 hari di lapangan dan itu mepet sekali waktunya.”   
Apa yang diungkapkan oleh Adnan, juga dibenarkan oleh Yusman, 
menurutnya,  “kita tidak boleh berlama-lama di lapangan.  Jatah waktu kita hanya 
2 bulan. 1 bulan di lapangan serta 1 bulan pembuatan laporan.  Kita harus 
pandai-pandai mengatur pekerjaan kita”.  Demikian Yusman, seorang auditor 
senior, menuturkan pengalamannya. 
Melalui rancangan kerja yang terjadwal, kuasa pendisiplinan membawa 
tubuh ke dalam model aktivitas yang terukur dan terencana.  Tubuh dituntut 
untuk menformat keakuratan antara jadwal (waktu) dengan aktivitas penugasan.  
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Seluruh rencana dari rangkaian penugasan sudah diatur pembagian 
waktunya berdasarkan urutan kegiatan yang lebih rinci.  Semua sudah terjadwal 
dan terencana dalam agenda penugasan.  Gerak langkah tubuh sudah diatur 
dalam hitungan waktu yang berurutan.  Agenda penugasan dilakukan dengan 
menyusuri presisi jadwal yang tersusun.  Misalnya pada Tabel 9.1 baris 5, 
penyusunan P2 perwakilan dilakukan oleh tim persiapan segera setelah 
berakhirnya Surat Perintah Persiapan Pemeriksaan (SP3) di perwakilan atau lima 
hari setelah pemeriksaan pendahuluan.  Sementara persetujuan P2 perwakilan 
dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) satu hari setelah konsep P2 
perwakilan diterima. 
Seluruh tindak kerja diatur oleh hitungan jadwal dengan waktu yang 
tertata.  Gerak kerja diurut dengan menepati keefisienan dan kefektifan agenda 
yang tersusun.  Melalui rencana yang tersusun,  jadwal telah menembus tubuh. 
Kuasa disipliner melalui waktu telah mengontrol tubuh auditor dengan presisi dan 
ketepatan yang terukur (Foucault, 1980, 71; Bartens, 1996, 322). 
Kuasa disipliner pada akhirnya bermuara pada usaha menghasilkan 
kesigapan sikap tubuh dalam tindak penugasan seorang auditor.  Tubuh auditor 
telah ‘ditundukkan’ untuk mencapai sikap yang cocok bagi tindakan kerja dalam 
rangka menggapai prinsip keefisienan dan keefektifan kerja.  Auditor dilatih dan 
dididik untuk memiliki sikap tunduk secara prosedural agar dipandang sebagai 
seorang yang profesional.  Artinya, sebuah tubuh yang berdisiplin adalah 
prasyarat dari tubuh yang efisien (Sarup, 1993, 109; Bartens, 1996, 322). 
Hubungan antara tubuh dengan berbagai ‘alat mekanis’ yang 
digunakannya ditentukan juga oleh relasi disiplin.  Bagi seorang auditor, Program 
Pemeriksaan (P2) merupakan alokasi waktu berdasarkan rencana kerja 
pemeriksaan dan langkah pemeriksaan. P2 berisi daftar kegiatan yang sudah 
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terencana dengan pembagian tugas ke masing-masing auditor melalui Program 
Kerja Perorangan (PKP).  Dengan PKP masing-masing tubuh individu 
bertanggung jawab terhadap rencana kerja mereka sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan.  Seluruh rangkaian gerak itu merupakan seperangkat penugasan 
yang membutuhkan ketepatan kerja, sebuah relasi antara tubuh dengan 
teknologi dirinya.  Penataan kerja ditanamkan oleh kuasa disipliner dan pada 
saat yang bersamaan juga merupakan ‘konsep’ pembentukan diri sebagai 
seorang auditor. 
Secara prinsip sebuah jadwal mengandung arti sebagai agenda kegiatan 
yang waktu pelaksanaannya sudah diatur secara detail.  Bagi Foucault (1971, 
290; lihat juga Bertens, 1996, 321), kuasa disipliner seperti ini memiliki sisi 
keekonomian (kegunaan kerja tubuh).  Dalam arti yang positif bahwa ia bermuara 
pada peneloran efisiensi dan efektivitas kerja seorang auditor.  
Kuasa disipliner menyentuh pemanfaatan jadwal secara masif menuju 
poin ketepatan waktu yang optimal; sebuah keteraturan dan keakuratan gerak.  
Pengaruh rembesan kuasa disipliner pada tubuh, menyebabkan terjadinya 
penundukan diri.  Tubuh ditundukkan oleh ‘paham’ prosedural dan kesesuaian 
kerja antara program dan penugasan.  Dengan cara seperti ini, kuasa disipliner 
bekerja sebagai sinyal kerja dan penundukan fungsional.  Pada akhirnya tubuh 
akan menjadi sangat terlatih dan berguna secara alami dalam penugasan. 
9.3 Kuasa Disipliner sebagai Ajang Normalisasi Diri 
Jadwal kerja dalam pengauditan sebagai kendali penugasan 
mengisyaratkan sinyal penundukan sebagai salah satu isi pokok kuasa disipliner.  
Semua penundukan mengenai keakuratan kerja, program kerja yang terjadwal 
dan  normalisasi diri dipraktikkan dalam ranah kerja pengauditan.  Penundukan 
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dengan cara seperti ini dipahami sebagai bagian dari proses dan prosedur kerja 
lumrah yang jika dilanggar akan dianggap sebagai subjek yang ‘abnormal’.  
Hukuman disipliner dikenakan terhadap segala ketidaksesuaian yang 
menyangkut ketidakpatutan.  Pada ranah kuasa disipliner, segala area 
ketidakpantasan akan dinormalkan sesuai kepantasan profesi.  Auditor akan 
dianggap melakukan ketidakpatutan, ketika ia tidak independen dalam 
melaksanakan tugas pengauditannya.  Hukuman disiplin tidak hanya mengacu 
kepada ketaatan terhadap keteraturan yang ditentukan standar, peraturan atau 
prosedur, tetapi juga dipicu ‘kerelaan’ personal  auditor untuk melaksanakannya.  
Lihatlah, persetujuan dan ‘ketulusan’ diri seorang auditor dalam 
menandatangani format keindependensian auditor serta format rencana dan 
program kerja.  Itu adalah sebuah sebuah format pernyataan auditor yang harus 
diisi dan diketahui oleh atasan.  Sebagai penguatan, pernyataan ini 
ditandatangani oleh auditor dengan ‘keikhlasan’ sebagai bagian yang wajar dari 
aturan kerja.     
Kuasa disipliner bekerja kepada ke seluruh subjek auditor, terutama 
terhadap subjek siapa saja yang tidak mematuhi tujuan penugasannya.  
Kemampuan dan kerelaan personal menjadi ukuran pelaksanaan kuasa disipliner 
itu.  Kepada setiap auditor diberikan tuntunan yang sesuai dengan kesepakatan. 
Hukuman disipliner diberikan  bila auditor tidak memenuhi kesesuaian standar 
dan program tersebut.  Jadi dalam kuasa disiplin, mengacu pada hal-hal yang 
baik; penundukan tubuh subjek auditor dalam wilayah normalisasi diri. 
Putusan yang menormalkan, artinya analisis yang terus-menerus dalam 
hierarki penjejangan diri; apakah auditor yang sudah dididik dan dilatih sudah 
berdisiplin tidak menyimpan dari hal-hal yang lumrah.  Sebagai bentuk 
kekuasaan, kuasa disipliner tidak hanya menormalkan tetapi juga memberi 
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penghargaan terhadap subjek.  Memberi penghargaan dalam bentuk kenaikan 
pangkat, renumerasi yang tinggi serta pemberian fasilitas diri.  
Kecenderungannya adalah siapa yang melanggar aturan kesepakatan 
dikategorikan tidak hanya sebagai hal yang tidak profesional tetapi dianggap 
sebagai subjek sesuatu yang abnormal.  Kuasa disipliner adalah penggunaan 
kekuasaan yang terlihat lebih wajar, yang bekerja dari dalam diri auditor 
(misalnya melalui persetujuan bersama terhadap program kerja, 
penandatanganan surat pernyataan form keindependensian), dan selanjutnya 
mengkonsolidasikan diri mereka dalam kategori dianggap ‘normal’ terhadap 
semua subjek auditor. 
Penghukuman sebenarnya dapat ditarik langsung pada model 
pemidanaan atau secara tradisional dipertontonkan dalam bentuk pencambukan 
fisik tubuh.  Namun prinsip kuasa disipliner dalam pengauditan lebih memiliki 
bobot hukuman yang bersifat menormalkan; mendidik, melatih, mengganjar dan 
menghargai.  Di dalam jiwa keauditoran, kuasa disipliner terlihat dan berfungsi 
pada penentuan kategori (spasialisasi) keahlian seorang auditor.  Kategori 
keahlian auditor di spasialisasi dalam bentuk auditor senior atau auditor junior, 
auditor berpengalaman ataupun auditor belum berpengalaman.  Wujud 
pelaksanaannya dalam penugasan dikenal sebagai anggota tim pemeriksaan, 
ketua tim pemeriksaan, pengendali teknis pemeriksaan dan penanggung jawab 
pemeriksaan serta satuan kerja pendukung.  
Kuasa disipliner berfungsi untuk menentukan tingkat dan pemisahan 
subjek auditor.  Hanya auditor yang memiliki keahlian yang setara ditaruh dalam 
kategori yang sama.  Auditor yang ditemui belum mampu menyetarakan diri, 
akan diganjar status keahliannya, yaitu tidak difungsikan sebagai ketua tim 
pemeriksaan ataupun sebagai pengendali teknis dan penanggung jawab 
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pemeriksaan dalam penugasannya.  Terhadap subjek yang belum mampu, 
selanjutnya akan dididik dan dilatih lagi untuk dapat masuk dalam jenjang 
keahlian (karir) yang lebih tinggi.  Jadi kuasa disipliner dalam kerangka ini, tidak 
hanya berusaha memperbaiki diri - mendidik, melatih, tetapi juga mengganjar 
dan menghargainya ke dalam ruang partisi sesuai dengan derajat keahlian 
profesionalnya.   
Evaluasi kinerja auditor pada Auditama dilakukan secara berkala pada akhir tahun 
anggaran terhadap semua auditor dalam peranannya sebagai ketua tim pemeriksa, 
maupun sebagai anggota tim pemeriksa.  Unsur-unsur yang akan dievaluasi meliputi hasil 
penyusunan PKP, penyusunan KKP, penyusunan TP, penyusunan KHP sampai dengan 
penyelesaian HP dan SHP, hasil pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan dan hasil 
penugasan lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang 
bersangkutan.  Bentuk dan isi hasil evaluasi kinerja auditor dapat dilihat pada Kotak 9.1.  
Kotak 9.1 
Format Evaluasi Kinerja Auditor 
 
HASIL  EVALUASI KINERJA AUDITOR 
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Keterangan: 
1. Prestasi Penyusunan PKP 
2. Prestasi Pelaksanaan PKP 
3. Prestasi Penyusunan PKP 
4. Prestasi Penyusunan TP 
5. Prestasi Penyusunan KHP dan Penjelasannya Menjadi HP 
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Menurut Ola dkk (2009), evaluasi terhadap kinerja merupakan wujud 
keinginan sebuah pengamatan dan pengawasan dalam kerangka kuasa 
disipliner.  Ini menjadikan subjek [auditor] sebagai objek yang diketahui, dihitung 
dan ditata.  Penilaian seperti ini dimaksudkan untuk menjelaskan hasil observasi 
dari subjek yang dinilai dan memberikan gambaran prestasi kerja dan identifikasi 
kemampuan profesionalnya.  Oleh Foucault, praktik semacam ini menyebabkan 
kualiatas subjek [auditor] menjadi jelas terlihat (Sarup, 2008, 104; lihat juga Ola 
dkk, 2009).  
Bahan evaluasi yang digunakan adalah laporan pelaksanaan kegiatan 
pemeriksaan (LPKP) dari ketua tim pemeriksa, daftar penilaian anggota tim pemeriksa 
oleh ketua tim pemeriksa, LKML dan LKPL.  Evaluasi dilaksanakan untuk masa satu tahun 
dengan  bantuan sistem komputer, yaitu dengan cara staf Sekretariat Auditama atau 
Perwakilan menginput data yang termuat dalam bahan evaluasi tersebut ke dalam sistem 
komputer.  
Laporan evaluasi kinerja auditor disajikan dalam bentuk tampilan di layar monitor 
dan setiap saat dapat diakses oleh pimpinan BPK, Sekretaris Jenderal, Irtama Wasinsus 
Irtama Renalev, dan Tortama/Kepala Perwakilan yang bersangkutan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.  Selain itu Tortama wajib memiliki hard copy dari laporan 
evaluasi auditor di lingkungannya yang disahkan oleh Tortama yang bersangkutan.  
Evaluasi kinerja untuk setiap auditor dapat diakses oleh yang bersangkutan berdasarkan 
NIP dan Password tertentu. 
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja auditor, Tortama yang bersangkutan dapat 
mengambil kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja auditor 
agar memenuhi kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan tahun 
berikutnya.  Rekomendasi tersebut dapat berupa usulan untuk mengikuti program 
pendidikan dan pelatihan, program pemagangan, dan pemberian tugas tertentu.  Jika 
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rekomendasi tersebut berupa usulan in-service training, maka Tortama akan menentukan 
nama diklat yang diperlukan dan waktu penyelenggaraannya.    
Hukuman disiplin memuat sistem ganda yakni 'hukuman' dan 'memberi 
hadiah’.  Dalam normalisasi berfungsi proses pendidikan, pelatihan dan proses 
koreksi diri.  Penundukan dihubungkan dengan tanda-tanda ganjaran dan 
hukuman.  Auditor lebih didorong untuk menerima penghargaan profesional, 
meskipun diakui rasa takut terhadap hukuman fisik tetap ada.  Mekanisme 
penilaian kinerja dengan prestasi diri dapat menunjukkan kategori yang kurang 
ahli dengan yang lebih ahli.  Pengandaian semacam ini: hukuman dan reward, 
oleh Ola dkk. (2009) diterjemahkan sebagai produk bauran, sekaligus 
menunjukkan kerja kuasa disipliner dalam praktik organisasi. 
Kuasa disipliner dapat menentukan subjek individu yang berperilaku 
secara baik dengan subjek individu yang berperilaku tidak tepat.  Penundukan 
terhadap subjek dengan begitu diintegrasikan dalam lingkaran disiplin diri yang 
dipahaminya, sebagai seorang yang ahli dan profesional.  Misalnya, larangan-
larangan seperti yang tertera pada Kotak 9.2 diterima sebagai bagian dari disiplin 
diri subjek auditor. 
Penyebaran melalui rangking atau kategori menandai adanya sebuah 
pemisahan, hierarki kualitas dan keterampilan diri serta pengalaman dalam 
penugasan.  Penyebaran ini juga berfungsi memberi sinyal adanya ganjaran atas 
sebuah prestasi.  Dalam sistem tanda spasial ini, penundukan oleh kuasa 
disipliner semakin tampak.  Kategorisasi melalui tanda spasial ini tampak terlihat 







Kode Etik BPK yang Mengatur Larangan-Larangan  




1. Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik 
langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. 
2. Menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena 
kelalaiannya. 
3. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, 
seseorang, dan/atau golongan; 
4. Memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau 
jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; 
5. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; 
6. Menjadi anggota/pengurus partai politik; 
7. Menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya 
dibiayai anggaran negara; 
8. Memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam 
bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 
9. Mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK 
atau di luar kantor atau area kegiatan objek yang diperiksa. 
10. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara 
yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga. 
11. Melaksanakan pemeriksaan pada objek dimana Pemeriksa pernah bekerja 
selama 2 (dua) tahun terakhir. 
12. Merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam 
program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan. 
13. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan 
kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari 
Anggota BPK. 
14. Mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan 
pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang 
tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat 
pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi 
tidak objektif. 
15. Mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. 
  Sumber : BPK (2011, 6-7) 
 Penundukan seperti ini, menyebabkan auditor mendasarkan sikap dan 
tindakannya sesuai dengan kode etik, standar, program ataupun prosedur kerja 
yang disepakati.  Ia melakukan tekanan yang tetap untuk memaksa auditor 
menyesuaikan diri dengan kriteria keharusan.  Sebagai contoh dalam kode etik 
BPK telah ditata kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang yang harus 
dipatuhi auditor sebagai pemeriksa.  Larangan-larangan bagi pemeriksa dan 
pelaksana BPK lainnya telah diatur secara detail selaku aparatur pemeriksa 
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keuangan negara   Auditor selaku aparatur negara ditaklukkan pada 
pengendalian aktivitas diri sebagai bagian dari disiplin kerja.  
Artinya, penundukan dalam kuasa disipliner, berusaha mereduksi secara 
langsung bentuk penghukuman melalui fisik badan.  Pelanggaran terhadap 
kewajiban dan larangan selaku auditor (aparatur negara) dapat dihukum melalui 
pemberian surat peringatan tertulis terhadap auditor ataupun pemberhentian 
auditor selaku aparatur pemeriksa keuangan.  Hukuman juga dapat diberikan 
dalam bentuk pengembalian uang, barang, dan fasilitas lainnya yang diterima 
auditor secara tidak sah, serta dapat juga berupa pengurangan penghasilan yang 
diterima selaku auditor (BPK, 2011, 7-8).  
Kuasa disipliner – seperti dalam wujud kode etik profesi – diterima secara 
sukarela menjadi pedoman perilaku dan tindakan sebagai kelompok auditor yang 
profesional.  Ini sekaligus menunjukkan bahwa subjek individu ini, berbeda dari 
subjek umum lainnya.  Mengakui dan melaksanakan kode etik profesi, 
menunjukkan ciri kodrat profesionalnya sebagai seorang yang ahli dan diakui 
oleh masyarakat.  Akibatnya, hukuman terhadap auditor dengan memasukkan 
‘paksaan untuk mengikuti’, akan terlihat sebagai sesuatu yang terlihat alami.  
Sesuatu yang memang sesuai dan seharusnya harus dipatuhi oleh setiap profesi.    
Pada muaranya kuasa disipliner menunjukkan batas ‘kenormalan’ dan 
‘ketidaknormalan’ kerja profesional seorang auditor.  Dalam pengauditan, kuasa 
disipliner telah menciptakan fungsi baru; segalanya tampak wajar dan natural.  
Normalisasi telah menjadi ukuran penundukan dalam institusi BPK.  Melalui 
standar, kode etik, aturan dan prosedur kerja; mengatur profesi auditor dalam 





Kuasa disipliner merupakan bentuk usaha untuk menjadikan subjek 
menjadi seorang yang ahli (profesional) dengan fungsi utama mendorong tubuh 
melakukan ketepatan dan keakuratan kerja.  Kuasa disipliner akan membiasakan 
tubuh dan membentuk subjek individu menjadi sebuah elemen yang patuh dan 
berarti.  Kuasa ini, mendudukkan subjek individu sebagai objek kuasa melalui 
perangkat mekanis proseduralnya.  Keberfungsiannya diarahkan untuk mencapai 
efisiensi dan keefektifan kerja.  Dengan kerja seperti ini, kuasa disipliner 
menundukkan tubuh dan mengarahkannya dalam kerja mekanis berupa prosedur 
kerja yang sudah terjadwal dan terkendali dalam basis yang rasional.  
Pengaturan subjek individu diartikulasikan secara temporal.  Penguraian 
isyarat kerja ke dalam sebuah program dirangkai dalam uraian yang ditetapkan 
waktunya.  Penetapan waktu yang tepat sangat penting karena disiplin mekanis 
dirancang secara cermat agar tubuh bisa difungsikan sesuai tahapan kerja.  
Masing-masing langkah dalam operasinya menjadi prasyarat bagi tahapan atau 
hierarki berikutnya.  Jadi kuasa disipliner bukan hanya dapat ditilik; ‘sekadar 
eksploitasi’ terhadap objek tubuh, tetapi juga merupakan suatu penciptaan 
'hubungan paksaan’ dalam bingkai produksi.  Auditor tidak dapat mengelak dari 





KUASA DISIPLINER: TEKNOLOGI DIRI 
Pentingnya teknologi diri atas subjek auditor ditujukan untuk menangkal 
pembelokan atau sublimasi atas ‘nafsu-nafsu’ yang dapat merusak penugasan 
auditor.  Pembelokan itu diarahkan dalam wujud normalisasi cara kerja.  Ketika 
teknologi diri terserap dalam kehidupan auditor, maka institusi tidak hanya berhasil 
mengembangkan cara-cara untuk menghadapi kenyataan dalam pengauditan, 
tetapi juga berhasil menetapkan seperangkat kaidah  yang merupakan bagian dari 
jiwa keauditorannya.  Foucault menilai (2002, 173), sebuah kaidah atau hukum 
memiliki 3 peran utama.  Pertama, ia menanggung skema kekuasaan yang 
homogen pada tiap tingkatan [keluarga, profesi] dan wilayah [negara], relasi-relasi 
pendidikan atau produksi.  Kedua, ia membuat kekuasaan menjadi tidak terlihat 
selain dengan makna [yang dapat dikonotasikan] negatif: penolakan, pembatasan, 
dan sensor.  Kekuasaan adalah hal yang berkata tidak, dan menentang kekuasaan 
sama dengan pelanggaran.  Ketiga,  ia membuat operasi fundamental, kekuasaan 
terlihat sebagai speech-act: ucapan-ucapan hukum, wacana-wacana larangan.  
Manifestasi kekuasaan mengambil bentuk murni: “ini boleh, itu tidak boleh”.   
 
10.1 Standar dan Kode Etik sebagai Bayang-Bayang Diri 
Standar dan Etika akan selalu dilandaskan pada masyarakat atau pada 
sebuah profesi.  Ia mereprensentasikan tradisi sosial atau profesi yang 
membentuk dan membimbing masyarakat atau profesi dan dapat dilihat pada 
subjek individu sebagai sesuatu yang terberi (O’donnell, 2009, 98).  Standar 
diletakkan secagai acuan profesi dalam berpraktik.  Ia akan berfungsi sebagai 
self review bagi auditor untuk mengevaluasi kinerjanya sesuai dengan tanggung 
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jawab profesionalnya.  Sebuah standar dapat bersifat pribadi dan berkaitan 
dengan persyaratan diri dan mutu pekerjaan seorang auditor.  Standar juga akan 
menyasar pelaksanaan penugasan auditor saat di lapangan dan saat akan 
menyususn laporan auditnya. 
Sementara etika, memberi dasar bagi seseorang atau komunitas dalam 
melakukan tindakan.  Bagi suatu komunitas, hal ini dapat menentukan baik buruk 
atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambil (Ludigdo, 2007, 21).  
Dengan etika, aktivitas subjek individu sebagai anggota komunitas tertentu 
menjadi lebih terkendali.  Kode etik pemeriksaan sebagai bagian media kontrol 
tubuh individu mensyaratkan beberapa larangan yang terkait dengan penugasan 
auditor.  Auditor dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun baik 
langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat 
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.  Auditor juga dilarang 
untuk menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemeriksa guna memperkaya 
atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (BPK, 2009, 16).  
Pengkondisian ‘rasa takut’ terhadap keinginan buruk yang dapat merusak 
independensinya, atau melenceng dari standar dibangkitkan dalam diri auditor 
dengan cara ‘membayanginya’.  Ini semacam instrumen diri yang setiap saat 
memayungi gerak langkah kerjanya.  Pembayangan itu akan tercipta melalui 
serapan ‘teknologi diri’, dengan merancang situasi, kapan akan mendapat 
hukuman, dan kapan akan mendapat penghargaan.  Pengkondisian ‘rasa takut’ 
tidak lagi ditujukan pada sosok ‘Sang Figur,’ tetapi oleh bekerjanya teknologi diri, 
berupa sistem atau prosedur yang menguasai hukum-hukum larangan itu 
(Foucault, 2002, 173) atau pengacuan yang menjadi dasar pijakannya.     
Teknologi diri melalui kode etik dan instrumen standar, dapat bekerja 
dengan menjadikan ‘tubuh’ auditor menjadi pengontrol bagi ‘tubuh’ auditor 
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lainnya.  Misalnya, jika terdapat pelanggaran terhadap kode etik, siapa saja 
boleh melaporkan seseorang ke institusi - dalam hal ini majelis kehormatan kode 
etik.  Atasan dapat melaporkan bawahnya, demikian pula bawahan dapat 
melaporkan atasannya atau yang selevel dengan jabatannya.  Bekerjanya 
teknologi diri dapat mencegah  ataupun mereduksi subjek individu melakukan 
pelanggaran profesi.  Ia menjadi bayang-bayang dalam mendorong pendisiplinan 
subjek individu untuk menjaga kualitas profesinya.  Sesuai dengan kode etik BPK 
(2001) dinyatakan, bahwa kode etik merupakan norma-norma yang harus 
dipatuhi oleh setiap anggota BPK, pemeriksa, pelaksana BPK lainnya selama 
yang bersangkutan menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, 
citra dan kredibilitas BPK.  Hal ini menjadi penting bagi subjek auditor untuk 
dapat mewujudkan sikap yang berintegritas, independen, dan profesional dalam 
bekerja demi kepentingan negara.  Lebih khusus dinyatakan dalam kode etik 
(BPK, 2011) bahwa: 
Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan 
anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksana BPK lainnya selaku 
aparatur negara atau pejabat negara dalam melaksanakan 
pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku 
individu dan anggota masyarakat, maupun selaku warga negara. 
  
Dengan demikian peleburan kode etik pada subjek individu menjadi 
media standarisasi prilaku yang terkodifikasi bagi setiap tubuh auditor.  Setiap 
tubuh diharapkan mampu mereduksi pelanggaran profesi guna mendorong 
kualitas standar profesionalnya.  Setiap langkah penugasannya diiringi dengan  
pendisiplinan terhadap tubuh melalui sanksi dan penghargaan untuk 
membuktikan jiwa keauditorannya.  Pada akhirnya ketaatan aktif tubuh-tubuh 
individu berujung pada penerimaan; kerelaan akan nilai-nilai dan kaidah-kaidah 
keauditoran yang mengatur tingkah lakunya.  Dengan memberlakukan 
kekuasaan sebagai instansi negasi, subjek auditor diarahkan pada sebuah 
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penundukan.  Sebuah bayang-bayang yang melekat  dalam diri auditor.  Dalam 
pelaksanaannya, kekuasaan – teknologi diri - diterima sebagai hal yang ‘absolut’ 
yang menyuarakan larangan-larangan sebagaimana keinginan kehendak umum.  
Menurut Miller dan O’leary (1994), praktik penerapan standar harus 
dipahami sebagai ‘teknologi untuk memerintah’.  Tindakan untuk memerintah 
adalah kumpulan rasionalitas dan teknologi yang digunakan oleh subjek 
berwenang untuk mengatur perilaku subjek lain dan mengubah keyakinan serta 
perilaku mereka.  Bagi Covaleski dkk. (1996), ini merupakan karakter 
penyebaran standar yang mengindikasikan munculnya modalitas baru dalam 
pengaturan sebuah entitas.  Praktik semacam ini, akan selalu didominasi oleh 
aturan-aturan pengacuan (Martens dan Mc.Enro, 1992).  Dengan demikian 
bayangan sebuah standar atau etika menjadi tidak terhindarkan dalam praktik 
profesional. 
10.2 P2 dan PKP sebagai Penuntun 
 
 Saat akan kelapangan teknologi diri bekerja melalui program pemeriksaan 
yang disusun secara bersama oleh ketua tim dan dibantu oleh anggota tim.  
Selanjutnya P2 ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala perwakilan sebagai 
acuan bersama untuk mengikat tugas auditor selama pemeriksa.  
Saat auditor akan mempersiapkan (program) pemeriksan, demikian Asri 
bercerita, auditor - sekali lagi – “kita diberi pemahaman akan tugas serta harapan 
pemberi tugas saat mereka melakukan pekerjaan lapangan.  Terkait dengan 
persiapan pemeriksaan, sejak bulan Januari auditor sudah mempersiapkan diri, 
diskusi dengan sesama auditor dan atau melibatkan pemateri dari 
kampus/pusdiklat.  Auditor dan pemateri biasanya melakukan sharing pendapat 
tentang realita di lapangan”.  Sementara terkait dengan program pemeriksaan. 
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Auditor sudah punya materi dan pegangan kerja.  Nanti pada saat pemeriksaan 
auditor sudah punya acuan, misalnya pemeriksaan yang berkaitan dengan kas. 
Auditor sudah mengidentifikasi identifikasi.  “Anggaplah SKPD ini tidak punya 
rekening, jadi sudah terdeteksi dari awal.  Dengan begitu, auditor di lapangan, 
sudah siap semua,” tutur Asri melanjutkan pengalamannya.  Auditor juga 
mendiskusikan dengan tim terdahulu, mengenai apakah ada temuan-temuan 
terdahulu yang perlu ditindaklanjuti.  Laporan perkembangan hasil pemeriksaan 
periode sebelumnya akan kembali dicek.  Berarti beberapa kemungkinan 
terhadap akun kas itu, sudah bisa diprediksi hasilnya tinggal menguji di lapangan 
saat pemeriksaan.  
 Sebagai kelanjutan penyusunan P2, ketua tim pemeriksa membagi tugas 
kepada masing-masing anggota tim berdasarkan langkah-langkah pemeriksaan 
yang telah ditetapkan dalam P2. Atas dasar pembagian tugas tersebut para 
anggota tim pemeriksa menyusun PKP yang merupakan rincian dari P2.  
Selanjutnya PKP yang disusun oleh anggota tim pemeriksa, diperiksa oleh ketua 
tim untuk mengetahui apakah PKP telah sesuai dengan langkah-langkah 
pemeriksaan dalam P2. ketua tim pemeriksaan menandatangani PKP yang telah 
disetujui. 
Selama pelaksanaan pemeriksaan, ketua tim pemeriksa harus memonitor 
dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota tim 
pemeriksa dengan cara menilai pelaksanaan pemeriksaan, apakah telah sesuai 
dengan langkah-langkah yang dimuat dalam PKP dan telah didokumentasikan 
dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 
 Berdasarkan paket program pemeriksaan yang telah disetujui, ketua tim 
melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim atas langkah 
pemeriksaan yang terdapat dalam P2.  Para anggota tim pemeriksa kemudian 
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menyusun konsep program kerja perorangan (PKP) yang merupakan penjabaran 
dari P2 dan mengajukannya kepada ketua tim untuk direview.  Setelah 
memperhatikan pertimbangan pengendali teknis, ketua tim pemeriksa menyetujui 
konsep PKP.  Persetujuan PKP oleh ketua tim paling lambat dua hari kerja 
setelah paket program pemeriksaan disetujui.  Bentuk dan isi PKP dimuat pada 
Kotak 10.1. 
Kotak 10.1 
Program Kerja Perorangan 
Program Kerja Perorangan 
Anggota Tim Pemeriksa 
 

















   
………, ……….., ……….  
Ketua Tim     Anggota Tim 
-----------------------    ----------------------- 
Nip….      Nip….. 
 
Teknologi kontrol ini diantaranya bekerja melalui penerapan program 
pemeriksaan, yang berupa langkah-langkah pemeriksaan yang harus 
dilaksanakan oleh tim pemeriksa saat berada di lapangan.  Selanjutnya langkah-
langkah program pemeriksaan dialokasikan kegiatan pemeriksaannya pada kerja 
perorangan.  Teknik ini mengatur pelaksanaan kegiatan, target dan realisasi 
pekerjaan serta evaluasi (catatan) atas subjek auditor oleh ketua tim.  Semua 
langkah dan kontrol itu dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa 
tiap individu berada dalam rel sistematika yang telah ditetapkan secara bersama.  
Teknologi diri (PKP) bekerja dengan mengatur langkah-langkah 
pemeriksaan yang harus dilaluinya.  Langkah-langkah itu dijadwal kapan rencana 
pengerjaannya dan akan dicek kapan realisasi penyelesaiannya.  Hal itu akan 
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terlihat sebagai satu kesatuan dari KKP yang senantiasa dicek dan direview 
ulang oleh atasannya. memberi ganjaran hukuman bagi yang melanggar. 
Seluruh anggota tim pemeriksa dilibatkan dalam penyusunan P2 dan 
PKP, sehingga mau tidak mau, sikap mental profesional memaksa setiap 
anggota pemeriksa bertanggung jawab terhadap program kerjanya.  Lewat 
teknologi tersebut, subjek auditor dikontrol atas rencana kerja mereka sendiri.  
Tampak seolah ini adalah keleluasaan bekerja – dalam arti merancang kerja 
untuk diri sendiri, -  padahal sesungguhnya ia telah masuk dalam kerangka 
‘perangkap’ sistematika kerja yang akan mengatur dan mengendalikan dirinya 
sendiri.   
10.3 KKP sebagai Kamera Pengawas: Mata dan Telinga Atasan 
Berkaitan dengan pemeriksaan, auditor harus mendokumentasikan 
secara memadai bukti-bukti pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan 
(KKP). Bukti tentang rencana pemeriksaan, pemeriksaan di lapangan, dan 
temuan-temuan pemeriksaan menjadi bagian dari KKP. Dalam SAP dinyatakan 
bahwa  “Kertas kerja audit memberikan tiga manfaat, untuk (a) memberikan 
dukungan utama terhadap laporan audit, (b) membantu auditor dalam 
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan audit, (c) memungkinkan orang lain 
untuk mereview kualitas audit.  Tujuan yang ketiga ini penting karena audit yang 
dilaksanakan sesuai dengan SAP ini sering direview oleh auditor lain dan oleh 
pejabat pengawas, (d) KKP memungkinkan dilakukannya review atas kualitas 
audit dengan cara memberikan dokumentasi tertulis mengenai bukti yang 
mendukung kesimpulan dan rekomendasi signifikan dari auditor”. 
Pelaksanaan pengauditan mengandaikan suatu mekanisme yang 
‘memaksa’ melalui suatu pemantauan berjenjang melalui sebuah KKP.  Auditor 
harus menyusun KKP secara lengkap dan akurat, jelas dan singkat, mudah 
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dipersiapkan, mudah dimengerti dan berurutan, relevan, terorganisasi dalam 
struktur yang konsisten, dan pada pada akhirnya mudah untuk direview. 
Kepatuhan subjek memakai (teknik) ‘KKP’ yang membuat diri para subjek 
‘terlihat’ oleh supervisornya (atasannya).  Karena itu sebuah KKP harus memuat 
tujuan, lingkup dan metodologi audit, termasuk kriteria uji-petik yang digunakan.  
Mekanisme – KKP – mengantar subjek auditor ‘tunduk’ pada sebuah sistem 
monitoring.  Ketundukan pada sebuah sistem, menuntut partisipasi semua subjek 
auditor.  Proses partisipasi  dirancang agar auditor menggunakan kapasitas dan 
pengalamannya serta mendorong komitmen profesionalnya terhadap tujuan dan 
maksud pengauditan.   
Melalui KKP, dokumentasi atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam 
mendukung kesimpulan, termasuk gambaran transaksi-transaksi dan catatan-
catatan entitas terperiksa dapat dipantau secara berjenjang.  Menurut Agung Rai 
(2008, 173), sebuah KKP harus mempunyai tujuan yang jelas dan diusahakan 
menghindari pekerjaan saling-menyalin.  KKP harus memuat prosedur yang 
dijalankan dan tidak meninggalkan sebuah pertanyaan dalam keadaan tidak 
terjawab.  Auditor seringkali menyalin kembali KKP yang semula dibuat agar itu 
terlihat lebih rapi, padahal hal ini tidak perlu dilakukan, karena hanya membuang-
buang waktu saja.  Lebih jauh diungkapkan, bahwa auditor harus belajar dan 
membiasakan diri membuat KKP yang rapi sejak awal, agar tidak perlu lagi 
mengulang-ulang jenis pekerjaan yang sama. 
Teknik pemantauan dalam KKP dilaksanakan melalui bangun hierarkis 
struktural. Hierarkis itu dibuat untuk mengawasi subjek auditor, membuatnya 
dapat diketahui apa yang telah dilakukan dan akhirnya menjadikannya patuh.  
Perangkat hierarkis memungkinkannya mengamati aktivitas auditor saat di 
lapangan.  Ordinat lain yang ada di pusat hierarkis, dengan mudah dapat 
‘melihat’ kesesuaian tujuan pemeriksaan dengan pelaksanaannya.  
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Selanjutnya, subjek yang terpantau, dibagi dalam beberapa kelompok 
kecil, ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas pemantauan.  Pemecahan dalam 
bentuk kecil memungkinkan pemantau menjadi lebih detail dan melalui itu, setiap 
individu dijadikan lebih berfungsi serta terlihat (Bertens, 1996, 323).  Implikasinya 
dalam penugasan, subjek auditor diharapkan tidak meninggalkan jejak persoalan 
(bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi ordinat) yang tidak terjawab 
dalam KKP-nya. 
10.4 Tickmark:  Penanda Kenormalan  
 Pengujian merupakan manifestasi dari teknik pengawasan hierarkis dan 
‘penormalan’ (Ritser, 2009, 97-98).  Pengujian merupakan pemantauan formal 
yang mampu menentukan mutu dan ‘menghukum’ subjek bawahan.  Ritual 
pengujian menjadikan individu terlihat bahwa bukti kompeten yang diperoleh 
melalui pengamatan, inspeksi dan seterusnya, betul-betul dapat menjadi rujukan 
pemberian pendapat.  
 Di dalam pengujian tergabung baik supervisi atasan dan ritual 
penandaan, maupun penyebaran kekuatan dan pendirian kebenaran. Inti dari 
dari ‘prosedur penandaan’ diwujudkan suatu penaklukan atas subjek auditor 
yang sudah diobjektifikasi.  Subjek terobjektifikasi dalam kurung sistem 
penandaan sebuah KKP.  
 Dalam KKP, misalnya persediaan, Jumlah dan bukti pemeriksaan yang 
mendukung pendapatnya betul ditandai bahwa itu diperoleh melalui inspeksi, 
observasi.  Auditor juga sudah mempertimbangkan kebenaran dan fakta bahwa 
akun persediaan sesuai dengan kenyataan di lapangan.  Penandaan dalam KKP 
mempunyai skema atau alur dari program pemeriksaan sampai ke laporan akhir.  
Alur tersebut menunjukkan, bagaimana fakta-fakta di lapangan disusun dan 
diurutkan dalam ‘tabel-tabel penandaan’ hingga membentuk suatu kesatuan 
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simpulan.  Akun persediaan dalam KKP mempunyai skema penandaan.  
Abstraksi sebuah fakta melalui observasi di gudang, memastikan kesesuaian 
pencatatannya dengan SAP, termasuk sistem kendali intern yang menyertainya 
dalam sebuah pernyataan tunggal; nilai persediaan yang tercantum dalam akun 
LKPD entitas A, adalah wajar. 
 Pengujian terhadap auditor membawa dua akibat, pertama, subjek auditor 
terobjektifikasi dalam sistem penandaan.  Proses pertimbangan hasil audit, 
dipandang sebagai sesuatu yang ‘di luar sana’ lalu diejawantahkan dalam kurung 
KKP dan pada akhirnya menghasilkan sebuah pernyataan tunggal; nilai 
persediaan tersebut di atas adalah wajar.  Di lain pihak, auditor, sekalipun 
menurut amanahnya adalah seorang yang bebas dan merdeka (lihat UU), ia 
menjadi menjadi terkurung dalam ‘penjara’ penandaan yang mereka bangun 
sendiri.  Hal ini terlihat pada (1) saat penugasannya di lapangan dan (2) setelah 
pemeriksaan lapangan selesai dilaksanakan  
Pertama, saat penugasannya. Saat pemeriksaan di lapangan KKP auditor 
harus memuat tujuan, metodologi pemeriksaan termasuk uji petik yang 
digunakan.  Semua pekerjaan itu didokumentasikan dalam KKP untuk 
mendukung temuan-temuannya dan juga menunjukan bukti adanya review 
pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya.  Lembar-lembar KKP 
beserta bukti pendukung dan hasil review (pengawasan) terangkai dalam sebuah 
penandaan – tickmark, cross reference, footing dan cross footing serta lainnya – 
menjadikan hasil penugasan jadi jelas terbaca.  Apa yang terjadi jika tickmark, 
cross reference, (cross) footing dikeluarkan dari KKP?  Menarik untuk menyimak 
pendapat Pentlan (2000) yang menyatakan bahwa, jika tanggal dan nama entitas 
[misalnya tickmark, cross reference, (cross) footing] dikeluarkan dari KKP, maka 
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kertas kerja itu menjadi tidak bermanfaat lagi.  Itu hanya menjadi tumpukan 
dokumen yang tidak berarti.   
Kotak 10.2 
Sebagian Cuplikan Kekeliruan dalam Teks Formal 




























Laporan auditor ini seharusnya merujuk 
ke LK Pemkot Palu, namun opini dan  
angka-angka dalam paragraf penjelasan 
yang tertera di atas mengacu kepada 
LKPD entitas Kab. Tojo Una-Una  
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Gambaran ketakberartian dokumen itu secara jelas terlihat pada laporan 
auditor independen pada Kotak 10.2.  Menurut seorang pejabat pengelola 
keuangan dan akuntansi Pemkot Palu, bahwa mereka pernah menerima isi 
redaksional laporan auditor independennya keliru penulisannya.  Ketika itu 
pemeriksaan dilakukan pada semester I tahun anggaran 2007 atas LK Pemkot 
Palu untuk tahun anggaran 2006.  Di dalam pernyataan (opini) itu, seharusnya 
merujuk ke LK pemkot Palu, namun opini dan angka-angka dalam paragraf 
penjelasan yang tertera, malah mengacu pada entitas Kab. Tojo Una-Una.  
Akhirnya laporan itu ditarik kembali oleh pihak auditor. 
Kedua, saat setelah pemeriksaan lapangan selesai, beberapa pertanyaan 
seputar pelaksanaan penugasan sudah menanti untuk dijelaskan oleh auditor. 
Pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi ‘pengurung’ subjek auditor dan akan 
menjadi terlepas setelah menjadi jelas dan tertandai (√) oleh penanggung jawab. 
Lembar Kendali Materi  Laporan Pemeriksaan Keuangan (lihat tabel 10.1 dan 
tabel 10.2) menjadi alat pemata-mataan berikutnya bagi auditor.  
 Lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan khusus untuk pemeriksaan atas LK 
kembali ditanyakan oleh penanggung jawab pemeriksaan.  Pertanyaan seputar 
materi pemeriksaan menyangkut beberapa hal.  (1) Pemeriksaan  atas dasar 
pengujian dan bukti-bukti, apakah telah cukup untuk mendukung jumlah-jumlah 
dan pengungkapannya dalam LK?  (2) Pertanyaan bahwa apakah auditor telah 
yakin untuk memberikan pendapat atas pemeriksaannya.  (3) Pertanyaan bahwa 
penentuan PABU dan estimasi signifikan yang digunakan oleh entitas telah dapat 
dinyatakan dalam HP.  (4) Pertanyaan bahwa penilaian penyajian LK telah 
dilakukan secara keseluruhan.  (5) Pertanyaan bahwa laporan hasil pemeriksaan 
telah memuat kalimat ‘opini auditor independen’, telah mencantumkan tanda 
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tangan nomor register akuntan penanggung jawab serta pertanyaan sekitar 
tanggal pelaporan hasil pemeriksaan. 
Tabel 10.1 
Lembar Kendali Materi Laporan Pemeriksaan Keuangan  
Nama Entitas : ………………………………… 
Tahun Anggaran/Semester : ………………./ ……………… 
Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Keuangan 
Penanggung Jawab : ……………………………….. 
Ketua Tim : ……………………………….. 
Anggota Tim : a; b; c 
No. Jenis Pengujian Ya Tdk 
1 Apakah bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan diuji telah:   
 1.1 Cukup kompeten, dan relevan untuk mendukung temuan, 
opini dan/atau simpulan pemeriksaan? 
  
 1.2 Didokumentasikan sesuai dengan ketentuan?   
 1.3 Direview oleh Ketua Tim Pemeriksa?   
 Apabila tidak : beri penjelasan   
2 Apakah telah dilakukan pembahasan terhadap Management Letter (ML) 
atau Temuan Pemeriksaan (TP) sebelum disusun Konsep Hasil 
Pemeriksaan (KHP). 
Apa bila ya:  
  
 A Jumlah temuan dalam ML/TP : …………………………….....   





 C Jumlah temuan yang didrop : ……………………………….   










 Apabila pembahasan tidak dilaksanakan, beri penjelasan   
3 Khusus   untuk  pemeriksaan   atas   laporan  keuangan,  apakah materi 
HP telah: 
  
 3.1 Mencantumkan judul yang memuat kata ‘independen’   
 3.2 Menyatakan bahwa laporan keuangan diperiksa oleh auditor.   
 3.3 Menyatakan bahwa LK adalah tanggung jawab manajemen   entitas  
sedangkan  tanggung jawab auditor   terletak   pada   pernyataan   
pendapat   atas   laporan keuangan hasil pemeriksaannya. 
  
 3.4 Menyatakan LK diperiksa berdasarkan SKPN yang telah ditetapkan    
 3.5 Menyebutkan bahwa SKPN tersebut mengharuskan auditor  
merencanakan   dan   melaksanakan  pemeriksaannya agar    
memperoleh    keyakinan    memadai    bahwa    LK bebas dari 
salah saji material. 
  
 
Pertanyaan-pertanyaan seputar hasil pemeriksaan oleh auditor terus-








Pertanyaan-Pertanyaan yang Terus Berlanjut dari Atasan 
(Lembar Kendali Materi Laporan Pemeriksaan Keuangan) 
No. Jenis Pengujian Ya Tidak 
1 Khususnya untuk pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan 
keuangan, apakah mated HP telah : 
  
 a Memuat resume hasil pemeriksaan   
 b Menyebutkan dan menguraikan sesuai dengan standar yang 
digunakan 
  
 c Apakah  resume yang dimuat dalam HP atas Hal Yang 
Berkaitan     Dengan     Keuangan     telah     sesuai     dan 
mencerminkan    kondisi    entitas   yang   diperiksa secara 
sebenarnya?  
  
2 Apabila terdapat temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan 
kelemahan atas SPI dan/atau pelanggaran atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan secara signifikan, apakah telah 
dilaporkan sesuai dengan standar? 
  
 Apakah rumusan saran yang dimuat dalam HP atas Hal yang 
berkaitan dengan keuangan : 
  
 2.1 Diarahkan   untuk  menyelesaikan   penyebab  masalah  yang 
ditemukan? 
  
 2.2 Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik?   
 2.3 Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk 
bertindak? 
  
  Dapat dilaksanakan?   
  Apabila dilaksanakan, biayanya memadai?   
     ……………, …………, 20xx  
     Penanggung Jawab  
      
 
 
     (……………………………………)  
        
 
Beberapa pertanyaan dari atasan akan ‘mengurung’ subjek auditor saat 
selesai melaksanakan penugasan lapangannya.  ‘Pengurung’ itu akan dilepas 
sampai atasannya telah merasa ‘puas’ atas penjelasan dan penampakan jejak 
kerjanya dalam KKP sudah tidak menimbulkan pertanyaan.  Secara formal 
subjek auditor baru bisa ‘lega’ saat ikatan pengurungnya dilepas.  Ini ditandai 
dengan pemberian tanda tickmark (√), paraf serta beberapa catatan pengarahan 
oleh atasannya atas hasil penugasannya.  Ungkapan Agung Rai (2008, 173) 
relevan untuk menjelaskan peristiwa ini.  Menurutnya dalam pelaksanaan 
anggota tim audit seringkali mendapat pertanyaan-pertanyaan dan catatan-
catatan dari atasannya mengenai pekerjaan yang belum terlaksana.  Beberapa 
pertanyaan dan catatan tersebut sebaiknya tidak ditinggalkan dalam keadaan 
216 
 
tidak terjawab saat di lapangan.  Hal ini akan menimbulkan kesan bahwa auditor 
yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan tugasnya. 
Efek dari ‘pemata-mataan seperti ini, menuntut  auditor bekerja secara 
teliti dalam jam kerja yang panjang dengan istirahat yang minim.  Program dan 
prosedur pemeriksaan yang banyak dengan tenggat waktu yang sangat ketat 
harus dituntaskan.  Darman mengungkapkan: 
Dalam bekerja kita harus melihat P2 dan mempertimbangkan 
waktu.  Sehingga kita tidak bisa berlama-lama di lapangan.  
Biasanya waktu yang kita sediakan saat di lapangan cuma 30 hari 
kerja.  Itupun kita sudah harus kerja hingga larut malam.  Mau 




Ini tentu saja menimbulkan kesan bahwa seorang auditor adalah pekerja 
keras untuk memenuhi target pekerjaan yang sudah diprogramkan.  Hal itu 
diperlukan karena dalam artian teknis; P2 atau PKP akan disesuaikan dengan 
KKP untuk selanjutnya diberi tanda (tickmark) yang menunjukan ‘semuanya 
sudah jelas dan bersih dari kekotoran-kekotoran’.  Pola penandaan semacam ini 
memiliki fungsi penormalan.  Sebuah bukti bahwa pengawasan terhadap 
pekerjaan sudah dilakukan; sebuah penilaian terhadap suatu peristiwa sudah 
dipertimbangkan dan sebuah ketekunan dan ketelitian kerja sudah berjalan 
normal.  Pada akhirnya sebuah tickmark mengungkapkan bahwa subjek auditor 
telah mendisiplinkan diri proses kerjanya. 
Mereka harus mematuhi kerigitan sebuah sistematika.  Peran kuasa 
diambil alih oleh kelompok sistem.  Beberapa segi yang dapat dilihat bahwa 
pelaksanaan kuasa masuk masuk dalam individu melalui wilayah dokumentasi 
(teknologi diri) atas tindakannya; sebuah teknik dokumentasi menjadi tertandai 
dalam KKP-nya.  Hal menandakan bahwa tidak ada jejak lagi persoalan atau 
pertanyaan yang tersisa dalam KKP; semuanya sudah menjadi jelas.  
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10.5 Monumen Pengujian Diri: Evaluasi dari Ordinat yang Lebih Tinggi 
 
Pengujian atau evaluasi dari ordinat lebih tinggi (Badan) merupakan 
paduan dari teknik pengawasan hierarkis dan normalisasi terhadap kerja 
keauditoran.  Evaluasi ini merupakan 'pemantauan-normalitatif yang akan 
mengkodifikasi dan menentukan mutu pekerjaan sub ordinat.  Pengujian ini akan 
menampakkan pekerjaan subjek auditor dan timnya menjadi jelas terpampang.  
Pengujian  menjadikan subjek auditor 'kelihatan' dan melalui itu institusi akan 
membedakan dan menentukan atas apa yang telah dilakukannya.  
Dalam panduan manajemen pemeriksaan BPK (2008, 60) evaluasi 
terhadap subjek auditor merupakan prosesi untuk menilai apakah pemeriksaan 
yang telah dilakukan oleh auditor sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan 
Badan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja 
pemeriksaan (RKP), dan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) serta 
pedoman pengacuan pemeriksaan lainnya.  Evaluasi pemeriksaan dimulai 
setelah penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berakhir dengan 
pelaporan evaluasi diri terhadap subjek auditor.  Semua ini ditujukan untuk 
menentukan evaluasi pemeriksaan bertujuan untuk menentukan langkah-langkah 
perbaikan diri dalam menetapkan kebijakan, pelaksanaan pemeriksaan serta 
perbaikan kualitas pemeriksa untuk masa yang akan datang.  Alasan-alasan 
seperti inilah yang menjadikan ritual pengujian oleh ordinat yang lebih tinggi 
menjadi dimaklumi.  Ordinat yang dilibatkan dalam prosesi evaluasi ini adalah 
Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan 
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Inspektorat Utama 
(Itama) dan Auditorat Keuangan Negara (AKN).  Ditama Revbang akan 
melakukan evaluasi LHP yang dilaksanakan dalam proses penyusunan Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).  Itama melakukan review terhadap sistem 
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pengendalian mutu dalam pelaksanaan penugasan oleh subjek auditor, 
sementara AKN melakukan evaluasi hasil pemeriksaan yang kelak digunakan 
untuk penyempurnaan LHP, KKP, dan penilaian kinerja para subjek.  
Bagan alur prosesi pengujian terhadap hasil penugasan para subjek akan 
melingkupi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan 
tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 
10.1.  Bagan alur prosesi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut (lihat BPK, 
2008, 60-65). 
Gambar 10.1 




Pertama, Tahapan Perencanaan.  Rencana evaluasi terhadap hasil 
pemeriksaan subjek auditor disusun dalam Rencana Kegiatan Sekretariat 
Jenderal dan Penunjang (RKSP) oleh Ditama Revbang dan Itama.  Sementara 
perencanaan evaluasi pemeriksaan oleh AKN melekat dalam RKP dan 
merupakan salah satu bagian dari proses penilaian kinerja auditor.  Selanjutnya 
Ditama Revbang, Itama dan AKN melaksanakan evaluasi pemeriksaan sesuai 
dengan rencana yang telah disusun. 
Kedua, tahapan pelaksanaan.  Ditama Revbang (dalam hal ini Direktorat 
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan; Dit. EPP) melaksanakan evaluasi atas 
LHP sebagai bahan masukan penyusunan IHPS.  Dit. EPP melakukan evaluasi 
atas LHP dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis temuan-temuan yang 
layak dimuat dalam IHPS.  Tata cara evaluasi atas LHP oleh Ditama Revbang 
dhi. Dit. EPP diatur dalam petunjuk teknis tentang penyusunan IHPS.  
Itama melakukan evaluasi pemeriksaan dengan cara mereview sistem 
pengendalian mutu yang melekat pada tahap pemeriksaan, yaitu mulai dari 
tahap penyusunan RKP sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.  Evaluasi pemeriksaan oleh Itama dilakukan terhadap LHP, KKP, 
temuan pemeriksaan (TP), P2, dengan memperhatikan SPKN, PMP, kode etik, 
petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian mutu, petunjuk pelaksanaan, dan 
petunjuk teknis pemeriksaan terkait serta RKP.  Tata cara evaluasi oleh Itama 
diatur dalam pedoman evaluasi pemeriksaan. 
AKN melaksanakan evaluasi pemeriksaan secara intern yang dilakukan 
dalam proses pemeriksaan.  Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan 
LHP dan KKP serta untuk penilaian kinerja pemeriksa.  Kepala Sub Auditorat 
Manajemen Intern Auditorat (Kasubaud MIA)/ Kepala Sub Bagian Sekretariat 
Kepala Perwakilan (Kasubagset Kalan) menghimpun dan mengelola evaluasi 
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kinerja pemeriksa dan melaporkan rekapitulasi penilaian kinerja kepada auditor 
utama (Tortama)/ kepala perwakilan (Kalan). 
Ketiga, tahap pelaporan.  Dalam rangka penyusunan IHPS, Kaditama 
Revbang dapat menyampaikan hasil evaluasi atas LHP kepada Tortama.  Hasil 
evaluasi disampaikan kepada Tortama dengan tembusan kepada Anggota terkait 
dan Inspektur Utama (Irtama) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 
penyampaian IHPS kepada lembaga perwakilan.  Tortama menyampaikan 
tanggapan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Direktorat Utama (Kaditama) 
Revbang dengan tembusan kepada anggota terkait dan Irtama paling lambat 5 
(lima) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi. 
Irtama menyusun dan menyampaikan konsep laporan hasil evaluasi 
kepada Tortama.  Tortama menyampaikan tanggapan atas konsep laporan hasil 
evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah konsep laporan tersebut 
diterima.  Berdasarkan tanggapan tersebut, Irtama menyusun laporan hasil 
evaluasi yang disampaikan kepada Tortama dengan tembusan kepada anggota 
terkait paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggapan diterima. 
Keempat, pemantauan tindak lanjut.  Tortama melakukan tindak lanjut 
atas hasil evaluasi pemeriksaan oleh Itama.  Penjelasan tindak lanjut tersebut 
disampaikan kepada Irtama dengan tembusan kepada anggota terkait.  Itama 
melakukan pemantauan tindak lanjut dalam pelaksanaan evaluasi pemeriksaan 
dengan melihat penerapan sistem pengendalian mutu pada tahapan 
pemeriksaan.  Hasil pemantauan digunakan untuk pelaksanaan evaluasi 
pemeriksaan pada periode berikutnya. 
Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, tidak hanya dilakukan 
secara internal oleh institusi BPK, tetapi juga oleh lembaga lain setingkat BPK.  
Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara oleh BPK benar-benar sesuai dengan standar yang 
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ditentukan.  Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa 
keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan 
sedunia (peer-review).  BPK dapat meminta lembaga pemeriksa setingkat BPK di 
lingkungan International Organisation of Supreme Audit Institution (INTOSAI) 
untuk melakukan penilaian itu.  Untuk maksud tersebut, Itama mengoordinasi 
pelaksanaan peer-review yang meliputi, perencanaan, pengadaan jasa, dan 
pelaksanaan peer-review.  Dalam pelaksanaan peer-review, Itama berperan 
sebagai tim pendamping.  
Penelaahan atas sistem pengendalian mutu dimaksudkan untuk 
menentukan apakah sistem pengendalian mutu institusi sudah dirancang dan 
dilaksanakan secara efektif.  Hal ini untuk memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa seluruh kebijakan, prosedur beserta standar pemeriksaan yang berlaku 
betul-betul telah dipatuhi.  Peer-review oleh lembaga pemeriksa setingkat BPK 
tersebut dilaksanakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun.  
Seperti yang telah dideskripsikan di atas, dalam sebuah pengujian, telah 
terelaborasi dengan baik sebuah kegiatan ‘pengamatan’ dan ritual penundukan.  
Inti penundukan ini adalah suatu prosesi disipliner yang diwujudkan dari suatu 
subjek (auditor sebagai individu atau satu kesatuan tim atau badan) menjadi 
sebuah objek penaklukan yang terobjektifikasi.  Menurut Hardiman (2003, 99), 
sebuah teknologi berkarakter otonom dan terbuka digunakan oleh siapa saja.  Ia 
dapat bersifat koersif karena mengandung tuntutan-tuntutan prosedural untuk 
mengoperasikannya.  Artinya sesudah kesadaran akan pentingnya sebuah 
teknologi diri, hasilnya ia akan mengganti memerintah kesadaran kita.     
Subjek auditor ditaklukkan kekuatannya melalui sebuah kodefikasi atau 
sebuah rangking prestasi kerja yang dinamakan kinerja.  Wujudnya dalam 
institusi disebut dengan manajemen kinerja individu (Makin) terhadap auditor.  
Ritual pengamatan ini juga diakui oleh Adnan yang selama ini bertindak selaku 
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pengendali teknis pemeriksaan.  Menurut Adnan “setiap tahun ada dari direktorat 
– eselon 1; Itama – dia nanti lakukan pemeriksaan terhadap KKP Tim – ini sekitar 
bulan juli mereka masuk. [Saat] Itu [akan] dipanggil lagi ketua tim dan anggota 
tim…  Jadi kita juga diperiksa di sini. Kalau ada P2 [prosedur] tidak dilakukan, 
akan ditanya [oleh Tim Pengawas (QC) Itama] apa alasannya”.  Apa yang 
diungkapkan oleh Adnan juga dibenarkan oleh Yusman, menurutnya “semua 
yang terkait dengan KKP harus jelas dan lengkap”.  Lebih jauh Yusman 
menambahkan bahwa:  
“Saat ini ada yang namanya manajemen kinerja (Makin) BPK 
terhadap auditor, ini bentuk ke arah ‘fungsionalisasi’.  Makin individu 
Itulah nanti yang akan dinilai.  Semua auditor akan ada gread-nya  
[dan juga] terkait dengan renumerasi.  Memang kontrolnya jadi 
berlapis.      
 
Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengujian tidak hanya dilakukan 
secara rutin di internal institusi, tetapi juga melibatkan institusi lain yang setingkat 
dengan BPK.  Institusi dari negara lain yang setingkat dengan BPK mengambil 
peran dalam penilaian itu.  Selanjutnya ‘kunjungan’ itu lambat laun menjadi 
menjadi lebih teratur (minimal sekali dalam lima tahun), menjadi lebih ketat dan 
akhirnya menjadi bagian yang terpenting dari penyelenggaraan prosesi 
pemeriksaan itu.  Bentuk pengujian ini – internal dan eksternal – menempatkan 
auditor dalam pengawasan yang terus-menerus secara konsisten. 
Beberapa segi yang dapat dilihat dengan tampilan pengujian ini adalah 
mengubah subjek individu menjadi terobjektifikasi dalam wilayah dokumentasi.  
Subjek individu menjadi terkode dan tertandai dengan teknik dokumentasinya 
sebagai suatu subjek  ‘yang bermasalah’ atau yang berprestasi.  Sebuah 
pengujian meninggalkan jejak-jejak bagi subjek auditor tentang ‘kehidupan’ 
pekerjaannya dan menempatkan para subjek ke dalam jaring dokumentasi. 
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Prosesi pengujian dirangkai dalam jaring pencatatan dan pengumpulan 
data-data penugasan (misalnya KKP) secara intensif.  Monumen pengarsipan 
menyimpan dan menggolongkan kode-kode tertentu untuk dimasukkan ke dalam 
sebuah sistem (Foucault, 1976, 47; Sikoharsono dan Gaffikin, 2005, 47).  Atas 
nama – misalnya - sistem pengendalian mutu, segala prosedur dan teknik 
pencatatan dibuat terintegrasi dengan data individu ke dalam sebuah jaring 
mekanisme (teknologi) diri.  Di bawah sebuah pengawasan, ‘segala  aspek’ 
penugasan tentang subjek auditor itu menjadi tetap tinggal dalam monumen 
(dokumen) itu.  Ungkapan Adnan dapat menjadi pelengkap mengenai dokumen 
itu.   
“Staf saya ada yang namanya Pemegang Dos [pemegang 
Dokumen KKP].  Ini ada contoh kardus-kardus KKP [menunjukan 
dokumen KKP yang tersimpan dan tersusun rapi dalam rak-rak].  
Setiap auditor yang ingin meminjam KKP ini harus dibuatkan berita 
acara peminjaman… Dalam KKP ada cross indeks A, B, C. Indeks 
A terkait dengan LK,  indeks B terkait dengan audit prosedur atau 
langkah pemeriksaan yang dikerjakan oleh ketua tim atau anggota 
Tim.  Sedangkan indeks C terkait dengan temuan pemeriksaan… 
Ini menunjukan setiap temuan pemeriksaan harus ada cross 
reference-nya [ dengan indeks A,B,C]  
 
10.6 Penutup 
Melalui pengujian setiap subjek auditor dicatat, diukur dan 
diperbandingkan dalam kerangka normalisasi (Ritzer, 2009, 98).  Konstruksi 
sebuah penugasan direkam dalam sebuah pencatatan (KKP, tabel, berita acara 
dan catatan lainnya).  Jejak perekaman ini menjadikan subjek auditor masuk 
dalam wilayah yang terlihat, kontrol dan dalam dominasi sebuah kuasa.  Ini 
menunjukan kerja kuasa yang relatif halus yang pelaksanaannya menjadikan 
subjek individu menerima sebagai ukuran kinerja dan status keprofesionalan 
sebagai hal yang bermanfaat dan memang semestinya memang begitu.  Dengan 
demikian sebuah pengawasan hierarkis beserta prosedur dan teknologi diri yang 
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melingkupinya telah menjadi pusat normalisasi dengan menjadikan subjek 
individu sebagai objek penguasaan.  Lebih jauh Foucault (dalam MacLullich, 
2003) mengungkapkan: 
Teknologi diri memungkinkan individu untuk menjalankan sendiri atau 
dengan bantuan orang lain beberapa operasi terhadap tubuh, jiwa, 
pikiran, perilaku dan cara hidup (ways of being).  Sehingga dapat 
mentransformasikan diri mereka agar bisa mencapai kebahagiaan, 






KUASA EKSLUSIVITAS DALAM PENGAUDITAN 
Auditor menunjukkan diri sebagai subjek profesi dengan status yang 
istimewa.  Institusi tempat mereka bernaung tidak hanya menjadikan subjek 
auditor sebagai profesi yang homogen, tetapi juga berperan dalam klasifikasi diri, 
dan penghierarkian para subjek. 
Kekuatan institusi profesi  memaksakan homogenitas terhadap para 
subjek auditor.  Ini memungkinkannya  untuk menentukan tingkat spesialisasi 
profesi dan membuat perbedaan di antara mereka sendiri dan perbedaan 
dengan subjek awam lainnya.  Kita tentu saja dapat dengan mudah memahami 
subjek profesi ini dengan kesamaan diri yang melekat pada statusnya.  Aturan, 
norma dan standar diperkenalkan sebagai hasil dari pengukuran atau sebuah 
seleksi diri; suatu bayangan yang menunjukkan perbedaan diri dari subjek 
masyarakat lain.  Pandangan Habermas (2004, 240) relevan untuk menunjukkan 
sifat eksklusivitas ini. 
Kalau elit kekuasaan [subjek eksklusif] ingin menjadi begitu kuat 
dan sanggup membuat keputusan yang otoritatif, maka 
keterlibatan, aktivitas dan pengaruh masyarakat awam harus 
dibatasi. Khalayak umum harus menyerahkan kedaulatannya 
kepada para elit [subjek eksklusif] dan membiarkan mereka 
memerintah. Kebutuhan terhadap munculnya elit kekuasaan 
[subjek eksklusif] mensyaratkan bahwa masyarakat awam 
bersikap pasif, tidak terlibat dan mengambil jarak dari para elit 
[subjek eksklusif].  
 
Sebuah standar atau aturan dibuat sebagai ‘prinsip pemaksaan 
(penormalan)’ dalam penugasan dengan mengenalkan landasan (standar) etika 
yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh subjek auditor untuk mengarahkan 
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sikap dan tingkah laku perbuatannya.  Sebuah standar – sebagai landasan moral 
atau landasan kerja - bagi subjek auditor yang dibuat untuk mengatur profesi.   
 
11.1 Kuasa Eksklusivitas: Siapa yang Boleh Berbicara 
Subjek yang terikat dengan  profesi pengauditan menerima legitimasi 
yang cenderung eksklusif dan tidak didapatkan oleh kebanyakan subjek lain 
dalam ruang sosial kemasyarakatan.  Untuk itulah, maka auditor harus 
mempersiapkan diri secara pantas, melayani secara kompeten, dan menerima 
beberapa resiko.  Di antara resiko-resiko tersebut  adalah sanksi dan 
ketidakpercayaan yang diciptakan oleh subjek lain yang karena satu alasan dan 
lainnya berkeyakinan bahwa auditor tidak lagi memenuhi pekerjaan 
profesionalnya.  Itulah harga yang mesti dibayar oleh seseorang yang 
memegang posisi itu.  Beban profesi untuk membela dirinya terhadap  sanksi 
ketidakpercayaan masyarakat.  
Ketika pemeriksaan laporan keuangan untuk tujuan pengekspresian opini, 
auditor harus secara eksklusif bertindak dalam kapasitasnya sebagai auditor, 
demikian postulat pengauditan yang perkenalkan Mauzt dan Sharaf (1980).  Hal 
utama yang ingin ditonjolkan Mauzt dan Sharaf (1980) dalam postulat ini adalah 
independensi auditor.  Saat akan terjun ke lapangan  melakukan pemeriksaan 
dokumen dan pengumpulan data dan informasi lainnya, auditor harus 
mempersiapkan diri, baik fisik, maupun aspek non fisik.  
Bagi auditor yang telah mempersiapkan dirinya tersebut akan dapat 
memperlancar jalannya pemeriksaan maupun dapat memberikan nilai tambah 
untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik dan berkualitas.  Hal tersebut 
dapat terjadi karena dengan memahami dirinya diharapkan pemeriksa mampu 
menutupi segi-segi kelemahannya.  
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 Menjaga kesan subjek lain terhadap dirinya, terlihat dari tampilan 
personalnya.  Pakaian dan tampilan rambutnya tampak rapi, bersih serta 
berkesesuaian dengan kilapan sepatu kulitnya.  Tanda pengenal di dada 
melengkapi kesan sopan dan kewibawaannya sebagai subjek yang berbeda dari 
yang lainnya.  Sifat dan cara kerjanya menunjukkan bahwa ia seorang 
berdisiplin, dan berkemauan keras.  Tidak mudah putus asa dalam 
merealisasikan suatu maksud yang mereka yakini.  Kerja kerasnya dalam 
mendapatkan kebenaran informasi, ditunjang oleh kemauan yang gigih dan 
keuletannya dalam menghadapi berbagai hambatan.  Kualitas personal seperti 
ini akan menambah rasa percaya diri subjek auditor sebagai subjek yang 
berbeda dari subjek lainnya. 
Eksklusivitas dalam konteks seperti ini, berhubungan dengan bagaimana 
seorang auditor menampakkan dirinya – misalnya saat penugasan – sekaligus 
mengenalkan ke kelompok lainnya status keprofesinalismenya.  Gagasan ini 
berhubungan bagaimana subjek auditor sebagai kelompok menampakkan status 
keprofesinalismenya sekaligus menunjukkan bahwa mereka lain dari yang lain. 
Di sini representasi yang terjadi karena subjek auditor diperkenankan oleh 
kewenangannya untuk ‘menyatakan’.  “Kami telah mengaudit laporan keuangan 
entitas A untuk tahun anggaran 2010 dst... menurut pendapat kami laporan yang 
disajikan oleh entitas tersebut adalah tidak wajar”. Saat laporan auditor 
diterbitkan, bahasa yang digunakan diformalisasi dengan menghindari gaya 
bahasa yang bersifat personal atau impersonal.  Personalisasi melalui 
penggunaan kata ganti orang pertama  seperti ’aku’ telah memeriksa atau ’saya’ 
telah memeriksa dianggap sebagai tidak ilmiah dan tidak lazim.  Di sisi lain 
penghindaran kata impersonal dalam laporan audit, bisa dianggap sebuah 
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sebuah keputusan diambil secara bersama yang jauh suasana hati ataupun 
ekspresi emosional dari seorang auditor. 
Di sini representasi yang terjadi karena subjek auditor diperkenankan oleh 
kewenangannya untuk ‘berbicara’.  Subjek lain ‘dibicarakan’ dan diajak ‘bicara’, 
tetapi mereka dipandang lain sebagaimana ajaran skeptisme profesionalnya.  
Subjek lain seolah bukan bagian dari dirinya, entitas lain ditampilkan dalam 
laporan audit dan dibaca derajat kepatuhannya dalam perspektif standar yang 
mereka sendiri. 
  
11.2 Kuasa Eksklusivitas: Objek Apa yang Ingin Ditonjolkan untuk 
Dibicarakan 
 
 Pernah suatu ketika, demikian Afrah berkisah, auditor mengambil buku 
inventaris barang.  Di situ tercatat di SKPD ada pembelian pembelian laptop 
tahun 2007.  Ketika itu pemeriksaan dilakukan untuk TA 2010.  Dicarilah laptop 
itu di SKPD-nya.  Dia mengatakan pada auditor, bahwa SKPD-nya tidak pernah 
menganggarkan laptop pada tahun 2005.  Afrah lantas memperlihatkan 
anggaran yang dimaksud, untuk meyakinkan auditor bahwa ia memang benar-
benar tidak pernah membeli laptop itu.  Tetapi menurut Afrah, sesuatu hal yang 
tak disangka, auditor berkata “tandatangani saja temuan ini, daripada saya korek 
lagi yang lain, bisa-bisa temuannya lebih besar”. Afrah pasrah, “iya juga sih, 
daripada dikorek lagi yang lain lebih saya baik tanda tangani saja temuan itu,” 
gumamnya dalam hati.  Afrah melanjutkan, “bukan apa-apa pak, memang sih 
ada barang lain yang sudah dibeli tetapi fisiknya tidak ada di kantor dan nilainya 
bisa lebih besar”.  
Kejadian yang dialami oleh Afrah dalam skala yang lebih tinggi bisa 
merembes  pada ketidakyakinan auditor atas kualitas SPI atas pengelolaan aset 
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entitas (Kotak 11.1).  Oleh auditor ini dikategorikan sebagai kelalaian Kepala 
SKPD selaku pengguna barang.  Dan pada akhirnya Sekretaris Daerah juga 
bertanggung jawab atas kelalaian ini.  Ia dianggap tidak menyelenggarakan 
penatausahaan dan pengendalian yang baik terhadap barang milik daerah yang 
menjadi tanggung jawabnya.  Akhirnya sebuah surat pernyataan dan 
ditandatangani oleh auditee sebagai bentuk pengakuan formal atas kelalaian itu 




























Nilai Aset pada Neraca Per 31 Desember 2010 
Tidak Diyakini Kewajarannya 
 
Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, kelalaian para 
bendahara barang SKPD tidak menyelenggarakan penatausahaan barang-
barang yang dikategorikan sebagai aset tetap.  Kelalaian Kepala SKPD (30 
SKPD) selaku Pengguna Barang (PB) atasan langsung bendahara barang dalam 
pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi tanggung 
jawabnya.  Kelalaian Kepala DPPKAD selaku PPKD dalam penyusunan dan 
penyajian akun aset pada LKPD serta kelalaian Sekretaris Daerah selaku 
pengelola BMD dalam pengendalian atas penyusunan dan penyajian akun aset 
tetap pada LKPD Pemerintah Kabupaten xxx. 
Akan dilakukan kordinasi dengan kepala SKPD dan menegur kepala SKPD 
selaku PB yang lalai mengawasi dan menatausahakan pengelolaan barang milik 
daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Serta memerintahkan para kepala 
SKPD untuk menegur bendahara barang SKPD, agar melakukan dan 
menyampaikan laporan per 31 Desember 2010 kepada pengelola barang milik 
daerah yang dilengkapi dengan daftar mutasi barang selama satu tahun. 
 
Xxxx,   April 2011 
Sekretaris Daerah Kabupaten, 
 
Drs. xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
Nip. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Sepucuk surat pernyataan bagi seorang auditor adalah dokumen formal 
yang menunjukkan pengakuan kelalaian diri entitas teraudit (Kotak 11.1, baris 3-
11).  Sekaligus sebuah janji untuk memperbaiki pengelolaan barang yang 
menjadi tanggung jawabnya (Kotak 11.1, baris 12-17) dalam ikatan formal.  
Tanpa menafikan prosedur dan pertimbangan auditor atas fakta pengauditan 
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serta kerja sama auditee dalam mengalirkan informasi; peristiwa ini mengandung 
unsur eksklusivitas.  Mengendalikan objek pembicaraan – terhadap akun 
tertentu, dokumen tertentu – melalui surat pernyataan adalah cara mudah bagi 
auditor untuk mengumpulkan bukti formal sebuah kelalaian.  Ini sekaligus 
berfungsi untuk menyiasati keterbatasan durasi waktu mengumpulkan dan 
mengevaluasi peristiwa pengauditan dalam penugasan.  Nyatanya bukti 
pengakuan diri merupakan landasan formal bagi auditor yang menampakkan 
bahwa eksistensi aset tidak diyakini kewajarannya.  Hal ini sekaligus 
menunjukkan bahwa pencapaian sasaran pemeriksaan dapat diwujudkan; di 
antaranya memberi opini kualifikasi atas akun aset tersebut ataukah memberi 
opini disclaimer atas LKPD entitas secara keseluruhan.  
Kecenderungan penyodoran surat pernyataan oleh auditor tidak ditampik 
oleh Adnan seorang auditor yang bertangung jawab atas aspek teknis sebuah 
pemeriksaan.  Menurutnya “biasanya teman-teman [auditor] menyuruh [auditee] 
membuat surat pernyataan atau surat keterangan.  Itu dilakukan saat auditee 
memang tidak bisa menjelaskan sesuatu hal atau sesuatu hal itu memang tidak 
ada buktinya”.  Hal ini menjadi penting, karena bagi auditor, sebuah surat 
pernyataan atau surat keterangan tidak hanya menjadi bagian dari prosedur 
pemeriksaannya -ada bukti dan kelengkapan KKP-nya-, tetapi juga menjadi bukti 
perlindungan diri bagi auditornya.  Lebih lanjut Adnan menyatakan: 
Pengumpulan bukti terkait dengan audit prosedur, ada bukti dan 
KKP.  Kalau ‘yang bersangkutan’ [auditee] tidak bisa 
memperlihatkan bukti maka kita akan meminta surat pernyataan.  
Kalau tidak ada seperti itu [surat pernyataan],… ya itu bisa jadi 
sangkutan [masalah bagi auditor].  Ada [surat] pernyataan, 
misalnya [dokumennya] hilang, itu tidak bisa kita paksakan kalau 
memang tidak ada.  Kalau begitu kita sudah sodorkan itu [surat 
pernyataan],… ‘biasanya dia [auditee] bilang, jangan dulu Pak, 
nanti saya [auditee] cari dulu’.  Kalau begitu kita [auditor] kasih 
batas waktu.  ‘Pokoknya besok sudah harus ada [dokumen itu],’ 




 Dalam praktik pengauditan, eksklusivitas berpeluang terjadi, saat subjek 
berwenang menentukan dan memilih gagasan serta objek ‘pembicaraan’.  
Misalnya gagasan pemeriksaan terhadap aset tetap dapat dieksklusifkan.  Salah 
satu hal yang menyebabkan LK pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 
anggaran 2007 mendapat opini tidak wajar adalah tanah seluas 10.524.378 M2 
belum bersertifikat sehingga kewajarannya menjadi diragukan.  Akibatnya entitas 
Pemda Provinsi Jawa Timur dipresentasikan sebagai subjek yang tidak disiplin, 
menyimpang dari kriteria kebakuan standar pengelolaan keuangan.  Eksistensi 
tanah yang dimiliki diragukan keberadaannya.  Ini artinya, entitas ‘dipaksa’ 
mengikuti gagasan ‘pembicaraan’ subjek berwenang.  Eksklusivitas subjek, 
berwenang menentukan objek pembicaraan tentang aset karena memang 
didukung oleh aturan melalui mekanisme dan prosedur tertentu. 
Kotak 11.2 
Cuplikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2008 
























Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya 
dilaksanakan antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut. 
 Pembentukan dana cadangan murni tidak sesuai ketentuan, sehingga 
saldo dana cadangan murni sebesar Rp50,56 miliar tidak dapat diyakini 
kewajarannya. 
 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Daerah/ 
Masyarakat belum dipertanggungjawabkan, sehingga pengeluaran 
belanja bantuan sosial sebesar Rp248,82 miliar tidak dapat diyakini 
kebenarannya. 
 Aset Tak Berwujud berupa sofware/sistem aplikasi komputer tidak 
dicatat dan tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 
minimal sebesar Rp9,29 miliar sehingga saldo akun aset tak  berwujud 
tidak menyajikan kondisi sebenarnya. 
 Tanah seluas 10.524.378 m
2
 belum bersertifikat atas nama Pemerintah 
Daerah dan tidak didukung bukti kepemilikan, sehingga aset tetap 
berupa tanah sebesar Rp1,31 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya 
dan melemahkan posisi Pemerintah Daerah jika sewaktu-waktu terjadi 
sengketa tanah dengan pihak lain. 
 





Melalui prosedur pemeriksaan aset, ide disebarkan bahwa ‘subjek 
berwenang’ telah berhasil menemukan ‘ketidakpatuhan’ atas standar.  Gejala 
penyimpangan atas aset telah diamati dan ditemukan obatnya.  Sebagaimana 
terpampang pada Kotak 11.2 baris 17-22, aset seluas 10.524.378 M2 dengan 
nilai 1,3 triliun tidak didukung oleh sertifikat kepemilikan yang sah atas nama 
Pemda Provinsi Jawa Timur. 
Sementara kita sedikit bergeser ke provinsi lain, tepatnya ke Provinsi 
Jawa Tengah.  Pengungkapan tentang aset tetap sedikit diabaikan; dalam artian 
tidak menjadi bagian dari catatan kualifikasi opini subjek auditor.  Cuplikan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2008 Untuk LKPD Provinsi Jawa 
Tengah TA 2007 (lihat Kotak 11.3), memperlihatkan bahwa aset atau legalitas 
aset bukanlah objek pembicaraan yang ditonjolkan untuk entitas ini.  
Kotak 11.3 
Cuplikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2008 
























Pada umumnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya 
dilaksanakan antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan berikut: 
 Belanja daerah TA 2007 sebesar Rp. 2,75 miliar dibayarkan TA 2008 
dan dana bantuan sebesar Rp. 19,85 miliar belum 
dipertanggungjawabkan, sehingga belanja daerah tidak mencerminkan 
realisasi sebenarnya dan dana bantuan tidak dapat dimanfaatkan 
secara tepat waktu. 
 Saldo kas pengembalian dana bergulir pada Dinas Pelayanan Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) per 31 Desember 2007 sebesar 
Rp. 2,19 miliar belum disetor ke Kas Daerah atau didistribusikan 
kepada pihakpihak yang berhak menerima sesuai perjanjian, sehingga 
angsuran pokok dan jasa bunga bagian Pendapatan Asli Daerah 
terlambat diterima kas daerah. 
 Pengembalian dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian macet 
sebesar Rp. 2,33 miliar, sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat 
lain, berpotensi merugikan daerah, dan saldo dana bergulir pada 
neraca diragukan kewajarannya. 
 
Catatan: LKPD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2007 memperoleh opini Wajar 





‘Pembicaraan’ yang berefek pada ‘WDP-nya’ Provinsi Jawa Tengah di 
antaranya difokuskan pada ‘dana bantuan’ dan dana bergulir yang menurut 
auditor tidak dikelola secara baik.  Dana bantuan tidak mencerminkan realisasi 
yang sebenarnya dan tidak dimanfaatkan secara tepat waktu.  Dana bergulir di 
Dinas Perindustrian tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga 
menurut auditor berpotensi merugikan daerah.  Di lain pihak, masih ada sisa 
dana bergulir oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) belum disetorkan ke kas daerah. 
 Berdasarkan Kotak 11.2 dan Kotak 11.3, tampak, bahwa salah satu 
penyebab opini LKPD Jatim lebih buruk dari LKPD Jateng adalah soal aset.  
Secara tegas dieksklusifkan temuan tentang tanah seluas 10.524.378 m2 belum 
bersertifikat atas nama Pemda dan tidak didukung bukti kepemilikan, sehingga 
aset tetap berupa tanah sebesar Rp. 1,31 triliun tidak dapat diyakini 
kewajarannya dan bisa melemahkan posisi pemerintah daerah jika terjadi 
sengketa tanah dengan pihak lain.  Di Lain pihak, di entitas Jawa Tengah, tanah 
bukanlah hal yang eksklusif untuk simpulkan secara umum (berdasar IHPS) 
sebagai bagian bermasalah yang berpotensi membuat entitas ini mendapat opini 
tidak wajar. 
Jika legalitas aset tidak tonjol ‘dibicarakan’ di Provinsi Jawa Tengah, 
maka logika pengauditan kita bisa mengasumsikan bahwa, untuk segala hal 
yang berkaitan dengan penyajian aset tetap (tanah) di Provinsi Jawa Tengah 
adalah telah wajar.  Hal ini tentu bisa dimaklumi, karena subjek berwenang telah 
menyatakan bahwa kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan dalam 
Kotak 11.3 di atas, LKPD Provinsi Jawa Tengah telah disajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Provinsi Jawa Tengah per 31 
Desember 2007, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk 
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tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
 Tentu saja tidak ada yang salah dengan hasil pemeriksaan di atas, bagi 
auditor, prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang 
ada, pertimbangan profesional juga telah melekat di dalamnya.  Masalahnya 
hanyalah memungkinkan munculnya persepsi publik akan adanya unsur 
eksklusivitas yang mungkin (tidak) disadari oleh subjek berwenang.  
Eksklusivitas terhadap objek – akun - yang akan dibicarakan dapat muncul, 
berupa penonjolan aspek legalitas pemilikan tanah pada LKPD Provinsi Jawa 
Timur (Kotak 11.2, baris 17-22), sementara di entitas Provinsi Jawa Tengah, 
auditor memandang tidak ditonjolkan – pembicaraan tentang legalitas tanah – 
sebagai suatu persoalan.  Sehingga membandingkan kualitas baik buruknya 
pelaporan keuangan di antara keduanya menjadi kurang relevan.  Memang 
menurut urutan peringkat kriteria sebuah opini, kita dapat mengatakan bahwa 
kualitas LKPD Provinsi Jawa Timur T.A. 2007 (Tidak Wajar) adalah lebih buruk 
dibandingkan dengan kualitas LKPD Provinsi Jawa Tengah (Wajar Dengan 
Pengecualian).  Namun, sekiranya subjek yang berwenang, juga menonjolkan 
aspek legalitas kepemilikan tanah entitas saat pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa 
Tengah, maka mungkin opininya akan menjadi lain; bisa saja menjadi tidak wajar 
(TW).  
Dengan demikian, dalam hal kedua entitas di atas, mengkomparasikan 
pertanggungjawaban pelaporan keuangan antara satu entitas dengan entitas 
lainnya dengan mengacu kepada pemeringkatan opini audit dalam satu tahun 
anggaran sebagai ukuran kualitas pelaporan menjadi kurang relevan untuk 
diperbandingkan.  Melalui eksklusivitas terhadap objek yang akan ditonjolkan, 
akan berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam sebuah opini.  
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Efek dari eksklusif ini adalah entitas Provinsi Jawa Timur dianggap 
menyajikan LKPD-nya secara tidak wajar (TW) dan tidak sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan.  Ia dipresentasikan sebagai entitas yang buruk 
pertanggungjawaban keuangannya karena dianggap tidak patuh dan 
menyimpang dari keharusan.  Ini dibuktikan opini discalimer atas LKPD-nya.  
Sebaliknya, entitas Provinsi Jawa Tengah dipandang lebih baik penyajian LKPD-
nya daripada entitas Provinsi Jawa Timur, karena menurut pendapat auditor, 
LKPD Provinsi Jawa Tengah sudah disajikan secara wajar dalam semua hal 
yang material dan telah sesuai dengan SAP, kecuali untuk hal-hal yang 
berhubungan dengan untuk dikecualikan. 
Dari peristiwa di atas, auditee sebagai subjek yang awam proses produksi 
sebuah opini bisa saja mempertanyakan dasar pemberian opini yang diterimanya 
dengan membandingkannya dengan perolehan opini entitas lain.  Fakta yang 
mana yang dipersoalkan atau dikualifikasi oleh auditor dalam memberikan opini?  
Bagaimana standar ditafsirkan oleh auditor dalam memberikan opini?  Kenapa 
entitas Kami diberi opini lebih buruk dari entitas lain, padahal ‘rasa-rasanya’ 
pengelolaan entitas kami lebih baik atau kurang lebih sama dengan entitas yang 
lain?      
Pertanyaan-pertanyaan seorang subjek awam seperti di atas, kadang 
terngiang saat sebuah opini sudah diperoleh oleh auditee.  Hal ini ini memang 
terkesan remeh, karena logika ‘keluguannya’ dianggap tidak mampu menjangkau 
cara kerja pengauditan seorang auditor.  Auditee hanya ‘merasa-rasa’ 
diperlakukan berbeda oleh subjek auditor.  Pernyataan dari Farhan bisa 
dianggap mewakili seorang subjek yang awam tentang hal ini.  Menurut Farhan:        
Saya tidak tahu, bagaimana [auditor] BPK itu memeriksa, 
sepertinya [merasa-rasa] tidak menggunakan standar….  
Sepertinya kita lebih baik [pengelolaan keuangannya] dari entitas 
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lain, tetapi opininya lebih buruk dari mereka.  Sepertinya mereka 
[auditor] punya keyakinan yang dikerjakannya, itu betul.  Kalau kita 
[auditee] salah, bisa rumit jadinya.  Apa yang dikatakannya 
semacam ‘titah saja’, mereka [auditor] seperti ‘super hero’ saja. 
 
Auditee memang harus diyakinkan bahwa ia setuju atau menerima fakta-
fakta pengauditan yang menjadi dasar pemberian opini bagi entitasnya.  Apa 
yang dipersoalkan auditee –terkait dengan opini-, didasarkan atas 
pengalamannya dengan memperbandingkan perolehan opini entitasnya dengan 
perolehan entitas lainnya.  Bagi auditee semua fakta (penjelasan) yang dijadikan 
dasar pemberian opini bagi entitasnya, harus juga konsisten dengan fakta 
(penjelasan) dasar atau yang digunakan bagi entitas lain.  
Logika awam seperti yang diungkapkan Farhan, “Saya tidak tahu, 
bagaimana [auditor] BPK itu memeriksa, sepertinya [merasa-rasa] tidak 
menggunakan standar”, patut dikritisi. Kita bisa mengasumsikan bahwa sebuah 
standar dalam pemeriksaan merupakan produk untuk menjamin kualitas kerja 
seorang auditor.  Oleh karena itu, perlakuan terhadap standar, di mana dan oleh 
auditor siapapun yang mengacu dengannya (harusnya) akan menghasilkan; hasil 
kerja yang sama.   
Apa yang dirasakan oleh Farhan, secara implisit bisa dibenarkan dari 
ungkapan Adnan selaku pengendali teknis sebuah pemeriksaan.  Menurut 
Adnan, “Kalau anak-anak [auditor] memeriksa, ada yang namanya pembinaan 
tidak langsung.  Auditee, memang kita genjot melakukan sesuatu, jika tidak 
[melakukan], maka bisa berpengaruh pada opini”.  Lebih jauh Adnan 
menyatakan: 
[Pemda] terpaksa  kita genjot khusus.  Bikinkan temuan bahwa 
semua LKPD belum ada yang buat LK konsolidasian.  Makanya 
Tahun lalu [Pemeriksaan T.A 2010]  banyak yang disclaimer.  
Bikin temuan khusus, bahwa [entitas] tidak buat LK 
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konsolidasian…  Sekarang SKPD-SKPD [yang ada di Pemda] 
sudah buat LK sendiri-sendiri.  
 
Genjotan subjek auditor terhadap auditee, dapat ditelusuri pada hasil 
laporan auditor yang diterbitkan oleh BPK.  Subjek auditor secara eksklusif dapat 
menentukan objek pembicaraan tentang keharusan auditee membuat LKPD 
konsolidasi.  Jika hal tersebut tidak dipatuhi oleh auditee, maka itu bisa menjadi 
temuan khusus bagi auditor dan bisa berpengaruh terhadap opininya.  Cuplikan 
peristiwa ini dapat ditelusuri pada paragraf penjelasan (Kotak 11.4) sebuah 
laporan auditor. 
Kotak 11.4 
Cuplikan Temuan Khusus tentang LKPD Konsolidasian. 
(Tertera pada Pragraf Penjelasan Laporan Auditor) 
 
 
Hasil pemeriksaan [terhadap beberapa entitas, salah satunya] mengungkapkan hal-hal 
sebagai berikut: 
Hasil pemeriksaan menunjukkan 70 SKPD tidak menyusun laporan keuangan 
sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu tidak disusun berdasarkan hasil 
konsolidasi laporan keuangan SKPD.  Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas 
Sistem Pengendalian Intern No.1. 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong TA 2009 tidak 
disusun berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Keuangan SKPD karena terdapat 
Kepala SKPD belum menyusun laporan keuangan secara lengkap.  Hal tersebut dijelaskan 
lebih lanjut dalam Laporan atas Sistem Pengendalian Intern No.6; 
Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol 
TA 2009, Pemerintah Kabupaten Buol tidak menyusun Laporan Keuangan TA 2009 
berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.  Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP 
atas Sistem Pengendalian Intern No.5; 
Pemerintah Kabupaten Tolitoli tidak menyusun Laporan Keuangan TA 2009 
berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.  Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP 
atas Pengendalian Intern No.1; 
Seperti diuraikan pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Morowali TA 2009, diketahui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali TA 
2009 tidak disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD sehingga pengendalian atas 
penyajian LKPD menjadi lemah dan saldo akun-akun dalam LKPD tidak dapat diyakini 





Perbandingan simpulan auditor yang tertera Gambar 11.1, 
memperlihatkan secara kasat mata objek tertentu yang ingin dibicarakan subjek 
auditor.  Auditor-auditor BPK Perwakilan Jawa Timur lebih memilih 
mempersoalkan ‘aset dan legalitas aset’ yang dimiliki entitas-entitas terperiksa 
yang ada di bawah naungannya.  Akibatnya, nilai aset yang tertera pada entitas-
entitas yang terperiksa diragukan kewajarannya.  Hal ini menyebabkan auditor-
auditor BPK Perwakilan Jawa Timur sebagian besar memberikan opini Tidak 
Wajar (TW) pada entitas-entitas di Jawa Timur.  Kurang lebih  95% (37) dari 39 
entitas pemda yang ada di wilayah ini mendapat opini tidak wajar (TW) dan 
hanya 5% (2) entitas saja yang berhasil mendapat opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). 
Gambar 11.1 
Perbandingan  Perolehan Opini LAPD TA 2007 
Untuk Wilayah Jawa Timur dan Wilayah Jawa Tengah 
 
Sumber : BPK, IHSP I TA 2008; IHPS I TA 2008 atas Opini LAPD TA 2007  
Hal yang berbeda diperoleh oleh entitas-entitas di Jawa Tengah, 
sebagian besar entitas di wilayah ini mendapat opini lebih baik dibandingkan 
perolehan opini entitas-entitas di wilayah Jawa Timur.  Sebanyak 90% atau 27 
dari 30 entitas yang ada di wilayah Jawa Tengah memperoleh Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dan hanya 3 (10%) entitas yang memperoleh opini 
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disclaimer.  Hal ini disebabkan karena auditor-auditor yang ada di BPK 
Perwakilan Jawa Tengah tidak mempersoalkan ‘legalitas aset’ sebagai sesuatu 
yang dipertimbangkan dalam pemberian opininya.  Sebagai tambahan. di kedua 
wilayah itu, pada umumnya SPI masih lemah dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan, dan hal itu terungkap 
dalam temuan pemeriksaan. 
  
11.3 Kuasa Eksklusivitas: Apa yang Ditabukan 
Selama ini, kita hanya mendengar cerita indah dari textbook tentang 
kertas kerja pemeriksaan.  Sebuah KKP diceritakan bahwa ia berkaitan dengan 
dokumentasi atas pekerjaan pemeriksaan oleh auditor.  Ia  menjadi bukti formal 
tentang rencana dan saat pemeriksaan di lapangan termasuk beragam temuan-
temuan yang yang kelak menjadi cikal bakal opini auditor.  Dalam cerita (SAP) 
dinyatakan bahwa KKP memberikan empat manfaat.  Pertama, KKP memberikan 
dukungan utama terhadap laporan audit.  Kedua, KKP membantu auditor dalam 
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan audit.  Ketiga, KKP memungkinkan 
orang lain untuk mereview kualitas audit, baik oleh auditor sendiri maupun oleh 
supervisor ditunjuk.  Dan terakhir, memungkinkan dilakukannya review atas 
kualitas audit dengan cara memberikan dokumentasi tertulis mengenai bukti 
yang mendukung kesimpulan dan rekomendasi signifikan dari auditor.  
Penyusunan KKP harus dilakukan secara lengkap, akurat serta jelas dan 
singkat agar mudah dimengerti, demikian Yaser bercerita soal KKP. Lebih lanjut 
ia menambahkan, KKP juga harus disusun dalam sebuah organisasi dengan 
urutan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.  Hal ini menjadi penting, agar 
kelak nanti mudah direview ketua tim atau penanggung jawab pemeriksaan.  
Sesuai dengan SAP dan dibenarkan oleh Yaser, KKP memuat  harus memuat (a) 
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tujuan, lingkup dan metodologi audit, termasuk kriteria uji-petik yang digunakan. 
(b) KKP juga memuat pertimbangan auditor yang digunakan untuk mendukung 
opini yang diberikan, termasuk gambaran mengenai catatan-catan dan transaksi 
entitas teraudit. (c) KKP juga memuat bukti pengawasan supervisor atas 
pekerjaan auditor. 
Sebelum hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR/DPRD, semua 
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan bersifat rahasia ‘tabu’ untuk 
dijamah.  Setelah hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR/DPRD, laporan 
hasil pemeriksaan BPK-RI menjadi dokumen publik.  Meskipun demikian auditor 
dilarang untuk menginformasikan hasil pemeriksaan kepada pihak lain dengan 
cara apapun. Kewenangan tersebut hanya ada pada DPR/DPRD.  Badan dapat 
memutuskan memberikan pokok-pokok laporan pemeriksaan kepada 
masyarakat. Informasi tersebut berupa siaran pers yang dapat disampaikan 
kepada masyarakat melalui jumpa pers dan website BPK-RI.  Materi siaran pers 
disiapkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh intitusi.  
Semua dokumen negara dan informasi yang berhubungan dengan 
pemeriksaan dijaga kerahasiaan dan keamanannya.  Kewajiban menjaga 
keamanan dan kerahasiaan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara “Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen 
yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya melampaui batas 
kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.    
“Kita sebenarnya diuntungkan dengan adanya kode etik”, demikian Adnan 
bercerita tentang pentingnya backup dari kode etik profesi.  Lebih lanjut ia 
menjelaskan, “kerahasiaan kerja kita harus tetap terjaga, apa yang diketahui 
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selama pemeriksaan tidak boleh disampaikan kepada orang lain kecuali 
dituangkan dalam laporan pemeriksaan.  Laporan pemeriksaan ini baru boleh 
terbuka apabila sudah diserahkan ke DPR atau DPRD.  Selama dalam tahap 
perencanaan sampai dengan penyusunan laporan, jangan coba sekali-kali untuk 
membocorkannya, kerahasiaannya harus tetap dijaga oleh auditor”.  Apa yang 
nyatakan oleh Adnan, juga dibenarkan oleh Yusman dan Yaser sebagai seorang 
senior.  Ketegasan tentang hal ini juga diatur dalam panduan manajemen 
pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa ‘konsep laporan hasil pemeriksaan’ 
(LHP) bersifat rahasia, sehingga dalam laporan itu perlu diberi tanda bayang 
(watermark) “RAHASIA”, dengan demikian setiap auditor perlu menjaga 
kerahasiaan konsep LHP itu (BPK, 2008, 45).    
 Eksklusivitas pengauditan ternyata juga menawarkan sebuah ruang.  
Ruang dimana ‘hasrat’ bagi subjek lain tidak dapat mengalir bebas, bersamaan 
dengan mengalirnya program dan prosedur pemeriksaan.  Ruang KKP yang 
dieksklusifkan adalah sebuah ruang, yang di dalamnya terjadi perputaran 
‘berupa objek tabu’ yang tanpa henti dan tanpa interupsi memayungi tindak 
tanduk auditor sebagai subjek yang berwenang.  KKP hidup dari ‘gejolak’ tabu, 
melalui ‘mesin’ kerahasiaan diri berputar tiada henti dan melindungi subjek 
auditor atas nama standar dan kode etik.   
Gambaran ini ditunjukkan pada kotak 11.5, untuk alasan kerahasiaan, 
permintaan data “contoh program dan prosedur pemeriksaan tidak disetujui 
untuk dikeluarkan oleh subjek berwenang.  Pertimbangan yang digunakan 
adalah adalah, bahwa itu termasuk bagian dari KKP yang tidak dapat 
dipublikasikan.  Meski demikian, untuk data-data tertentu yang tidak bersifat 





Penjelasan Permintaan Data 









 Bagaimanapun juga, KKP adalah dokumen formal yang harus dijaga 
kerahasiaannya.  Pembocoran dokumen itu ke publik, akan punya konsekuensi 
tertentu bagi subjek auditor.  Hal ini dapat dirujuk pada aturan perundangan-
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undangan, bahwa semua dokumen negara dan informasi yang berhubungan 
dengan pemeriksaan harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya.  Kewajiban 
menjaga keamanan dan kerahasiaan itu, diatur secara formal.  Kesengajaan 
mengekspose dokumen negara yang melampaui batas kewenangan auditor 
akan berimplikasi pada tubuh fisiknya.  Denda dan pemenjaraan siap menanti 
apabila itu sampai dilakukan.  
Selubung eksklusifisme yang dilakukan subjek berwenang terhadap 
subjek lain melalui;‘atas nama kerahasiaan negara’, menjadikan subjek lain 
menjadi asing terhadap dunia pengauditan.  Mereka hanya terperangkap dalam 
irama ‘kewenangan formal’ dan kesan dari seorang ‘subjek profesional’.  
Terkurung oleh sebuah penerimaan yang dianggapnya sudah terberi (common 
sense).  Mereka akhirnya hanya menjadi ‘pelayan’ dari jaring prosedur etik; 
terperangkap dalam irama keteknisan, sehingga tidak ada ruang ‘terjamah’ bagi 
subjek lain.  
Tabu merupakan ekspresi masyarakat atas pencelaan terhadap sejumlah 
tingkah laku atau ucapan yang dipercaya mempunyai dampak buruk pada 
anggota masyarakat, baik karena alasan kepercayaan maupun karena perilaku 
atau ungkapan tersebut melanggar nilai-nilai moral.  Konsekuensinya, sejauh 
menyangkut bahasa, adalah hal-hal tertentu yang tidak ducapkan, atau hanya 
digunakan dalam situasi tertentu atau oleh orang-orang tertentu.  
Namun demikian, sesuatu yang dianggap tabu, bisa saja terungkap akibat 
ketidakhati-hatian auditor dalam penugasannya.  Ini dicontohkan oleh KKP yang 
terlihat pada kotak 11.6.  Ia bisa ada dan tertinggal dalam ruang kerja (file 

















Pada prinsipnya, KKP seperti kotak 11.6 adalah bagian dari teknologi diri 
dalam pengauditan.  Ia dapat dikategorikan sebagai ‘mata dan telinga’ bagi 
atasan untuk memantau proses kerja auditor.  Melalui KKP akan dipastikan 
pelaksanaan penugasan sesuai dengan tujuan pemeriksaan.  Ini juga berfungsi 
sebagai alat pengawasan dan perekaman jejak kerja auditor.  
KKP adalah sebuah ruang yang ditabukan terhadap subjek lain, tetapi 
“terbuka dan semua terlihat” bagi subjek tertentu.  Ia adalah sebuah tempat yang 
di dalamnya rahasia kerja auditor dapat terekam.  Hanya dengan mengamati 
KKP, seorang auditor dapat mengetahui keseluruhan dunia kerja seorang 
auditor.  KKP seolah manarik masuk energi kerja auditor ke dalam ruang itu.  Ia 
mengisap aktitas subjek auditor ke dalam kolom tabelaris.  Apapun yang tampak 
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di depan subjek akan direnggut ke dalam struktur teknologi ini.  Ada semacam 
pemadatan peristiwa audit ke dalam segmen akun-akun keuangan, SPI dan 
kepatuhaan auditee terhadap aturan perundang-undangan.  Akhinya, sebagai 
dokumen, KKP dan informasi yang terkait dengan pemeriksaan menjadi sebuah 
kerahasiaan untuk diekspose ke masyarakat.  Hal itu akan menjadi wilyah tabu 
untuk dibicarakan dan hanya pantas dikupas dalam ruang pribadi subjek auditor 






PRAKTIK DISKURSIF DALAM PENGAUDITAN 
Penelitian ini mencoba mengidentifikasi diskursus dari sudut pandang 
Foucault yang dipadupadankan dengan praktik produksi (opini) dalam pengauditan.  
Pengauditan sudah terbingkai dalam sebuah pakem utama sebagai proses 
pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi, untuk menentukan dan 
melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan Arent dkk. (2005, 11) atau dalam pengertian Mautz dan Sharaf auditing 
adalah proses analisis (1980).  Dalam perspektif yang lebih luas auditing dipandang 
sebagai aktivitas pervasive yang bersentuhan dengan masyarakat yang sudah maju 
(Shannon, 1989, 292) serta dipandang sebagai sarana penjamin bagai akuntabilitas 
suatu entitas.  Keberadaan pengauditan juga diteguhkan oleh kepercayaan 
masyarakat bahwa itu dilakukan oleh subjek yang berkompeten dan independen 
dalam penugasannya.  
Melengkapi pakem utama dan beberapa pandangan di atas, penulis 
mencoba mengajukan sebuah konsep dalam praktik pengauditan.  Dalam 
pandangan penulis pengauditan adalah sebuah konstruksi dari praktik-praktik 
diskursif yang dilakukan oleh subjek profesional sesuai dengan orientasinya 
di ruang auditorial.  Lantas,  apa relevansi antara diskursus dengan praktik 
pengauditan?  Relevansinya terletak pada  ungkapan Foucault, bahwa kuasa ada di 
mana-mana (1996, 117; Ritser, 2009, 115).  Ungkapan ini dapat menjelaskan bahwa 
produksi dan penggunaan pengetahuan ada dalam kehidupan sehari-hari (Piliang, 
2003, 115) termasuk dalam pengauditan.  Terbukanya ruang diskursus dalam 
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pengauditan menuntun kita untuk memahami formasi diskusif dan kerja kuasa yang 
ada dalam ruang auditorial beserta regularitas yang ada di dalamnya.  
Dalam ruang auditorial, sebuah diskursus akan selalu berkaitan dengan 
praktik regulatif dari subjek pemakainya.  Misalnya saja, pandangan subjek tentang 
sebuah objek (misalnya LKPD) akan selalu dibentuk dalam batas-batas yang telah 
ditentukan oleh formasi diskursif dan kuasa yang mengiringinya.  Ini dicirikan oleh 
adanya batasan-batasan khusus untuk masuk dalam ruang auditorial.  Definisi – 
pengauditan – berasal dari perspektif yang dipercaya dan dipandang benar serta 
berasal dari praktik yang sudah berlaku secara umum.  
Pandangan yang mendefinisikan sebuah objek pengauditan, bahwa ini telah 
benar; karena pengacuannya sesuai dengan kriteria standar dan ada jejak sainsnya 
(Mautz dan Sharaf, 1980, 21).  Pandangan ini sudah cukup melegitimasi asumsi 
tersebut (Power, 2003).  Misalnya, ketika kita mengetahui sebuah entitas diberi opini 
tidak wajar, maka yang terbayang dalam pikiran kita, bahwa ada masalah dalam 
entitas itu.  Praktik diskursif yang meresap dalam pengauditan dapat membatasi 
pandangan kita serta mengarahkan jalan pikiran kita bahwa itu adalah sesuatu yang 
benar, seolah tidak ada sesuatu (kuasa) yang melebur  pada praktik itu. 
Secara sederhana kita sering mengasosiasikan diskursus sama dengan 
wacana.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wacana sering diartikan sebagai 
percakapan.  Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan atau satuan 
bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk laporan utuh.  Wacana dapat 
juga dipandang kemampuan atau prosedur berpikir [sesorang] secara sistematis 
dengan pertimbangan akal sehat atau pertukaran ide secara verbal 
(http://www.Kamus besar.com/43306/wacana).  Asosiasi seperti di atas seolah 
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diskursus hanyalah sebuah kawasan kebahasaan (Piliang, 2003, 106).  Bagi 
Foucault, praktik diskursus tidak hanya dipandang sebagai area bahasa, ia 
dipandang sebagai arkeologi yang punya formasi-formasi tertentu dengan basis 
sebuah kuasa ikut yang menyertainya.  Bagi Foucault, diskursus adalah kuasa, ia 
ada di ruang manapun termasuk di ruang auditorial.  
Kuasa ini ada dalam bentuk identitifikasi diri, orientasi tindakan, ide 
keilmiahan, eksklusivitas, disiplin dan teknologi diri yang mengkonstruksi (pikiran) 
subjek dalam ruang di mana subjek memang pantas untuk ‘berbicara’ (Tabel 12.1).  
Pada titik ini kita akan memahami praktik pengauditan adalah: proses produksi 
keputusan atau penyimpulan (opini) di mana interaksi di antara para subjek (auditor-
auditor dan auditor-auditee) tidak bebas dari relasi kuasa yang menyertainya.  
Tabel 12.1 
Konsepsi Diskursif dalam Praktik Pengauditan 
Sifat 
penguasaan 
Formasi Penguasaan Orientasi Kuasa 
Pembentukan 
Ruang Subjek 




 Formasi Formal 
 Formasi Diri: Jiwa 
Keauditoran 
 Kuasa Eksklusivitas 
 Identifikasi Diri pada Negara 
 Orientasi Kerja 
 
 Eksistensi Diri 
Subjek yang 
Terobjektifikasi  
 Formasi sains 
 
 Kuasa Disipliner 
 Teknologi Diri 
 Orientasi pada Penyimpulan/ 
Keputusan Kerja 
 Ketundukan Mekanis 










12.1  Formasi Formal: Identifikasi Diri pada Negara 
Sebuah proposisi:  Auditor [BPK] adalah simbol dan representasi dari 
entitas yang lebih tinggi [negara] dari entitas teraudit.  Ketika auditor [BPK] 
gagal mengidentifikasikan dirinya pada entitas yang lebih tinggi [negara], 
maka kebebasannya [independensinya] akan lebih terbatasi dibandingkan 
ketika auditor [BPK] berhasil mengidentifikasikan dirinya pada entitas yang 
lebih tinggi (proposisi pertama).     
Bentukan formal di ruang auditorial menampakkan persepsi para subjek 
dalam dua bentuk yang berbeda; representasi simbol diri dan orientasi sebuah 
tindakan.  Konstruksi di ruang auditorial dipandu oleh pembacaan makna dan tujuan 
tindakan oleh para subjek.  Sebuah “tanda pengenal di dada” ataupun “kop surat 
penugasan” sudah cukup mengandung makna.  Simbol kegarudaan yang 
terpampang di dada kanannya atau pada halaman kertas kop surat penugasannya, 
tidak hanya sekadar gambar garuda yang terangkai oleh kepala, sayap, kaki dan 
ekor.  Demikian juga dengan kalimat “Auditor - Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia”, membawa suatu ide dan konsepsi bagi subjek tertentu.  
Properti ini mempunyai daya magis yang mampu menggiring dan mempengaruhi 
konstruksi praktik dalam pengauditan. Simbol ini dengan sendirinya terkondisikan 
sebagai bentuk identifikasi subjek auditor sebagai ‘negara’.  Paparan Mills dan 
Bettner (1992) juga mengkondisikan bahwa laporan seorang auditor menyimbolkan 
satu atau lebih karakteristik yang berhubungan dengan profesi.  
Subjek menjadi memiliki legitimasi; sebentuk proteksi diri yang 
menggambarkan kebebasannya dan kemerdekaannya bertindak di ruang auditorial. 
Subjek ini juga adalah pemegang mandat, seorang ahli yang memegang otoritas 
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dari negara.  Personifikasinya pada negara didukung oleh keahlian dan kecakapan 
personalnya bergerak dalam ruang itu. ini pada gilirannya memberi mereka 
kekuasaan kerja untuk mendiagnosa tingkat kewajaran sebuah LKPD. 
Penampakan simbolis ini, memberinya otonomi dari struktur perundang-
undangan yang menjadi akarnya.  Ia ada dalam bentukan kuasa pada struktur ruang 
auditorial dalam format yang terobjektifikasi.  Jejak kerja keilmiahannya sudah cukup 
untuk menunjukkan akan hal itu.  Hal ini ditunjukkan oleh Bourdieu (2011, 179) 
bahwa: 
Relasi-kekuasaan objektif cenderung direproduksi dalam relasi 
kekuasaan simbolis.  Dalam pergulatan simbolis untuk memproduksi 
akal sehat atau, lebih tepat lagi, untuk memonopoli proses 
penamaan yang legitim (nominasi), agen-agen melibatkan modal 
simbolis yang mereka peroleh dari pergulatan sebelumnya dan yang 
terjamin secara yuridis.  
 
Dengan demikian properti keprofesionalan (akuntan beregister, gelar 
akademik, termasuk tanda kegarudaan di dada11) menguatkan haknya memperoleh 
pengakuan dari subjek lain.  Kualifikasinya menjadi diakui secara sosial, yang 
sekaligus menunjukkan ia berasal dari entitas yang tinggi dari subjek lain. Properti 
penyimbolan itu memiliki logika keberaadaan tersendiri (Bourdieu, 2011, 179; 
Dillistone, 2002, 103; Mills dan Bettner, 1992) yang melegitimasi kehadirannya 
dalam ruang pengauditan.  Ketika ia dikenali, maka pada saat itu; sebuah referen 
menanti untuk diberi makna.  Kehadirannya eksis dan turut punya andil dalam 
realitas pengauditan.  
Keberadaan auditor dengan memiliki kekuatan dan daya tekan yang mampu 
                                                          
11
 BPK mengharuskan setiap penandatangan opini audit, haruslah akuntan beregister dan wajib 
mencantumkan gelar akademik yang dimikinya. 
251 
 
membuat subjek lain percaya untuk tunduk pada kekuatan yang diciptakannya.  Mills 
dan Bettner (1992) mencontohkan bahwa hasil dari laporan seorang auditor memiliki 
makna simbolik yang mendorong terjadinya aksi (sosial) bagi subjek lain dan 
mendefinisikan kesan yang terkandung didalammya. 
Bupati segera bertindak, ia lalu memilih [mengganti pejabat lama] dan 
melantik Bapak Basri; pegawai yang dianggap cakap dan mampu 
melakukan perbaikan pengelolaan keuangan.  Melalui tangan Bapak 
Basri dimulailah melakukan perbaikan-perbaikan.  Ia [Bapak Basri] 
mempelajari dan mengkordinasikan beberapa temuan dan 
rekomendasi BPK dengan dinas-dinas terkait.  Setelah itu 
menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dan rekomendasi auditor.  
Menurutnya, rekomendasi itu menjadi penting, karena itu merupakan 
salah satu hal yang menjadi dasar bagi BPK untuk pemeriksaan 
tahun berikutnya (bab 5 hal. 78). 
 
Hail analisis pada bab 5 menunjukkan kepada kita, orientasi tindakan yang 
dilakukan oleh subjek auditor didasarkan pada bobot kewenangan perundang-
undangannya.  Sudut pandang subjek auditor adalah sesuatu yang terstandar dan 
punya rujukan perundang-undangan.  Melalui  sebuah aturan, ia menyatakan apa 
harus dan seharusnya dilakukan oleh entitas lain.  Bobot pengidentifikasian dirinya 
pada negara juga memperkokoh identitasnya sebagai subjek yang pantas untuk 
‘berbicara’ sekaligus menunjukkan keistimewaan kelasnya dibandingkan dengan 
entitas lain.  
Menurut Bourdieu (2011, 173) legitimasi lahir karena agen-agen 
mengaplikasikan struktur objektif dalam dunia sosial.  Dalam pengauditan ini 
ditandai oleh pengaplikasian metode sains dalam kerja-kerjanya.  Akibatnya, segala 
sesuatu – misalnya opini audit - yang sudah terlegitimasi, cenderung digambarkan 
oleh subjek lain sebagai sesuatu yang given dan memang demikianlah seharusnya.  
Kelumrahan seperti itu, semacam persetujuan sosial para subjek  dan  ini diakui dan 
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bergerak sesuai dengan gambaran atau persepsi subjek lain.  
12.2 Jiwa Keauditoran dan Orientasi pada Kerja  
Jiwa keauditoran adalah spirit atau idealisme diri seorang auditor dalam 
bingkai moral dan kepercayaan yang menjadi penggerak kerja 
keprofesionalan.  Orientasinya adalah ‘kerja’, sebuah  proses melakukan 
‘sesuatu’ yang dilandasi oleh keahlian dan etika profesi (proposisi kedua).   
Jiwa keauditoran adalah penggerak utama dari hidup seorang auditor, sesuatu yang 
ada dalam pikirannya yang mampu mengorganisir tugas pemeriksaannya.  
Gerak langkah seorang auditor dituntun oleh jiwa ini dan akan mampu menyerap 
pemahaman diri dan profesinya.  Jiwa keauditoran juga menuntun auditor untuk 
bersikap rasional, mampu berpikir secara sadar, mematuhi teknologi diri atau instrumen-
instrumen formal yang berlaku.  Ia juga dapat bersifat sensitif terhadap sensasi sebuah 
realitas yang terpampang di hadapannya; menggerakkan sensor keindependensiannya 
dalam memahami peristiwa-peristiwa dalam pengauditan.   
Jiwa keauditoran adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ada dalam pikiran 
subjek auditor.  Ini semacam proses pembentukan ide atau ideologi dalam praktik 
profesionalnya.  Alasan untuk menjustifikasi keberadaan jiwa keauditoran dalam diri 
subjek adalah ‘proses mengalami’; ‘menjadi’ seorang auditor.  Proses ‘mengalami’ atau 
proses ‘menjadi’ berjiwa keauditoran bisa diidentifikasi dari:  
1. Adanya infiltrasi pengenalan diri (jiwa keauditoran) dengan metafora ‘cuci 
otak’. 
2. Bentukan pemahaman diri akan tugas keprofesionalannya. 
3. Pemberian kepercayaan dalam rangkaian yang terkontrol 
4. Sifat sensor keindependesian 





Infiltrasi Pengenalan Diri (Jiwa Keauditoran) dengan Metafora ‘Cuci Otak’. 
Kultur di mana subjek bergabung memainkan peranan dalam membentuk 
identitas dirinya sebagai auditor.  Institusi (BPK) punya kontribusi yang signifikan 
dalam memoles subjek: menjadi memiliki jiwa keauditoran.  institusi seolah 
memposisikan diri dengan menyatakan bahwa semua ‘kepercayaan dan kebiasaan’ 
yang ditunjukkan oleh seseorang adalah bersifat dapat dipelajari, dipengaruhi dan 
bahkan dikendalikan – misalnya melalui diklat, teknologi diri ataupun melalui 
interaksi dengan komunitasnya.  Akhinya sejumlah perilaku atau kebiasaan yang 
kelak digunakan dalam berpraktik dapat bersifat homogen.  Menarik untuk menilik 
ungkapan seorang informan: 
Satu hal yang bagus Pak saat kita masuk di BPK, ada yang namanya 
diklat.  Bagusnya saat kita mengikuti diklat, jiwa auditor kita akan 
dibentuk di BPK.  Jiwa kemahasiswaan kita – waktu kuliah dulu – 
berubah menjadi jiwa seorang  auditor.  Lingkungan oranglah yang 
mengubahnya, pasalnya, otak kita sudah dicuci kan Pak.  
… jiwa keauditoran terbentuk, terkadang masuk ke dalam kehidupan 
sehari-hari, terbawa hingga sampai pada kehidupan rumah tangga.  Ini 
bisa juga menjadi tekanan bagi keluarga.  Tetapi itu biasanya tidak 
saya sadari, keluarga saya perlakukan seperti auditee  he… he… he…  
Padahal, seharusnya itu bisa dapat dibedakan.  Semua itu karena 
apa…, karena jiwa auditor  sudah terbentuk dalam diri. (lihat Bab 6, 
hal. 95-96) 
 
Pembentukan jiwa ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya peningkatan 
kualifikasi personal sebagai seorang auditor.  Artinya, sebagai seorang yang 
profesional, ada sesuatu yang dituntut dari dalam dirinya.  Ia diharapkan dapat 
menjaga amanah penugasannya dan memenuhi harapan-harapan pemberi kerja 
dalam hal ini adalah institusi.  Dengan demikian proses ‘menjadi’ atau ‘tidak menjadi’ 
– paham akan jiwa keauditorannya - seorang profesional merupakan modus infiltrasi 
diri terhadap seorang auditor.   
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Bentukan Pemahaman Diri akan Tugas Keprofesionalannya. 
Pemahaman seorang auditor terlihat dari sebuah caranya berperilaku saat 
penugasan.  Ini terkait dengan kemampuannya memahami arti dan makna  apa 
yang diembannya; erat kaitannya dengan profesionalismenya dalam menjaga 
martabat, kehormatan dan citranya sebagai auditor.  Dalam hal tersebut, auditor 
sekaligus menunjukkan tentang sikap mental profesionalnya; yang berarti mempunyai 
kemampuan untuk berpikir secara tepat, serta mempunyai kemampuan untuk 
mengendalikan  reaksinya terhadap kepentingan pribadinya dengan mengutamakan 
penugasannya. 
Bentukan pemahaman diri subjek auditor diartikan sebagai sesuatu yang 
berkuasa dalam pikiran dan diri auditor.  Norma, sikap dan nilai kelak diharapkan 
menjadi pedoman bagi dirinya.  Tuntutan terhadapnya diwujudkan dalam 
kemampuannya mengerti akan tugas yang dibebankan kepadanya.  Ia diharapkan 
dapat bekerja secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab.  Misalnya saja, 
pertimbangan untuk penyelesaian kerja hingga larut malam, pertimbangan terhadap 
gangguan independensi saat penugasan, dan peristiwa-peristiwa lain yang selalu akan 
dirujuk pada norma, standar atau aturan lainnya.  
Pemberian Kepercayaan dalam Rangkaian yang Terkontrol. 
Setiap auditor pada akhirnya mengetahui latar belakang pekerjaannya, jenis, 
maksud dan tujuan penugasannya.  Dengan pemahaman ini, memberi kayakinan diri 
bagi pemberi kerja - misalnya kepala perwakilan - bahwa auditor akan melaksanakan 
tugas pemeriksaan sesuai dengan yang dikehendaki.  Auditor mendapat kepercayaan  
bahwa apa yang ditugaskan kepadanya adalah sebuah keputusan yang tepat. 
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Meski demikian, peletakan kepercayaan sebagai bentuk penugasan kepada 
auditor, tidak mengambil bentuk paksaan atau kekerasan bagi subjek itu.  Cara yang 
digunakan melalui pelibatan subjek – pemberi dan penerima tugas – dalam wujud 
diskusi rencana pemeriksaan.  Dengan diskusi, dibicarakan langkah bersama - 
sebagai satu kesatuan tujuan pemeriksaan -  melalui P2 atau PKP yang kelak akan 
dilakukan.  Melalui kesepahaman bersama – pemberi kerja dan auditor – akan 
melahirkan kesepakaatan dan kerelaan personal dengan dasar sebuah 
kepercayaan.  Meski demikian, untuk memastikan kepercayaan berada dalam rel 
yang ditentukan, maka kontrol atas subjek auditor harus tetap terjaga.  Mekanisme 
ini akan bekerja secara berjenjang.  Ini diwujudkan dalam bentuk pendokumentasi 
segala aktivitas diri yang terkait dengan pemeriksaan.  
Jiwa Keauditoran sebagai Sensor Keindependensian 
Bagi auditor, jiwa keauditoran memegang peranan penting dalam menyensor 
hal-hal buruk yang dapat menodai keamanahan penugasannya.  Keberadaan 
penyensor itu semacam perantara; antara keinginan-keinginan diri  dengan pengaruh-
pengaruh buruk yang dapat merusak independensinya. Jiwa keauditoran dituntut 
untuk bisa membaca situasi dan memaknai hal yang dapat mengganggu 
penugasannya. 
Jiwa Keauditoran: Dorongan Emosi  
Auditor juga seorang manusia, ia kadang terjebak dan tidak mampu 
mencegah dirinya dihampiri hal-hal yang bersifat emosial.  Misalnya rasa ‘sreg’ dan 
tertawan oleh kekhawatiran yang dapat timbul dalam melaksanakan pemeriksaan. 
Ini sungguh tak terduga dalam penugasan seorang auditor.  Artinya, subjek auditor 
perlu merasa ‘sreg’ saat akan mempertimbangkan peristiwa atau menyimpulkan 
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suatu fakta dalam pengauditan.  Auditor perlu “merasa pas atau puas” dengan 
angka-angka atau fakta yang dikumpulkan.  Ke’sreg’an auditor akan diiringi prosedur 
formal berupa pelengkapan dokumen, bukti dan KKP.  Selanjutnya wajah emosional 
ini akan dibalut dengan sebuah paraf atau penanda tickmark dari auditor pada KKP 
dan segera merubah sisi emosional ini (‘sreg’, ‘mantap’, ‘sip’, ‘oke’) menjadi bersifat 
formal dan dapat dipertanggungjawabkan.  Penandaan berupa paraf, tanda tangan 
dan tanda centang juga menunjukkan bahwa ada partisipasi dan pengawasan tim 
yang hadir di sepanjang tahapan audit. 
12.3 Formasi Sains dengan Orientasi Penyimpulannya 
 Auditor membuat penyimpulan berdasar bukti-bukti yang diperoleh saat 
pemeriksaan.  Dari sanalah akan muncul sebuah penyimpulan-penyimpulan 
tunggal dan penyimpulan umum.  Penyimpulan-penyimpulan ini dibangun dari 
pernyataan tunggal  (di tingkat akun atau unsur-unsur SPI) ke pernyataan 
umum di tingkat LK entitas (proposisi ketiga).  Dengan kata lain, sebuah 
pernyataan umum (opini) tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ia berasal dari 
beberapa pernyataan tunggal dari tingkat bawah.  Hal ini ada kemiripan dengan 
keinduktifan dalam ilmu sains.  Sebuah logam akan memuai saat dipanaskan 
berasal dari kesimpulan; besi, emas dan perak yang dikategorikan sebagai logam 
juga akan memuai saat dipanaskan. 
12.4 Kuasa Disipliner sebagai Penundukan Mekanis 
Kuasa disipliner berorientasi pada penundukan mekanis terhadap subjek 
auditor. Hanya saja penundukan yang terjadi tidaklah didasarkan atas pemaksaan 
fisik.  Penundukan itu diperoleh melalui persetujuan dari subjek yang dukuasainya, 
dalam hal ini auditor.  Hal ini tampak pada: (a) penerimaan auditor atas program 
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atau prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakannya, (b) persetujuan auditor atas 
urutan kerja dengan waktu pelaksanaan yang terukur, dan (c) kerelaan auditor atas 
alokasi waktu berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati.  Persetujuan subjek 
dalam bentuk kerelaan seperti ini oleh Gramsci dinamakan hegemoni (Piliang, 2005, 
25), oleh Foucault diartikan sebagai keberhasilan kerja dari sebuah kuasa dari 
pengetahuan (Sarup, 2008, 102). 
Kuasa disipliner dalam pengauditan bekerja melalui penghadiran subjek 
auditor sebagai seorang yang mengerti dan paham tugas profesionalnya 
dalam rangkaian yang berjiwa auditor.  Auditor yang tidak paham pada jiwa 
keauditorannya akan merasa tidak aman dalam bekerja serta tidak nyaman 
berada dalam lingkungan komunitasnya.  Disadari atau tidak, inilah yang 
kemudian dikehendaki oleh orientasi penundukan mekanis sebuah disiplin diri 
(proposisi keempat).  Praktik semacam ini oleh Miller dan O’leary (1999) dianggap 
sebagai cara untuk memerintah. Ini digunakan untuk mengubah keyakinan subjek 
tertentu ke arah yang diinginkan.  Organisasi berusaha menormalkan  dan 
memerintah populasi-populasi yang terdiri dari individu-individu.  
Kuasa disipliner mendorong subjek auditor melakukan ketepatan dan 
keakuratan kerja.  Hal ini akan membiasakan tubuh dan membentuk subjek individu 
menjadi sebuah elemen yang patuh dan berarti.  Kuasa ini, mendudukkan subjek 
individu sebagai objek kuasa melalui perangkat penormalannya.  Keberfungsiannya 
diarahkan untuk mencapai efisiensi dan keefektifan kerja.  Dengan kerja seperti ini, 
kuasa disipliner menundukkan tubuh dan mengarahkannya dalam kerja mekanis 




Pengaturan subjek individu diartikulasikan secara temporal.  Penguraian 
isyarat kerja ke dalam sebuah program dirangkai dalam uraian yang ditetapkan 
waktunya.  Penetapan waktu yang tepat sangat penting karena disiplin mekanis 
dirancang secara cermat agar tubuh bisa difungsikan sesuai tahapan kerja.  Masing-
masing langkah dalam operasinya menjadi prasyarat bagi tahapan atau hirarki 
berikutnya.  Jadi kuasa disipliner bukan hanya dapat ditilik; ‘sekadar eksploitasi’ 
terhadap objek tubuh, tetapi juga merupakan suatu penciptaan persetujuan 
'hubungan paksaan’ dalam bingkai produksi.  Auditor tidak dapat mengelak dari 
penundukan disipliner seperti ini.  Racikan kuasa disipliner seperti ini juga didukung 
oleh media teknologi diri. 
12.5 Keterlihatan atau Perekaman Jejak Diri melalui Teknologi Diri 
Prasyarat sebuah pengujian atau pengawasan untuk sebuah disiplin adalah 
subjek harus terlihat (Foucault, 1979, 187).  Melihat kode etik sebagai bayang-
bayang diri, melihat P2 atau PKP sebagai penuntun dan ‘termata-matai’ melalui 
pengawasan atau pengujian.  Keterlihatan (visibilitas) para subjek auditor dapat 
menjamin subjek ordinat ‘memegang’ kuasa atas  apa yang dilakukan oleh auditor di 
antaranya melalui supervisi ataupun dokumen untuk mengamati jejak kerjanya.  Ini 
semacam parade pereviewan atas diri para subjek yang  di dalamnya subjek auditor 
disajikan sebagai objek ‘visual’ dan objek perekaman diri.  Teknologi diri menjadi 
terfungsikan untuk mengobjektifikasi nalar praktis subjek auditor (MacLullich, 2003) 
dalam monumen dokumentasi (Foucault, 2002, 9; Sukoharsono dan Gaffikin, 2005, 
47).  
Teknologi diri menawarkan sebuah pengujian (kerangka kuasa disipliner) dan 
juga memperkenalkan subjek (individu atau satu kesatuan tim auditor) ke dalam 
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penandaan dokumen.  Pengujian meninggalkan arsip (KKP) detail yang merupakan 
segi penguasaan para subjek.  Bidang pengujian sebuah dokumentasi terletak pada 
jaring tulis penandaannya.  Misalnya, tickmark, cross reference, (cross) footing, 
cross indeks A, B, C dan lainnya.  Akhirnya kekuatan tulis atau penandaan 
semacam  tickmark-alisasi atau indeks-kalisasi menjadi bagian penting dalam 
pengujian atau pengawasan para subjek.  Dengan demikian teknologi diri merujuk 
pada sebuah pengaturan dalam lingkup praktik pengauditan dalam bentuknya  yang 
mengatur detail kerja (MacLullich, 2003).    
Kerja dalam pengauditan akan selalu terlihat dan selalu bisa terekam 
adalah sebuah cara untuk menundukkan subjek individu dalam kerangka 
teknologi diri.  Semua tampak alami, jejak kerja terlihat dan terekam dengan 
sangat jelas serta tidak meninggalkan jejak problem (pertanyaan) dalam 
penugasannya sebagai seorang profesional (proposisi kelima).  Kealamian 
seperti ini oleh Giddens (2009, 368) dipahami sebagai kondisi sosial yang memiliki 
sifat pengaturan dari sebuah perundang-undangan [kriteria lumrah] yang tidak dapat 
diganggu gugat. Lebih jauh Giddens (2009, 369) mengatakan, ini [kriteria lumrah] 
sebentuk pengarcaan (reification) bagi berlangsungnya naturalisasi masyarakat 
modern.  Fenomena semacam ini juga mewarnai wajah pengauditan bahwa sebuah 
asumsi akan diterima apa adanya sekaligus menunjukkan  wajah kelazimannya.     
Oleh karena itu sebuah pengujian (pengawasan) bukan memaksakan 
kekuasaan dalam arti represif tradisional terhadap subjek sub ordinat, tetapi sebuah 
pengujian ‘memegang’ para subjek dalam mekanisme ‘mereka’ yang sudah 
tertundukan oleh sebuah sistem.  Artinya dalam ruang auditorial kekuatan disiplin 
memanifestasikan potensi dasarnya dengan mengatur para subjek yang sudah 
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terobjektifikasi (lihat Foucault, 1979, 189) melalui teknologi diri.  Hal ini juga dapat 
merubah perilaku subjek individu ke arah yang lebih positif (MacLullich, 2003). 
12.6 Kuasa Eksklusivitas dan Eksistensi Diri 
Eksklusivitas subjek auditor mengorientasikan dirinya sebagai seorang 
profesional dengan status yang eksis di masyarakat.  Eksistensinya mengacu 
sesuatu yang kongkrit, keahlian individual dan bersifat dinamis (Abidin, 2006, 33).  
Bahkan menurut Abidin (2006, 33) Subjek yang eksis dapat keluar dari dirinya, 
melampaui keterbatasan biologis dan lingkungan fisiknya.  Artinya, dengan 
keahliannya ia menjadi tidak terkungkung dengan keterbatasan yang dia miliki.  
Pertimbangan profesionalnya akan  menuntunnya keluar dari batasan-batasan 
tertentu yang ditemui dalam penugasannya.   
Eksklusivitas dalam perkembangannya, berujung pada penguasaan para 
profesional (auditor) terhadap pengetahuan yang cenderung bersifat esoteris (lihat 
Penlant, 2000).  Pengetahuan sejenis ini sulit dikuasai oleh subjek tertentu, 
akibatnya hanya diketahui dan dkuasai oleh segelintir orang, bahkan akses untuk 
masuk di ruang (auditorial) ini dibatasi dengan syarat-syarat tertentu (Sannon, 1989, 
299; Kurzweil, 2004; Mills dan Better, 1992).  Power (1999) menduga, eksklusivitas 
seperti ini dapat menjurus pada penguatan proses birokratisasi pada profesi ini.  Hal 
tersebut berjalan beriringan dengan makin majunya modernisasi dalam masyarakat 
lewat kebutuhan akan pengauditan (McPail, 1999; Sannon, 1989, 292).    
Dalam pengauditan, eksklusivitas subjek auditor dapat terlihat dari 
kebebasannya (independensi) yang mereka genggam.  Mautz dan Sharaf (1980, 49) 
menyatakan bahwa “ketika pemeriksaan data keuangan untuk tujuan 
pengekspresian opini yang independen, auditor harus bertindak secara eksklusif 
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dalam kapasitasnya sebagai auditor” (lihat juga Flint,1988, 62; Moore dan Gaffikin, 
2005, 85).  Eksklusivitas juga terlihat pada pemaksaan homogenitas pada profesi ini.  
Seolah ‘ciri’, ‘watak’ dan perilaku kerja para subjek juga harus diseragamkan.  
Perangkat dan aturan kerja dibakukan sebagai hasil dari pengukuran dan seleksi diri 
dan memungkinkannya dapat menentukan spasialisasi dalam profesinya.  Hal ini 
mengambarkan eksistensinya di ruang auditorial dan menunjukkan bahwa kelasnya 
memang berbeda dari subjek awam lainnya.  Dengan demikian subjek eksklusif 
berorientasi pada eksistensi diri.  Seorang auditor dapat dicirikan oleh sebuah 
proposisi. (1) Ruang auditorial ini adalah penguasaan kami [auditor], (2) kami 
[auditor] punya kebebasan (independensi) di dalamnya dan (3) mereka yang 
lain berbeda dengan kami [auditor].  Akibatnya, eksklusivitas yang terkurung 
dalam wajah profesional bisa berdampak pada dominasi subjek auditor 
terhadap subjek lain, khususnya terhadap objek-objek tertentu yang akan 
dibicarakan dan objek-objek tertentu yang akan ditabukan oleh auditor 
(proposisi keenam).  Ini menunjukkan bahwa tidak ada eksistensi dalam ruang 
auditorial tanpa disertai dengan hubungan kekuasaan.   
Hasil analisis di bab 11 telah menunjukkan kecenderungan subjek auditor 
menentukan ‘objek-objek tertentu yang akan dibicarakan’ dan ‘objek-objek tertentu 
yang akan ditabukan’.  Objek tertentu yang akan dibicarakan terungkap dari seorang 
pengendali teknis, “Kalau anak-anak [auditor] memeriksa, ada yang namanya 
pembinaan tidak langsung.  Auditee, memang kita genjot melakukan sesuatu, jika 
tidak [melakukan], maka bisa berpengaruh pada opini”.  Lebih jauh ia menyatakan: 
[Pemda] terpaksa  kita genjot khusus.  Bikinkan temuan bahwa 
semua LKPD belum ada yang buat LK konsolidasian.  Makanya 
Tahun lalu [Pemeriksaan T.A 2010]  banyak yang disclaimer.  Bikin 
temuan khusus, bahwa [entitas] tidak buat LK konsolidasian… 
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Sekarang SKPD-SKPD [yang ada di Pemda] sudah buat LK sendiri-
sendiri (lihat bab 11 hal. 234).  
 
Objek Genjotan subjek auditor jika tidak patuhi oleh auditee, maka dapat 
berdampak pada sebuah pengungkapan dalam laporan audit berupa temuan khusus 
dan ini bisa mempengaruhi opini auditor.  Penonjolan objek tertentu yang akan 
dibicarakan juga bisa ditelusuri saat akan membicarakan – misalnya - soal aset 
(akun) tanah.  Auditor dapat mempersoalkan penatausahaan aset yang dilakukan 
entitas atau mempersoalkan legalitas aset entitas atau mempersoalkan keduanya 
sebagai dasar ‘pengecualian’ pemberian opininya.  Misalnya, pada LKPD T.A 2007 
Provinsi Jawa Timur (bab 11, hal. 227,  kotak 11.2, baris 17-22) auditor lebih 
menekankan aspek legalitas pemilikan tanah di provinsi sebagai bagian dari 
pertimbangannya dalam memberikan opininya.  Sementara LKPD T.A 2007 untuk 
Provinsi Jawa Tengah, legalitas pemilikan aset tanah tidak dipersoalkan.  Akibatnya 
kedua entitas ini mendapat opini yang berbeda; entitas Provinsi Jawa Timur 
mendapat opini tidak wajar, sementara entitas Jawa Tengah mendapat opini ‘wajar 
dengan pengecualian’. 
Eksklusivitas dalam pengauditan juga mewarkan suatu ruang ‘kerahasiaan’.  
Ruang di mana keinginan subjek lain tidak dapat mengalir bebas dalam praktik 
pengauditan.  Objek ‘tabu’ – misalnya KKP – menaungi gerak langkah dan 
melindungi subjek auditor atas nama kode etik profesi.  Akibatnya subjek lain 
menjadi asing terhadap cara kerja subjek auditor di ruang ini. 
12.7 Inkoherensi dalam Praktik pengauditan 
Secara umum kita pahami bahwa, opini terhadap sebuah LK telah melalui 
sebuah verifikasi dan pembuktian terhadap asersi-asersi yang diungkapkan oleh 
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auditee. Verifikasi dan pembuktian itu mengaplikasikan teori sampling, teori 
pembuktian (Mautz dan Sharaf, 1980) dan beberapa standar dan aturan 
perundangan yang menjadi acuannya.  Aplikasi teori-teori ini menjadi semacam 
metode yang dianggap ilmiah dalam melaksanakan penugasannya.  Pengauditan 
juga dilaksanakan dengan basis kehati-hatian sesuai dengan pertimbangan dan 
tanggung jawab profesionalnya.  Dengan pemahaman seperti ini, kita menganggap 
bahwa dalam menyatakan opininya sebagai produk jasa audit, auditor telah 
memberikan keyakinan positifnya (positive assurance) atas asersi-asersi yang dibuat 
oleh suatu entitas dalam LK historisnya.   
Keyakinan (assurance) ini menunjukkan derajat kepastian yang ingin dicapai 
dan disampaikan oleh auditor: bahwa kesimpulan atau opini yang dinyatakan dalam 
laporan auditnya adalah tepat atau benar.  Tingkat keyakinan ini di antaranya 
ditentukan oleh pengaucuannya pada standar dan hasil pengumpulan buktinya.  
Semakin banyak bukti kompeten dan relevan yang ia kumpulkan semakin tinggi 
tingkat keyakinan auditor.  Ini artinya,  sebuah produk audit telah menggambarkan 
suatu opini yang objektif dan menyediakan tingkat keyakinan yang ‘tinggi’ mengenai 
gambaran data keuangan suatu entitas.  
Secara filosofi kita dapat mempertanyakan, apakah dengan segala basis 
ilmiah, standar dan keyakinannya, kita dapat meyatakan bahwa opini yang 
dihasilkan oleh auditor adalah telah benar atau tepat?  Mari kita mengambil sebuah 
contoh, bahwa aplikasi teori sampling dalam pengumpulan bukti adalah sebuah 
probabilitas.  Artinya kemungkinan benar itu ada, tetapi kemungkinan untuk keliru 
atau salah juga ada.  Lalu mengapa kita memilih untuk meyakini bahwa opini yang 
dihasilkannya adalah benar.  Apakah karena auditor telah menyatakan dalam 
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laporan auditnya bahwa tanggung jawabnya hanya terletak pada opini yang 
telorkannya?  Menarik untuk menyimak pendapat Marisi (2009, 62) bahwa 
penghakiman terhadap auditor eksternal sering dilakukan masyarakat dengan 
melihat adanya masalah terhadap entitas teraudit, padahal penghakiman terhadap 
auditor eksternal hendaknya dinilai pada standar yang digunakan.  Lantas 
bagaimana dengan kecenderungan masyarakat atau entitas membanding-
bandingkan opini yang diterimanya dengan opin entitas lain? 
Kebiasaan atau kecenderungan auditee, membanding-bandingkan opini audit 
yang diterimanya dengan entitas lain bukan tanpa alasan.  Ketika suatu entitas 
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara entitas lain 
memperoleh opini Tidak Wajar (TW), maka ada kecenderungan untuk menunjukkan 
bahwa entitas yang memperoleh opini WDP lebih baik kualitas pengelolaan 
keuangan keuangannya dibanding entitas yang memperoleh opini TW.  Ada 3 hal 
yang mendasarinya.  Pertama, kerja auditor mirip kerja sains yang mengandaikan 
logika keinduktifan dalam menyimpulkan opini audit.  
Kedua, terkait dengan standar, jika standar yang menjadi rujukan auditor, 
maka asumsi kita, siapa dan di manapun standar itu digunakan hasilnya akan sama 
(Flint, 1988, 36; Power, 1996).  Kesamaan itu tampak pada terbitnya buku panduan 
manajemen pemeriksaan  (PKP) BPK menyeragamkan pengelolaan pemeriksaan.  
Penyeragaman itu meliputi tata cara atau prosedur, formulir, catatan dan laporan 
yang digunakan dalam penyusunan RKP, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan 
pemeriksaan.  Penyeragaman juga mencakup pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan serta hal-hal lain yang terkait dengan 
pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara (BPK, 2008,2).  
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Ketiga, terkait dengan citra bagi entitas teraudit.  Ada kecenderungan bagi 
entitas untuk mencitrakan opini audit sebagai wajah baik atau buruknya kualitas 
akuntabilitas keuangannya.  Beberapa Kepala Daerah menggunakan opini auditor 
(Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai citra baik pengelolaan keuangannya.  
Kesannya seolah ingin menunjukkan dan memperbandingkan bahwa pengelolaan 
keuangannya lebih baik dari entitas yang lain.  Kesan ini minimal dipertontonkan 
Gubernur incumbent (DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat) via media saat 
kampanye pemilihan kepala daerah di wilayahnya masing-masing.  
Mari kita berandai-andai, bila kita menerima opini audit - tidak wajar – 
bolehlah kita berandai-andai bahwa proses itu dibangun dari cara kerja yang ilmiah 
dan juga sesuai dengan standar.  Satu, dua atau berpuluh-puluh opini yang 
disimpulkan oleh auditor juga didasarkan oleh sesuatu yang terukur itu.  Jika kita 
merujuk pada standar yang sama, maka di mana dan siapapun yang dengannya 
standar menjadi acuan akan menghasilkan: hasil yang sama (BPK, 2008,2; Widya, 
2011, 45).  Untuk memahami kerja sains dan standarnya, kita perlu menilai 
koherensi atau konsistensi dengan mengfalsifikasi terhadap opini auditor atas apa 
yang telah disimpulkannya.  Sesuai dengan analisis pada bab 8 kita dapat 
menyatakan bahwa auditor punya potensi untuk ‘bisa mengelak’ menetapkan 
‘opini lebih rendah atau lebih tinggi dari opini yang seharusnya diberikan pada 
entitas teraudit.  Pengelakan terhadap opini yang seharusnya diberikan 
terhadap entitas teraudit adalah semacam kesewenangan, sebuah diskriminasi 




Diskriminasi terhadap opini tidak menjadi persoalan jika didasarkan terhadap 
sebuah argumentasi yang koheren.  Menilai bagaimana standar yang dipakai 
sebagai dasar kesimpulan (opini) adalah koheren.  Opini atau argumentasi yang 
kuat punya daya persuasif kuat kalau fondasi evidensinya konsisten.  Artinya jejak 
sains atau standar yang diacu tidak saling bertentangan atau saling melemahkan 
dengan pendapat auditor yang lain.  Namun demikian, pengadopsian metode 
sains dalam praktik pengauditan (produksi opini) mengandung retakan-
retakan.  Retakan-retakan itu berkaitan dengan; pertama, adanya 
deobjektifikasi dalam pengauditan berupa praktik intuitif dan subjektifitas 
dalam penugasan, serta adanya komoditasi terhadap bukti audit.  Kedua 
kemantapan argumentasi auditee dalam menjelaskan praktik pengelolaan 
keuangan yang dilakukannya.  Ketiga, tafsir dan perlakuan auditor dan auditee 
terhadap (perubahan) perundang-undangan dan standar yang berlaku.  
Keempat, kapasitas pemenuhan program atau prosedur pemeriksaan (P2) oleh 
auditor. Implikasi dari retakan-retakan itu berdampak pada kesimpulan atau 
opini yang dihasilkan oleh auditor.  Dengan demikian sebuah opini audit tidak 
relevan untuk diperbandingkan antara satu entitas dengan entitas lain 
(proposisi kedelapan).  
12.8 Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pada pencarian 
formasi diskursif dan kerja kuasa dalam praktik atau produksi opini dalam 
pengauditan.  Upaya ini dilakukan untuk membuka selubung kebenaran ‘lain’ yang 
melingkupi produksi opini atau praktik pengauditan.  Selama ini kita menganggap 
bahwa proses praktik pengauditan adalah yang memang demikian seharusnya, kita 
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tidak perlu mempertanyakannya.  Opini audit sebagai hasil produksinya dipandang 
sebagai sesuatu yang common sense, sesuatu yang dapat kita percaya dan 
dilakukan oleh subjek yang berkompeten.  Misalnya saja, verifikasinya atas data 
keuangan suatu entitas yang hanya merujuk pada sebuah standar dan diperoleh 
dengan cara-cara yang sudah baku.  Maka tidak mengherankan apabila 
pendefinisian auditing juga dipahatkan untuk untuk mendukung aspek pragmatis 
konsep ini.  Narasi utama pengauditan diarahkan sebagai proses analisis yang 
melibatkan bukti dan kriteria-kriteria tertentu untuk selanjutnya dinilai atau 
disimpulkan sesuai dengan kriteria yang seharusnya.  Secara luas pengauditan 
dipandang sebagai aktivitas yang perpasive (Shannon, 1989, 292) dan berfungsi 
sebagai alat kontrol sosial bagai masyarakat (Flint, 1988, 15; Moore dan Cooper, 
2005, 89).  Narasi-narasi utama seperti ini menggadaikan subjek auditor sebagai 
sosok yang sentral, meneguhkan keprofesionalan dan keindependesiannya dalam 
bertindak dan berkeputusan.  Apa yang dilakukan oleh subjek auditor adalah produk 
yang ‘selesai’, seolah tidak ada ruang untuk mempersoalkan cara subjek 
produksinya.  
Pada praktiknya, pengauditan bersifat positivis dan telah membiarkan dirinya 
mengarah pada bentuk yang ketunggalan (logos).  Ketunggalan dapat diartikan 
bahwa tidak ada alasan auditing ada jika tidak ada data keuangan yang dapat 
diverifikasi.  Ini semacam ideologi teknis (Humphrey dan Moizer,  1990; Pentland, 
2000) yang memandang data keuangan hanya sebagai materi pencapaian tujuan 
audit (opini).  Paradigma sejenis ini dapat menyingkirkan dimensi-dimensi lain yang 
dapat berpengaruh dapat praktik pengauditan.  Akibatnya proses produksi dalam 
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pengauditan adalah hanyalah semacam ‘kotak hitam’ yang tak tersentuh bagi subjek 
lain.  
Pada prinsipnya riset ini mempersoalkan ‘subjek’, mempersoalkan subjek 
mengetahui yang memproduksi opini dalam pengauditan.  Perspektif yang 
melandasi bahwa opini audit atau praktik pengauditan bukan sesuatu yang taken for 
granted, ia tidak steril dari kerja kuasa yang ikut bermain di dalamnya.  Berdasarkan 
analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan adanya formasi kuasa beserta cara 
kerjanya yang diurai dalam beberapa proposisi. 
Ruang auditorial adalah ruang penguasaan subjek auditor.  Kerja kuasa 
dalam ruang ini adalah melakukan pembatasan bagi subjek tertentu untuk 
masuk dalam ruang ini.  Ruang ini menciptakan homogenitas bagi para subjek, 
atau kelompok sebagai sebuah kategori di mana semua subjek memiliki 
karakter yang sejenis.  Ini diikat oleh prinsip keterkaitan kerja dengan aturan-
aturan kebakuan (proposisi sembilan). Akibatnya wajah ekskusivitas dalam 
pengauditan menjadi tidak terhindarkan. Eksklusivitas berorientasi pada 
penampakan eksistensi diri seorang subjek auditor.  Ruang auditorial ini 
adalah penguasaan kami [auditor], kami [auditor] punya kebebasan 
(independensi) di dalamnya dan  mereka yang lain berbeda dengan kami 
[auditor].  Akibatnya, eksklusivitas yang terkurung dalam wajah profesional 
bisa berdampak pada dominasi subjek auditor terhadap subjek lain, 
khususnya terhadap objek-objek tertentu yang akan dibicarakan dan objek-
objek tertentu yang akan ditabukan oleh auditor.  Ini menunjukkan bahwa tidak 
ada eksistensi dalam ruang auditorial yang tidak disertai dengan hubungan 
kekuasaan (lihat proposisi keenam). 
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Subjek yang berada di ruang auditorial akan ‘dipaksa’ bertindak sesuai 
dengan aturan formal atau bertindak sesuai dengan praktik umum yang berlaku. 
Pola ini menunjukkan keistimewaan auditor (BPK) dibandingkan dengan subjek atau 
entitas lainnya. Formasi Formal adalah bentuk pengidentifikasian diri auditor 
[BPK] pada entitas yang lebih tinggi. Ini dilakukan melalui pengorientasian diri 
pada identitas negara.  Auditor [BPK] adalah simbol dan representasi dari 
entitas yang lebih tinggi [negara] dari entitas teraudit.  Ketika auditor [BPK] 
gagal mengidentifikasikan dirinya pada entitas yang lebih tinggi [negara], 
maka kebebasannya [independensinya] akan lebih terbatasi dibandingkan 
ketika auditor [BPK] berhasil mengidentifikasikan dirinya pada entitas yang 
lebih tinggi (proposisi pertama).  Subjek auditor menjadi memiliki legitimasi yang 
akan memproteksi kehadirannya dalam ruang auditorial.  Proteksi kehadirannya juga 
ditunjang oleh mekanisme kerja pengauditannya yang mirip kerja seorang ilmuwan 
sains. Formasi Sains dengan orientasi penyimpulannya.  Auditor membuat 
penyimpulan berdasar bukti-bukti yang diperoleh saat pemeriksaan.  Dari 
sanalah akan muncul sebuah penyimpulan-penyimpulan tunggal dan 
penyimpulan umum.  Penyimpulan-penyimpulan ini dibangun dari pernyataan 
tunggal (ditingkat akun atau unsur-unsur SPI) ke pernyataan umum di tingkat 
LK entitas (proposisi ketiga).  Pernyataan umum (opini) tidak muncul secara tiba-
tiba, tetapi ia berasal dari beberapa pernyataan tunggal dari tingkat bawah. 
Identifikasi diri seorang auditor ditunjang oleh tubuh aktif profesionalnya yang 
digerakkan oleh jiwa keauditorannya.  Jiwa keauditoran adalah penggerak utama 
dan mengorganisasai kerja seorang auditor.  Ia ada dalam pikiran dan 
mengorganisir tugas pemeriksaannya.  Jiwa Keauditoran subjek (auditor) 
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terobjektifikasi pada orientasi kerja.  Jiwa keauditoran adalah spirit atau 
idealisme diri seorang auditor dalam bingkai moral dan kepercayaan yang 
menjadi penggerak kerja keprofesionalan.  Orientasinya adalah ‘kerja’, sebuah  
proses melakukan ‘sesuatu’ yang dilandasi oleh keahlian dan etika profesi 
(proposisi kedua).  Jiwa keauditoran dapat diidentifikasi melalui: (a) infiltrasi 
pengenalan diri (jiwa keauditoran) melalui metafora ‘cuci otak’, (b) bentukan 
pemahaman diri akan tugas keprofesionalannya, (c) pemberian kepercayaan dalam 
rangkaian yang terkontrol, (d) penggunaan jiwa keauditoran sebagai sensor 
keindependesian, (e) adanya sisi emosional sebagai sesuatu yang tak terduga. 
Kuasa disipliner dalam pengauditan merupakan usaha untuk menjadikan subjek 
auditor menjadi seorang yang ahli dengan fungsi utamanya mencapai efisiensi dan 
keefektifan kerja.  Kuasa ini menundukkan tubuh dan mengarahkannya dalam kerja 
mekanis dan prosedural dalam basis yang rasional.  Formasi disipliner berorientasi 
kepada penundukan mekanis.  Kuasa disipliner dalam pengauditan bekerja 
melalui penghadiran subjek auditor sebagai seorang yang mengerti dan 
paham tugas profesionalnya dalam rangkaian yang berjiwa auditor.  Auditor 
yang tidak paham pada jiwa keauditorannya akan merasa tidak aman dalam 
bekerja serta tidak nyaman berada dalam lingkungan komunitasnya.  Disadari 
atau tidak, inilah yang kemudian dikehendaki oleh orientasi penundukan 
mekanis sebuah disiplin diri (proposisi keempat).  Hal ini ditunjang oleh teknologi 
diri yang senantiasa melakukan pengujian terhadap subjek auditor dalam kerangka 
normalisasi diri (disiplin).  Setiap (kerja) auditor akan dicatat, diukur dan 
diperbandingkan dalam monumen pengarsipan.  Teknologi Diri berorientasi pada 
keterlihatan dan perekaman jejak kerja.  Kerja dalam pengauditan akan selalu 
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terlihat dan selalu bisa terekam adalah sebuah cara untuk menundukkan 
subjek individu dalam kerangka teknologi diri.  Semua tampak alami, jejak 
kerja terlihat dan terekam dengan sangat jelas serta tidak meninggalkan jejak 
problem (pertanyaan) dalam penugasannya sebagai seorang profesional 
(proposisi kelima). 
Praktik pengauditan juga meninggalkan retakan-retakan (inkoherensi) dalam 
jejak kerjanya.  Pengadopsian metode sains dalam praktik pengauditan 
(produksi opini) mengandung retakan-retakan.  Dengan demikian sebuah opini 
audit tidak relevan untuk diperbandingkan antara satu entitas dengan entitas 
lain (proposisi kedelapan).  Retakan-retakan itu berkaitan dengan; pertama, adanya 
deobjektifikasi dalam pengauditan berupa praktik intuitif dan subjektifitas dalam 
penugasan, serta adanya komoditasi terhadap bukti audit.  Kedua kemantapan 
argumentasi auditee dalam menjelaskan praktik pengelolaan keuangan yang 
dilakukannya.  Ketiga, tafsir dan perlakuan auditor dan auditee terhadap 
(perubahan) perundang-undangan dan standar yang berlaku.  Keempat, kapasitas 
pemenuhan program atau prosedur pemeriksaan (P2) oleh auditor. Implikasi dari 
retakan-retakan itu berdampak pada kesimpulan atau opini yang dihasilkan oleh 
auditor.  Inkoherensi dalam pengauditan punya potensi kesewenangan.  Auditor 
punya potensi untuk ‘bisa mengelak’ menetapkan ‘opini lebih rendah atau 
lebih tinggi dari opini yang seharusnya diberikan pada entitas teraudit.  
Pengelakan terhadap opini yang seharusnya diberikan terhadap entitas 
teraudit adalah semacam kesewenangan, sebuah diskriminasi terhadap 
auditee dari hasil kerja sainsnya dalam pengauditan (proposisi ketujuh). 
Dari proposisi-proposisi yang tersaji, kita dapat menyimpulkan bahwa 
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pengauditan adalah praktik diskursif.  Di dalamnya ada kuasa yang bermain dengan 
orientasi-orientasinya.  Sebuah orientasi dipandang sebagai legitimasi gagasan dari 
subjek superior terhadap subjek inferior (Said, 2010, 17-18; Piliang, 2011, 395).  
Dengan demikian pengauditan dapat dipandang sebagai proses konstruksi dari 
praktik-praktik diskursif yang dilakukan oleh profesional atau subjek tertentu 
sesuai dengan orientasinya di ruang auditorial.  Orientasi yang terbentuk 
sekaligus menunjukkan kerja kuasa yang ada dalam ruang auditorial.  Ini terlihat 
pada adanya pembatasan ruang masuk hanya bagi subjek tertentu saja dan 
pengidentifikasian diri subjek pada negara.  Penguasaan di ruang auditorial juga 
mengorientasikan diri auditor pada kerja dan penyimpulan serta eksistensi diri.  
Dengan demikian penundukan diri secara mekanis dan keterlihatan diri atau 
perekaman jejak kerja menjadi tidak terhindarkan.  Akhirnya jejak orientasi-orientasi 






CATATAN PENAMBAH, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
 
12.1 Sebuah Perumpamaan 
Pada prinsipnya  pengauditan dengan mekanisme kontrolnya ‘sebangun’ 
dan ada kesesuaian dengan prinsip kuasa pengetahuan yang melibatkan 
penundukan diri dan pengawasan.  Hal ini karena pada dasarnya, praktik 
pengauditan digambarkan sebagai sesuatu yang sarat dengan dasar pengacuan 
yang harus dipatuhi.  Pengacuan itu bisa dalam bentuk pelaksanaan standar, 
pelaksanaan program dan prosedur audit serta praktik-praktik kerja lain yang 
harus ditaati.  Sifat kerja seperti ini, mungkin merupakan ciri ideal yang tampak 
bisa terlihat dari praktik pengauditan dalam mengorganisasi pekerjaannya.  
Kuasa disipliner awal mulanya mengenakan teknik pengurungan dengan 
menciptakan batas – ruang – yang menjadi pemisah antara satu subjek dengan 
subjek individu lainnya (lihat bahasan pada bab IV tentang ruang penguasaan: 
ruang auditorial).  Kuasa ini membentuk dinding-dinding kokoh untuk ditegakkan 
dalam ruang itu.  Tidak semua subjek bisa masuk dan punya akses masuk dalam 
ruang itu. Ini bisa menjadi lain saat kita memperhatikan potret kegiatan yang ada 
di alun-alun Kota Malang.  Gambaran aktivitas yang ada di ruang itu, memberi 
petunjuk kepada kita bahwa setiap subjek atau individu punya akses sama 
terhadap ruang sosial itu.   
Hal yang berbeda terjadi dalam – ruang – pengauditan; ada batasan yang 
ketat subjek yang berhak melakukan penugasan yang menuntut kualifikasi 
personal tertentu.  Kualifikasi personalnya dapat merujuk dalam bentuk 
pendidikan dan latihan yang sudah terspesialisasi.  Dengan pendidikan dan 
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pelatihan yang dimilkinya, ia dianggap kapabel dan dapat mandiri dalam 
mempertimbangkan suatu keputusan dalam pekerjaannya.  Akhirnya pada titik 
tertentu, kuasa disipliner menjadi simbol proteksi atas suatu hal, menjadi 
pengurung bagi subjek (lihat Foucault, xx).  Memberi nilai guna bagi subjek: 
tubuh ‘dipaksa’ bekerja.  
Pada tataran operasional pengauditan, kuasa disipliner - melalui 
pengurungannya - memudahkan ordinat (seperti ketua tim, pengendali teknis 
pemeriksaan, penanggung jawab pemeriksaan) menilai tugas pemeriksaan 
bawahannya.  Dalam ruang pembatas itu, penertiban terhadap jadwal dan 
agenda kerja auditor dipantau secara ketat oleh atasannya.  Orang hanya boleh 
keluar masuk pintu gerbang pada waktunya.  Dengan demikian berbagai tindak 
menyimpang seperti: datang terlambat, membolos kerja dapat dicegah.  Hal ini 
merupakan metode kontrol baru yang meningkatkan dan memusatkan kekuatan 
produksi. 
Dalam disiplin dan pengawasan terhadap auditor, penggunaan waktu 
secara intensif menuju titik kecepatan (efisiensi) dan efektivitas yang optimal dari 
gerak tubuh; ketepatan yang teratur.  Saat menentukan jangka waktu 
pemeriksaan pada tahap perencanaan, auditor  harus pula memperhitungkan 
kebutuhan waktu untuk menyusun dan mereview KKP serta laporan hasil 
pemeriksaan.  
Apabila terdapat kebutuhan untuk memperpanjang waktu pemeriksaan 
dan (bisa juga penambahan auditor), penanggung jawab pemeriksaan 
mengajukan usul perpanjangan waktu (penambahan auditor) pemeriksa kepada 
pemberi tugas  (Kepala Perwakilan) untuk disetujui.  Namun demikian, 
perpanjangan waktu atau penambahan auditor tidak dapat diberikan karena 
ketidakcermatan dalam tahapan pemahaman penugasan, pemahaman entitas, 
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atau penyusunan P2.  Ini hanya dapat diberikan dalam hal terdapat prosedur 
yang tidak dapat dilaksanakan atau diperlukan prosedur tambahan karena 
entitas teraudit tidak kooperatif dalam penugasannya.  Alasan penambahan 
waktu (auditor) bisa juga karena terdapat temuan (identifikasi) tindak pidana 
korupsi yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh auditor. 
Segala konsekuensi penambahan biaya pemeriksaan yang terjadi karena 
penambahan hari pemeriksaan (penambahan auditor) menjadi tanggung jawab 
Kepala Perwakilan (pemberi tugas) dan dilaporkan kepada Auditorat Keuangan 
Negara (AKN) yang terkait.  Pengajuan usulan perpanjangan waktu 
(penambahan auditor) oleh penanggung jawab pemeriksaan dilakukan paling 
lambat lima hari kerja sebelum batas waktu pemeriksaan lapangan berakhir. 
Institusi BPK dengan tim-tim auditornya perlu tunduk mengikuti cara 
pengerjaan dengan teratur  dan terjadwal sesuai dengan prosesi penugasan.  
Sebuah sinyal ‘diam’ dari agenda, rencana dan cara kerja memicu ketaatan dan 
kepatuhan dari auditor di seluruh institusi BPK dalam melakukan pekerjaan 
profesionalnya. 
Masuknya subjek auditor dalam ruang pengurungan seperti ini, belumlah 
mencukupi bagi kuasa disipliner.  Ruang pengurungan selanjutnya memecah 
dan menyebar subjek auditor dengan menempatkannya dalam jajaran struktural 
atau ke dalam kelompok auditor fungsional.  Penempatan hierarkis subjek auditor 
diletakkan dalam ruang yang memiliki jenis profesionalisme kerja yang sama.  
Subjek auditor diklasifikasi (ordinat dan sub ordinat) dan dipantau berdasarkan 
prestasi kerjanya.  Penundukan atas penugasannya dengan sendirinya dapat 
menganalisis kinerja masing-masing auditor.  Ini menempatkan subjek auditor 
dalam jaring relasi berdasarkan tingkat kemampuan individu. 
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Mekanisme penundukan pada gerak tubuh – misalnya – terpahat secara 
detail saat penyusunan KKP. KKP adalah instrumen catatan yang 
diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, 
pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat 
sehubungan dengan penugasan pemeriksaan.  Ia juga berfungsi untuk 
membuktikan bahwa auditor benar-benar telah patuh pada standar yang telah 
dirujuk serta menjadi alat ‘pemata-mataan’ (revieu) bagi pengendali teknis 
dan/atau penanggung jawab pemeriksaan untuk menilai kenormalan kerja 
auditor.  KKP ditata atas dasar langkah-langkah pemeriksaan yang direncanakan 
dalam P2 dengan mencantumkan referensi silang pada bagian yang saling 
berhubungan untuk memudahkan pemantauan bagi pengendali teknis dan 
penanggung jawab serta menjadi bahan pembelajaran - pemahaman entitas 
teraudit – untuk auditor yang akan datang.  Dengan begitu, setiap auditor 
meninggalkan jejak kerjanya dalam KKP sebagai arsip yang dapat dipelajari dan 
menunjukkan kualitas penugasannya.  Auditor terus-menerus direview, dikoreksi 
dengan cara pendisiplinan dan instrumen kontrol. 
KKP disusun oleh anggota tim dan direview oleh ketua tim dan/atau ketua 
subtim pada saat akan melaksanakan pemeriksaan. Ketua tim dan/atau ketua 
subtim membubuhkan tanda tickmark (√), paraf, dan tanggal serta pengarahan 
atau catatan tertulis dalam melaksanakan review atas KKP anggota tim.  
Selanjutnya, pengendali teknis mereview KKP tim pemeriksa secara 
menyeluruh, membuat checklist atas seluruh pelaksanaan langkah-langkah 
program pemeriksaan (P2) dan membubuhkan tanda tickmark (√), paraf, dan 
tanggal serta pengarahan atau catatan tertulis atas pekerjaan pemeriksaan/KKP 
ketua tim.  Aturan penyelenggaraan instrumen seperti ini, diatur dalam sebuah 
petunjuk teknis tentang  sistem pengendalian mutu (quality assurance system) 
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oleh pengendali teknis - lihat Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK – (BPK, 
2008, 35). 
Prinsip tubuh yang berdaya guna dalam arti efektif dan efisien dalam 
disiplin terhadap waktu dan agenda kerja. Ini berfungsi sebagai alarm dan 
menjadi sinyal untuk mengendalikan gerak tubuhnya; menentukan ‘ketepatan’ 
kerja saat penugasan.  Auditor mengumpulkan bukti yang tergambar pada kertas 
kerja pemeriksaannya sebagai bagian dari kepatuhannya terhadap program dan 
prosedur pemeriksaan yang sudah terjadwal (lihat bab 10, tentang teknologi diri 
dalam pengauditan).  Keilmiahan pola kerjanya melalui formasi keinduktifannya 
(lihat bab 7), teknologi diri dan kuasa disiplinernya membangun irama 
keteraturan untuk bekerja.  Akhirnya peleburan gerak tubuh auditor dengan 
‘mesin produktifnya’ menjadi kerja tubuh lebih mekanis.  Ini semacam rezim 
kebenaran yang menghasilkan auditor lebih jinak, patuh dan dapat dipercaya.  
Dalam pengauditan, kepatuhannya pada program kerja yang tersusun, prosedur 
audit yang sistematis, serta supervisi yang ketat dan berjenjang merupakan ide-
ide sentral yang tercermin dalam gerak tubuhnya.  
Kerja auditor dalam penugasannya juga memancarkan aura keilmiahan. 
Auditor dengan dengan logika keinduktifannya dalam menyimpulkan sebuah 
opini pada tingkat laporan keuangan (tingkat akun), menyerupai kerja seorang 
saintis dalam mengobservasi sebuah masalah atau realitas.  Hal ini dipertegas 
dengan banyaknya rujukan standar sebagai usaha penyeragaman kerja dalam 
penugasan auditor (lihat BPK, 2008, 2).  Meski demikian formasi keilmiahan dan 
penyeragaman kerja (tata cara, prosedur, formulir dan catatan-catatan yang 
digunakan) berpotensi menimbulkan inkoherensi dalam kerja mereka (bab 8).  
Potensi ini muncul karena pengauditan tidak steril dari deobjektifikasi dan praktik 
intuitif di dalamnya.  Perlakuan auditor terhadap (perubahan) perundang-
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undangan dan standar yang berlaku dapat ditafsirkan berbeda oleh auditor 
ataupun auditee.  Serta pemenuhan program pemeriksaan (P2) oleh auditor bisa 
tidak maksimal dilakukan oleh auditor. Imbas dari inkoherensi ini mempengaruhi 
pertimbangan auditor dalam menilai sebuah fakta yang pada akhirnya 
mempengaruhi opininya. 
Keilmiahan kerja auditor juga dilegitimasi oleh kewenangan formalnya 
(lihat bab 5).  Melalui kewenangannya auditor dianggap sebagai subjek yang 
absah.  Subjek lain memandangnya sebagai seorang yang layak dan diperlukan 
untuk ‘berbicara’ dalam ranah pengauditan.  Ini berimplikasi pada dengan hak 
dan kewajiban diskursial yang dimiliki oleh auditor yang cenderung bersifat 
eksklusif (lihat bab 11).  Hak dan kewajiban auditor dan auditee yang masing-
masing ‘diizinkan’ atau ‘tidak dizinkan’ untuk berbicara; subjek siapa yang boleh 
dan legitimate dalam menilai akuntabilitas auditee.  Kuasa eksklusivitas juga 
tampak pada obyek apa yang ingin ditonjolkan oleh auditor untuk dibicarakan 
dan menentukan apa yang akan ditabukan. 
Dari semua hal yang telah diuraikan, menjadi pertanyaan, apakah tidak 
mengherankan, jika cara mengorganisasi kerja pengauditan, lebih menyerupai 
sebuah penjara?  Ungkapan Foucault (1979, 304) di bawah ini,  dapat 
menegaskan pandangan pemenjaraan ini (lihat juga Macintosh, 2002, 113). 
We are in the society of the teacher-judge, the doctor-judge, the 
educator-judge, the `social worker'-judge; it is on them that the 
universal reign of the normative is based; and each individual, 
wherever he may find himself, subjects to it his body, his gestures, 
his behaviour, his aptitudes, his achievements. The carceral 
network, in its compact or disseminated forms, with its systems of 
insertion, distribution, surveillance, observation, has been the 
greatest support, in modern society, of the normalizing power. 
 
Dalam konteks ini, Foucault menamainya Panapticon sebagai bentuk 
pemenjaraan yang bekerja melalui kuasa pengetahuan.  Panapticon merupakan 
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struktur dari mesin pendisiplinan yang memungkinkan Institusi (subjek aparatus 
atau auditor) melakukan observasi terhadap sub ordinat.  Melalui panapticon, 
Institusi bisa mengamati subjek auditor secara terus-menerus.  Ini sebuah 
keterlihatan yang konstan pada setiap aktivitas audit yang menggunakan 
instrumen pengetahuan atas dasar pengaturan.  Bahkan sebelum aksi kerja 
dilakukan – tahap perencanaan – subjek aparatus telah memiliki kemampuan 
untuk melakukan ‘campur tangan’ apaun tujuan suatu aktivitas pengauditan itu.  
Misalnya, penetapan waktu audit menjadi sangat penting, karena prosedur dan 
program audit dirancang secermat mungkin agar dapat difungsikan secara 
bertautan, di mana masing-masing langkah operasi kerja (prosedur dan program) 
bisa menjadi prasyarat bagi langkah subjek auditor selanjutnya.   
‘Pemata-mataan’ dalam kerangka produktivitas, secara terukur terlihat 
pada adanya petunjuk kerja petunjuk umum dan langkah-langkah pemeriksaan.  
Petunjuk umum memberikan panduan kepada auditor mengenai jenis, tujuan, 
lingkup, dan sasaran pemeriksaan.  Langkah pemeriksaan ini merupakan 
serangkaian prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan oleh auditor (tim) atas 
sasaran dan lingkup pemeriksaan tertentu untuk menjawab tujuan pemeriksaan 
yang lebih rinci.  Untuk kemudahan ‘pemata-matan’ dan  pengendalian kerja, 
setiap langkah pemeriksaan harus jelas siapa subjek yang bertanggung jawab 
berdasarkan tugas yang ditetapkan.  Di samping itu, juga harus ditetapkan kode 
indeks kertas kerja pada setiap langkah kerja yang akan digunakan untuk 
mengumpulkan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan langkah pemeriksaan.  
Selain itu, sebagai sebuah tim, auditor harus memiliki kompetensi kolektif terkait 
dengan entitas yang diperiksa.  Hal ini berarti bahwa, penetapan personil yang 
akan ditugaskan harus mempertimbangan latar belakang pendidikan dan 
pengalaman, independensi, tujuan, lingkup dan jenis pemeriksaan serta hasil 
evaluasi kinerja pemeriksa dalam penugasan sebelumnya.  Dengan demikian, 
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kuasa disipliner yang menjadi basis panapticon, tidak hanya dilihat dalam 
konteks eksploitasi, tetapi juga menunjukkan sebentuk pemaksaan dalam 
kerangka profesional dan produktivitas. 
Panapticon (kuasa disipliner) adalah sumber daya yang hebat bagi 
aparatus instutusi, karena memungkin bagi mereka melakukan pengawasan 
secara total.  Mereka benar-benar mengeliminir dengan pasti serta efisien; 
kemungkinan konfrontasi para subjek dengan sistem spasial (review berjenjang)  
dan pemata-mataan.  Apa yang diperbuat auditor, terlihat dalam catatan-catatan 
KKP yang memastikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang diinginkan.  
Sebuah tanda tickmark (√), paraf, serta pengarahan (catatan tertulis) dalam 
melaksanakan review atas KKP menunjukkan berjalannya mekanisme 
pengendalian itu. 
Review atas KKP juga menempatkan auditor dalam suatu area; 
terobjektifkan oleh dokumentasi.  Hasil-hasil pemeriksaannya tergambar dalam 
dokumen KKP, yang memberikan informasi rinci mengenai kerja profesionalnya.  
Hal ini menunjukkan bagaimana kuasa disipliner berperan dalam memperbaiki 
perilaku yang menyimpang seorang auditor saat penugasan.  Ide ini sebenarnya 
telah mengakar dalam prakttik pengauditan yang terlihat pada kerja-kerja 
auditing yang didasarkan pada standar, program dan prosedur penugasan. 
Landasan itu mengacu pada: meengetahui apa yang auditor kontrol dan 
mengontrol apa yang auditor kerjakan.  Review atas KKP akan menempatkan 
auditor terpampang jelas dalam kertas dokumen.  Hasil pekerjaannya akan 
terekam dalam dokumen yang memberikan informasi rinci mengenai 
penugasannya.  Mekanisme kuasa ini membiarkan subjek auditor dikendalikan 
dalam ruang penguasaannya.  
Pemenjaraan dalam konteks Foucauldian diarahkan pada kuasa disipliner 
yang terdistribusi secara spasial (berjenjang) dan juga nampak pada adanya 
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pengetatan waktu secara temporal.  Ini artinya bahwa, kuasa disipliner ditujukan 
pada pengarahan tubuh yang dianggap sebagai mesin yang dapat diatur dan 
dikendalikan secara mekanis.  Kuasa disipliner seperti ini, jelas membutuhkan 
sebuah pengurung (ruang auditoral) sebagai wadah operasi yang tertutup bagi 
dunia luar dan dikelilingi oleh dirinya sendiri.  
Praktik-praktik penundukan dan pengawasan berfungsi untuk 
menormalkan auditor sesuai dengan ‘cetakan patuh’ yang diinginkan; ‘cetakan 
patuh’ jiwa keauditorannya dan berorientasi hasil kerja sesuai dengan sasaran 
dan tujuan penugasannya.  Praktik seperti ini berfungsi sebagai instrumen penilai 
bagi ordinat di atasnya untuk mengukur, mempertimbangkan prestasi masing-
masing auditor.  Mendiagnosis dan mengklasifikasi auditor sebagai seorang yang 
‘normal’ ataukah masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih 
lanjut.       
Akhirnya, pengauditan dengan kuasa disipliner dan teknologi dirinya 
menyediakan ‘pengurung’ untuk menjadikan semua hal penugasan menjadi 
‘terlihat, dalam ‘tatapan mata’ supervisornya (ketua tim, pengendali teknis, 
penanggung jawab pemeriksaan).  Metafora ‘Penjara’ bermain di area supervisi, 
evaluasi, koreksi, dan pengawasan terus-menerus di seluruh jenjang hierarkis. 
Kuasa ini menjadi ada di mana-mana (Foucault, xx) di seluruh arena ruang 
auditorial.  
 
12.2 Implikasi Penelitian  
Secara umum, dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa produksi 
pengauditan yang membawa ‘pesan’ sebuah opini bukanlah saluran yang luput 
dari ‘bias’; ‘netral’ dalam memberitahukan ‘sesuatu’ secara adanya.  Di dalamnya 
ada riak-riak kuasa dan formasi diskursif yang bekerja secara halus dan tanpa 
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sadar dipraktikkan oleh subjek berprofesi.  Ini ditandai dengan adanya retakan-
retakan dalam kerja pengauditan.  Hal itu berimplikasi pada praktik pengauditan 
di dalam ruang auditoral.  Implikasi itu di antaranya:  
Implikasi pertama, Opini audit bukanlah produk selesai.  Ada anggapan 
umum, seolah opini audit adalah produk selesai.  Keselesaian produk (opini) ini 
berasal dari asumsi, bahwa ia produk dari penalaran dan pertimbangan seorang 
subjek profesional.  Produksinya diturunkan dari sintesa atas fakta-fakta 
pengauditan dengan basis pengetaahun, pengalaman dan atas dasar praktik-
praktik yang berterima umum (standar).  Meski demikian, riset ini memandang, 
bahwa opini audit bukanlah produk selesai yang bisa diterima begitu saja 
(commond sense).  Ketidakselesian produk ini dianggap bahwa; produksi opini 
bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja (taken for granted). Bukan pula 
sesuatu yang hanya dibangun atas dasar standar dan prosedur mekanis dalam 
proses penyimpulannya.  Produksi opini dalam pengauditan ternyata juga 
melibatkan kuasa dalam proses produksinya. Kuasa itu ada dalam bentuk 
formasi diskursif dan bekerja secara halus dalam proses produksi (opini) dalam 
pengauditan.         
Implikasi kedua, secara konseptual terdapat hubungan timbal balik antara 
auditor sebagai subjek kuasa dan  auditor sebagai objek kuasa.  Sebagai subjek 
berkuasa, formasi diskursifnya legitimate dalam berpraktik atau berpendapat.  
Auditor terlihat eksklusif karena ke-‘siapa’-an yang mereka miliki. ‘Subjek mereka’ 
yang pantas berbicara dan punya otoritas; ‘subjek lainnya’ tidak layak dan tidak 
punya kualifikasi untuk berbicara.  Akibatnya subjek eksklusif punya ruang dalam 
menentukan ‘objek pembicaraan’ dengan subjek lain serta punya potensi 




Sebagai objek kuasa, praktik dalam pengauditan bisa menjadi ‘penjara’ 
bagi auditor.  Jaring kuasa melakukan pemantauan melalui teknologi diri dan 
penundukan lewat disiplin diri.  Hal menyebabkan subjek auditor semakin terlihat 
untuk diawasi.  Aktivitas tubuh’ subjek menjadi diketahui dan didokumentasikan 
dalam arsip atau KKP untuk dinilai.  Pada akhirnya, gagasan kuasa yang bekerja 
pada produksi opini dalam praktik pengauditan, akan menuntun subjek auditor 
lebih patuh dan berguna. 
Konsep kuasa yang ada dalam konteks riset ini mencerminkan kuasa 
yang ada dalam praktik pengauditan.  Praktik diskursif menjadi alat bagi subjek 
dominan untuk mendikte dan mendefinisikan kebenaran pada subjek auditee.  
Hal ini menunjukkan bagaimana hegemoni itu disebar melalui formasi formalnya, 
jejak keilmiahan kerjanya, dan pengacuannya pada standar-standar tertentu.  Ini 
diyakini dan dipahami oleh subjek auditor sebagai jiwa keuditorannya yang 
senantiasa harus dijaga dan dikontrol keamanahannya. 
Implikasi kebijakan, kandungan retakan kerja pengauditan sebagai 
sarana introspeksi profesi.  Status eksklusifnya menyebabkan subjek auditor 
menerima pengetahuannya sebagai sebuah anggapan yang benar.  Benar dalam 
artian bahwa penilaian yang dilakukan oleh auditor didasarkan atas kondisi yang 
sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas.  
Pada posisi ini, realitas keuangan menjadi sentral pemeriksaan bagi 
subjek auditor.  Realitas pengamatannya didasarkan atas objektivitas fakta 
numerik dengan standar sebagai rujukan kerjanya.  Hal ini dipertegas oleh 
deklarasi pernyataannya laporan hasil pemeriksaan (LHP).  Pernyataan ini 
menunjukan bahwa independensi sudah ditegakan, subjektivitas dan 
kepentingan tertentu sudah dieliminir  
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Namun demikian, frekuensi keobjektifan dalam rangkaian diskursif, 
teknologi diri dan kuasa disiplinernya mengandung retakan-retakan pada proses 
kerjanya.  Retakan-retakan itu tergampar pada inkoherensi.  Akibatnya bisa 
dianggap ada diskriminasi saat pemberian opini oleh auditor.  Hal ini dapat 
dipersepsikan sebagai kemenduaan praktik dalam kerja pengauditan.  
Dampaknya adalah, memperbandingkan perolehan opini (audit) yang diterima 
entitas satu dengan entitas lain adalah tidak relevan untuk dilakukan.  Akan lebih 
baik bagi setiap entitas teraudit untuk lebih berfokus pada substansi temuan 
audit dari pada hasil opini audit terhadap entitasnya.  Untuk itu (terutama 
mereduksi peristiwa inkoherensi), institusi dan auditor perlu menelaah 
kemungkinan-kemungkinan itu sebagai bahan evaluasi profesi dalam berpraktik. 
 
12.3 Keterbatasan Penelitian 
Analisis dalam perspektif Foucauldian sensitif terhadap bentuk dan cara 
beroperasinya kuasa dalam ruang tertentu.  Kepekaan itu merujuk pada bentuk 
‘pemarjinalan’ subjek atau kelompok tertentu terhadap sesuatu yang dominan.  
Karena itu, tidaklah mengherankan apabila pengauditan akan selalu dimaknai 
dan diberi bingkai kuasa yang dalam operasinya.  Akibatnya, pandangan seperti 
ini mengandung beberapa kelemahan sekaligus menunjukan keterbatasan yang 
melekat pada penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan itu di antaranya:  
Pertama; pengauditan akan selalu tercurigai dan akan selalu dimaknai 
serta  ditafsirkan  pada bobot kuasanya.  Ia diberi bingkai kuasa yang beroperasi 
di ruang auditoral.  Padahal praktik pengauditan tidak melulu harus dilabeli dalam 
arti kuasa.  Pendekatan ini menafikan kemungkinan sisi-sisi kemanusiaan yang 
juga bekerja dalam ruang auditoral.  Misalnya saja, interaksi keseharian auditor 
vis a vis auditee kadang diselimuti dengan canda, tawa, umpatan, cacian, 
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ketidaksukaan, kegembiraan, dan seterusnya.  Ini tidak selalu harus dimaknai 
dalam perspektif kekuasaan.  ‘Kesepelean-kesepelean’ seperti itu tidak selalu 
harus tercurigai dalam analisis kekuasaan.  Hal itu manusiawi saja sebagai 
subjek individu dalam berinteraksi dengan sesamanya.  
Kedua; analisis ini meredupkan manfaat pengauditan sebagai fungsi 
kontrol dalam masyarakat.  Subjek auditor (BPK) dipercaya memeriksa program 
pemda yang dibiayai oleh keuangan negara, menguji kepatuhan entitas terhadap 
aturan perundangan-undangan.  Peredupan manfaat  ini, tidak lepas dari sifat 
dasar analisis ini; sensitif terhadap subjek berpengetahuan.  Analisis ini 
menunjukkan bagaimana sesuatu yang dominan dapat meminggirkan subjek 
auditor dan auditee.  Auditor juga bisa menjadi objek kuasa.  Hal ini membuka 
pandangan kita bahwa auditor juga adalah ‘korban’ penundukan dari kuasa 
disipliner dan teknologi diri.  Auditee di sisi lain juga menjadi korban pelaksanaan 
legitimasi dari seorang subjek yang eksklusif.  Dengan demikian auditor dan 
auditee sama-sama menjadi objek penguasaan. 
Ketiga, riset ini hanya menitikberatkan pada arkeologi dan genealogi 
kekuasaan dalam ruang auditorial.  Potensi kuasa yang ada dan bekerja di luar 
ruang ini bisa diinfiltrasikan masuk dalam praktik pengauditan.  Misalnya saja, 
formasi dan kerja kuasa dalam proses penyusunan standar yang selanjutnya 
diterapkan atau diadopsi oleh praktikisi profesional.  Bagaimana kerja kuasa di 
ruang penyusun standar, luput dari pengamatan penulis.  Analisis ini melekatkan 
bahwa penghemonian ideologi standar pada institusi diterima oleh subjek auditor 
sebagai sesuatu yang terberi.  Sesuatu yang diterima dan dipraktikkan begitu 
saja oleh subjek auditor.  Penyusupan standar ini secara (tanpa) sadar  
digunakan sebagai praktik yang umum berlaku dan memang demikianlah 
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AKN : Auditorat Keuangan Negara 
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
AT : Anggota Tim 
   
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 
BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
BEI : Bursa Efek Indonesia 
BUD : Bendahara Umum Daerah 
BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
 :  
CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan 
   
Ditama Binbangkum : Direktorat Utama Pembinaan dan Bantuan Hukum 
Ditama Revbang : Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, 
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
Dit. EPP : Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan 
Dit. PSMK : Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen 
Kinerja 
DPD : Dewan Perwakilan Daerah 
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DPPKAD : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah 
ESQ : Emotional Spritual Quotient 
   
IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
Itama : Inspektorat Utama 
Irtama : Inspektur Utama 
INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institution 
   
Kalan : Kepala Perwakilan 
KAP : Kantor Akuntan Publik 
Kaditama : Kepala Direktorat Utama 
Kaaud : Kepala Auditorat 
Kasubag : Kepala Sub Bagian 
Kasubaud MIA : Kepala Sub Auditorat Manajemen Intern Auditorat 
Kasubagsetlan : Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan 
Kaditama Revbang : Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, 
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
KKP : Kertas Kerja Pemeriksaan 
KHP : Konsep Hasil Pemeriksaan 
KT : Ketua Tim 
KSAP : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
   
LK : Laporan Keuangan 




LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
LRA : Laporan Realisasi Anggaran 
LAK : Laporan Arus Kas 
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan 
LPKP : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 
LKML : Lembar Kendali Materi Laporan Pemeriksaan 
Keuangan 
   
NIP : Nomor Induk Pegawai 
 :  
ML : Management Letter 
Makin : Manajemen Kinerja 
   
P2 : Program Pemeriksaan 
PKP : Program Kerja Perorangan 
PMP : Panduan Manajemen Pemeriksaan 
PABU : Prinsip Akuntansi Berterima Umum 
Pemda : Pemerintah Daerah 
Pemkot : Pemerintah Kota 
Pemrov : Pemerintah Provinsi 
PP : Peraturan Pemerintah 
   
QC : Quality Control 
   
Renstra : Rencana dan Strategi 
RKA : Rencana Kerja dan Anggaran 
RKP : Rencana Kerja Pemeriksaan 
RKT : Rencana Kerja Tahunan 
   
SAP : Standar Audit Pemerintahan 
Setjen : Sekretariat Jenderal 
Subaud MIA : Sub Auditorat Manajemen Intern AKN 
Subagset Kalan : Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan 
SPI : Sistem Pengendalian Intern 
SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas 
SP3 : Surat Perintah Persiapan Pemeriksaan 
ST : Surat Tugas 
   
Tortama : Auditor Utama 
TP : Temuan Pemeriksaan 
TW : Tidak Wajar 
TMP : Tidak Memberikan Pendapat 
TA : Tahun Anggaran 
   
UU : Undang-Undang 
UUD : Undang-Undang Dasar 
   
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 






Arkeologi : Pandangan filosofis (episteme) Foucault saat 
menganalisis praktik-praktik diskursif dalam sebuah 
peristiwa (sejarah) 
Asersi : Pernyataan suatu entitas dalam bentuk data-data 
(laporan) keuangan yang dapat diverifikasi 
Audit : Audit berasal dari kata audire yang berarti 
mendengar, yaitu auditor memperdengarkan fakta, 
yang didasari oleh sebuah pertimbangan dan akan  
membentuk suatu kesimpulan.  Hal ini memerlukan 
proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti 
atas suatu informasi (keuangan), untuk menentukan 
dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut 
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.  
Auditing juga dapat dipandang sebagai sebuah proses 
analisis, praktik inferensial atau aktivitas pervasive 
yang bersentuhan dengan masyarakat yang sudah 
maju.  Auditing juga berfungsi sebagai sarana 
penjamin bagai akuntabilitas bagi sebuah entitas.  
Dalam konteks temuan riset ini, pengauditan 
dipandang sebagai sebuah konstruksi dari praktik-
praktik diskursif yang dilakukan oleh subjek 
profesional sesuai dengan orientasinya di ruang 
auditorial 
Auditee : Entitas atau subjek teraudit yang melakukan kegiatan 
pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangan 
negara 
Auditor : Subjek profesional yang melaksanakan tugas 
pemeriksaan terhadap sebuah entitas yang mengelola 
keuangan negara atau yang bertanggung jawab 
terhadap keuangan negara. 
BPK : Sebuah lembaga tinggi negara yang bebas dan 
mandiri serta dijamin oleh undang-undang untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
Common Sense 
 
: Sebentuk pemaknaan yang dimiliki subjek bahwa, 
objek akal sehat adalah hal-hal yang dapat diindra 
secara umum.  Dengan demikian sebuah objek yang 
telah melewati observasi indrawi dan rasional (dan 
berulang-ulang) menjadi terbuka ruang untuk diterima 
sebagai sebuah kesimpulan umum (legitimate) tanpa 
perlu mempertanyakannya lagi 
Diskursus : Sebuah praktik (sosial) yang berkaitan dengan cara 
menelorkan pengetahuan beserta praktik-praktik yang 
mengiringinya, serta relasi kuasa yang menyertai 





Due Audit Care : Memandang seorang auditor terikat dengan tanggung 
jawab profesinya dalam menyatakan suatu pendapat 
yang independen, memiliki tingkat keahlian yang 
relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada.  Ia juga 
melaksanakan tugasnya dengan keseksamaan dan 
ketelitian yang memadai. 
Ekslusivitas : Status keistimewaan yang dimiliki suatu profesi 
(auditor).  Karakternya terlihat pada homogenitas 
subjek diri sebagai bentuk adanya kesamaan diri 
sebuah profesi.  Ini memungkinkannya untuk 
menentukan tingkat spesialisasi profesi dan membuat 
perbedaan di antara mereka sendiri dan perbedaan 
dengan subjek awam lainnya.  Aturan, norma dan 
standar diperkenalkan sebagai hasil dari pengukuran 
atau sebuah seleksi diri. 
Episteme : Kata ini berasal dari Yunani yang berati pengetahuan, 
tapi Foucault menggunakan istilah ini cara yang khas, 
yaitu pengandaian atau cara tertentu yang bekerja 
secara tersembunyi dalam menentukan pemikiran, 
pengamatan seseorang atau kelompok.  Dengan kata 
lain, episteme adalah suatu kerja tersembunyi dengan 
pola penataan untuk menguasai cara berpikir suatu 
zaman.  Artinya mekanisme kerja episteme bersifat 
diskursif. 
Fakta : Sesuatu yang dapat ditangkap secara indrawi dan 
eksis secara faktual. 
Falsifikasi : Ide sentral dalm filsafat ilmu Popper.  Dalam 
pandangan Popper, Falsifikasi merujuk pada; 
pernyataan atau kesimpulan dari sebuah cara kerja 
yang ilmiah adalah benar, sepanjang tidak ada 
observasi atau bukti kuat yang dapat meyangkalnya.  
Untuk memperjelas pengertian ini, Popper memberi 
analogi: untuk membuktikan pernyataan bahwa 
“semua angsa adalah putih”, maka observasi 
terhadap “seekor angsa hitam” sudah cukup untuk 
menyangkal pernyataan itu.  Betapapun besar dan 
luasnya observasi terhadap angsa putih tidak akan 
menggugurkan penyangkalan itu.  Merujuk pada 
Falsifikasi, akan terlihat adanya retakan-retakan kerja 
sains (inkoherensi) dalam pengauditan. 
Formasi Diri : Lihat Jiwa Keauditoran 
Formasi Formal : Formasi diskursif ini dicirikan oleh bobot kewenangan 
perundang-undangan yang dimiliki oleh auditor.  
Persepsinya dibentuk oleh pandangan yang 
mendefinisikan bahwa mandat ini adalah hal yang 
mutlak, ia berasal dari entitas yang lebih tinggi 
(negara). 
Formasi Sains : Suatu prinsip induksi yang mengarah pada sebuah 




pernyataan tunggal, yang melalui logika penarikan 
pernyataan umum kita memahaminya dan 
menerimanya sebagai sesuatu yang logis.  Dalam 
dunia pengetahuan, prinsip induksi telah turut 
mewarnai sejarah pengetahuan manusia sebagai 
salah satu metode keilmiahan yang penting 
khususnya dalam perkembangan ilmu sains.  Prinsip-
prinsip induksi turut menentukan kebenaran teori-teori 
dalam pengetahuan.  Melenyapkannya dari ilmu 
berarti sama dengan mencabut kekuasaan ilmu untuk 
memutuskan suatu kebenaran. 
Foucault : Michel Foucault adalah salah seorang filsuf asal 
Prancis, lahir di Poitiers, Prancis.  Karya-karyanya 
meliputi sejarah, filsafat, psikoanalisis dan linguistik 
dan berpengaruh pada; retaknya klaim kebenaran 
bagi subjek berpengetahuan (profesi).  Analisis 
diskursusnya yang mengaitkan kuasa dan 
pengetahuan memunculkan dimensi baru tentang 
kekuasaan.  Foucault menilai bahwa konsep kuasa 
tradisional selalu berorientasi pada sebuah legitimasi.  
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan – 
sesuatu yang dimiliki-  secara metafisis kepada 
negara yang memungkinkan negara dapat 
mewajibkan semua orang untuk mematuhinya.  Bagi 
Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. 
Ia ada di mana-mana sebagai bentuk strategi (sistem, 
aturan,regulasi) dalam sistu relasi sosial.  Dengan 
demikian sebuah kuasa bukanlah suatu pemilikian 
Sang Subjek. 
Genealogi : Analisis yang dikembangkan oleh Foucault untuk 
mengungkap kerja kuasa pengetahuan dalam sebuah 
diskursus. 
Hegemoni : Bentuk dominasi dalam bentuk ide atau pandangan 
sosial yang ditanamkan oleh kelas sosial (ordinat) 
tertentu, sehingga dapat diterima oleh oleh kelas 
sosial lain (sub ordinat) sebagai sesuatu yang alamiah 
atau benar (commond sense) tanpa perlu 
mempertanyakannya 
Jiwa keauditoran : Pemberi gerak kerja bagi subjek auditor.  Dengan jiwa 
keauditoran, subjek auditor akan mampu menyerap 
pemahaman diri akan profesinya.  Jiwa keauditoran juga 
juga menuntun auditor untuk bersikap rasional, ia 
dituntut untuk mampu berpikir secara sadar, mematuhi 
teknologi diri atau instrumen-instrumen formal yang 
berlaku.  Jiwa keauditoran dapat bersifat sensoris 
terhadap sensasi sebuah realitas yang terpampang di 
hadapannya.  Ia menggerakkan sensitivitas 






Komoditas : Segala sesuatu atau sebentuk benda yang diproduksi 
atau yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka 
memperoleh keuntungan. 
Komodifikasi : Proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan 
komoditas menjadi sesuatu yang mempunyai nilai 
keekonomian (uang). 
Koherensi : Konsistensi penyusunan gagasan-gagasan dalam 
satu kesatuan teks.  Dengan koherensi akan dinilai 
konsistensi keinduktifan atau bentuk penyimpulan 
(opini) subjek profesional (auditor) dalam 
mempertimbangkan fakta atau peristiwa pengauditan 
kaitannya dengan opini yang juga diberikan pada 
entitas lain.  Argumentasi sebuah penyimpulan 
(pertimbangan) akan kuat saat ia mempunyai tenaga 
persuasif yang tinggi, bukti-bukti atau petunjuk-
petunjuk yang melandasinya bersifat konsisten; dalam 
artian tidak ada satupun petunjuk yang saling 
bertentangan atau saling melemahkan bukti-bukti 
yang lain. 
Kuasa : Mekanisme kekuatan dalam sebuah sistem (sosial) 
yang bersifat produktif yang dibangun bukan dengan 
cara penindasan tetapi melalui stimulasi. 
Kuasa disipliner : Merupakan bentuk usaha untuk menjadikan subjek 
menjadi seorang yang ahli (profesional) dengan fungsi 
utama mendorong tubuh melakukan ketepatan dan 
keakuratan kerja.  Kuasa disipliner akan 
membiasakan tubuh dan membentuk subjek individu 
menjadi sebuah elemen yang patuh dan berarti.  
Kuasa ini, mendudukkan subjek individu sebagai 
objek kuasa melalui perangkat mekanis 
proseduralnya.  Keberfungsiannya diarahkan untuk 
mencapai efisiensi dan keefektifan kerja.  Dengan 
kerja seperti ini, kuasa disipliner menundukkan tubuh 
dan mengarahkannya dalam kerja mekanis berupa 
prosedur kerja yang sudah terjadwal dan terkendali 
dalam basis yang rasional. 
Panapticon : Sebuah mekanisme atau sistem fisik yang di 
dalamnya terdapat relasi pengawasan berupa 
keterlihatan jejak (monumen) diri dan menimbulkan 
kesadaran atau disiplin diri atas kontrol yang terus-
menerus serta menunjukkan berfungsinya sebuah 
kekuasaan. 
Peristiwa (Event) : Kejadian yang ‘benar ada terjadi’ dan dialami oleh 
subjek auditor dan auditee.  Peristiwa seperti ini 
tunduk pada seperangkat aturan, milik subjek tertentu 
yang dapat melahirkan formasi diskursif atau kuasa 
tertentu.  Bagi Foucault, suatu sejarah atau peristiwa 
[semacam pengauditan] adalah pekerjaan ‘subjek’ 




akun, register) sebagai sebuah monumen diri.  
Peristiwa ini ada di setiap waktu dan tempat, di setiap 
masyarakat dalam bentuk yang terorganisasi atau 
bentuk yang spontan.  Pemahaman terhadap suatu 
’peristiwa’ ini dapat membantu mengetahui bentuk-
bentuk diskursus dan membantu dalam menyingkap 
adanya kuasa yang bermain dari interaksi auditor-
auditee. 
Profesi : Sebuah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan 
pendidikan dan keahlian khusus dalam 
pengerjaannya.  Auditor adalah salah satu profesi 
dibidang pemeriksaan (keuangan) yang memiliki 
asosiasi, kode etik, standar serta lisensi (sertifikasi) 
khusus terkait dengan pengauditan. 
Retakan-Retakan 
pengauditan. 
: Sebuah inkoherensi dalam menyimpulkan sebuah 
fakta atau peristiwa dalam pengauditan.  Dasarnya 
adalah, logika seorang auditee yang akan 
mempersoalkan sebuah peristiwa yang sejenis dan 
sebangun dalam pengauditan yang bisa 
menghasilkan opini yang berbeda jika auditee 
memperbandingkan peristiwa tersebut dengan entitas 
lain.  Padahal auditee mengetahui bahwa proses 
penugasan seorang auditor dilandasi oleh sebuah 
standar sebagai suatu kelaziman yang siapa dan di 
manapun itu dilakukan seharusnya akan 
menghasilkan kesimpulan yang sama.  Retakan-
retakan dalam pengauditan terkait dengan jangkauan 
keyakinan seorang  auditor (tim) dalam meneguhkan 
dirinya saat akan memutuskan sebuah opini.  
Retakan-retakan yang berakibat terhadap koherensi 
sebuah pengauditan dapat disebabkan oleh (a) 
terjadinya deobjektifikasi dan terlibatnya keyakinan 
intuitif dalam praktik pengauditan, (b) kemantapan 
argumentasi auditee dalam menjelaskan praktik 
pengelolaan keuangan yang dilakukannya, (c) tafsir 
dan perlakuan auditor terhadap (perubahan) 
perundang-undangan dan standar yang berlaku, (d) 
pemenuhan program pemeriksaan (P2) oleh auditor, 
dan terakhir (d) adanya atau terbukanya potensi 
penyuapan dalam praktik pengauditan. 
Ruang auditorial : Sebuah ruang yang konkrit sekaligus abstrak.  Konkrit 
karena terlihat dengan jelas ruang – ruang dan 
bangunan secara pisik yang menjadi arena 
pengauditan.  Abstrak dalam artian terdapat konsep-
konsep dan gagasan yang tergambarkan – 
terepresentasi – dari aktivitas para subjek.  Dalam 
‘meruang’ subjek auditor mengejawantahkan 
pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.  
Konsepsi dan pemahamannya tentang auditing, 
standar akuntansi dan aturan perundangan menjadi 




Simbol : Sesuatu yang mengandung makna (tanda), yang 
dipercaaya dapat mengubah persepsi subjek lain dan 
menjadi dasar seorang subjek untuk melakukan 
tindakan.  Sebuah simbol juga dapat merujuk pada 
sebuah entitas yang lebih tinggi dari subjek lain. 
Sreg : Sesuatu yang enak di hati, pas kedudukannya saat 
akan memutuskan atau memilih suatu hal atau 
pertimbangan. 
Subjek : Konsep ini mengacu pada kesadaran manusia atau 
kemampuan rasionalnya di mana setiap aktivitas 
pengetahuan mengandung dua hal: ‘subjek 
mengetahui’ dan ‘objeknya diketahui’.  Kemampuan 
rasional ini juga yang membuat para individu dalam 
masyarakat modern menjadi yakin bahwa manusia 
adalah “tuan” atau “aktor”  sejarah. 
Teknologi diri : Alat untuk menangkal pembelokan atau sublimasi atas 
‘nafsu-nafsu’ yang dapat merusak penugasan auditor.  
Pembelokan itu diarahkan dalam wujud normalisasi 
cara kerja.  Teknologi diri menjadi sebentuk 
pengawasan dan perekaman kesesuaian kerja subjek 
auditor.  Ketika teknologi diri terserap dalam kehidupan 
auditor, maka institusi tidak hanya berhasil 
mengembangkan cara-cara untuk menghadapi 
kenyataan dalam pengauditan, tetapi juga berhasil 
menetapkan seperangkat kaidah  yang merupakan 
bagian dari jiwa keauditorannya. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
